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SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029

Menimbang:

Mengingat:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR RIAU,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Tahun 2025- 2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi
Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6808);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan:

10.

11.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi
Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Tahun 2024 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Riau Nomor 14);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

(1)

(2)

Pasal 1

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029
merupakan Dokumen Perencanaan Strategis Perangkat
Daerah Provinsi Riau yang merupakan penjabaran
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029.

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub
Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam
rangka pelaksanaan wurusan Pemerintahan Wajib
dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau.



(3) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 2

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
menjadi pedoman dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
b. penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pasal 3
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan
Gubernur Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis
Perangkat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 - 2026 (Berita
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 4), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR RIAU,
TTD
ABDUL WAHID

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 28 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,
TTD
SYAHRIAL ABDI
BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 36

Sahnan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

.ébm’a Tk. 1 (IV/b)
ITP=t9840326 200903 1 003
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1.1

BAB 1
PENDAHULUAN

Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat
tujuan, sasaran, program dan Kkegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan urusan Pemerintahan Wajib dan atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah yang disusun
berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) dan bersifat indikatif.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Perangkat Daerah harus
memiliki Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) yang berpedoman
pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra
Perangkat Daerah disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi
pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen
Renstra Perangkat Daerah memuat tentang tujuan, sasaran, program, dan
kegiatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsinya. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang
merupakan instrumen pertanggungjawaban, perencanaan strategis
merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran Kkinerja
dinas/badan/kantor dan perangkat-perangkat daerah lainnya. Perencanaan
strategis pemerintah juga merupakan integrasi antara keahlian sumberdaya
manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan
perkembangan lingkungan strategis, lokal, nasional dan global namun tetap
berada pada tatanan sistem manajemen nasional.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Sosial yang disusun berfungsi sebagai
pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah
dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD, sebagai
Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Bidang Urusan. Proses penyusunan
Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang diawali dengan persiapan,
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penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan forum
perangkat daerah/ lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir

dan penetapan.

Proses penyusunan tersebut dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut :

SO g Aancangan
Penyusunan RPIMD
Mot ?D
A" Musrenbang
RPIMD
B Rancargan Akhvir
1 RPIMO
Perorsasen Yrwag!
e St | Perdanmimp |
Pevpervean
| 3| Rancangae

[ usus o |

Sumber. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
Dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, berpedoman pada RPJMD
dengan memperhatikan Renstra K/L terkait dan Renstra kabupaten/kota
terkait, dan pada akhirnya Renstra akan menjadi pedoman kepala perangkat
daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah, keterkaitan

dokumen - dokumen tersebut dapat dilihat pada bagan alur berikut.

20 TAHUN 5 TAHUN 1 TAHUN
| el EE Des
-y | PEDOMAN z z Y DIACU :
=
& b . S
! i 1 :
RPJPD FPEDOMAN' gojjAD DUABARKAN RKPD PEDOMAN | RAPBD
PROV . : PROV : PROV
PEDOMAN : Dlacy 1
= *
g % RENSTRA §§ PEDOMAN_
g g ] ner
rPipp  PEPOMANG C MDD numnxniu  RKPD PEDOMAN E RAPBD
PEDOMAN i DiAacu i
RENSTRA PEDOMAN RENJA
Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2 Dasar Hukum
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Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

sebagai landasan hukum yaitu :

1) Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah
Swatantra Tk. I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1646);

2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4421);

5) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

6) Undang-undang Republik Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

7) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

8) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

9) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
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Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 80);

11) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

12) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

13) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang
Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan

Kemiskinan Ekstrem;

14) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data

Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional;

15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

16) Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 459 “
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19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447).

20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1419).

21) Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis
Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah
Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

22) Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Data
Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 578);

23) Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

24) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2023 tentang
Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 3);

25) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran
Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);

26) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045

27) Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029

(Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor 7);

28) Peraturan Gubernur Riau Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pedoman Belanja
Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022
Nomor 2);

29) Peraturan Gubenur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah
Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53);

30) Peraturan Gubernur Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi
Daerah Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitas Tahun 2024-2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Nomor 5);
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31) Peraturan Gubenur Riau Nomor 24 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau
Tahun 2024 Nomor 24);

32) Peraturan Gubernur Riau Nomor 139 Tahun 2015, tentang Organisasi dan
Rincian Tugas Unit Pelaksana Teknis “Bina Laras” pada Dinas Sosial
Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 139);

33) Peraturan Gubernur Riau Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah

Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 57);

34) Peraturan Gubernur Riau Nomor 69 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas Sosial Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun

2017 Nomor 69);

35) Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Provinsi Riau (Berita Daerah

Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 19);

1.3 Maksud dan Tujuan
A. Maksud

Maksud Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi
Riau tahun 2025-2029 dimaksudkan Menentukan arah strategis Jangka
Menengah Perangkat Daerah dalam 5 (lima) tahun ke depan dengan
pendekatan secara holistik-tematik, integratif dan berbasis spasial yang
berdasarkan capaian kinerja perangkat Daerah, Permasalahan dan isu
strategis Perangkat Daerah guna mendukung atau mewujudkan visi misi
Kepala daerah sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah serta
Mewujudkan Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah yang Responsif

gender dan Inklusif.
B. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Sosial : Adapun
tujuan penyusunan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Provinsi Riau tahun

2019-2024 adalah sebagai berikut:

1) Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat

daerah;

2) Merumuskan strategi & arah kebijakan Jangka Menengah Perangkat
Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD yang

menjadi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
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3) Merumuskan perencanaan pembangunan daerah yang responsif gender

dan inklusif

4) Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok

sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun;

5) Merumuskan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi
Riau mengacu kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025
dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.4. Kelompok Sasaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Layanan

2.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangakat Daerah
2.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah
2.8. Identifikasi Permasalahan

2.9. Isu Strategis

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

3.2. Strategi Perangkat Daerah

3.3. Pentahapan Pembangunan

3.4. Lokus Rensta Perangkat Daerah dimana penyajian lokus Renstra
Perangkat Daerah untuk Provinsi berdasarkan kabupaten/kota dan atau
berdasarkan wilayah pengembangan serta disesuaikan dengan kebutuhan
pengembangan daerah

2= Arab Kebiial
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BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan merupakan hasil cascading dari
tujuan,sasaran, out come dan out put serta mengacu kepada nomenklatur
Peraturan Menteri Dalam Negeri berserta pemutakhirannya

PENUTUP

Berisi kesimpulan ringkas terkait Renstra Perangkat Daerah Provinsi Riau
Tahun 2025-2029 dan berbagai harapan terhadap pelaksanaannya.
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BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau

Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau adalah sebagai berikut :
a. Tugas

Dinas Sosial menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan

Urusan Pemerintahan di bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah.
b. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Dinas Sosial

mempunyai fungsi:

1) Penyusunan dan perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang
Perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang

Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

2) Pelaksanaan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan
Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang pemberdayaan Sosial,

dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Kesekretariatan, Bidang
perlindungan dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang

Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

4) Pelaksanaan administrasi pada Kesekretariatan, Bidang perlindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan

Sosial, dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

5) Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait

dengan tugas dan fungsi lainnya.
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Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi Riau Provinsi Riau
dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata

Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau sebagai berikut :
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Gambar 2.1
BAGAN ORGANISASI DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
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2.2. Sumber Daya Dinas Sosial Provinsi Riau.
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dan penentu dalam
mengimplementasikan visi, misi, target, sasaran, program dan kegiatan.
Jumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau sejumlah 331 orang terbagi atas
144 orang ASN bertugas pada kantor Dinas Sosial dan UPT serta 187 orang

Tenaga Harian Lepas/Honorer.

Kondisi pegawai di Dinas Sosial Provinsi Riau tahun 2025 terdiri dari
pegawai dari golongan I hingga golongan IV. Pegawai dengan golongan IV
sebagian besar merupakan pegawai yang memangku jabatan struktural dan
fungsional yang ada pada Dinas Sosial Provinsi Riau. Adapun kondisi
pegawai Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan gender dapat dilihat
sebagai berikut.

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Jabatan

PNS PPPK Disabilitas
Jenis Jenis Jenis Jumlah
No Jabatan Kelamin Kelamin Kelamin Orang
L P L P L P

1 Kepala Dinas 1 - - - - 1

2 Sekretaris 1 - - - - 1

3 Kepala Bidang/UPT 6 3 - - - - 9

4 Kepala Subbagian / 11 6 - - - - 17
Kepala Seksi

5 Fungsional Penyuluh 1 - - - - - 1
Madya

6 Fungsional Penyuluh 4 2 - - - - 6
Muda

7 Fungsional Penyuluh 2 - - - - 2
Pertama

8 Fungsional Perencana 1 1 - - - - 2
Ahli Muda

9 Fungsional Perencana 2 - - 2 - - 4
Ahli Pertama

10 Fungsional Arsiparis - 1 - - - - 1
Ahli Madya

11 Fungsional Peksos 2 - - - - 2
Madya

12 Fungsional Peksos 5 5 - - - - 10
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PNS PPPK Disabilitas
Jenis Jenis Jenis Jumlah
No Jabatan Kelamin Kelamin Kelamin Orang
L P L P L P

Muda

13 Fungsional Peksos 1 - - - - 1
Pertama

14 Fungsional Peksos 1 - - - - 1
Mahir

15 Fungsional Peksos 1 - - - - 1
Terampil

16 Fungsional Peksos 1 - 2 2 - - 5
Pertama

17 Penata Kelola Sistem dan 1 - - - - 1
Teknologi Informasi

18 Penelaah Teknis 15 16 - - - - 31
Kebijakan

19 Pengolahan data dan 37 12 - - - - 49
Informasi

20 Pengadministrasi 29 5 - - - - 34
Perkantoran
TOTAL 121 |52 2 4 - - 179

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Prov. Riau, 2025

Berdasarkan data rekapitulasi kepegawaian, Dinas Sosial Provinsi Riau saat ini
memiliki kekuatan personel sebanyak 179 orang. Struktur kepegawaian di lingkungan
dinas didominasi secara signifikan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berjumlah
173 orang (121 laki-laki dan 52 perempuan), sementara dukungan dari Pegawai
Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 6 orang (2 laki-laki dan 4
perempuan). Secara keseluruhan, komposisi pegawai berdasarkan jenis kelamin
terdiri dari 123 laki-laki dan 56 perempuan, yang menunjukkan peran tenaga kerja laki-
laki masih mendominasi dengan persentase sekitar 68,7%.

Distribusi jabatan di Dinas Sosial Provinsi Riau menunjukkan bahwa beban kerja
organisasi bertumpu pada tiga kelompok besar jabatan pelaksana. Jabatan Pengolah
Data dan Informasi menjadi unit dengan personel terbanyak yaitu 49 orang, disusul
oleh Pengadministrasi Perkantoran sebanyak 34 orang, dan Penelaah Teknis
Kebijakan sebanyak 31 orang. Konsentrasi pegawai pada ketiga bidang ini
mencerminkan fokus dinas yang sangat kuat pada penguatan tata kelola data
kesejahteraan sosial, tertib administrasi, serta pengkajian kebijakan teknis di wilayah

Provinsi Riau.
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Pada aspek fungsional dan manajerial, Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki
struktur keahlian yang sangat spesifik. Selain dipimpin oleh jajaran manajerial yang
terdiri  dari Kepala Dinas, Sekretaris, serta 26 pejabat struktural
(Kabid/Kasubbag/Kasi), dinas ini diperkuat oleh beragam tenaga fungsional ahli.
Sesuai dengan tupoksinya, jabatan Pekerja Sosial (Peksos) memiliki sebaran jenjang
yang paling lengkap mulai dari tingkat Madya hingga Terampil, ditambah dengan
tenaga Penyuluh Sosial dan Perencana. Keberadaan tenaga fungsional yang spesifik
ini menegaskan kesiapan instansi dalam menjalankan mandat pelayanan dan
rehabilitasi sosial bagi masyarakat di Provinsi Riau.

Untuk data pegawai dilihat dari golongan dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau Berdasarkan Golongan
PNS PPPK Disabilitas
S R A P P B
L P L P L P
1 Golongan IV 16 |8 24
2 Golongan III 54 | 44 98
3 Golongan II 19 |2 21
4 Golongan XI
5 Golongan X
6 Golongan IX 7 5 12
7 Golongan VIII - - -
8 Golongan VII 1 8 9
9 Golongan VI - - -
10 Golongan V 28 |24 52
11 Golongan III 2 3 5
12 Golongan | 2 1 3
JUMLAH 179

Berdasarkan data profil kepangkatan di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Riau,
kekuatan sumber daya manusia yang berjumlah 179 personel menunjukkan distribusi

yang cukup variatif antara jalur PNS dan PPPK. Pada kelompok Pegawai Negeri Sipil,
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struktur organisasi didominasi secara signifikan oleh Golongan Il yang berjumlah 98
orang, diikuti oleh Golongan IV sebanyak 24 orang, dan Golongan Il sebanyak 21
orang. Komposisi ini mencerminkan bahwa sebagian besar PNS berada pada jenjang
penata hingga pembina, yang menjadi motor penggerak utama dalam perencanaan

dan pengambilan keputusan teknis di dinas tersebut.

Sementara itu, pada kategori Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK),
konsentrasi personel terbesar berada pada Golongan V dengan total 52 orang, yang
terdiri dari 28 laki-laki dan 24 perempuan. Di samping itu, terdapat penguatan pada
jenjang fungsional melalui 12 orang di Golongan IX dan 9 orang di Golongan VII, serta
dukungan operasional lainnya di jenjang Golongan Ill dan | sebanyak 8 orang. Secara
keseluruhan, sinergi antara senioritas PNS di Golongan Il dan IV dengan besarnya
jumlah tenaga teknis PPPK di Golongan V menjadi fondasi utama bagi Dinas Sosial
Provinsi Riau dalam mengoptimalkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi

masyarakat.
Untuk data pegawai berdasarkan Pendidikan dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.3
Jumlah ASN Dinas Sosial Provinsi Riau
Berdasarkan Pendidikan

PNS PPPK Disabilitas
Jenis Jenis (s lah
No Pendidikan Kela Kela Ko ]gm a
min min rang
L P L P L P
1 Strata 3
2 Strata 2 33 33
3 Strata 1 70 12 1 82
4 Diploma 3 11 9 20
5 Sekolah Menengah Atas 28 52 1 81
6 Sekolah Menengah Pertama 5 5
7 Sekolah Dasar 1 3 4

Dilihat dari aspek kualifikasi akademik, Dinas Sosial Provinsi Riau didukung

oleh sumber daya manusia dengan latar belakang pendidikan yang cukup kuat dan
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relevan. Pada jenjang pendidikan tinggi, terdapat 33 pegawai PNS yang telah
menyelesaikan pendidikan Strata 2 (S2), yang memberikan fondasi kuat pada aspek
manajerial dan analisis kebijakan. Sementara itu, lulusan Strata 1 (S1) menjadi
kelompok terbesar dengan total 82 orang, yang terdiri dari 70 orang PNS, 12 orang
PPPK, serta 1 orang tenaga disabilitas. Keberadaan lulusan Diploma 3 (D3) sebanyak
20 orang turut memperkuat lini teknis operasional di lingkungan dinas.

Di sisi lain, kontribusi pegawai dengan latar belakang pendidikan menengah
dan dasar juga masih cukup signifikan dalam mendukung fungsi pelayanan. Sebanyak
81 pegawai merupakan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA), di mana kelompok ini
didominasi oleh tenaga PPPK sebanyak 52 orang, disusul oleh 28 orang PNS dan 1
orang tenaga disabilitas. Selain itu, terdapat 5 orang lulusan Sekolah Menengah
Pertama (SMP) dari jalur PPPK serta 4 orang lulusan Sekolah Dasar (SD) yang terdiri
dari 1 orang PNS dan 3 orang PPPK. Secara keseluruhan, keberagaman tingkat
pendidikan ini menunjukkan adanya pembagian peran yang komprehensif, mulai dari
tataran strategis hingga dukungan operasional lapangan dalam penyelenggaraan

kesejahteraan sosial di Provinsi Riau.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Sarana prasarana berupa gedung kantor dan asrama untuk
melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial sistem kelembagaan
yang dimiliki oleh Dinas Sosial Provinsi Riau sebanyak 89 unit yang
tersebar pada kompleks kantor Dinas Sosial dan TMP Kusuma Dharma
Pekanbaru sebanyak 7 unit serta 82 unit bangunan yang tersebar pada
5 Panti Rehabilitasi Sosial di Provinsi Riau. Panti ini merupakan Unit
Pelaksana Teknis yang melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial
secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat/ Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Tabel 2.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Provinsi Riau

No Nama Jumlah Kondisi
1 Tanah 11 Buah (139.948 M2)
2 Alat Besar 12 Unit
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No Nama Jumlah Kondisi

3 Alat Angkutan Darat 35 Unit
Bermotor

4 Alat Angkutan Darat Tak 26 Unit
Bermotor

5 Alat Pertanian 31 Unit

6 Alat Kantor dan Rumah 7573 Unit
Tangga

7 Alat Studio, Komunikasi dan 396 Unit
Pemancar

8 Alat Kedokteran dan 264 Unit
Kesehatan

9 Alat Persenjataan 19 Unit

10 Komputer Unit 300 Unit

11 Peralatan Komputer 383 Unit

12 Gedung dan Bangunan 133 Unit

13 Jalan, Irigasi dan Jaringan 79 Unit

14 Bahan Perpustakaan 775 Buah

15 Barang Bercorak Kesenian
Kebudayaan /Olahraga 34 Buah

Sumber : Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik
Daerah, Tahun 2025

Pelayanan yang dilaksanakan melalui panti milik Pemerintah Provinsi
Riau ini menggambarkan Standar pelayanan Minimal yang wajib
dilaksanakan oleh Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan menteri
Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar
pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di
Daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa SPM bidang sosial menyangkut
rehabilitasi sosial dalam 5 hal, yaitu orang tua terlantar, anak terlantar,
penyandang disabilitas mental terlantar, gelandangan dan pengemis, serta

korban bencana.

Adapun UPT yang dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terdiri dari
pelayanan rehabilitasi sosial untuk lanjut usia, anak terlantar, eks psikotik,

anak nakal / bermasalah hukum, dan penyandang disabilitas daksa.

Rinci lalah sebagai beril
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Tabel 2.5
Daftar Nama Unit Pelaksana Teknis Dinas Sosial Provinsi Riau

NO BALAI (UPT) SK PENETAPAN SASARAN

1 |UPT Pelayanan Sosial Pergub Riau No. 69 Lanjut Usia
Tresna Werda Khusnul Tahun 2017 Terlantar
Khotimah

2 |UPT Pelayanan Sosial Pergub Riau No. 69 ABH dan Tuna
Marsudi Putra Tengku Yuk [Tahun 2017 Sosial

3 |UPT Panti Sosial Pengasuh |Pergub Riau No. 69 Anak Terlantar
Anak Tahun 2017

4 |UPT Bina Laras Pergub Riau No. 69 Disabilitas

Tahun 2017 Mental Terlantar

5 |UPT Pemberdayaan Pergub Riau No. 57 Penyandang
Penyandang Disabilitas Tahun 2017 Disabilitas Daksa
Daksa Dinas Sosial Terlantar
Provinsi Riau

Sumber : Peraturan Gubernur No. 57 Tahun 2017 & No. 69 Tahun 2017

Pelayanan Sosial melalui panti merupakan perwujudan dar
kewenangan Dinas Sosial Provinsi Riau dalam melaksanakan pelayanan
sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang sosial sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018. Oleh sebab
itu dibentuklah pelayanan berbasis panti dengan sasaran layanan bagi
anak terlantar, lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandang
pengemis.

UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas merupakan UPT yang
bergerak dalam pelayanan rehabilitasi sosial dasar disabilitas daksa terlantar
di dalam panti. Jumlah SDM Disabilitas Terlantar yang memberikan
pelayanan pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa adalah
sebagai berikut :

Tabel 2.6
Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Pemberdayaan Penyandang
Disabilitas Daksa

NO

Nama Jumlah Kondisi
1 |Gedung Kantor 1 Cukup baik
2 |Asrama 6 Belum sesuai standar
3 |Ruang Kelas / Teori 4 Belum sesuai standar
4 Ruang Praktek Keterampilan 3 Belum sesuai standar
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N Nama Jumlah Kondisi
5 |Rumah Jaga 1 Cukup
6 |Rumah Petugas 4 Cukup
7 |[Ruang Pamer 1 Cukup
8 |Gudang dan Garase 1 Cukup
9 |Lapangan Upacara 1 Cukup
10 Water Supply 1 Cukup
Sarpras Olahraga (Futsal,
11 Sepak Takraw, Volley Ball, 4 Belum sesuai standar
tenis Meja, Fitness Center)
12 |Pagar 2 Cukup
13 |Alat Kesenian /Band 1 Belum sesuai standar
14 \Mobil Opersional 1 Slizlnlijrzrsesuai

Untuk pelayanan rehabilitasi sosial dasar terhadap disabilitas mental
dilayani di dalam panti UPT Bina Laras. Adapun Sumber Daya Manusia yang
ada pada UPT Bina Laras adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Bina Laras

NO Nama Jumlah Kondisi
1 |Gedung Kantor 1 Perawatan ringan
2 s o pormen o el
3 Gedung Tempat Makan 1 Perawatan ringan
4 (Gedung Keterampilan 1 Perawatan ringan
5 |Ruang Isolasi 1 Perlu penambahan
6 |Gedung Tempat Belajar 1 Perlu penambahan
7 |Rumah Petugas 1 Perlu penambahan
8 |PosJaga 1 Perlu penambahan
9 Musholla 1 Perawatan ringan
10 |Lavangan Volley / Badminton 1 Perawatan ringan
11 [Taman 1 Perawatan

12 |Kebun dan kolam 1 Perlu penataan
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Untuk pelayanan terhadap lanjut usia terlantar di dalam panti
dilaksanakan melalui UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha Husnul
Khotimah. Adapun jumlah sumber daya manusia pada UPT PSTW Husnul
Khotimah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT PSTW Husnul Khotimah

NO Nama Jumlah Kondisi

1 |Gedung Kantor 1 Perawatan ringan
2 [Rumah Petugas 5 Perawatan ringan
3 |Wisma 13 Perlu rehab

4 |Gedung Serba Guna 1 Perlu rehab

5 |Aula Keterampilan 1 Perlu rehab

6 |Mushalla 1 Perlu rehab

7  |Poliklinik 1 Perawatan ringan
8 |Dapur Umum 1 Perawatan ringan
9 [Tempat Pemandian Jenazah 1 Perlu rehab

10 |Gudang 1 Perlu rehab

11 |Mobil Operasional L300 1

12 [Tempat Pemakaman Lansia 1000 m2 .P;?;lrl: perbaikan akses

Untuk gelandangan dan Pengemis hingga Tahun 2021 belum
dibentuk UPT pelayanan sosial tersendiri. Hal ini merupakan tugas dan
tanggung jawab Pemerintah Provinsi Riau yang perlu menyediakan layanan
rehabilitasi dasar bagi gelandang dan pengemis. Hingga saat ini pelayanan
masih diberikan dengan menggunakan fasilitas panti PSMP Tengku Yuk.
UPT PSMP Tengku Yuk disamping melaksanakan pelayanan gelandangan
pengemis selama ini juga melaksanakan pelayanan terhadap anak nakal dan
anak berhadapan dengan hukum.

Untuk pelayanan terhadap anak terlantar di dalam panti dilaksanakan
melalui UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak. Adapun jumlah sumber daya

manusia pada UPT PSPA adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.8

Jumlah Sarana dan Prasarana pada UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak

NO Nama Jumlah Kondisi
1 |Gedung Kantor 1 Perawatan ringan
2 |Aula / Ruang Pertemuan 4 gzgzm?:}?argngan’ perlu
3 |Poliklinik 1 Perawatan ringan
4 |Perpustakaan 1 Perawatan ringan
5 |Asrama Putra 1 Perlu rehab
6 |Asrama Putri 1 Perlu rehab
7 |Mushalla 1 Perawatan ringan
Ruang konseling Psikolog
8 |dan 1 Perawatan ringan
Pekerja Sosial
9 |Ruang Bimbingan Sosial 1 Perawatan ringan
10 gg:;zionl;:l:f:kdan 1 Perawatan ringan
11 [Ruang keterampilan 1 Perawatan Ringan
12 [Kebun 1 Perlu Pengelolaan
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

2.3.1. Capaian Kinerja Indikator Utama dan Capaian Kinerja Kunci

Dalam Undang- Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor
23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa untuk pilar pelayanan bidang
Pemberdayaan Sosial kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah
dalam penerbitan izin pengumpulan sumbangan lintas daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi serta Pemberdayaan
potensi sumber kesejahteraan sosial provinsi.

Pada pilar pelayanan bidang Rehabilitasi Sosial, kewenangan Pemerintah

Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan rehabilitasi sosial yang bukan
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/ tidak termasuk bekas korban penyalahgunaan NAPZA, orang dengan
Human Immunodeficiency Virus / Acquired Immuno Deficiency Syndrome
(HIV/AIDS) yang memerlukan rehabilitasi pada panti. Khusus untuk
penaganan warga negara migran korban tindak kekerasan, yang menjadi
kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi adalah menyelenggarakan
pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik
debarkasi di daerah provinsi untuk dipuangkan ke daerah Kabupaten/Kota
asal.

Selanjutnya dalam Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, yang
menjadi kewenangan = Pemerintah  Daerah  Provinsi adalah
menyelenggarakan penerbitan izin orang tua angkat untuk pengangkatan
anak antar WNI dan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal.
Selanjutnya yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi
adalah pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi. Dalam hal
penanganan bencana, pemerintah daerah provinsi memiliki kewenangan
dalam penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana provinsi. Untuk tugas tambahan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Daerah Provinsi adalah dalam pemeliharaan taman makam
pahlawan nasional provinsi.

Disamping kewenangan yang jelas diatur dalam Undang-undang
Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tersebut, pelayanan
yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau adalah pelayanan bagi
PPKS yang berada di dalam panti. Upaya pelayanannya pun yang

dilakukan adalah rehabilitasi sosial dasar yang bertujuan untuk

mengembalikan keberfungsian sosial dari PPKS tersebut sehingga dapat

menyatu dalam kehidupan masyarakat kembali.

Kinerja pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau sesuai dengan tabel 2.20 di
dibawah merupakan gambaran dari pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Sosial Provinsi Riau dalam rentang waktu pembangunan jangka
menengah 2020-2024, yang dalam hal ini sampai tahun anggaran 2023
yang telah dievaluasi. Indikator pertama yaitu Persentase PPKS yang
tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial menunjukkan bahwa

target di tahun 2020 adalah 2,45 persen, dengan realisasi sebesar 2,74

persen. Pada tahun 2021 untuk indikator yang sama memiliki target 2,45
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persen, dengan realisasi 3,15 persen. Pada tahun 2022 target sebesar 2,45
persen dan terealisasi 1,93 persen, dan tahun 2023 target sebesar 2,65
persen dan realisasi 1,58 persen. Dari data tersebut untuk tahun 2022
dan 2023 target tidak tercapai. Namun hal ini bukan serta merta
menunjukkan bahwa kinerja Dinas Sosial tidak baik. Data ini dapat
dijelaskan bahwa semakin sedikit pemberian pelayanan berarti
permasalahan sosial tidak begitu banyak sehingga nilai kinerja
pembangunan sosial malah lebih baik. Dengan demikian koordinasi dan
Kerjasama dalam pelayanan sosial antara Dinas Sosial Provinsi Riau
dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota dapat bersinergi dengan baik
sehingga pelayanan yang diberikan sesuai dengan kewenangan masing-
masing perangkat daerah berjalan baik.

Selanjutnya terkait keberhasilan kinerja dari indikator ke dua yaitu
persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS dapat
dilihat bahwa pada tahun 2020 ditargetkan 16,5 persen namun realisasi
hanya 0,42 persen. Pada tahun 2021 ditargetkan 16, 5 persen juga,
namun realisasi hanya sebesar 0,59 saja. Hal ini dapat dijelaskan
bahwa pada tahun 2021 kondisi Sebagian besar Indonesia dan dunia
khususnya di Provinsi Riau masih pandemi Covid-19, sehingga kegiatan-
kegiatan yang bersifat pertemuan dan koordinasi tatap muka
dikurangi sesuai dengan prosedur Kesehatan yang berlaku. Untuk tahun
2021 mulai mengalami kenaikan, namun dengan kondisi pemulihan
Covid-19 kegiatan bersifat pemberdayaan kelembagaan dan PSKS

lainnya belum dapat terkoordinir dengan maksimal.
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Tabel 2.20
Pencapaian Kinerja Pelayanan
Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2020- 2024

No

Indikator
Kinerja Sesuai
Tugas dan
Fungsi Dinas
Sosial

Target
NSPK

Target
IKK

Target
Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Realisasi Capaian Tahun

Rasio Capaian pada Tahun

2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023

2024

2020

2021

2022

2023

2024

€

0]

3)

(4)

©)

(6) ™ (8) ©) (10) (11 (12) (13) (14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

Persentase PPKS
yang tertangani
dan berhasil
berfungsi secara
sosial

2,45 2,45 2,45 2,65 2,75 2,74 3,15 1,93 1,58

1,12

1,28

0,78

0,56

Persentase PSKS
yang
berpartisipasi
dalam
penanganan PPKS

16,5 16,5 16,5 17 17,3 6,87 9,69 23,14 17

0,42

1,4
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Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data Fakir Miskin yang
ada di Provinsi Riau merupakan data yang bersumber dari Sistem Informasi Kesejahteraan
Sosial Next Generation (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Sedangkan

Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.112 Perkembangan PPKS Provinsi yang Terlayani Tahun 2020-2024

. Tahun

No | Jenis PPKS 2020 2021 2022 2023 2024
Anak Berhadapan

1 Hukum (Anak Nakal) 297 297 456 330 330
Anak yang

2 | Memerlukan 154 154 91 99 99
Perlindungan Khusus
Pekerja Migran

3  Bermasalah Sosial 58 58 80 22 22
(PMBS)
Keluarga Rentan

4  (Keluarga Bermasalah 0 0 37 49 49
Sosial Psikologis

5 Korban Tindak 9 9 63 55 55
Kekerasan

6 | Korban Trafficking 29 29 1 13 13

7 | Kelompok Minoritas 8 8 20 5 5

8 | Anak Jalanan 142 142 125 43 43

9 | Pengemis 153 153 132 145 145

10  Gelandangan 263 263 186 250 250

11  Pemulung 160 160 6 352 352

12  Bekas BWBLP 91 91 15 380 380
Orang Dengan

13 HIV/AIDS (OD HA) 555 555 158 892 892
Korban

14  Penyalahgunaan 83 83 90 418 418
NAPZA
Korban Bencana

15 : 817 2419 1156 579 579
Sosial

16 | Tuna Susila 211 211 43 104 104

17 ~Komonitas Adat 5.914 5.914 20775 1198 1.198
Terpencil
Anak Dengan

18  Kedisabilitasan 1.477 1.477 1.001 1.970 1.970
(ADK)

19  Anak Balita Terlantar = 14 14 32 6.190 6.190

oo  Penyandang 3.018 3.018 268 382 7.659

Disabiltas (Cacat)
Perempuan Rawan

21 | Sosial Ekonomi 0 0 43 2.665 2.665
(PRSE)



No Jenis PPKS el

2020 2021 2022 2023 2024
22 kf;r?]a” Bencana 4.520 27.458 32.933 17.728 17.728
23 Anak Terlantar 751 751 4977 35.047 35.047
24 Lanjut Usia Terlantar ~ 33.895 33.895 5.710 32.253 32.253
25 | Fakir Miskin 1344150 1344150 2.075.684 | 1.907.359  1.907.359
Anak Korban Tindak
Kekerasan
26 (KTK)/Diperlakukan  ° 0 8 275 275
salah
Total Populasi PPKS ) 10/ 166 1428852 2155167 | 2.016.080 | 2.0160.080
Yang Terlayani

Sumber: Dinas Sosial Provins Riau Tahun 2025

Perkembangan pelayanan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS/PPKS) di Provinsi Riau selama periode 2020 hingga 2024 menunjukkan dinamika
yang sangat fluktuatif namun cenderung mengalami peningkatan volume pelayanan secara
keseluruhan. Pada awal periode (2020-2021), total populasi yang terlayani berada di kisaran
1,4 juta jiwa, kemudian melonjak signifikan pada tahun 2022 hingga mencapai puncaknya di
angka 2.155.167 jiwa. Memasuki tahun 2023 dan 2024, jumlah pelayanan sedikit
terkonsolidasi namun tetap terjaga pada angka yang tinggi, yaitu sekitar 2,01 juta jiwa per
tahun. Fakir miskin menjadi kelompok PPKS dengan volume pelayanan terbesar secara
konsisten, di mana pada tahun 2022 jumlahnya sempat menembus angka 2,07 juta jiwa
sebelum berada di level 1,9 juta jiwa pada dua tahun terakhir.

Selain kelompok fakir miskin, beberapa kategori menunjukkan lonjakan pelayanan
yang sangat tajam dalam dua tahun terakhir (2023-2024). Sebagai contoh, kelompok Anak
Terlantar mengalami kenaikan luar biasa dari hanya 751 jiwa di tahun 2020 menjadi 35.047
jiwa pada tahun 2024. Peningkatan signifikan juga terlihat pada kategori Anak Balita
Terlantar yang melonjak dari angka puluhan menjadi 6.190 jiwa, serta Perempuan Rawan
Sosial Ekonomi (PRSE) yang kini menyentuh angka 2.665 jiwa. Sementara itu, kelompok
Lanjut Usia Terlantar menunjukkan stabilitas pelayanan yang tinggi dengan cakupan rata-
rata di atas 32.000 jiwa pada periode terakhir, setelah sebelumnya sempat mengalami
penurunan drastis di tahun 2022.

Dinamika pelayanan pada sektor kebencanaan juga mencatatkan angka yang
mencolok, terutama pada kelompok Korban Bencana Alam yang mencapai puncaknya di
tahun 2022 dengan 32.933 jiwa terlayani sebelum menurun ke angka 17.728 jiwa pada tahun
2024. Di sisi lain, beberapa kategori PPKS berbasis komunitas dan kesehatan juga tetap
menjadi perhatian serius, seperti pelayanan terhadap Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) yang
naik mencapai 892 jiwa dan Korban Penyalahgunaan NAPZA yang meningkat ke angka 418



jiwa. Secara keseluruhan, data ini merefleksikan perluasan jangkauan layanan Dinas Sosial
Provinsi Riau dalam merespons berbagai permasalahan sosial yang semakin kompleks, baik
yang bersifat struktural maupun situasional.

Peran kabupaten/kota dalam pelayan PPKS juga sangat diperlukan karena terkait
kewenangannya dalam melayani orang diluar panti dan memverifikasi orang yang
membutuhkan pelayanan rehabilitasi dasar di dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial yang
merupakan kewenangan Provinsi. Adapun kabupaten/kota terlebih dahulu melakukan
layanan di luar Lembaga Kesejahteraan Sosial yang ada, yang merupakan salah satu bentuk
perlindungan yang di berikan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada PPKS yang ada.
Adapun kabupaten yang tertinggi jumlah PPKS nya adalah kabupaten Indragiri Hilir
sebanyak 349.169 jiwa dan kabupaten yang terendah jumlah PPKS nya adalah kabupaten
Pelalawan sebanyak 9.945 jiwa, Kondisi jumlah PPKS kabupaten/kota tahun 2024 dapat
dilihat pada gambar dan tabel berkut.

Tabel 2.113 Jumlah PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani Tahun 2024
Jumlah Jenis PPKS

Kabupaten/Kota PPKS 1 2 3 4 5 6
Kuantan 2 1 1 0 0 0 0
Singingi
Indragiri Hulu 27 26 1 0 0 0 0
Indragiri Hilir 21 13 8 0 0 0 0
Pelalawan 82 60 0 20 0 0 2
Siak 75 70 2 0 0 0 3
Kampar 38 38 0 0 0 0 0
Rokan hulu 126 7 67 0 0 52 0
Bengkalis 76 23 5 1 47 0 0
Rokan Hilir 14 14 0 0 0 0 0
Kepulauan 24 10 14 0 0 0 0
Meranti
Pekanbaru 62 48 1 1 2 3 7
Dumai 21 20 0 0 0 0 1
Jumlah Jenis PPKS
Kabupaten/Kota b5y 7 8 9 10 11 12
Kuantan 2 0 0 0 2 0 0
Singingi
Indragiri Hulu 12 0 0 0 0 12 0
Indragiri Hilir 35 0 2 18 10 5 0
Pelalawan 0 0 0 0 0 0 0
Siak 0 0 0 0 0 0 0
Kampar 170 0 0 15 15 0 140
Rokan hulu 4 0 0 0 0 4 0
Bengkalis 62 0 10 2 5 5 40
Rokan Hilir 30 0 0 0 30 0 0
Kepulauan 23 0 0 0 23 0 0
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Pekanbaru
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Jenis PPKS

Kabupaten/Kota Jumlah PPKS 25 26
Kuantan Singingi 29.182 29.148 34
Indragiri Hulu 148.721 148.715 6
Indragiri Hilir 347.807 347.784 23
Pelalawan 7.085 7.085 0
Siak 2.117 2.072 45
Kampar 271.069 271.050 19
Rokan hulu 212.372 212.313 59
Bengkalis 195.327 195.324 3
Rokan Hilir 305.202 305.202 0
Kepulauan Meranti 147.231 147.230 1
Pekanbaru 162.803 162.754 49
Dumai 78.718 78.682 36

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Tabel 2.114 Jumlah Total PPKS Kabupaten/Kota Yang terlayani Tahun 2024

Kabupaten/Kota Jumlah Total PPKS per Kabupaten/Kota
Kuantan Singingi 31.491
Indragiri Hulu 168.542
Indragiri Hilir 349.169
Pelalawan 9.945
Siak 55.865
Kampar 278.071
Rokan hulu 223.344
Bengkalis 197.781
Rokan Hilir 305.696
Kepulauan Meranti 148.379
Pekanbaru 166.166
Dumai 80.760

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada setiap PSKS, maka sangat
dibutuhkan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). PSKS adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk menjaga,
menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam
pelayanan kesejahteraan sosial PSKS berperan melalui penguatan kapasitas dan
motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional, pelatihan pengenalan
dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial, penyediaan sarana operasional kinerja,

pemberian bantuan sarana prasarana organisasi PSKS. Jumlah PSKS sebagai berikut:

Tabel 2.115 Jumlah Perkembangan PSKS Provinsi Riau dari Tahun 2020-2024



Jenis PPKS

Perorangan

Pekerja Sosial Profesional (PKH,
Peksos, PKSA)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
Taruna Siaga Bencana (Tagana)
Karang Taruna (KT)

Wanita Pemimpin Kesejahteraan
Sosial (WPKS)

Penyuluh Sosial

Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK)

Pekerja Sosial Profesional (PKH,
Peksos, PKSA)

Keluarga

Keluarga Poineer
Family Care Unit (FCU)
Lembaga

Dunia Usaha

Lembaga Kesejahteraan Sosial
(LKS)

Wahana Kesejahteraan Sosial
Keluarga berbasis Masyarakat
(HKSKBM)

Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
Total Jumlah PSKS yang ada

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025
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2024
3591
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223

24

29
3897

Sebaran PSKS yang ada terdapat dikabupaten/kota dalam upaya melakukan

menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan
sosial. PSKS terbanyak terdapat di Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah 349.169 jiwa dan
paling sedikit terdapat di Kabupaten Pelalawan dengan jumlah 9.945 jiwa. Kondisi jumlah

PSKS di kabupaten/kota dapat dilihat pada gambar berikut.
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Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025




Gambar 2.57 Jumlah PSKS di Kabupaten/Kota Tahun 2024

Dasar hukum Bidang Sosial berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di
Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Target pencapaian adalah target yang
ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai Standar Pelayanan Minimal (SPM)
selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya. Target pencapaian
SPM Provinsi Riau untuk Bidang Sosial Tahun 2021 dan Tahun 2022 mengacu pada target
nasional yaitu 100%. Secara rinci capaian SPM Bidang Sosial Provinsi Riau Tahun 2021 dan
Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.116 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Sosial
Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Capaian
Terhadap
No Jenis SPM Sosial Indikator CRIpRIEL: Aol
Sarana dan
Prasarana
2021 2022 2023 2023
1. Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 100 60
Dasar Penyandang Rehabilitasi Sosial
Disabilitas Telantar | Dasar Penyandang
di dalam Panti Disabilitas Telantar
di dalam Panti
2. | Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 70
Dasar Anak Rehabilitasi Sosial
Telantar di dalam Dasar Anak
Panti Telantar di dalam
Panti
3. | Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 70
Dasar Lanjut Usia Rehabilitasi Sosial
Telantar di dalam Dasar Lanjut Usia
Panti Telantar di dalam
Panti
4. Rehabilitasi Sosial Persentase 100 100 40
Dasar Tuna Sosial Rehabilitasi Sosial
Khususnya Dasar Tuna Sosial
Gelandangan dan Khususnya
Pengemis di dalam = Gelandangan dan
Panti Pengemis di dalam
Panti
5. | Perlindungan dan Persentase 100 100 70

Jaminan Sosial
Pada Saat dan

Perlindungan dan
Jaminan Sosial



Capaian

Terhadap
Capaian Kondisi

Sarana dan

Prasarana
2021 2022 2023 2023

No Jenis SPM Sosial Indikator

Setelah Tanggap Pada Saat dan

Darurat Bencana Setelah Tanggap
Bagi Korban Darurat Bencana
Bencana Provinsi Bagi Korban

Bencana Provinsi
Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2024

Untuk mendukung pelayanan dasar sosial yang menjadi kewenangan Provinsi sangat
dibutuhkan ketersediaan sarana prasarana yang memadai dan peningkatan layanan
kesejahteraan sosial di dalam panti sesuai dengan jumlah pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial di dalam panti. Oleh sebab itu sebagai bagian dari pelayanan dasar,
pemerintah mempunyai tanggungjawab untuk menyediakan, memberikan dan melakukan
pembinaan sarana pelayanan tersebut.

Sarana pelayanan sosial cukup banyak ditemukan di tengah masyarakat, baik yang
dibentuk oleh Pemerintah maupun yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Sarana
pelayanan sosial dapat berupa Lembaga, kelompok, dan juga perorangan yang memiliki
tujuan untuk memberikan pelayanan sosial kepada masyarakat khususnya bagi Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Dengan adanya sarana pelayanan sosial ini
dirasakan sangat membantu Pemerintah dalam memberikan pelayanan sosial kepada
PPKS, karena program dan kegiatan dari Pemerintah saja memang belum cukup untuk
dapat menampung dan memberikan pelayanan kepada seluruh PPKS yang ada.

Jumlah PPKS yang di rehab Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi Riau dan Lembaga
Kesejahteraan Sosial Swasta di Provinsi Riau mengalami peningkatan yaitu di tahun 2024
sebesar 3.604 jiwa. Dan ini merupakan bagian dari Standar Pelayan Minimal yang ada.
Berikut perkembangan kondisi jumlah PPKS khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia
terlantar, gelandangan pengemis dan anak terlantar di dalam panti yang merupakan

Standar Minimal Pelayan kewenangan Provinsi yang terlayani.

Tabel 2.117 Perkembangan Jumlah PPKS Berdasarkan Pelayanan Minimum (SPM) Bidang
yang Terlayani Sosial Kewenangan Provinsi Tahun 2020-2024
Jenis SPM Sosial 2020 2021 2022 2023 2024
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas 105 1194 199 204 | 199

Terlantar di Dalam Panti



Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam | 591 | 3.710 | 3.875 | 4.020 | 3.309
Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di 80 80 90 90 83
Dalam Panti

Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya | 20 0 20 40 13
Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti

Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan

Setelah Tanggap Darurat Bencana Bagi Korban

Bencana Provinsi

JUMLAH 796 3.984 4.184 4.354 3.604

Sumber : Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025

Untuk melaksanakan rehabilitasi sosial dasar ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal. Pada bagian ketujuh pasal 10 ayat (2) dijelaskan
bahwa Jenis Pelayanan Dasar pada SPM Sosial daerah Provinsi terdiri
atas :

1) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam
panti;

Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas
terlantar di dalam panti khususnya bagi disabilitas daksa terlantar
dilaksanakan melalui UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Daksa. UPT ini beralamat di jalan Yos Sudarso Nomor 57 KM 9 Rumbai
Pekanbaru. UPT yang berdiri berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor
57 Tahun 2017 ini memilik kapasitas sebanyak 30 orang.

Bentuk pelayanan yang diberikan berupa pemberian layanan
rehabilitasi sosial dasar yang sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal berupa :

a. Penyediaan Permakanan

b. Penyediaan Sandang

c. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
d. Penyediaan Alat Bantu

e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti



f. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

h. Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan bagi
Penyandang Disabilitas

i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Adapun jumlah pemerlu pelayanan khususnya disabilitas

yang sudah dilayani dalam kurun 5 tahun ini adalah sebagai berikut :
Tabel 2.6

Data Penyandang Disabilitas Daksa Terlantar yang dilayani pada

UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa

) Tahun Pelayanan
No Jenis
) 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Kelamin
1 Laki-laki 7 0 6 18 20 21 35
2 Perempuan 12 0 9 0 0 12 25
Jumlah 19 0 15 18 20 33 60

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah yang disabilitas
terlantar yang dilayani berkisar di bawah angka 20 orang. Pada tahun
2017 dan 2018 pada UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
Daksa belum memiliki klien yang dilayani. Sedangkan untuk tahun
2020 UPT juga tidak menyelenggarakan pelayanan dikarenakan
puncak pandemic Covid-19 sehingga kegiatan mengumpulkan orang
banyak tidak dilaksanakan dengan menimbang protokol Kesehatan.

Sebagai salah satu panti yang bergerak dalam pelayanan sosial
terhadap penyandang disabilitas daksa terlantar, UPT ini memiliki
sarana prasarana sebagai berikut :

Tabel 2.7

Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Pemberdayaan



Penyandang Disabilitas Daksa

No. SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI
1) @) ®3) (4)
1 | Kantor 1 Cukup baik
2 | Asrama 6 Belum sesuai
standar
3 | Ruang Kelas / Teori 4 Belum sesuai
standar
4 | Ruang Praktek 3 Belum sesuai
Keterampilan standar
5 | Rumah Jaga 1 Cukup
6 | Rumah Petugas 4 Cukup
7 | Ruang Pamer 1 Cukup
8 | Gudang dan Garase 1 Cukup
9 | Lapangan Upacara 1 Cukup
10 | Water Supply 1 Cukup
11 | Sarpras Olahraga 4 Belum sesuai
(Futsal, Sepak Takraw, standar
Volley Ball, tenis Meja,
Fitness
Center)
12 | Pagar 2 Cukup
13 | Alat Kesenian /Band 1 Belum sesuai
standar
14 | Mobil Operasional 1 Belum sesuai
standar

Sumber : UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Daksa, 2025

Dari beberapa sarana prasarana yang ada masih terdapat
permasalahan sehingga belum sesuai dengan standar pelayanan.
Bangunan Gedung UPT belum memiliki aksesibilitas untuk
Penyandang Disabilitas yang dibutuhkan seperti handrail, ramp atau
bidang miring, kloset duduk di asrama, dan kelengkapan lainnya untuk

penyandang disabilitas daksa. Selain permasalahan tersebut, kondisi



di beberapa bangunan Gedung UPT sudah mengalami kerusakan
mulai dari skala ringan hingga berat dikarenakan faktor usia bangunan
yang memang sudah lama.

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Meneri Sosial Nomor 9
Tahun 2018 tentang Penerapan SPM, standar asrama yang diperlukan
adalah :

a. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran 4,5
m2 per orang;

b. Kamar mandi yang akses terhadap penyandang disabilitas
dengan rasio 1 kamar mandi untuk 10 penerima layanan;

c. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang
cukup;

d. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya.

Selain pelayanan bagi penyandang disabilitas daksa, terdapat juga
layanan bagi penyandang disabilitas mental. Layanan rehabilitasi
sosial dasar bagi penyandang disabilitas mental dilaksanakan melalui
UPT Bina Laras. UPT Bina Laras berdiri berdasarkan Peraturan
Gubernur Riau Nomor 139 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Rincian
Tugas Pelaksana Teknis "Bina Laras”. UPT yang beralamat di Jalan
Yos Sudarso KM.20 Muara Fajar Rumbai Pekanbaru ini memiliki
kapasitas sebanyak 30 orang, dan direncanakan akan dilakukan
penambahan kapasitas pada tahun 2023 menjadi 50 orang.

Data jumlah WBS dari 5 tahun terakhir dapat dilihat pada table di
bawabh ini.

Tabel 2.8
Data Penyandang Disabilitas Mental Terlantar yang dilayani

pada UPT Bina Laras

. . Tahun Pelayanan
No Jenis Kelamin
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 2025
Laki-laki 30 30 30 48 48 60
2 | Perempuan - - - - - -
Jumlah 30 30 30 48 48 60

Sumber : UPT Bina Laras, 2025

Dari table di atas dapat dilihat bahwa jumlah Warga Binaan Sosial



(WBS) pada UPT Bina Laras sebanyak 30 orang (sesuai kapasitas).
Jumlah WBS pun seluruhnya laki-laki. Hal ini dikarenakan sarana
prasarana yang tersedia belum mendukung untuk dilaksanakan
pelayanan bagi WBS dengan gender perempuan.
Kondisi sarana prasarana UPT Bina Laras dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Tabel 2.9

Sarana Prasarana yang dimiliki UPT Bina Laras

No. SARANA PRASARANA  JUMLAH KONDISI
1) ) ®3) (4)
1 Gedung Kantor 1 Perawatan
ringan
2 Asrama 4 Perawatan

ringan, perlu

penambahan
3 Gedung Tempat Makan 1 Perawatan
ringan
4 Gedung Keterampilan 1 Perawatan
ringan
5 Ruang Isolasi 1 Perlu
penambahan
6 Gedung Tempat Belajar 1 Perlu
penambahan
7 Rumah Petugas 1 Perlu
penambahan
8 Pos Jaga 1 Perlu
penambahan

9 | Musholla 1 Perawatan



No. SARANA PRASARANA  JUMLAH KONDISI

ringan
10 Lavangan Volley/ 1 Perawatan
Badminton ringan
11 Taman 1 Perawatan
12 Kebun dan Kolam 1 Perlu
penataan

Sumber : UPT Bina Laras, 2023

2) Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti;

UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak merupakan panti yang didirikan guna
melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi anak terlantar.
Layanan yang diberikan adalah :

a. Pengasuhan

b. Penyediaan Makanan

c. Penyediaan Sandang

d. Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

e. Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

f.  Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
g. Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-hari

h. Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran, NIK, dan KIA

i. Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

l. Akses Layanan Pengasuhan Kepada Keluarga Penganti Kapasitas
panti ini adalah 50 anak. Adapun data anak yang telah
dilayani 5 tahun terakhir ini jika dilihat berdasarkan jenis kelamin adalah
sebagai berikut.

Tabel 2.10
Data Anak Terlantar yang dilayani pada UPT PSPA

Tahun Pelayanan
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025

No Jenis Kelamin
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Laki-laki 16 20 19 24 24 24

2 | Perempuan 15 17 17 22 22 21

Jumlah 31 37 36 46 46 45

Sumber : UPT PSPA, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan pada UPT PSPA berkisar
di bawah kapasitas 50 anak. Jumlah anak terlantar laki-laki pun dominan
dibandingkan anak terlantar perempuan. Fasilitas pelayanan yang perlu untuk
dilengkapi lagi antara lain bangunan asrama yang perlu direhab dan keperluan
keseharian anak di dalam panti yang menjadi prioritas di tahun-tahun
kedepannya.

Sarana prasarana UPT PSPA merupakan salah satu perhatian yang
diperlukan dalam pembanguna di tahun-tahun selanjutnya. Menurut standar
pelayanan minimal, standar asrama yang perlu dipersiapkan adalah :

a. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5
m2 per orang;

b. Kamar mandi yang mudah diakses anak dengan rasio 1 kamar mandi
untuk 10 penerima layanan;

c. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;

Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya;
e. Memiliki tempat bermain anak.

Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT Panti Sosial
pengasuhan Anak adalah sebagai berikut :
Tabel 2.11
Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSPA

No. [SARANA PRASARANA JUMLAH KONDISI

1) @ (3) (4)

1 Gedung Kantor 1 Perawatan
ringan

2 lAula / Ruang Pertemuan |4 Perawatan
ringan, perlu
penambahan

3 Poliklinik 1 Perawatan
ringan

4 Perpustakaan 1 Perawatan ringan

5 lAsrama Putra 1 Perlu Rehab

6 lAsrama Putri 1 Perlu Rehab

7 Mushalla 1 Perawatan Ringan

3 Ruang konseling Psikolog|1l Perawatan

dan Pekerja Sosial Ringan
9 Ruang Bimbingan Sosial |1 Perawatan ringan
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10 |Arena Olahraga dan 1 Perawatan
permainan Anak ringan

11 |Ruang keterampilan 1 Perawatan Ringan

12  |[Kebun 1 Perlu Pengelolaan

3) Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Telantar di dalam panti;

Untuk melaksanakan tugas pelayanan rehabilitasi sosial dasar bagi lanjut
usia terlantar dilakukan pada UPT Pelayanan Sosial Tresna Werddha Khusnul
Khotimah dengan pelayanan yang diberikan sebagai berikut :

a. Penyediaan Permakanan
Penyediaan Sandang
Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses
Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

-~ o oo T

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

= «Q

Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan

Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
j. Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
k. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

. Pemulasaraan

Adapun data lansia terlantar yang telah dilayani dalam kurun 5 tahun

terakhir ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Data Lanjut Usia Terlantar yang dilayani pada UPT
PSTW Khusnul Khotimah

Tahun Pelayanan
No Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 | Laki-laki 41 | 41 | 41 | 41 41 48
2 | Perempuan 39 32 39 32 32 32
Jumlah 80 | 73 | 80 | 73 73 80

Sumber : UPT PSTW Khusnul Khotimah, 2025

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan yang dilaksanakan bagi
lansia terlantar dari 2017 hingga 2020 mencapai 80 orang per tahunnya.
Sedangkan pada tahun 2021 berjumlah 73 orang. Lansia terlantar yang dilayani

di dalam panti ini mendapatkan layanan kebutuhan dasar (sandang, pangan,
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tempat tinggal, keterampilan) serta pemulasaran bagi lansia yang meninggal
dunia. Sebagian besar lansia terlantar yang dilayani berjenis kelamin laki-laki.

Selain mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui anggaran
kegiatan, bantuan dari masyarakat dan kelompok/Lembaga lainnya juga sering
disalurkan baik secara langsung maupun tidak langsung ke panti. Hingga saat
ini guna peningkatan pelayanan dengan mengacu pada standar pelayanan
minimal, Dinas Sosial Provinsi Riau terus berbenah dengan melengkapi setiap
sarana prasarana yang dibutuhkan bagi lasia terlantar yang tinggal di Panti.

Sarana prasarana yang tersedia pada UPT PSTW Khusnul Khotimah
menyesuaikan dengan kebutuhan pelayanan terhadap lanjut usia terlantar.
Adapun standar asrama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial
Nomor 9 Tahun 2018 adalah :

a. Ramah terhadap lanjut usia;

b. Pemisahan kamar berdasarkan jenis kelamin dengan ukuran luas 4,5 m2
per orang;

c. Kamar mandi yang akses terhadap lanjut usia dengan rasio 1 kamar mandi
untuk 10 penerima layanan;

d. Memiliki penerangan dan ventilasi untuk sirkulasi udara yang cukup;

e. Memiliki tempat tidur dan kelengkapannya,;

f. Menyediakan alat bantu kursi roda, kacamata, pemeriksaan dan pengukuran
serta penyediaan alat bantu dengar, kruk, lansia walker, tripod, dan tongkat.
Adapun kondisi sarana prasarana pada UPT PSTW Khusnul Khotimah

adalah sebagai berikut :
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Tabel 2.1 Sarana Prasarana yang dimiliki UPT PSTW Khusnul

Khotimah
No. SARANA PRASARANA & JUMLAH KONDISI
-+ @ 2) I @ O
) B
2 | Rumah Petugas 5 ' Perawatan
ringan
3
4 | Gedung Serba Guna 1 Perlu Rehab
5
6 | Mushalla 1 Perlu Rehab
7
T 8 | Dapur Umum 1 Perawatan 1
Ringan
9
10 | Gudang 1 Perlu Rehab
11
12 | Mobil Operasional L300 1
13

‘Sumber : UPT PSTW. 2025

4) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan
pengemis di dalam panti;

Jenis pelayanan sosial ini diperuntukkan bagi pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial khususnya gelandangan dan pengemis. Pemberian
pelayanan dilakukan berbasis panti. Dinas Sosial Provinsi Riau belum memiliki
pani khusus untuk melaksanakan pelayanan dalam panti termasuk struktur
organisasi dan tupoksi dari Panti. Untuk itu agar pelayanan terhadap gelandang
dan pengemis dapat tetap berjalan, selama ini dilakukan pelayanan
menggunakan panti yang ada yaitu UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra
Tengku Yuk.

Bentuk pelayanan yang diberikan sebagaimana diatur dalam
Permensos Nomor 9 Tahun 2018 adalah :

- Penyediaan Permakanan

- Penyediaan Sandang

- Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses

- Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Dalam Panti

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial

- Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari

-  Pemberian Bimbingan Keterameilan Dasar
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- Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda
Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak

- Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- Pemulangan ke Daerah Asal

Adapun data pelayanan yang telah dilakukan sebagai berikut :
Tabel 2.14

Data Gelandang dan Pengemis yang dilayani pada Dinas Sosial

Provinsi Riau

Tahun Pelayanan

No Jenis Kelamin 2020 2021 2022 2023 2024 2025
1 Laki-laki 10 - 10 - 15 0
2 Perempuan 10 - 10 - - 0]

Jumlah 20 - 20 - - 0

Sumber : Bidang Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Riau, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pelayanan terhadap gelandang pengemis baru
dilaksanakan pada tahun 2020 sebanyak 20 orang gelandang pengemis. Kendala dalam
pelaksanaan pelayanan ini adalah bahwa Dinas Sosial Provinsi Riau hingga Tahun 2022
belum memiliki UPT khusus yang dapat melaksanakan pelayanan rehabilitasi dasar terhadap
gelandang dan pengemis. Untuk pelayanan di Tahun 2020 dilaksanakan pada UPT PSMP
Tengku Yuk yang merupakan panti sosial pelayanan terhadap anak nakal/anak berhadapan
hukum.

Mengingat Rehabilitasi Sosial Dasar terhadap Gelandang dan Pengemis merupakan salah
satu SPM bidang sosial, makapembentukan UPT Pelayanan Sosial terhadap Gelandang
dan Pengemis perlu menjadi prioritas selanjutnya mengingat data gelandang pengemis yang
cukup banyak di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Riau sebagaimana ditampilkan pada
tabel 3.6.

Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban
bencana provinsi.

Bidang kebencanaan merupakan salah satu tanggung jawab pelayanan bidang sosial yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Riau. Sesuai Standar Pelayanan Minimal, maka
pelayanan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

bagi korban bencana provinsi meliputi :
1. Penyediaan Permakananan

2. Penyediaan Sandang

3. Penxediaan Tempat Penampungan Pengungsi
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4. Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan

5. Pelayanan Dukungan Psikososial
Adapun data penanganan bencana di Provinsi Riau 3 tahun terakhir ini dapat dilihat pada

Gambar di bawah ini :

TAHUN
NO JENIS PELAYANAN 5023 2024 5025
1 Penyediaan Permakanan 13.760 Orang 26.192 Orang 10.238 Orang
2 Penyediaan Sandang 2428 Orang 890 Orang 199 Orang

12 Kab/Kota

12 Kab/Kota

12 Kab/Kota

3 | Penyediaan Tempat
Penampungan Pengungsi

4 Penanganan Khusus bagi 143 Orang 3081 Orang 127 Orang
Kelompok Rentan
5 Pelayanan Dukungan 17.522 Orang 2794 Orang 100 Orang

Psikososial
Sumber : Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, 2025

Kelima layanan di atas merupakan layanan yang termasuk dalam standar
pelayanan minimal bidang sosial. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang
Sosial Di Daerah Provinsi Dan Di Daerah Kabupaten/Kota secara implisit dan ekplisit
mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti dengan/atau
menyusun dokumen Standar Pelayanan Minimal Bidang kesejahteraan Sosial sebagai
peta jalan perumusan program, kegiatan dan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan.

Selanjutnya, yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana program bantuan
yang telah dilaksanakan secara reguler dapat dilakukan lebih teliti agar lebih tepat
sasaran. Hal tersebut dapat dilihat dari sebaran penerima bantuan atau jaminan sosial
terutama bagi masyarakat di kelompok kesejahteraan terendah (kuintil 1 atau 20%
terendah). Tabulasi kepemilikan salah satu dari Jaminan Pensiun, Jaminan Hari Tua,
atau Kartu Keluarga Sejahtera dalam rumah tangga, atau setidaknya dimiliki oleh salah
satu anggota keluarga. Sebagaimana dapat dilihat dari data capaian berikut:

Gambar 2.58 Kepemilikan Jaminan Sosial Setidaknya Memiliki Satu

Jaminan Sosial (Jumlah dan Persentase) di Provinsi Riau Tahun 2024

260 =
240 - -
220
200
180
S 160-
E 1404 72 73 10
= 1204 2 0
5 1] 8 ¢ 77 10 o
4 9 8 0 d
s 27 IR 26 | v 22 %
a0 1 1 4 1 0 0 0
40 ) ) o 0 0
Gl - 7 m-. W ”
o — T - T T 1|
Kulntil 1 Kuintl 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil §
M Punya M Tidak Punya
Kuintil 1 Kuintil 2 Kuintil 3 Kuintil 4 Kuintil 5 Total
Punya 79746 LES 34,002 53147 82510 335,847
Tidok Punya 214,020 237,43 9,679 0 0 460,842
Total 293,766 323,585 43,681 53,147 82,510 796,689
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Sumber: Sepakat (Sakernas) Bappenas 2024

2.3.2 Capaian Pelaksanaan Urusan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Riau pada periode 2021-2024
menunjukkan peran krusial instansi dalam memitigasi dampak lanjutan pandemi
COVID-19 yang sempat melumpuhkan ekonomi masyarakat. Pada tahun 2021
hingga 2022, fokus perlindungan sosial yang tercatat dalam tabel evaluasi selaras
dengan isu pemulihan ekonomi nasional dan meningkatnya angka kerentanan sosial
akibat kehilangan pekerjaan. Realisasi penyaluran bantuan sosial dan penanganan
fakir miskin yang mencapai target 100% merupakan jawaban atas tingginya
ekspektasi publik terhadap jaring pengaman sosial pemerintah dalam menjaga daya
beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Memasuki tahun 2023 hingga 2024, fokus pelayanan bergeser pada
penguatan rehabilitasi sosial seiring dengan meningkatnya isu-isu sosial kompleks di
masyarakat, seperti kenaikan angka penyalahgunaan NAPZA dan permasalahan
lanjut usia terlantar di wilayah perkotaan. Data evaluasi yang menunjukkan realisasi
fisik maksimal pada seluruh UPT (seperti UPT Bina Laras dan Tresna Werdha)
mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menangani isu kesehatan mental
dan penuaan penduduk (ageing population) yang menjadi tren pembicaraan di
tingkat provinsi. Optimalisasi layanan panti menunjukkan bahwa pemerintah hadir
untuk memberikan perlindungan bagi kelompok yang tidak lagi memiliki sistem
pendukung keluarga yang memadai.

Selain itu, tingginya realisasi pada Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
juga merespons isu perubahan iklim yang memicu peningkatan frekuensi bencana
alam di Riau, seperti banjir musiman dan kebakaran lahan. Sinkronisasi target fisik
korban bencana yang selalu terpenuhi menunjukkan bahwa manajemen logistik dan
tanggap darurat menjadi prioritas utama untuk meredam keresahan masyarakat
terkait ancaman bencana. Meskipun terdapat kendala pergeseran anggaran yang
tercatat dalam tabel, konsistensi serapan anggaran yang tinggi menunjukkan bahwa
isu-isu mendesak di masyarakat tetap diprioritaskan melalui penyesuaian kebijakan
fiskal daerah yang responsif.

Data capaian kinerja ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.8

Evaluasi Renstra Perangkat Daerah

Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub
Kegiatan
(Output)

Target Renstra Peran

kat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG | Rp.
ET

TA

RG | Rp.

ET

TA

ET

RG | Rp.

TA

ET

RG | Rp.

TA

RG | Rp.

ET

TA
RG | Rp.
ET

TA

RG | Rp.

ET

TA
RG
ET

TA
RG

=~

ET | P

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp

Persentas
e PPKS
yang
terjamin
keberfung
sian
sosialnya

2,45

2,45

2,65

2,75

3,15

1,93

1,58

2,45

0,79

0,60

0,89




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
p | RG

=~

ET | P

TA
RG
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Persentas
e PPKS
yang
tertangani
dan
berhasil
berfungsi
secara
sosial

2,45

2,45

2,65

2,75

3,15

1,93

1,58

2,45

1,29

1,29

PROGRAM
PENANGAN
AN WARGA
NEGARA
MIGRAN
KORBAN
TINDAK
KEKERASA
N

Persentas
e
Penangan
an
Pemulang
an Warga
Negara
Imigran,
Orang
Terlantar,
Korban
Tindak
Kekerasan

100

299.99
9.803

100

299.99
7.260

100

350.00
0.000

100

370.00
0.000

100

330.77
7.900

100

407.61
9.900

100

616.06
1.200

100

534.02
9.600

1,00

1, | 1,00

1,00

N




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemulanga | Persentas 100 | 299.99 | 100 | 299.99 | 100 | 350.00 | 100 | 370.00 | 100 | 330.77 | 100 | 407.61 | 100 | 616.06 | 100 | 534.02 | 1,00 |1, | 1,00 |1, | 1,00 | 1, | 1,00 | 1,4
n Warga € warga 9.803 7.260 0.000 0.000 7.900 9.900 1.200 9.600 ' 1] 36 | 7| "
Negara negara 0 6
Migran migran
Korban yang
Tindak difasilitasi
Kekerasan | kepulanga
dari Titik nnya
Debarkasi
di Daerah
Provinsi
untuk
Dipulangka
n ke
Daerah
Kabupaten
/Kota Asal
Fasilitasi Jumlah 550 | 299.99 | 550 | 299.99 | 600 | 350.00 | 650 | 370.00 | 828 | 330.77 | 750 3%81 1.20 | 616.06 | 929 | 534.02 | 1,51 |1, | 1,36 |1, [ 200 |1, | 1,43 | 1,4
Pemulangan | Warga 9.803 7.260 0.000 0.000 7.900 ' 2 1.200 9.600 | T TR 70 |4
Warga Negara 0 6
Negara Migran
Migran Korban
Korban Tindak
Tindak Kekerasan
Kekerasan yang
dari Titik Dipulangka
Debarkasi di | n dari Titik
Daerah Debarkasi
Provinsi di Daerah
untuk Provinsi
Dipulangka | untuk
n ke Daerah | Dipulangka




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

=~

Rp

Kabupaten/
Kota Asal

n ke
Daerah
Kabupaten
/Kota

PROGRAM
REHABILIT
ASI SOSIAL

Persentas
e PPKS
yang pulih
dan
berkemba
ng
keberfung
sian
sosialnya

100

4.536.
910.62

100

9.154.
671.90

100

9.805.
252.71

100

10.010
.912.6

100

4.156.
128.94

7.572.
986.43

100

10.614
.265.4

100

10.614
.072.6

1,00 0, | - 0 1,00

[Xo)
[ee)
& S
or
=
=)
o
o)

Persentas
e panti
sosial
yang
menyedia
kan
sarana
prasarana
pelayanan
sosial

100

1.878.
216.26

100

9.020.
429.18

100

3.034.
400.00

100

3.174.
855.28

100

1.862.
423.56

7.949.
412.43

100

9.795.
060.35

100

9.062.
397.14

1,00 0, 1,00




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

Rp

Rehabilitas
i Sosial
Dasar
Penyandan
g
Disabilitas
Terlantar
di dalam
Panti

Persentas
e
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar
yang
Kembali
keberfung
si
sosialnya

100

1.061.
892.50

100 4.609.

992.98

100

4.599.
714.28

100

4.623.
584.28

100

608.97
6.853

100

2.460.
011.73

100

2.703.
104.60

1,00 (0, | 1,00 | O, 1,00 | O,

wui
w1l
w
vl

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n Sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi

40

949.95
0.000

417.68
4.000

50

70

950.94
5.000

80

950.94
5.000

19

106.05
2.500

18

330.72
6.237

16

687.49
0.745

33

613.67
9.510

048 |0, {036 (0 |023 |0, | 041

N
w
v
~
2}




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

2021

2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
RG
ET

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp. Rp. Rp.

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

=~

p | RG Rp

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

40

55.330
.078

50 237.80

0.419

70

243.58
0.461

80

243.58
0.461

136.68
0.000

16 203.66

5.598

33 174.86

2.227

19 27.745

.000

18

0,48

023 | 0, | 041

wui
vl
NE
[ee]
[\

Penyediaan
Asrama
yang Mudah
Diakses

Jumlah
Orang yang
Terakses
Asrama
Layak Huni
Kewenanga
n Provinsi

40

314.60 | 50

7.304

1.908.
434.54

50

1.800.
000.00

1.800.
000.00

1.435.
003.07

16 1.251.

221.71

33 1.827.

615.42

19 298.81

4.603

18

0,48

032 | 0, | 550

Ne)
~
G-
~
[y}

Penyediaan
Alat Bantu

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Alat
Bantu dan
Alat Bantu
Peraga
Sesuai
Kebutuhan
Kewenanga
n Provinsi

50 45.200

.006

70

49.720
.007

80

53.570
.007

10.200 | 16 399.91
.000 3

33 40.150

.920

56.341
.269

19 18

036 [0 |023 |0 | 041




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah 40 68.468 | 50 23427 | 70 237.70 | 80 238.80 | 19 25.020 | 18 111.64 | 16 128.76 | 33 14420 | 048 [0, | 036 |0, | 023 |0 | 041 |06
EZEE};?;T &iann(fa}éz?lg 179 9.533 7.486 7.486 000 2.260 7.838 479 | 2 "o las | 45}’ o
di dalam an
Panti Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 31.770 | 50 700.99 | 70 731.09 | 80 731.09 | 19 89.632 | 18 139.49 | 16 169.77 | 33 19395 | 048 |2, (036 |0, |023 |0 |041 |02
Eilgl?mgan g?r;ekfitr?gan 000 4.248 3.673 3.673 500 2.400 6.000 8485 | 0 T2 | g 7
Mental, Fisik,
Spiritual Mental,
dan Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 140.46 | 50 255.47 | 70 281.01 | 80 287.61 18 184.59 | 16 215.01 | 33 228.22 036 |0, |023 |0 |041 |07
ii{rzsi?agsan Ef;‘;t;gan 2.942 0237 7.261 7.261 6.200 7.707 4590 B I R I B )
7
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Fasilitasi Jumlah 50 11.725 | 70 12.897 | 80 13.994 18 2.100. | 16 1.575. | 33 2.100 036 [0, |023 |0, |041 |01
Eir:ll;‘;atan ?Z?Sg ri?}?ig 000 500 750 000 000 000 ol ; s
Induk Kebutuhan
Kependudu | Pembuatan
kan bagi Nomor
Penyandang | Induk
Disabilitas Kependudu
kan bagi
Penyandan
g
Disabilitas
Kewenanga
n Provinsi
Akses ke Jumiah 50 11.750 | 70 12.925 | 80 14.025 18 3.500. | 16 1.925. | 33 2.100 036 |0, | 023 |0 |041 |01
]l;z?jril;irll(an l?dlanncfa};z?lf 000 000 000 000 000 000 s | 51; s
dan an Akses ke
Kesehatan Layanan
Dasar Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 50 95.725 | 70 105.29 | 80 109.69 18 42.765 | 16 42.321 | 33 41.033 036 [0, |023 |0, |041 |03
Ezféiziﬁan l(\)/lfnndga};) a;;l% 000 7,500 7,500 000 750 500 Tolas | 4| |7
0
Keluarga an
Pelayanan
Penelusura
n Keluarga




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 33.570 | 50 102.44 | 70 112.68 | 80 11620 | 19 61.712 | 18 42.378 | 16 47.165 | 33 19325 | 048 |1, [ 036 |0, |023 |0 |041 |01
Pelayanan | Orangyang 000 0.000 4,000 6.750 250 000 000 000 Cole | Jat| 4| |7
Reunifikasi | Mendapatk 4 2
Keluarga an
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenanga
n Provinsi
Koordinasi | Jumlah 50 56.224 | 24 61.846 | 24 64.046 1 20928 | 1 27.833 | 12 48.386 002 [0, |004 |0 |050 |07
dan | Dokumen 000 400 400 568 855 262 A O B I R Y
Sinkronisasi | Hasil 5
Pelaksanaan | Koordinasi
Bidang dan
Rehabilitasi | Fasilitasi
Sosial Dasar | Rehabilitas
Penyandang | i Sosial
Disabilitas Dasar
TerlAntar Penyandan
g
Disabilitas
TerlAntar




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG

ET

Rp.

TA
RG

ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

=~

Rp

Rehabilitas
i Sosial
Dasar
Penyandan
g
Disabilitas
Terlantar
di dalam
Panti

Persentas
e
Penyanda
ng
Disabilitas
Terlantar
yang
Kembali
keberfung
si
sosialnya

100 1.642.

485.48

100 4.609.

992.98

100

4.599.
714.28

100

4.623.
584.28

100

1.744.
668.27

100

1.820.
307.69

100

6.483.
362.95

100

4.516.
076.34

=

1,00 1,00 | O, 1,00 1,

o
w
N
NS
o

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n Sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi

50 949.95

0.000

30 210.00

2.000

70

950.94
5.000

80

950.94
5.000

30

452.79
3.000

30

637.10
4.000

30

862.24
9.000

59

1.353.
501.88

1,00 (2 |1060 |0 |[043 |0, | 074

[S=N
=)}
~
Ne)
[y}




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

Rp

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

30

19.336
320

50 237.80

0.419

70

243.58
0.461

80

243.58
0.461

30 19.290

.000

30

29.910
.000

30

231.26
3.019

59

110.56
7.033

1,00 043 | 0, | 0,74

=

0,60 | O,

o
=
w
O
(31

Penyediaan
Asrama
yang Mudah
Diakses

Jumlah
Orang yang
Terakses
Asrama
Layak Huni
Kewenanga
n Provinsi

30

910.89
3.719

50 1.908.

434.54

50

1.800.
000.00

1.800.
000.00

865.99
5.203

30

30

410.30
6.700

30

4.568.
798.00

59

2.248.
123.43

1,00 (0, | 060 | O |060 |2 |983

©
[N
[
331
vl

Penyediaan
Alat Bantu

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Alat
Bantu dan
Alat Bantu
Peraga
Sesuai
Kebutuhan
Kewenanga
n Provinsi

45.200
.006

50

70

49.720
.007

80

53.570
.007

30

15.600
.000

30

35.240
.000

56

52.420
.000

0,43

L

0,60 |0, 0,70




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
p .
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET ET ET
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah 30 87.986 | 50 234.27 | 70 237.70 | 80 238.80 | 30 53.731 | 30 9.978. | 30 10.986 | 56 41947 | 1,00 |0, | 060 |0, | 043 |0, | 070 |01
Perbekalan | Orangyang 752 9.533 7.486 7.486 500 600 300 000 Tl | Joa| o |8
Kesehatan Mendapatk 1 5
di dalam an
Panti Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 30 339.74 | 50 700.99 | 70 731.09 | 80 731.09 | 30 339.28 | 30 517.98 | 30 521.22 | 56 648.03 | 1,00 |1, | 060 |0, | 043 |0, |070 |08
Bimbingan | Peserta 4.768 4.248 3.673 3.673 8.576 2.080 5.280 a018 | |o | |7l 7| |9
Fisik, Bimbingan 0 1
Mental, Fisik,
Spiritual Mental,
dan Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 30 381.92 | 50 255.47 | 70 281.01 | 80 287.61 30 11155 | 30 23179 | 56 64.721 060 [0, | 043 |0, 070 |02
Bimbingan | Peserta 8 0.237 7.261 7.261 8.800 8.350 231 Tola | |8 |3
Aktivitas Bimbingan 2
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Fasilitasi Jumlah 50 11.725 | 70 12.897 | 80 13.994 30 7.000. | 30 3.850. | 56 2.975 060 [0, | 043 |0, |070 |02
Eir:ll;‘;atan ?Z?Sg ri?}?ig 000 500 750 000 000 000 Toleo | (3)' T
Induk Kebutuhan
Kependudu | Pembuatan
kan bagi Nomor
Penyandang | Induk
Disabilitas Kependudu
kan bagi
Penyandan
g
Disabilitas
Kewenanga
n Provinsi
Akses ke Jumiah 50 11.750 | 70 12.925 | 80 14.025 30 9.970. | 30 10.809 | 56 61.950 060 |0, | 043 |0, | 070 | 44
]l;z?jril;irll(an l?dlanncfa};z?lf 000 000 000 000 997 000 olss | i' 2
dan an Akses ke
Kesehatan Layanan
Dasar Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 50 95.725 | 70 105.29 | 80 109.69 30 25.644 | 30 70.118 | 56 35.975 060 [0, | 043 |0, |070 |03
Ezféiziﬁan l(\)/lfnndga};) a;;l% 000 7,500 7,500 000 000 500 Tl e | |3
7
Keluarga an
Pelayanan
Penelusura
n Keluarga




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 30 74.140 | 50 102.44 | 70 112.68 | 80 116.20 | 30 13.570 | 30 11.442 | 30 57.043 | 56 49.181 | 1,00 |0, | 060 [0, | 043 |0, | 070 | 04
Pelayanan | Orangyang 000 0.000 4,000 6.750 000 500 000 750 Tl | s |2
Reunifikasi | Mendapatk 8 1
Keluarga an
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenanga
n Provinsi
Koordinasi | Jumlah 50 56.224 | 24 61.846 | 24 64.046 1 33811 | 1 93.668 | 12 50.198 002 [0, |004 |1, |050 |07
dan | Dokumen 000 400 400 013 730 897 Tleo | |5 | |8
Sinkronisasi | Hasil 1
Pelaksanaan | Koordinasi
Bidang dan
Rehabilitasi | Fasilitasi
Sosial Dasar | Rehabilitas
Penyandang | i Sosial
Disabilitas Dasar
TerlAntar Penyandan
g
Disabilitas
TerlAntar




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

R| TA
p | RG

=~

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

Rp

Rehabilitas
i Sosial
Dasar Anak
Terlantar
di dalam
Panti

Jumlah
Anak
Terlantar
yang
direhabilit
asi di
dalam
panti

40

1.496.
161.81

40 4.685.
307.32

40

2.422.
841.61

50

2.510.
655.77

40 1.496.
161.81

40 3.642.
121.41

40 4.697.
038.84

40 2.690.
549.20

1,00

=

1,00 | O,

o
~
o]

=

1,00

Nel

0,80

Pengasuhan

Jumlah
Anak yang
Mendapatk
an Layanan
Pengasuha
n
Kewenanga
n Provinsi

40 440.00
0.000

40

444.00
0.000

50

444.00
0.000

40
437.21
3.840

40 442.92
8.416

46 273.68
0.000

1,00 0,

l_n

1,00

[=]

0,92

Penyediaan
Makanan

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi

40

505.04
1.550

40 657.00
0.000

40

700.70
0.000

50

700.70
0.000

40 505.04
1.550

40
596.66
3.557

40 1.036.
516.00

46 1.108.
468.80

1,00

-

1,00 | 0,

o
O
[y

1,00

NN

0,92




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

40

89.091
320

40 178.00
0.000

40 195.80
0.000

50

215.38
0.000

40

89.091
320

40

176.83
9.000

40

392.51
0.402

46 232.32
6.858

1,00

or

1,00 | O,

1,00 | 2,

[=]

0,92

Penyediaan
Asrama
yang Mudah
Diakses

Jumlah
Orang yang
Terakses
Asrama
Layak Huni
Kewenanga
n Provinsi

40

261.45
0.300

40 2.789.
996.76

40 400.00
0.000

50

400.00
0.000

40

261.45
0.300

20

1.883.
564.53

20

2.084.
838.59

46 431.68
1.806

1,00 1,

o

0,50 | 0,

0,50 | 5,

[y}

0,92

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga

40

2.190.
000

40 20.600
.556

40 22.660
.612

50

24.926
.673

40

2.190.
000

40

20.590
.800

40

22.530
.000

46 81.071
764

1,00

er

1,00 1,

1,00 | O,

el

0,92




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 473.61 | 40 210.00 | 40 231.00 | 50 254.10 | 40 473.61 0 209.84 | 40 195.07 | 46 78.044 | 1,00 |1, | 1,00 |1, | 1,00 | 0, | 092 | 03
B}mblngan P.eser.ta 6.096 0.000 0.000 0.000 6.096 0.000 0.816 352 ’ 0ol 00 | 8 | 1
Fisik, Bimbingan 0 4
Mental, Fisik,
Spiritual Mental,
dan Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 143.70 | 40 85.000 | 40 93.500 | 50 102.85 | 40 143.70 0 43.548 | 40 164.11 | 46 139.73 | 1,00 |1, [ 1,00 |0, | 1,00 |1, | 092 | 13
Bimbingan | Peserta 2.549 000 000 0.000 2.549 000 1353 1563 | |o |  |si| |7 |6
Aktivitas Bimbingan 0 6
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Fasilitasi Jumlah 40 5.000. | 40 5.500. | 50 6.050 0 4.550. | 40 5.425. | 46 5.950 1,00 [0, [ 1,00 |0, | 092 |09
Pembuatan | Orangyang 000 000 000 000 000 000 S T I R ¢
Akta Terpenuhi 9
Kelahiran, Kebutuhan
Nomor Pembuatan
Induk Nomor
Kependudu | Induk
kan, dan Kependudu
Kartu kan, dan
Identitas Kartu
Anak Identitas
Anak bagi
Anak
Terlantar
Kewenanga
n Provinsi
Akses ke Jumlah 40 202.71 | 40 222.98 | 50 245.27 0 202.71 | 40 280.98 | 46 280.98 1,00 |1, [ 1,00 |1, ]092 |11
Layanan Orang yang 0.000 1.000 9.100 0.000 1.000 1.000 oo | 2] s
Pendidikan | Mendapatk 6
dan an Akses ke
Kesehatan Layanan
Dasar Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG p RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemberian | Jumlah 40 20.000 | 40 22.000 | 50 24.200 0 11.040 | 40 16.427 | 46 15.245 1,00 |0, | 1,00 |0, | 092 |06
ngéiﬁi;’an I(\)/[reann(igayang 000 000 000 000 500 000 Tolss | |7 |3
patk 5
Keluarga an
Pelayanan
Penelusura
n Keluarga
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 21.070 | 40 50.000 | 40 55.000 | 50 60.500 | 40 21.070 0 37.766 | 40 32,782 | 46 20195 | 1,00 |1, | 1,00 |0, | 1,00 | 0, | 092 | 03
Pelayanan — | Orangyang 000 000 000 000 000 000 500 000 Tl | T | e | |3
Reunifikasi | Mendapatk 0 0
Keluarga an
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenanga
n Provinsi
Alkses Jumlah 40 5.000. | 40 5.500. | 50 6.050 0 40 4.602. | 46 4.617 1,00 1,00 |0, | 092 |07
Layanan Orang 000 000 000 500 500 ' O
Pengasuhan | Mendapatk 4
kepada an
Keluarga Pengasuha
Penganti n Keluarga
Pengganti
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG p RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Koordinasi, | Jumlah 1 22.000 | 1 24.200 | 1 26.620 ' 17.795 | 1 18314 | 1 18.555 1,00 |0, | 1,00 |0, | 1,00 |07
Sinkronisasi | Dokumen 000 000 000 686 760 560 R T R I A R 'Y
dan Hasil 6
Pembinaan | Koordinasi
Pelaksanaan | dan
Rehabilitasi | Pembinaan
Sosial Dasar | Rehabilitas
Anak i Sosial
Terlantar di | Dasar Anak
dalam Panti | Terlantar
di dalam
Panti
Rehabilitas | Jumlah 73 2.118. | 73 6.999. | 73 3.668. | 73 3.695. | 73 2.118. | 73 6.538. | 73 3.999. | 73 6.027. | 1,00 |1, | 100 [0, [ 100 |1, | 1,00 | 16
i Sosial lanjut usia 924.14 813.16 896.81 339.63 924.14 083.83 911.08 40949 | 0| 93 | 0| 3
Dasar terlantar 8 4 2 4 8 3 8 7 0 9
Lanjut Usia | yang
Terlantar direhabilit
di dalam asi di
Panti dalam
panti
Penyediaan | Jumlah 73 1.043. | 73 1.415. | 73 1.525. | 73 1.525. | 73 1.043. | 73 1.051. | 73 1.509. | 73 1.532. | 1,00 |1, [ 1,00 |0, | 100 |0 | 1,00 | 1,0
Permakana | Orangyang 335.40 192.00 811.20 811.20 335.40 967.90 640.75 s1762 | |0 | |74l |9 | |o
n Mendapatk 0 0 0 0 0 0 0 7 0 9
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n sesuai
dengan
Standar
Gizi




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Minimal
Kewenanga
n Provinsi

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

73

57.596
.853

73

81.707
.283

73 89.878
.011

73 98.865
.812

73 57.596
.853

73

81.446
.000

73

89.776
.023

73

235.04
6.340

1,00 1,

o

1,00 1,

l_n

1,00

(=]

Penyediaan
Asrama
yang Mudah
Diakses

Jumlah
Orang yang
Terakses
Asrama
Layak Huni
Kewenanga
n Provinsi

73

166.47
7.798

73

3.999.
997.88

73 400.00
0.000

73 400.00
0.000

73 166.47
7.798

73

3.929.
113.16

73

702.28
6.848

73

3.191.
933.55

1,00 1,

(=)

1,00 | O,

1,00 1,

~




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

TA | R
RG | p

ET

TA
RG

Rp
ET | °

Penyediaan
Alat Bantu

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Alat
Bantu dan
Alat Bantu
Peraga
Sesuai
Kebutuhan
Kewenanga
n Provinsi

73 149.97
6.637

73 164.97
4.301

73 164.97
4.301

73 149.97
0.000

73 164.53
3.150

73 46.941
.897

1,00 1,

1,00

[=]

=

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti Sosial

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga
n Provinsi

73

23.717
.945

73 65.000
.000

73 71.500
.000

73 71.500
.000

73 23.717
.945

73 64.900
.000

73 71.310
.000

73 373.11
8.856

1,00 1,

o

1,00 1,

1,00

(=]

=

Pemberian
Bimbingan
Fisik,
Mental,
Spritual dan
Sosial

Jumlah
Peserta
Bimbingan
Fisik,
Mental,
Spiritual
dan Sosial
Kewenanga

73

736.55
0.352

73 714.25
9.980

73 785.68
5.978

73 785.68
5.978

73 736.55
0.352

73 695.69
1.751

73 766.72
2.040

73 458.75
8.768

1,00 1,

o

1,00 | O

1,00 | O,

el




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 73 91.245 | 73 249.99 | 73 27499 | 73 27499 | 73 91.245 | 73 24923 | 73 389.34 | 73 58961 | 1,00 |1, | 1,00 |1, | 1,00 | 1, | 1,00 | 0,2
Bimbingan | Peserta 800 7.384 7.122 7.122 800 2.900 4910 708 Tlo | T Joo| 4| |1
Aktivitas Bimbingan 0 2
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi
Fasilitasi Jumiah 73 5.000. | 73 5.500. | 73 5.500 73 7.320. | 73 5.395. | 73 4.882 1,00 |1, | 1,00 |0, | 1,00 | 08
Pembuatan | Orangyang 000 000 000 000 000 500 Tlas | 9| |9
Nomor Terpenuhi 8
Induk Kebutuhan
Kependudu | Pembuatan
kan bagi Nomor
Penyandang | Induk
Disabilitas Kependudu
kan bagi
Lanjut Usia
Terlantar
Kewenanga
n Provinsi




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA

RG | Rp.

ET

TA
RG | Rp.
ET

TA
RG | Rp.
ET

TA
RG | Rp.
ET

TA

RG | Rp.

ET

TA
RG | Rp.
ET

TA
RG | Rp.
ET

TA
RG | Rp.
ET

TA
RG
ET

R| TA

=~

RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

Rp

Akses ke
Layanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Akses ke
Layanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi

73 10.000
.000

73 11.000
.000

73 11.000
.000

73 10.000
.000

73 11.000
.000

73 5.425.
000

1,00 1,

=

1,00

[=]

Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pelayanan
Penelusura
n Keluarga
Kewenanga
n Provinsi

73 75.000
.000

73 82.500
.000

73 82.500
.000

73 74.853
.000

73 52.927
.000

73 47.935
.750

1,00 1,

1,00 | O,

=)}

Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Kewenanga
n Provinsi

73 75.000
.000

73 82.500
.000

73 82.500
.000

73 72.640
.500

73 60.903
.750

73 10.770
.000

1,00 | O

L

1,00

~

Pemulasara
an

Jumlah
Pemulasara
an

73 25.000
.000

73 27.500
.000

73 30.250
.000

73 20.000
.000

73 27.200
.000

73 27.500
.000

1,00 | 0,

1,00 | 0,

el




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Kewenanga
n Provinsi
Koordinasi, | Jumlah 1 13368 | 1 147.05 | 1 161.75 1 13094 | 1 14887 | 1 33.617 1,00 [0, [ 1,00 |1, | 1,00 |02
Sinkronisasi | Dokumen 2.000 0.200 5.220 8.619 1617 500 B N R I R
dan Hasil 1
Pembinaan | Koordinasi
Pelaksanaan | dan
Rehabilitasi | Fasilitasi
Sosial Dasar | Rehabilitas
Gelandanga | i Sosial
n dan Dasar
Pengemis Penyandan
Terlantardi | g
dalam Panti | Disabilitas
Terlantar
Kewenanga
n Provinsi
Rehabilitas | Jumlah 50 235.84 | 80 925.00 | 80 1.197. | 80 1.343. | 50 235.84 | 20 22641 | 40 466.38 | 13 380.77 | 1,00 |1, | 025 |0, | 050 |0 |016 |02
i Sosial gelandang 8553 0.000 700.00 488.28 8.553 9.752 7.670 2.528 ’ 0| 24 | 3| 8
Dasar andan 0 9 0 9
Gelandang | pengemis
an dan yang
Pengemis direhabilit
di dalam asi di
Panti dalam
panti




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
RG

=~

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n Sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi

50

95.000
.000

80

684.00
0.000

80

752.40
0.000

80

752.40
0.000

50 95.000

.000

20

105.11
5.500

40

153.17
0.000

13

120.00

1,00

or

0,25 | 0,

0,50

[\

0,16

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

50

49.730
440

80

65.200
.000

80

71.720
.000

80

71.720
.000

50 49.730

440

20

22.800
.000

40

42.284
.340

13

8.163.
350

1,00

er

025 | 0,

0,50

oo

0,16




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah 50 21.184 | 80 18.000 | 80 200.00 | 80 32843 | 50 21.184 | 20 14.270 | 40 13237 | 13 30855 | 1,00 |1, | 025 [0, | 050 |0 |016 |09
SA;F:;EI/;VI ?Z?;fsﬁng 356 000 0.000 0.289 356 000 9.080 7428 | g' B ECH 2' Tla
Mudah Asrama/Wi
Diakses sma Layak
Huni
Kewenanga
n Provinsi
Penyediaan | Jumlah 50 21.640 | 80 2.500. | 80 2.750. | 80 3.025. | 50 21.640 | 20 2.330. | 40 2.640. | 13 3.016. | 1,00 |1, |025 |0, | 050 |0 |016 | 10
E(eal:()eil:zl;n IC\)/[reanndga};,)?tll% 980 000 000 000 980 000 000 500 ’ 8’ ’ 93 | 2' ' 0
di dalam an
Panti pemenuha
n
kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 50 20.542 | 80 20.300 | 80 22330 | 80 24.563 | 50 20.542 | 20 4.160. | 40 25.500 | 13 2.000. | 1,00 [ 1,025 |0, |050 |1, |016 | 00
Ef;ﬁ?mgan g?;egitsgan 657 000 000 000 657 000 000 000 ' 8' Tl | i Y
Mental, Fisik,
Spritual dan | Mental,
Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemberian Jumlah 50 17.450 | 80 10.000 | 80 11.000 | 80 12.100 | 50 17.450 | 20 3.760 13 1,00 1 0,25 0 0,16
Bimbingan | Peserta 120 000 000 000 120 000 Tlo | |38 '
Aktivitas Bimbingan 0
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian Jumlah 80 80.000 | 80 88.000 | 80 96.800 20 33.400 | 40 44.000 | 13 14.235 0,25 0 0,50 0, | 0,16 0,1
Bimbingan | Orang yang 000 000 000 000 000 000 Tl s s
Keterampila | Diberikan 0
n Dasar Bimbingan
Keterampil
an Dasar
Kewenanga
n Provinsi
Fasilitasi Jumlah ; . ; " ) . )
Pembuatan Orang yan.g 80 0.(%)0. 80 0.0(;)0. 80 8(;)0 0. 0 3 0, 0,16
Nomor Terpenuhi
Induk Kebutuhan
Kependudu | Pembuatan
kan, Kartu Nomor
Tanda Induk
Penduduk, Kependudu
Akta kan Kartu
Kelahiran, Tanda
Surat Nikah, | Penduduk,
dan/atau Akta
Identitas Kelahiran,
Anak Surat
Nikah,
dan/atau




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

=~

Rp

Identitas
Gelandanga
n bagi
Gelandanga
n dan
Pengemis
Kewenanga
n Provinsi

Akses
Kelayanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Akses ke
Layanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi

80

7.500.
000

80

8.250.
000

80

9.075.
000

20

40

5.320.
000

13

1.925.
000

0,25 0,50 0,16




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemulangan | Jumlah 50 10.300 | 80 25.000 | 80 27.500 | 80 30.250 | 50 10.300 | 20 9.800. | 40 16.975 | 13 4743. | 1,00 |1, {025 [0 |050 |0 |016 | 01
ke Daerah | Gelandanga 000 000 000 000 000 000 000 750 | o |  |3] |e| |6
Asal n dan 0 2
Pengemis/
Keluarga
yang
Dipulangka
n ke
Daerah asal
Kewenanga
n Provinsi
Koordinasi, | Jumlah 1 7.500. | 1 8.250. | 1 9.075 20 30784 | 1 44119 |1 38.011 200 |4 | 100 |5 | 100 |41
Sinkronisasi | Dokumen 000 000 000 252 250 500 o || |3 |9
dan Hasil 5
Pembinaan | Koordinasi
Pelaksanaan | dan
Rehabilitasi | Pembinaan
Sosial Dasar | Rehabilitas
Gelandanga | i Sosial
n dan Dasar
Pengemis Gelandanga
Terlantar di | ndan
dalam Panti | Pengemis
di dalam
Panti




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Rehabilitas | Jumlah 40 1.502. | 90 954.98 | 160 | 950.50 | 160 | 1.012. | 40 1.502. | 30 482.13 | 30 1.393. | 59 2141 | 1,00 |1, 033 [0, [019 |1, |037 |21
1So_s1al Pemerlu 299.87 7.624 0.000 700.00 299.87 3.982 360.98 00876 | 0ol 50 | i 1
bagi Pelayanan 5 0 5 3 9 0 7
Penyandan | Kesejahter
g Masalah aan Sosial
Kesejahter | (PPKS)
aan Sosial lainnya
(PMKS) diluar
Lainnyadi | HIV/AIDS
Luar dan
HIV/AIDS NAPZA
dan NAPZA | yang
di dalam direhabilit
Panti asi di
dalam
panti
Penyediaan | Jumlah 40 202.58 | 90 134.50 | 160 | 147.95 | 160 | 154.07 | 40 202.58 | 30 99.855 | 30 224.35 | 59 48458 | 1,00 |1, | 033 [0, | 019 |1, | 037 |31
Permakana | Orang yang 0.000 0.000 0.000 5.000 0.000 000 8.000 3000 | (o | |7l |5 | |s
n Mendapatk 0 2
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n Sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

=~

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

40

23.888
.850

90

58.987
.624

160

64.900
.000

160

68.650
.000

40

23.888
.850

30

34.755
.600

30

38.397
231

59

232.26
7.722

1,00

or

033 | 0,

0,19 | 0,

vl

0,37

Penyediaan
Asrama/Wi
sma yang
Mudah
Diakses

Jumlah
Orang yang
Terakses
Asrama/Wi
sma Layak
Huni
Kewenanga
n Provinsi

40

1.114.
496.50

90

304.00
0.000

160

234.40
0.000

160

246.42
5.000

40

1.114.
496.50

20

189.97
9.372

30

970.75
7.199

59

981.32
5.127

1,00 1,

o

022 |0

0,19 | 4,

_

0,37

Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti

40

10.579
220

90

17.500
.000

160

19.250
.000

160

21.550
.000

40

10.579
220

30

4.975.
700

30

5.499.
725

59

5.496.
170

1,00

copR

0,33 | 0,

0,19

oo

0,37




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 66.455 | 90 225.00 | 160 | 247.50 | 160 | 267.65 | 40 66.455 | 30 41.467 | 30 41.495 | 59 50.000 | 1,00 |1, 033 [0, |[019 |0 | 037 |01
Bimbingan | Peserta 386 0.000 0.000 0.000 386 400 250 000 Tolo | T | |1 |9
Fisik, Bimbingan 0 7
Mental, Fisik,
Spritual dan | Mental,
Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 5.498. | 90 40.000 | 60 44.000 | 60 44.000 | 40 5.498. | 30 37.966 | 30 43.092 | 59 23964 | 1,00 |1, 1033 [0, [050 |0 |098 |54
Bimbingan | Peserta 527 000 000 000 527 200 050 6000 | |o |  |es| |9 | |5
Aktivitas Bimbingan 0 8
Hidup Aktivitas
Sehari- Hari | Hidup
Sehari Hari
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 47.376 | 90 20.000 | 60 22.000 | 60 22.000 | 40 47.376 | 30 19.511 | 30 21.964 | 59 68.407 | 1,00 |1, 1033 [0, |050 |1, |098 |31
Bimbingan | Orang yang 385 000 000 000 385 000 528 000 o | fes| T o | |1
Keterampila | Diberikan 0 0
n Dasar Bimbingan
Keterampil
an Dasar
Kewenanga




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
n Provinsi
Fasilitasi Jumlah 40 90 5.000. | 60 5.500. | 60 5.500. | 40 30 4.900. | 30 5.425. | 59 1,00 033 [0, | 050 |0 |0098
Pembuatan | Orangyang 000 000 000 000 000 ' Toles | |9 |
Nomor Membutuh 9
Induk kan
Kependudu | Pembuatan
kan, Kartu Nomor
Tanda Induk
Penduduk, Kependudu
Akta kan, Kartu
Kelahiran, Tanda
Surat Nikah, | Penduduk,
dan/atau Akta
Identitas Kelahiran,
Anak Surat
Nikah,
dan/atau
Identitas
Anak bagi
Penyandan
g Masalah
Kesejahter
aan Sosial
(PMKS)
Lainnya di
Luar

HIV/AIDS




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R

RG | p
ET

TA
RG

=~

TA
RG
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Kewenanga
n Provinsi

Akses
Kelayanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Akses ke
Layanan
Pendidikan
dan
Kesehatan
Dasar
Kewenanga
n Provinsi

40

90

5.000.
000

60

5.500.
000

60

5.500.
000

40

30

4.900.
000

30

5.425.
000

59

11.100
.000

1,00

0,33 | 0,

0,50

[CRCRS

0,98




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemulangan | Jumlah 40 31.425 | 90 35.000 | 60 38.500 | 60 47.000 | 40 31.425 | 30 43.823 | 30 20.500 | 59 20.800 | 1,00 |1, {033 |1, [ 050 |0, | 098 |04
ke Daerah | Penyandan 000 000 000 000 000 710 000 000 Tlo | T | s |4
Asal g Masalah 0 3
Kesejahter
aan Sosial
(PMKS)
Lainnya di
Luar
HIV/AIDS
Kewenanga
n Provinsi
yang
Dipulangka
n ke
Daerah
Asal
Koordinasi, -\ Jumlah 3 110.00 | 24 121.00 | 24 130.35 1 16.447 | 12 47.383 0,04 |0, |050 |03
Sinkronisasi | Dokumen 0.000 0.000 0.000 000 750 A R B Y
dan Hasil 4
Pembinaan | Koordinasi
Pelaksanaan | dan
Bidang Pembinaan
Rehabilitasi | Rehabilitas
Sosial bagi i Sosial
Penyandang | Dasar
Masalah Penyandan
Kesejahtera | g Masalah
an Sosial Kesejahter
(PMKS) aan Sosial
Lainnya di (PMKS)
Luar Lainnya di
HIV/AIDS Luar




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
dan NAPZA | HIV/AIDS
dan NAPZA
Rehabilitas | Jumlah 40 1.449. | 90 884.98 | 160 | 873.50 | 160 | 935.70 | 40 1.449. | 43 353.32 | 51 37841 | 30 38149 | 1,00 |1, | 048 |0, [032 |0, | 019 | 04
i Sosial Pemerlu 424.96 7.624 0.000 0.000 424.96 0.451 7.418 3300 | |o | |a| |4 | |1
bagi Pelayanan 3 3 0 3
Penyandan | Kesejahter
g Masalah aan Sosial
Kesejahter | (PPKS)
aan Sosial lainnya
(PMKS) diluar
Lainnyadi | HIV/AIDS
Luar dan
HIV/AIDS NAPZA
dan NAPZA | yang
di dalam direhabilit
Panti asi di
dalam
panti




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
RG

=~

TA
RG
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Pemenuha
n
Kebutuhan
Permakana
n Sesuai
dengan
Standar
Gizi
Minimal
Kewenanga
n Provinsi

40

202.58
0.000

90 134.50
0.000

160

147.95
0.000

160

154.07
5.000

40

202.58
0.000

43

21.150
.000

51

27.407
.000

30

9.667.
000

1,00

or

0,48 | 0,

0,32

=

0,19

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Menerima
Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
dalam 1
Tahun
Kewenanga
n Provinsi

40

23.888
.850

90 58.987
.624

160

64.900
.000

160

68.650
.000

40

23.888
.850

43

5.880.
000

51

9.122.
000

30

13.634
.000

1,00

er

0,48 | 0,

0,32

B = o

0,19




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah 40 1.114. | 90 304.00 | 160 | 234.40 | 160 | 246.42 | 40 1.114. | 43 %2%75 51 %42'378 30 73.160 | 1,00 |1, | 048 |0, | 032 |0, | 019 |03
Asrama/Wi | Orang yang 496.50 0.000 0.000 5.000 496.50 ' ' 378 o | 2| 0 3] o
sma yang Terakses 7 7 0 6
Mudah Asrama/Wi
Diakses sma Layak
Huni
Kewenanga
n Provinsi
Penyediaan | Jumlah 40 10.579 | 90 17.500 | 160 | 19.250 | 160 | 21.550 | 40 10.579 | 43 (2)'(;)033' 51 (7)'(?(?9' 30 6.185. | 1,00 |1, | 048 |0, | 032 |0, |019 |02
Perbekalan | Orang yang 220 000 000 000 220 000 ’ 0| 12| £ 9
Kesehatan Mendapatk 0 1
di dalam an
Panti Pemenuha
n
Kebutuhan
Perbekalan
Kesehatan
di dalam
Panti
Kewenanga
n Provinsi
Pemberian | Jumlah 40 66.455 | 90 225.00 | 160 | 247.50 | 160 | 267.65 | 40 66.455 | 43 £1L7856§8 51 ;69%81 30 177.34 | 1,00 |1, | 048 |0, [032 [0, |019 | 06
Bimbingan | Peserta 386 0.000 0.000 0.000 386 ' ' 8672 | |o |  |7|  |e| |6
Fisik, Bimbingan 0 8
Mental, Fisik,
Spritual dan | Mental,
Sosial Spiritual
dan Sosial
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemulangan | Jumlah 40 31.425 | 90 35.000 | 60 38.500 | 60 47.000 | 40 31425 | 43 ’ 51 ’ 18 32.167 | 1,00 | 1, | 0,48 0,85 030 | 0,6
keDaerah | Penyandan 000 000 000 000 000 000 Tolo | ' g
Asal g Masalah 0
Kesejahter
aan Sosial
(PMKS)
Lainnya di
Luar
HIV/AIDS
Kewenanga
n Provinsi
yang
Dipulangka
n ke
Daerah
Asal
Koordinasi, -\ Jumlah 3 110.00 | 24 121.00 | 24 130.35 5 6010'?)‘97 33 8517'300 12 69.331 1,67 |0, 138 |0, |050 |05
Sinkronisasi | Dokumen 0.000 0.000 0.000 ' ' 250 Tolss | |6 | |3
dan Hasil 7
Pembinaan | Koordinasi
Pelaksanaan | dan
Bidang Pembinaan
Rehabilitasi | Rehabilitas
Sosial bagi i Sosial
Penyandang | Dasar
Masalah Penyandan
Kesejahtera | g Masalah
an Sosial Kesejahter
(PMKS) aan Sosial
Lainnya di (PMKS)
Luar Lainnya di
HIV/AIDS Luar




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021 2022 2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

=~

Rp

dan NAPZA

HIV/AIDS
dan NAPZA

PROGRAM
PERLINDU
NGAN DAN
JAMINAN
SOSIAL

Persentas
e
Kabupaten
/Kota
yang aktif
melakuka
n
verifikasi
dan
validasi
Data
Terpadu
Kesejahter
aan Sosial

100

267.69
2.169

100 340.69

0.200

100

1.394.
759.22

100

1.504.
235.14

100 223.44

7.000

100 361.44

6.100

100 3.018.

869.71

100

347.68
8.982

1,00 1,00 1, 1,00 2,

Persentas
e PPKS
yang
tertangani

100

55.965
.843

100 66.000

.000

100

72.600
.000

100

79.860
.000

47.057
.042

100 21.704

.000

100 100 78.643

220

100

72177
120

1,00 (0, | 1,00 | O, 1,00

w

~

[uny

(=3
=
[=]
o

o




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Pengangka | Persentas 100 | 55.965 | 100 | 66.000 | 100 | 72.600 | 100 | 79.860 | 100 | 21.704 47.057 | 100 | 78.643 | 100 | 72.177 | 1,00 | 0 0, | 1,00 |1, | 100 |09
;‘::::'n‘:/ll(\“ ;::;k 843 .000 .000 .000 .000 042 220 120 ' 3 71| 0| 0
9 8
dan diadopsi
Pengangka
tan Anak
oleh Orang
Tua
Tunggal
Pengangkat | Jumlah 20 55.965 | 20 66.000 | 20 72.600 | 20 79.860 | 12 21.704 | 20 47.057 | 12 78.643 | 12 72.177 | 0,60 | 0, | 1,00 [0, | 060 |1, | 060 |09
ZEtﬁ?é\l/z/{Nl ﬁiﬁ;’;gﬁ( 843 .000 .000 .000 .000 042 220 120 ' 3| 71| 0| 0
9 8
an Orang
Tua
Asuh/Oran
g Tua
Angkat
Sesuai
Ketentuan
yang
Berlaku
Kewenanga
n Provinsi
Pengangkat | Jumlah
an Anak Anak yang
oleh Orang | Mendapatk
Tua Tunggal | an Orang
Tua
Tunggal
sesuai
Ketentuan

yang




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Berlaku
Kewenanga
n Provinsi
Pengelolaa | Persentas
n Data e Data 100 | 267.69 | 100 | 340.69 | 100 | 1.394. | 100 | 1.504. | 100 | 223.44 361.44 | 100 | 3.018. | 100 | 347.68 | 1,00 | O, | - 1, | 1,00 |2 | 100 |02
. . 2.169 0.200 759.22 235.14 7.000 6.100 869.71 8.982 8 06 1 3
Fakir Fakir 0 2 5 3 6
Miskin Miskin
Cakupan yang
Daerah tekelola
Provinsi
Fasilitasi Jumlah 1 250.00 | 1 250.00 465 | 2182. |1 87.205 465 |8 | 100 |03
Bantuan Keluarga 0.000 0.000 3 114.54 000 300 |7 | 5
Sosial Penerima 4 3
Kesejahtera | Manfaat
an Keluarga | (KPM) yang
Mendapatk
an Bantuan
Sosial
Kesejahter
aan
Keluarga
Kewenanga
n Provinsi




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Pengelolaan | Jumlah 36 267.69 | 168 | 340.69 | 2 594.75 | 2 654.23 | 1 22344 |1 36144 | 160 | 522.91 | 150 | 24893 | 0,03 |0, | 001 |1, | 800 |0, | 750 |03
E?E;SMISRIH ;erlll;arga 2.169 0.200 9.220 5.142 7.000 6.100 0.750 4982 | g' " los o g' 0o |8
Daerah Mendapatk
Kabupaten/ | an
Kota Pengentasa
n Fakir
Miskin
Lintas
Kabupaten
/Kota
Fasilitasi Jumlah 4 550.00 | 4 600.00 50 31384 | 1 11.549 125 |0, | 025 | 0,0
E:rrllg;?:ban l(\)/[reann(igapatk 0.000 0.000 4421 000 o |s | |2
7
gan an Bantuan
Ekonomi Pengemban
Masyarakat | gan
Ekonomi
Masyarakat
Kewenanga
n Provinsi
PROGRAM | Persentas 100 | 2.799. | 100 | 985.00 | 100 | 1.083. | 100 | 1.191. | 100 | 483.14 | 100 | 1.630. | 100 | 2.111. | 100 | 1.500. | 1,00 [0, | 1,00 |1, | 1,00 | 1, | 1,00 | 1,2
KENANGAN f)(l:r?cr;):: 222.67 0.000 (5)00.00 350.00 3.386 315.24 (5)56.56 360.04 ' ; ' 66 | (;’ ‘ 6
BENCANA yang
menerima
bantuan
sosial
selama
masa
tanggap
darurat




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub
Kegiatan
(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023 2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET | P

=~

Rp

Perlindung
an Sosial
Korban
Bencana
Alam dan
Sosial
Provinsi

Persentas
e Korban
bencana
yang
mendapat
perlindun
gan sosial

985.00
0.000

100 2.799. 100

922.67

1.191.
850.00

1.083.
500.00

100 100

483.14
3.386

100

1.630.
415.24

100 2.111.

556.56

100

1.500.
560.04

1,00

[
=
=3
o
—
N

1,00

[u=y
=N
N
e
(o)}

Penyediaan
Permakana
n

Jumlah
Pengungsi
yang
Mendapatk
an
Permakana
n 3x1 Hari
dalam
Masa
Tanggap
Darurat
Kewenanga
n Provinsi

420.00
0.000

15.0 | 2.535. 2.80
00 31115 | 0

516.17
5.000

3.00 | 462.00 | 3.00
0 0.000 0

12 258.97
1.000

12

1.164.
32491

334 | 1.382.
34 465.55

26.1
93

881.75
0.436

11,1

N

0,00 0, | 0,00 2, 8,73 1,7

-
~
~
KN
O
[




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

=~

Rp

Penyediaan
Sandang

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an Pakaian
dan
Kelengkapa
n Lainnya
yang
Tersedia
pada Masa
Tanggap
Darurat
(Pengungsi
an) dan
Pasca
Bencana
Kewenanga
n Provinsi

60

8.775.
960

383 145.00

0.000

500 159.50

0.000

500

167.47
5.000

10 1.316.
394

12 142.95
0.684

830 382.87

3.675

891

376.48
8.770

0,17 | 0, | 0,03 | O, 1,66 1,78 2,2

H
O
O
B
vl

Penyediaan
Tempat
Penampung
an
Pengungsi

Jumlah
Tempat
Pengungsia
n
Kewenanga
n Provinsi

12 300.00
0.000

3.00 | 330.00
0 0.000

3.00

363.00
0.000

12 242.38
4.650

12 224.77
0.500

12

112.67
3.500

1,00 (0, | 000 |O |[000 |03

Penanganan
Khusus bagi
Kelompok
Rentan

Jumlah
Orang yang
Mendapatk
an
Penangana
n Khusus
bagi
Kelompok

60

86.213 | 50
957

98.000
.000

3.00 107.80
0 0.000

3.00

118.58
0.000

10 53.334
.680

12 80.755
.000

400 106.94

6.835

3.08

118.53
9.841

017 |0, | 024 | O 0,13 | 0,

)}
[ee]
S
el
[=]




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R

RG | p
ET

TA
RG

=~

TA | R

RG | p
ET

TA
RG
ET

Rp

Rentan
Kewenanga
n Provinsi

Pelayanan
Dukungan
Psikososial

Jumlah
Korban
Bencana
yang
Mendapatk
an Layanan
Dukungan
Psikososial
Kewenanga
n Provinsi

60

169.62
1.602

50

22.000
.000

3.00 | 24.200
0 .000

3.00 | 26.620
0 .000

10

169.52
1.312

12

25.0
00

14.500
.000

2.79 11.107
4 .500

0,17

0,24

833 | 0,

(=)}

0,93




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub
Kegiatan
(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

TA
RG

=~

ET | P

TA
RG
ET

TA
RG

Rp
ET | °

Persentas
e PSKS
yang
berpartisi
pasi dalam
Penangan
an PPKS

16,5

16,5

17

17

10

23,1

Pers
en

17
Pers
en

16,5
Pers
en

0,59

PROGRAM
PEMBERDA
YAAN
SOSIAL

Persentas
e PSKS
kelembaga
an yang
berperan
aktif
dalam
penyeleng
garaan
kesejahter
aan sosial

25,0 24.744
0 .009.2
09

25,0 | 450.00
0 0.000

25,0 31.211
0 .006.9
20

25,0 | 31.368
0 .006.1
70

25,0 | 24.965
0 .915.9
69

25
Pers 3.298.
en 548.67

25

Pers 29.585
en .360.6
11

25
Pers 10.702
en .662.2

1,00

_oR

vio o




Program,
Kegiatan,
Sub
Kegiatan

Indikator
Kinerja
Tujuan,
Sasaran,

Program

(Outcome)

,Kegiatan

(Intermed

iate

Outcome),

Sub

Kegiatan

(Output)

Target Renstra Peran

rkat Daerah Tahun Ke-

Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

2021 2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021 2022 2023 2024

TA
RG
ET

TA
RG
ET

Rp. Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA
RG
ET

Rp.

TA | R
RG | p
ET

TA
RG

TA | R
RG | p
ET

TA
RG
ET

=~

Rp

Persentas
e PSKS
peroranga
nyang
berperan
aktif
dalam
penyeleng
garaan
kesejahter
aan sosial

18,4

619.50 | 17,9
0.000 1

520.00
0.000

17,7 | 906.31

9 4.703

17,6

1.470.
207.77

18,4

578.50
0.000

14,0 25.538
8 .705.4
Pers 00

en

41,8

Pers
en

1.249.
440.37

17,6 636.98
6 9.500
Pers
en

1,00 | O, 49 1,

o
S
w
w

Persentas
e Sumber
Kesejahter
aan Sosial
PSKS yang
di
tingkatkan
kapasitasn

ya

18,8

300.00
0.000

146.08 | 18,3
5.969 8

18,2 | 590.00
7 0.000

18,1

900.00
0.000

18,8

117.01
4516

16,8 248.41
5 8.500
Pers
en

14,7

Pers
en

673.77
3.135

18,1 437.42
6 0.830
Pers
en

1,00 | O, 0, 1,

(o]
(o]
o)
=
O

Penerbitan
Izin
Pengumpul
an
Sumbanga
n Lintas
Daerah
Kabupaten
/Kota
dalam 1
(Satu)
Daerah

Jumlah
dokumen
izin
pengumpu
lan
sumbanga
n lintas
daerah
Kabupaten
/Kota
dalam 1
(satu)

1 173.91
0.567

200.00
0.000

125.11
9.500

1 31.567
.032

1,00

o
=
=)
S)




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Provinsi Daerah
Provinsi
yang
dikeluark
an
Koordinasi | Jumlah 1 17391 | 1 200.00 1 12511 | 1 31.567 1,00 |0, | 1,00 | 01
dan | Dokumen 0.567 0.000 9.500 032 A
Sinkronisasi | Hasil 2
Penerbitan Koordinasi
Izin Undian | dan
Gratis Sinkronisas
Berhadiah i
dan Penerbitan
Pengumpula | Izin Undian
n Uang atau | Gratis
Barang Berhadiah
dan
Pengumpul
an Uang
atau
Barang
Pemberday | Persentas 100 | 25509 | 100 | 1.270. | 100 | 32.533 | 100 | 33.538 | 100 | 25.661 29.085 Ple.ﬁ 32.720 Pleor(; 12952 | 1,00 |1 22 iI‘J/g' 1 iI‘J/g' 0,3
aan Potensi | e Potensi 595.1 000.00 4110 2139 430.4 6725 |en | .2613 |en | .6130 | |0 9 o 9
Sumber Sumber 78 0 55 45 85 71 21 30 1 0 1
Kesejahter | Kesejahter
aan Sosial aan Sosial
Provinsi yang




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
diberdaya
kan
Peningkatan | Jumlah 45 146.08 | 116 | 300.00 | 120 | 315.00 | 120 | 600.00 | 45 117.01 | 200 | 24841 | 48 673.77 | 120 | 43742 | 1,00 |0, | 1,72 |0, | 040 | 2, | 1,00 | 0,7
Kemampua | Orang 5.969 0.000 0.000 0.000 4516 8.500 3.135 o830 | |8 | || |1] |3
n Potensi Mendapat 0 4
Pekerja Peningkata
Sosial n Kapasitas
Masyarakat | Pekerja
Kewenanga | Sosial
n Provinsi Masyarakat
Kewenanga
n Provinsi
Peningkatan | Jumlah 169 | 275.00 | 169 | 300.00 169 | 1.211. | 169 | 1.175 1,00 | 4, | 1,00 | 3,9
Kemampua | Tenaga 0.000 0.000 687.20 540.50 BV 2
n Potensi Kesejahter 0 0 1
Tenaga aan Sosial
Kesejahtera | Kecamatan
an Sosial Kewenanga
Kecamatan n Provinsi
Kewenanga | yang
n Provinsi Meningkat
Kapasitasn
ya




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
p .
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET
Kegiatan
(Output)
Peningkatan | Jumlah 360 | 619.50 | 663 | 520.00 | 675 | 906.31 | 675 | 1.470. | 347 | 57850 | 100 | 25538 | 675 | 1.249. | 371 | 636.98 | 096 | 0, | 0,15 |49 | 1,00 | 1, | 0,55 | 0,4
Kemampua | Keluarga 0.000 0.000 4703 207.77 0.000 705.4 44037 9500 | |9 | |1 | || |3
n Potensi yang 5 00 5 3 1 3
Sumber Meningkat
Kesejahtera | Kapasitasn
an Sosial ya
Keluarga Kewenanga
Kewenanga | nProvinsi
n Provinsi
Peningkatan | Jumlah . : : S5
1 24.744 | 109 | 450.00 | 120 | 31.037 | 120 | 31.168 | 133 | 24.965 | 24 3.298. | 9 29.585 | 120 | 10.702 | 0,86 022 |7, 1008 |0 | 100 |03
Kemamp.ua Leml?aga .009.2 0.000 .096.3 .006.1 915.9 548.67 360.6 662.2 33 9 4
n Potensi Kese]ahter 09 53 70 69 1 11 00 5
Sumber aan Sosial
Kesejahtera | yang
an Sosial Meningkat
Kelembagaa | Kapasitasn
n ya
Masyarakat | Kewenanga
Kewenanga | nProvinsi
n Provinsi
PROGRAM | Persentas 100 | 248.11 | 100 | 220.00 | 100 | 242.00 | 100 | 250.00 | 100 | 233.70 | 100 | 670.17 | 100 | 269.46 | 100 | 179.40 | 1,00 |0, | 1,00 | 3, | 1,00 | 1, | 1,00 | 0,7
PENGELOL | e Kondisi 4.548 0.000 0.000 0.000 2.264 2.703 7.746 1.985 ’ 9 | 05 | 1] 2
AAN Taman 4 1
TAMAN Makan
MAKAM Pahlawan
PAHLAWA | yang
N terpelihar
a




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET [P | ET | .| ET *
Kegiatan
(Output)
Pengelolaa | Jumlah 1 24811 | 1 220.00 | 1 250.00 | 1 320.00 | 1 233.70 670.17 | 1 269.46 | 1 179.40 | 1,00 | 0 3, 11,00 |1, [100 |05
n Taman T}"'P?’a“g 4.548 0.000 0.000 0.000 2.264 2.703 7.746 1.985 ’ 9 05 | 0| 6
Makam dipelihara 4 8
Pahlawan
Nasional
Provinsi
Rehabilitasi | Jumlah 1 24811 | 1 220.00 | 3 200.00 | 3 250.00 1 179.40 0,33 | 0,7
Saranadan | Dokumen 4.548 0.000 0.000 0.000 1.985 ' 2
Prasarana Hasil
Taman Rehabilitas
Makam iserta
Pahlawan Pemelihara
Nasional an Sarana
Provinsi dan
Prasarana
Taman
Makam
Pahlawan
Nasional
Provinsi
Pemeliharaa | Jumlah 3 50.000 | 3 70.000 | 1 233.70 | 1 670.17 | 1 269.46 033 |5
n Taman Makam 000 000 2.264 2.703 7.746 ' 3
Makam yang 9
Pahlawan Terpenuhi
Nasional Pemelihara
Provinsi nnya pada
Taman
Makam
Pahlawan
Nasional
Provinsi




Realisasi Capaian Tahun Ke-

Rasio Capaian Tahun Ke-

Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA R TA TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG RG RG RG P
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
2 2 3 3 2 1,93 1,58 1,58
Pers Pers Persen 1,00
en en
2 2 3 3 2 1,93 1,58 1,58

Pers
en

Pers
en

Persen

1,00




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
p
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET ’
Kegiatan
(Output)
PROGRAM Persentas
PENUNJAN | e 100 | 30.041 | 100 | 30.364 | 100 | 38.057 | 100 | 38.073 | 100 | 28.820 | 100 | 29.988 | 100 | 35915 | 100 | 34.790 | 1,00 | 0, [ 1,00 | 0, | 1,00 | 0, | 1,00 | 0,9
.865.3 215.1 .260.8 489.6 .036.0 816.9 .833.2 .755.5 9 99 9 1
G URUSAN | Pemenuha 40 66 78 18 51 05 04 71 6 4
PEMERINT | n
AHAN Kebutuha
DAERAH n
PROVINSI Penunjang
Urusan
Pemerinta
h Daerah
Administra | Jumlah
si laporan 1 25.098 | 1 25.069 | 1 25.696 | 1 26338 | 1 23951 | 1 23959 | 1 26971 | 1 27.673 | 1,00 | 0, | 1,00 [0, | 1,00 | 1, | 1,00 | 1,0
porai 510.0 .504.4 242.0 648.1 571.7 215.7 490.7 626.4 9 96 0 5
Keuanglim administr 60 67 79 31 79 58 64 16 5 5
Perangkat asi
Daerah keuangan
perangkat
daerah
yang
dipenuhi
Penyediaan | Jumlah 170 | 25.098 | 170 | 25.069 | 170 | 25.696 | 170 | 26.338 | 172 | 23.951 | 142 | 23.959 | 150 | 26971 | 150 | 27.673 | 1,01 [0, [ 084 |0, | 088 |1, | 088 | 1,0
Gaji dan Orang yang 5100 504.4 2420 648.1 5717 2157 490.7 624 | |9 | loes| |o| |5
Tunjangan | Menerima 60 67 79 31 79 58 64 16 5 5
ASN Gaji dan
Tunjangan
ASN
Administra | Jumlah 1 100.00 | 1 100.00 56.950 | 1 61.704 1,00 |0, | 1,00 | 0,6
. . . 1 . 7 ) sl L )
lsvlliIIBiall{rang IL)ZI;:I:ZH 0.000 0.000 .000 .890 5 2
7
Daerah milik
pada daerah
Perangkat | pada
Daerah Perangkat




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA TA R TA TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG RG RG RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Daerah
yang
dikelola
Pengamana | Jumlah 1 100.00 | 1 100.00 ' 56.950 | 1 61.704 1,00 1,00 | 06
rl\l/[li313:ang l;:)r?;aarrrllana 0.000 0.000 000 890 ' T2
Daerah n Barang
SKPD Milik
Daerah
SKPD
Administra | Jumlah . 20000 | 1 425,00
si Jenis : :
Kepegawai | Layanan 0.000 0.000
an Administr
Perangkat | asi
Daerah Kepegawai
an
Pengadaan | Jumlah
Pakaian Paket 170 | 400.00 | 170 | 425.00
Dinas Pakaian 0.000 0.000
Beserta Dinas
Atribut Beserta
Kelengkapa | Atribut
nnya Kelengkapa
n




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
p .
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET
Kegiatan
(Output)
Administra | Jumlah 5 77024 | 5 1.018. | 5 1.583. | 5 1.920. | 5 695.35 | 5 1.020. | 7 1.490. | 7 1.147. | 1,00 [0, | 1,00 |1, | 1,40 | 0, | 1,40 | 06
si Umum Jenis 2.985 633.53 664.40 000.00 1977 412,62 448.50 15295 | 9 | 00 | 9 | 0
Perangkat | layanan 8 0 0 6 4 0 0 4
Daerah Administr
asi Umum
yang di
penuhi
Penyediaan | Jumlah 6 24999 | 5 30.000 | 5 35.000 | 5 55.000 | 9 24.997 | 9 40.000 | 5 58.947 | 5 27597 | 1,50 |1, | 1,8 |1, | 1,00 |1, | 1,00 |05
ﬁc;rglassr;en E?)l;?;onen 456 000 000 000 500 000 366 375 Tlo | T s e | o
0 8
Listrik/Pen | Instalasi
erangan Listrik/Pen
Bangunan erangan
Kantor Bangunan
Kantor
yang
Disediakan
Penyediaan | Jumlah
Peralatan Paket 29 69.998 | 25 79.999 | 25 200.00 | 25 275.00 | 29 69.741 | 29 99.135 | 25 349.08 | 25 21786 | 1,00 |1, | 1,16 |1, | 1,00 | 1, | 1,00 | 0,7
dan Peralatan 239 .508 0.000 0.000 .100 575 8.228 3.575 0 24 7 9
0 5
Perlengkapa | dan
n Kantor Perlengkap
an Kantor
yang
Disediakan
Penyediaan | Jumlah
Bahan Paket 1 59.618 | 3 150.00 | 3 265.00 | 3 310.00 | 3.28 | 59.192 | 400 | 89.027 | 3 142.99 | 3 203.51 | 1,00 | 0, | 133, [0, [ 1,00 | 0, | 1,00 | 0,6
Logistik Bahan .000 0.000 0.000 0.000 | 0 .000 .000 6.530 0.001 9 |33 59 5 6
9 4
Kantor Logistik
Kantor
yang
Disediakan




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah
Barang Paket 7 19.999 | 8 59.906 | 8 150.00 | 8 235.00 | 17 19.827 | 8 77.074 | 6 94.635 | 8 72.036 | 243 | 0,100 |1, [ 075 |0 | 1,00 |03
Cetakan dan | Barang 290 .030 0.000 0.000 200 .800 .075 .100 9 29 6 1
9 3
Penggandaa | Cetakan
n dan
Pengganda
an yang
Disediakan
Penyediaan | Jumlah 10 100.00 | 10 150.00 10 99.418 | 10 75.503 1,00 |0, | 1,00 | 0,5
rBiz;lllan/Mate gzll(l:;/Mat 0.000 0.000 482 308 ' 9 | 0
9
erial yang
Disediakan
Fasilitasi Jumlah 1 100.00 | 1 100.00 1 1.400. | 1 3.292 1,00 | 0, | 1,00 | 0,0
?:ﬂl‘;ngan E;Si?irt?sli 0.000 0.000 000 500 Tlo | |3
1
Kunjungan
Tamu
Penyelengg | Jumlah 1 595.62 | 1 698.72 | 1 733.66 | 1 795.00 | 1 52159 | 218 | 71517 | 1 74396 | 1 54735 | 1,00 | 0, | 218, |1, [ 1,00 | 1, | 1,00 | 0,6
;rc?c?rr:iifi;ps?t I;)ZE;Z?:ngg 8.000 8.000 4.400 0.000 4177 5.251 2.823 0001 | |8 oo |oz| |o| |9
8 1
dan araan
Konsultasi Rapat
SKPD Koordinasi
dan
Konsultasi
SKPD




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG - RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | ET | . | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pengadaan | Jumlah
Barang Jenis 1 653.13 | 1 299.47 | 3 1.600. | 3 800.00 | 1 653.13 | 1 1.004. | 2 971.67 | 3 17421 | 1,00 |1, | 1,00 |3, | 067 |0, | 1,00 |02
- 6.786 7.050 000.00 0.000 6.786 058.78 2.662 0.150 0 35 6 2
Milik Barang 0 0 0 1
Daerah Milik
Penunjang | Daerah
Urusan Penunjang
Pemerinta | Urusan
h Daerah Pemerinta
h Daerah
yang
diadakan
Pengadaan | Jumlah Unit #DIV | #DI
Kendaraan Kendaraan 2 (1)'(%) 8'0 /0! Y/ 0
Dinas Dinas 0 '
Operasional | Operasiona
atau ] atau
Lapangan Lapangan
yang
Disediakan
Pengadaan | Jumlah
Mebel Paket 3%%80 3
Mebel yang '
Disediakan
Pengadaan | Jumlah Unit
Peralatan | Peralatan 8| L0000 |5 | 10000 8 |12z |17 100 | 1| 213
dan Mesin dan Mesin 1
Lainnya Lainnya
yang
Disediakan




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Pengadaan | Jumlah Unit 58 653.13 | 30 299.47 | 30 500.00 | 40 500.00 | 58 653.13 | 30 1.004. | 30 850.40 | 40 17421 | 1,00 |1, [ 1,00 |3, | 1,00 |1, | 1,00 | 03
gi;ig?aiin g?ig?ﬁ;ﬂ 6.786 7.050 0.000 0.000 6.786 05878 8.054 0150 | g' Tl | g' s
Gedung Gedung
Kantor atau | Kantor atau
Bangunan Bangunan
Lainnya Lainnya
yang
Disediakan
Penyediaa | Jumlah 3 3.026. | 3 3.428. |3 3.577. | 3 3.249. | 3 3.026. | 3 3.038. | 3 3.235. | 3 3.693. | 1,00 [ 1, | 100 |0, | 100 |0, | 100 |11
:(!zf:;' lems]:ilsa 999.50 024.11 354.39 841.48 999.50 439.93 328.11 25880 | 0ol 89 | 9 | "
jang | penunjang 9 1 9 7 9 4 5 2 0 0
Urusan urusan
Pemerinta | pemerinta
han Daerah | h daerah
yang
dipenuhi
Penyediaan | Jumlah 1 2.500. |1 3.000. |1 3.000 250 | 2.500. |1 2.000. |1 2.400 250, [ 1, | 1,00 |0, | 1,00 | 08
{\?[Sei;:;;:: ]P:ZESZZ?aan 000 000 000 000 000 000 00 |00 ;3' o
Jasa Surat
Menyurat
Penyediaan | Jumlah
Jasa Laporan 1 499.99 | 1 551.16 | 1 700.00 | 1 715.00 | 1 499.99 | 48 349.03 | 12 42446 | 1 61323 | 1,00 |1, | 480 |0, | 120 |0, | 1,00 | 08
Komunikasi, | Penyediaan 1.712 9.712 0.000 0.000 1.712 3.195 8.931 9.204 g 0 63 | 0 flj 6
Sumber Jasa
Daya Air Komunikas
dan Listrik i, Sumber
Daya Air
dan Listrik
yang
Disediakan




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | . | ET |P| ET | .| ET ’
Kegiatan
(Output)
Penyediaan | Jumlah
Jasa Laporan 1 2.527. |1 2.874. |1 2.874. | 1 2531 |1 2.527. | 100 | 2.686. | 12 2.808. |1 3.077. | 1,00 |1, | 100, |0, | 120 |0, | 1,00 | 1,2
. 007.79 354.39 354.39 841.48 007.79 906.73 859.18 619.59 0 | 00 93 |0 9 2
Pelayanan Penyedlaan 7 9 9 7 7 9 4 8 0 8
Umum Jasa
Kantor Pelayanan
Umum
Kantor
yang
Disediakan
Pemelihara | Jumlah 5485 s s s s
. 2 492.97 | 2 48.57 | 2 100. | 2 240. | 2 49297 | 2 966.68 | 7 3.189. | 7 2.040. | 1,00 |1, | 100 |1, [350 |0 |350 |03
Ia\l;ll?l::rang };:rl:ng 6.000 6.000 000.00 000.00 6.000 9.807 943.15 802.36 0 76 6 9
0 0 9 3 0 3
Daerah Milik
Penunjang | Daerah
Urusan Penunjang
Pemerinta | Urusan
han Daerah | Pemerinta
han
Daerah
yang
dipelihara
Penyediaan | Jumlah
Jasa Kendaraan | ! 98.320 | 1 199.00 | 11 500.00 | 11 565.00 | 1 98.320 | 36 363.70 | 11 251.97 | 11 246.26 | 1,00 |1, [ 360 |1, | 1,00 | 0, | 1,00 | 0,4
Pemeliharaa | Perorangan .000 0.000 0.000 0.000 .000 9.343 3.501 1.330 0|0 83 5 4
0 0
n, Biaya Dinas atau
Pemeliharaa | Kendaraan
n dan Pajak | Dinas
Kendaraan Jabatan
Perorangan | yang
Dinas atau Dipelihara
Kendaraan dan
Dinas Dibayarkan




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
gram, (Outcome)
Kegiatan, .
,Kegiatan
Sub
Kegiatan (Intermed
g iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA |R| TA R TA |R| TA R
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG P
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET ET | P | ET ET ’
Kegiatan
(Output)
Jabatan Pajaknya
Penyediaan | Jumlah 42 1.000. | 44 1.200 42 777.25 | 44 137.24 1,00 |0, | 1,00 | 01
Jasa Kendaraan 000.00 000.00 9.724 8.245 A I N
Pemeliharaa | Dinas 0 0 8
n, Biaya Operasiona
Pemeliharaa | 1 atau
n, Pajak dan | Lapangan
Perizinan yang
Kendaraan Dipelihara
Dinas dan
Operasional | Dibayarkan
atau Pajak dan
Lapangan Perizinann
ya
Pemeliharaa | Jumlah 10 200.00 | 10 200.00 10 107.06 | 3 2.500 1,00 |0, | 030 | 0,0
n Mebel Mebel yang 0.000 0.000 3.940 000 5 1
Dipelihara 4
Pemeliharaa | Jumlah 120 | 200.00 | 120 | 200.00 120 | 137.18 | 120 | 66.760 1,00 |0, | 1,00 | 03
gapnerMalasgin S:Ea;/?;z?n 0.000 0.000 0.278 000 Tl | |3
9
Lainnya Lainnya
yang
Dipelihara




Indikator Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke- Realisasi Capaian Tahun Ke- Rasio Capaian Tahun Ke-
Kinerja
Tujuan,
Sasaran, 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024 2021 2022 2023 2024
Program Program
5 ' | (Outcome)
Kegiatan, .
Sub ,Kegiatan
Kegiatan (lnt_ermed
iate TA TA TA TA TA TA TA TA TA [R| TA R TA [ R| TA Rp
Outcome), | RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG Rp. RG | p | RG RG | p | RG
Sub ET ET ET ET ET ET ET ET ET | .| ET | P | ET |. | ET ’
Kegiatan
(Output)
Pemelibaraa | Jumlah 2.00 | 2.800. | 250 | 2.500 2.00 | 1.519. |1 1.049 1,00 | 0, | 0,00 | 04
n/Rehabilit | Gedung 0 | 000.00 000.00 0 | 23524 458.88 s | |2
asi Gedung | Kantor dan 0 0 7 4 4
Kantor dan | Bangunan
Bangunan Lainnya
Lainnya yang
Dipelihara/
Direhabilit
asi
Pemeliharaa | Jumlah 2 200.00 | 2 200.00 2 199.20 | 1 538.57 1,00 |1, | 050 | 26
n/Rehabilit | Sarana dan 0.000 0.000 6.000 3.904 o | T |9
asi Sarana Prasarana 0
dan Gedung
Prasarana Kantor atau
Gedung Bangunan
Kantor atau | Lainnya
Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/
Direhabilit
asi
Pemeliharaa | Jumlah 5 39465 | 5 349.57 | 10 200.00 | 10 375.00 | 5 394.65 | 7 602.98 | 10 198.02 | 2 1,00 |1, | 1,40 |1, | 1,00 | 0, | 0,20
n/Rehabilit | Sarana dan 6.000 6.000 0.000 0.000 6.000 0.464 4469 Tdo | 2| 9|
asi Sarana Prasarana 0 9
dan Pendukung
Prasarana Gedung
Pendukung | Kantor atau
Gedung Bangunan
Kantor atau | Lainnya
Bangunan yang
Lainnya Dipelihara/
Direhabilit
asi







2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Sebagaimana amanat UU Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial penanganan terhadap PPKS dilaksanakan melalui
4 (empat) pilar pelayanan kesejahteraan sosial yaitu perlindungan sosial,
jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan pemberdayaan sosial serta
melaksanakan 2 (dua) pendekatan yakni penanganan PPKS berbasis
kelembagaan melalui Panti Rehabilitasi Sosial dan berbasis peran serta
masyarakat bekerjasama dengan Institusi Sosial di Kabupaten/Kota. PPKS

yang ada di Provinsi Riau sebagai berikut.

a) Anak Balita Telantar

Anak balita telantar adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke
bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam
keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan
pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga
hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk
tujuan tertentu dengan kriteria :

a. Terlantar/ tanpa asuhan yang layak;
b. Berasal dari keluarga sangat miskin / miskin;

c. Kehilangan hak asuh dari orangtua/ keluarga;

d. Anak balita yang mengalami perlakuan salah dan diterlantarkan
oleh orang tua/keluarga;

e. Anak balita yang dieksploitasi secara ekonomi seperti anak balita
yang disalahgunakan orang tua menjadi pengemis di jalanan; dan

f. Anak balita yang menderita gizi buruk atau kurang.

Upaya yang dilakukan dalam mengatasi anak balita terlantar ini antara
lain dilakukan dengan proses adopsi anak bagi anak yang benar- benar
tanpa asuhan atau kehilangan hak asuh dari orangtua / keluarga. Tercatat
selama 5 tahun terakhir ini ada sebanyak 33 anak balita terlantar dana
anak terlantar yang dilakukan proses adopsi.

Namun upaya utama yang perlu dilakukan adalah dengan pendekatan
keluarga. Yang perlu dilakukan adalah upaya agar anak dapat dipelihara
di lingkungan keluarganya, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar
setiap anak balita terlantar di dalam keluarga tersebut. Sedangkan
pelayanan melalui panti adalah opsi terakhir yang bisa diberikan jika
upaya pendekatan keluarga dan penanganan lainnya di luar panti tidak

bisa dilaksanakan.
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b) Anak terlantar
Anak terlantar adalah seorang anak berusia 6 (enam) tahun sampai

dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami
perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak
kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

Kriteria:

a. Berasal dari keluarga fakir miskin;

b. Anak yang dilalaikan oleh orang tuanya; dan

c. Anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya.

Dinas Sosial Provinsi Riau memiliki panti khusus yang memberikan
pelayanan dasar bagi anak terlantar yaitu UPT Panti Sosial Pengasuhan
Anak. Selain panti milik pemerintah, anak terlantar juga banyak yang
dipelihara melalui panti anak milik masyarakat. Berdasarkan Data dari
Forum Panti Provinsi Riau, terdapat sebanyak 134 Panti anak yang
tersebar di 12 Kabupaten/Kota. Dari jumlah ini, sebanyak 84 Panti
diberikan bantuan permakanan oleh Pemerintah Provinsi Riau yang
memelihara sebanyak 3.245 anak terlantar.

¢) Anak yang berhadapan dengan hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang telah
berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan
belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana
karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak
pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu
tindak pidana.

Kriteria :

a. Disangka;

b. Didakwa; atau

c. Dijatuhi pidana
Anak nakal atau anak yang berhadapan dengan hukum ini

penanganannya dilakukan melalui rehabilitasi sosial dasar di luar panti
dan di dalam panti. Untuk kewenangan Pemerintah Provinsi Riau berada
di dalam panti, dilakukan pelayanan rehabilitasi sosial dasar melalui UPT
Pelayanan Sosial Marsudi Putra Tengku Yuk. Kapasitas panti ini adalah
sebanyak 30 anak dalam satu tahun.

d. Anak]Jalanan

Anak jalanan adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang
bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang
menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup

sehari-hari.
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Kriteria:

a. Menghabiskan sebagian besar waktunya dijalanan maupun ditempat-
tempat umum; atau

b. Mencari nafkah dan/atau berkeliaran di jalanan maupun ditempat-
tempat umum.

e. Anak dengan Kedisabilitasan (ADK)

Anak dengan Kedisabilitasan (ADK) adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun yang mempunyai kelainan fisik atau
mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan
bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun

sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas

fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik
dan mental.
Kriteria:
¢ Anak dengan disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara
¢ Anak dengan disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik
¢ Anak dengan disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda

¢ Tidak mampu melaksanakan kehidupan sehari-hari.

Penanganan bagi anak dengan kedisabilitasan dilaksanakan dengan
pelayanan sosial di luar panti dengan melibatkan berbagai macam OPD
yang terkait diantaranya Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan , dan Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

f. Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan

salah

Anak yang menjadi korban tindak kekerasan atau diperlakukan salah
adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak
kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan
keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi
kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun
sosial.

Kriteria:

a. Anak (laki-laki/perempuan) dibawah usia 18 (delapan belas) tahun;

b. Sering mendapat perlakuan kasar dan kejam dan tindakan yang
berakibat secara fisik dan/atau psikologis;

c. Pernah dianiaya dan/atau diperkosa; dan

d. Dipaksa bekerja (tidak atas kemauannya)
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e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus
Anak yang memerlukan perlindungan khusus adalah anak yang

berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam
situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi
secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban
penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya
(napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan
baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban
perlakuan salah dan penelantaran.
Kriteria:

a. Berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun;

o

. Dalam situasi darurat dan berada dalam lingkungan

yang buruk/diskriminasi;

0

. Korban perdagangan manusia;

Q

. Korban kekerasan, baik fisik dan/atau mental dan seksual;

)

. Korban eksploitasi, ekonomi atau seksual;

f. Dari kelompok minoritas dan terisolasi, serta dari komunitas
adat terpencil;

g. Menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika
dan zat adiktif lainnya (NAPZA); dan

h. Terinfeksi HIV/AIDS.

g. Lanjut Usia Terlantar

Lanjut usia telantar adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh)
tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi
kebutuhan dasarnya.

Kriteria :

. Tidak terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan,
dan papan; dan

o Terlantar secara psikis, dan sosial.
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Penanganan untuk kriteria lanjut usia terlantar ini dilakukan di luar
panti dan di dalam panti. Proses pelayanan di luar panti diupayakan
adengan pendekatan kekeluargaan, dan jika tidak bisa diselesaikan
dengan pendekatan keluarga maka selanjutnya diberikan rehabilitasi
sosial dasar di dalam panti. Pelayanan ini dilaksanakan melalui UPT
Pelayanan Sosial Tresna Werdha Khusnul Khotimah Dinas Sosial Provinsi
Riau.

h. Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah mereka yang memiliki keterbatasan
fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana
ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami
partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan
kesetaraan dengan yang lainnya.

Kriteria :

1) Mengalami hambatan untuk melakukan suatu aktifitas sehari-hari;
2) Mengalami hambatan dalam bekerja sehari-hari;

3) Tidak mampu memecahkan masalah secara memadai;

4) Penyandang disabilitas fisik : tubuh, netra, rungu wicara;

5) Penyandang disabilitas mental : mental retardasi dan eks psikotik;

6) Penyandang disabilitas fisik dan mental/disabilitas ganda.
Penanganan bagi penyandang disabilitas untuk kewenangan provinsi

adalah upaya rehabilitasi sosial dasar yang dilaksanakan melalui UPT Bina
Laras bagi disabilitas mental dan UPT Pemberdayaan Penyandang

Disabilitas Daksa bagi penyandang disabilitas daksa terlantar.

i. Tuna Susila

Tuna Susila adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual
dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian
diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang,
materi atau jasa.

Kriteria :

. Menjajakan diri di tempat umum, di lokasi atau tempat
pelacuran seperti rumah bordil, dan tempat terselubung
seperti warung remang-remang, hotel, mall dan diskotek; dan

. Memperoleh imbalan uang, materi atau jasa.

j.  Gelandangan
Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang
tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat

setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang
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tetap serta mengembara di tempat umum.
Kriteria :
e Tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP);
e Tanpa tempat tinggal yang pasti/tetap;
e Tanpa penghasilan yang tetap; dan
e Tanpa rencana hari depan anak-anaknya maupun dirinya.
Jumlah gelandangan di Provinsi Riau tidak menunjukkan angka
peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 131
orang. Pada Tahun 2017 meningkat sedikit menjadi 158 orang. Pada
Tahun 2018 bertambah cukup banyak menjadi 678 orang. Sedangkan
pada tahun 2019 tercatat menurun menjadi 316 orang, dan di tahun 2020
menurun menjadi 263 orang.
k. Pengemis
Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-
minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk
mengharapkan belas kasihan orang lain.

Kriteria :

Mata pencariannya tergantung pada belas kasihan orang lain;
Berpakaian kumuh dan compang camping;

Berada ditempat-tempat ramai/strategis; dan

& W N e

Memperalat sesama untuk merangsang belas kasihan orang lain.

. Pemulung

Pemulung adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara
memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di
berbagai tempat pemukiman pendudukan, pertokoan dan/atau pasar-
pasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga
memiliki nilai ekonomis.

Kriteria :

1. Tidak mempunyai pekerjaan tetap; dan

2. Mengumpulkan barang bekas.

m. Kelompok Minoritas

Kelompok Minoritas adalah kelompok yang mengalami gangguan
keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang
diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya
rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

Kriteria :
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Gangguan keberfungsian sosial;
Diskriminasi;

Marginalisasi; dan

=

Berperilaku seks menyimpang (tambahakan narasi seperti LGBT)

n. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP) adalah
seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan
keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri
kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan
untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara
normal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas)
tahun;

2. Telah selesai dan keluar dari lembaga pemasyarakatan karena
masalah pidana;

3. Kurang diterima/dijauhi atau diabaikan oleh keluarga dan
masyarakat;

4. Sulit mendapatkan pekerjaan yang tetap; dan

5. Berperan sebagai kepala keluarga/pencari nafkah utama

keluarga yang tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya.

0. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA) adalah seseorang yang telah
dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial,

perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai
kualitas hidup yang optimal.

Kriteria :

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) berusia diatas 18 (delapan belas)
tahun; dan
2. Telah terinfeksi HIV/AIDS.
p. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah seseorang yang menggunakan
narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan atau
tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

Kriteria:

1. Seseorang (laki-laki/perempuan) yang pernah
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menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat-zat adiktif
lainnya baik dilakukan sekali, lebih dari sekali atau dalam taraf

coba-coba;

2. Secara medik sudah dinyatakan bebas dari ketergantungan obat

oleh dokter yang berwenang; dan

3. Tidak dapat melaksanakan keberfungsian sosialnya.

q- Korban trafficking

Korban trafficking adalah seseorang yang mengalami penderitaan
psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan

tindak pidana perdagangan orang. Kriteria:

Mengalami tindak kekerasan;
Mengalami eksploitasi seksual;
Mengalami penelantaran;

Mengalami pengusiran (deportasi); dan

SN A

Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat
bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

r. Korban tindak kekerasan

Korban tindak kekerasan adalah orang baik individu, keluarga,
kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak
kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi,
bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang
berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya
terganggu.

Kriteria:

Mengalami perlakuan salah;
Mengalami penelantaran;
Mengalami tindakan eksploitasi;

Mengalami perlakuan diskriminasi;

i W e

Dibiarkan dalam situasi berbahaya.

s. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)
Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS) adalah pekerja migran

internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam
bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam
dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena
ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga

mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.
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Kriteria:

1. Pekerja migran domestik;

2. Pekerja migran lintas negara;

3. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara;

4. Eks pekerja migran domestik dan lintas negara yang sakit, cacat

dan meninggal dunia;

v

Pekerja migran tidak berdokumen (undocument);
6. Pekerja migran miskin;

7. Mengalami masalah sosial dalam bentuk :
a. Tindak kekerasan;
b. Eksploitasi;
c. Penelantaran;
d. Pengusiran (deportasi);

e. Ketidakmampuan menyesuaikan diri di tempat kerja baru (negara tempat

bekerja) sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu; dan

™

Mengalami traffiking.

t. Korban bencana alam

Korban bencana alam adalah orang atau sekelompok orang yang
menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh
peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara
lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan,
angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

Kriteria:
Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1. Korban terluka atau meninggal;
2. Kerugian harta benda;

3. Dampak psikologis; dan
4

Terganggu dalam melaksanakan fungsi sosialnya.

Bencana alam yang cukup sering terjadi di Provinsi Riau adalah
Bencana kebakaran hutan dan lahan, banjir, tanah longsor, dan angin
putting beliung. Penanganan yang menjadi kewenangan provinsi
disesuaikan dengan skala bencana provinsi. Sedangkan yang menjadi
kewenangan Dinas Sosial Provinsi Riau sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 adalah korban bencana

yang berada di Eengungsian.

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 174



u. Korban bencana sosial

Korban bencana sosial adalah orang atau sekelompok orang yang

menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh

peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia

yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas

masyarakat, dan teror.

Kriteria:

Seseorang atau sekelompok orang yang mengalami:

1.
2.
3.

Korban jiwa manusia;
Kerugian harta benda; dan

Dampak psikologis.

v. Perempuan rawan sosial ekonomi

Perempuan rawan sosial ekonomi adalah seorang perempuan dewasa

menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan

cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari.

Kriteria :

1.

Perempuan berusia 18 (delapan belas) tahun sampai dengan

59 (lima puluh sembilan) tahun;
Istri yang ditinggal suami tanpa kejelasan;
Menjadi pencari nafkah utama keluarga; dan

Berpenghasilan kurang atau tidak mencukupi untuk kebutuhan

hidup layak.

w. Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi

tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak

bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Kriteria:

1.

Penghasilan rendah atau berada di bawah garis sangat miskinyang
dapat diukur dari tingkat pengeluaran per orang per bulan
berdasarkan standar BPS per wilayah provinsi dan

kabupaten/kota.

Ketergantungan pada bantuan pangan untuk penduduk miskin

(seperti zakat/beras untuk orang miskin/santunan sosial)




per tahun (hanya mampu memiliki 1 stel pakaian lengkap per orang

per tahun).

4. Tidak mampu membiayai pengobatan jika ada salah satu anggota

keluarga sakit.

5. Tidak mampu membiayai pendidikan dasar 9 tahun bagi anak-

anaknya.

6. Tidak memiliki harta (asset) yang dapat dimanfaatkan hasilnya
atau dijual untuk membiayai kebutuhan hidup selama tiga bulan

atau dua kali batas garis sangat miskin.
7. Tinggal di rumah yang tidak layak huni.

8. Sulit memperoleh air yang bersih

x. Keluarga bermasalah sosial psikologis

Keluarga bermasalah sosial psikologis adalah keluarga yang hubungan
antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan
anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat
berjalan dengan wajar.

Kriteria :

1. Suami atau istri sering tidak saling memperhatikan atau anggota

keluarga kurang berkomunikasi;

2. Suami dan istri sering bertengkar, hidup sendiri-sendiri

walaupun masih dalam ikatan keluarga;

3. Hubungan dengan tetangga kurang baik, sering bertengkar

tidak mau bergaul/berkomunikasi; dan

4. Kebutuhan anak baik jasmani, rohani maupun social kurang

terpenuhi.
y. Komunitas Adat Terpencil

Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial budaya yang
bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam
jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

Kriteria :

1. Berbentuk komunitas relatif kecil, tertutup dan homogen;

2. Pranata sosial bertumpu pada hubungan kekerabatan;

3. Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit
dijangkau;

4. Pada umumnya masih hidup dengan system ekonomi subsistem;
5. Peralatan dan teknologinya sederhana;

6. Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam

setempat relatif tinggi; dan
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7. Terbatasnya akses pelayanan sosial ekonomi dan politik.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah
perseorangan, keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat
berperan serta untuk menjaga, menciptakan, mendukung, dan
memperkuat penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan
kesejahteraan sosial PPKS berperan melalui penguatan kapasitas dan
motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan motivasional,

pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial,

Penanganan masalah sosial di daerah memerlukan harmonisasi antara
berbagai instansi untuk memastikan pelayanan diberikan secara tuntas dari hulu
hingga ke hilir. Jika Dinas Sosial berperan sebagai "pintu masuk" dan pengelola
rehabilitasi, maka instansi lain berperan dalam menutup celah kebutuhan dasar
lainnya:

a) Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab dalam pemenuhan hak atas kesehatan,
mulai dari pemeriksaan rutin di dalam panti, penanganan kesehatan mental bagi
eks psikotik hingga pembiayaan melalui jaminan kesehatan daerah bagi warga
yang tidak mampu.

b) Dinas Dukcapil: Berperan vital dalam aspek administratif. Tanpa dokumen
kependudukan seperti KTP atau Kartu Keluarga, seorang PPKS tidak akan bisa
mendapatkan akses bantuan sosial pemerintah. Sinergi ini memastikan setiap
individu terlantar memiliki identitas hukum yang jelas.

c) Dinas Pendidikan: Menjamin keberlanjutan masa depan anak-anak jalanan
atau anak terlantar melalui program pendidikan inklusif, baik sekolah formal
maupun paket kesetaraan, agar mereka memiliki bekal untuk keluar dari garis
kemiskinan.

d) Dinas Tenaga Kerja dan UMKM: Fokus pada fase pasca-rehabilitasi (hilir).
Setelah mendapatkan pembinaan mental di panti, para penyandang disabilitas
atau mantan tuna susila membutuhkan pelatihan keterampilan dan akses modal
usaha agar tidak kembali ke jalanan dan mampu hidup mandiri secara ekonomi.

e) Satpol PP dan Kepolisian: Berperan dalam fungsi perlindungan dan penertiban
yang bersifat persuasif dan humanis, terutama dalam menjangkau PPKS di
ruang publik untuk kemudian diserahkan ke Dinas Sosial demi mendapatkan

pembinaan lebih lanjut.

Selain instansi pemerintah, peran PSKS (Potensi dan Sumber Kesejahteraan
Sosial) seperti TKSK, Karang Taruna, dan Pekerja Sosial Masyarakat menjadi ujung
tombak dalam deteksi dini masalah di tingkat desa/kecurahan. Kolaborasi ini juga
diperkuat oleh sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility

(CSR) yang dapat memberikan dukungan sarana prasarana yang tidak tercover

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 177



penuh oleh APBD. Melalui kerja sama lintas sektor ini, penanganan PMKS tidak lagi
hanya sekadar "memberi makan,” tetapi menjadi upaya sistematis untuk

memulihkan martabat dan keberfungsian sosial warga negara secara utuh.

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PPKS) adalah perseorangan,
keluarga, kelompok, dan / atau masyarakat yang dapat berperan serta untuk
menjaga, menciptakan, mendukung, dan memperkuat penyelenggaraan
kesejahteraan sosial. Dalam pelayanan kesejahteraan sosial PPKS berperan melalui
penguatan kapasitas dan motivasional dengan melaksanakan kegiatan pelatihan
motivasional, pelatihan pengenalan dan pemahaman masalah kesejahteraan sosial,
penyediaan sarana operasional kinerja, pemberian bantuan sarana prasarana
organisasi PSKS.

PSKS terdiri dari :

1. Pekerja Sosial Profesional

Pekerja Sosial Profesional adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga
pemerintah maupun swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan
sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui
pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktek pekerjaan sosial untuk

melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
2. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) adalah warga masyarakat yang atas dasar
rasa kesadaran dan tanggung jawab sosial serta didorong oleh rasa
kebersamaan, kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial secara sukarela

mengabdi di bidang kesejahteraan sosial.
3. Taruna Siaga Bencana (Tagana)

Taruna Siaga Bencana (Tagana) adalah seorang relawan yang berasal dari
masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana.

4. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS

5. Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi sosial
atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan
sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
tidak berbadan hukum.

6. Karang Taruna

Karang Taruna adalah Organisasi sosial kemasyarakatan sebagai wadah dan
sarana pengembangan setiap anggota masyarakat yang tumbuh dan
berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan

untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan terutama
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bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
7. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga selanjutnya disebut (LK3) adalah
Suatu Lembaga/Organisasi yang memberikan pelayanan konseling, konsultasi,

pemberian/penyebarluasan informasi, penjangkauan, advokasi dan
pemberdayaan bagi keluarga secara profesional, termasuk merujuk sasaran ke
lembaga pelayanan lain yang benar-benar mampu memecahkan masalahnya

secara lebih intensif.
8. Keluarga pioner

Keluarga pioner adalah keluarga yang mampu mengatasi masalahnya dengan

cara-cara efektif dan bisa dijadikan panutan bagi keluarga lainnya.

9. Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis = Masyarakat
(WKSBM)

Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat yang selanjutnya
disebut (WKSBM) adalah Sistim kerjasama antar keperangkatan pelayanan
sosial di akar rumput yang terdiri atas usaha kelompok, lembaga maupun

jaringan pendukungnya.
10. Wanita pemimpin kesejahteraan sosial

Wanita pemimpin kesejahteraan sosial adalah wanita yang mampu
menggerakkan dan memotivasi penyelenggaraan kesejahteraan sosial di

lingkungannya.
11.Penyuluh Sosial

Penyuluh Sosial terbagi atas 2 (dua), yaitu Penyuluh Sosial Fungsional dan

Penyuluh Sosial Masyarakat.

12.Penyuluh  Sosial Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang
mempunyai jabatan ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, wewenang, untuk
melaksanakan kegiatan penyuluhan bidang penyelenggaraan kesejahteraan

sosial.

Penyuluh Sosial Masyarakat adalah tokoh masyarakat (baik dari tokoh agama,
tokoh adat, tokoh wanita, tokoh pemuda) yang diberi tugas, tanggung jawab
wewewang dan hak oleh pejabat yang berwenang bidang kesejahteraan sosial
(pusat dan daerah) untuk melakukan kegiatan penyuluhan bidang

penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

13.Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang selanjutnya disebut TKSK adalah

enaga inti penaendali kegiatan penvelenagaraan k | g
RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029 179



kecamatan.
14.Dunia usaha

Dunia usaha adalah organisasi yang bergerak di bidang usaha, industri atau
produk barang atau jasa serta Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik
Daerah, serta/atau wirausahawan beserta jaringannya yang peduli dan
berpartisipasi dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagai wujud

tanggung jawab sosial.

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial di Provinsi Riau didukung secara
fundamental oleh 12 pilar Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).
Kehadiran mereka merupakan manifestasi dari kolaborasi masyarakat dan
pemerintah untuk menjangkau persoalan sosial hingga ke pelosok desa, wilayah
pesisir, hingga komunitas adat. Secara kolektif, PSKS berfungsi sebagai mitra
strategis Dinas Sosial yang bergerak mulai dari level pencegahan, pendampingan,
hingga penanganan darurat di lapangan.

Di garis depan koordinasi, terdapat Tenaga Kesejahteraan Sosial
Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang berperan sebagai
penyambung lidah antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan riil
masyarakat. Di wilayah Riau yang luas, TKSK memastikan verifikasi data
kemiskinan (DTKS) akurat di tingkat kecamatan, sementara PSM menjadi radar
sosial di tingkat desa yang mendeteksi warga telantar atau difabel yang belum
tersentuh layanan. Pendampingan ini diperkuat oleh Pekerja Sosial Profesional
dan Penyuluh Sosial yang memberikan intervensi klinis serta edukasi untuk
mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih mandiri dan sejahtera.

Peran pemberdayaan dan pencegahan turut dipegang erat oleh Karang
Taruna, Wanita Pemimpin Kesejahteraan Sosial (WPKS), dan Wahana
Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM). Karang Taruna
berfokus pada pembinaan pemuda Riau agar produktif dan menjauhi penyakit
sosial, sementara WPKS fokus pada penguatan ekonomi perempuan rawan
sosial. WKSBM sendiri menghidupkan kembali kearifan lokal gotong royong di
Bumi Lancang Kuning, di mana masyarakat secara swadaya saling membantu
tetangga yang mengalami krisis ekonomi mendadak tanpa harus selalu
menunggu bantuan formal dari pusat.

Untuk urusan penanganan khusus, Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS),
Dunia Usaha, dan Relawan Sosial bekerja menyediakan infrastruktur dan
dukungan materil. LKS di Riau menjadi pilar yang mengelola panti-panti swasta,
sedangkan Dunia Usaha menyalurkan CSR untuk pembangunan fasilitas publik
yang inklusif. Terakhir, dalam menghadapi risiko kebencanaan dan konflik, Taruna

Siaga Bencana (TAGANA) dan Pelopor Perdamaian menjalankan fungsi
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perlindungan. Tagana Riau sangat krusial dalam manajemen logistik saat banijir
atau karhutla, sementara Pelopor Perdamaian menjaga harmonisasi masyarakat

Riau yang heterogen agar tetap rukun dan terhindar dari disintegrasi sosial.

2.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian layanan

Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial ini pada dasarnya merupakan mitra
Dinas Sosial Provinsi Riau dalam memberikan layanan sosial dan peningkatan
kesejahteraan sosial di Provinsi Riau. Penyuluh Sosial, Pekerja Sosial, Pendamping
Sosial, dan TKSK merupakan perpanjangan tangan Dinas Sosial dalam memberikan
layanan sosial di tingkat kelurahan/desa. Karang Taruna hingga Dunia Usaha yang
tergabung dalam Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) terus
bereran dalam memberikan perannya dalam kesejahteraan sosial masyarakat
khusus di tempat Lembaga tersebut menjalankan usaha. Pemerintah Provinsi Riau
sendiri telah menjalin kesepakatan Kerjasama dengan Forum Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Provinsi Riau Nomor : 1/KSB/I1/2023 / Nomor :
09/FCSRI-TJSLBU/1/2023 tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Percepatan

Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau.
2.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah

Dukungan Bank Riau Kepri Syariah (BRK Syariah) terhadap penyelenggaraan
kesejahteraan sosial di Provinsi Riau merupakan bentuk nyata kolaborasi antara
sektor perbankan daerah dan Dinas Sosial dalam memperkuat jaring pengaman
sosial. Peran ini diwujudkan melalui kemitraan strategis dalam penyaluran berbagai
bantuan sosial, di mana BRK Syariah menyediakan ekosistem perbankan yang
transparan dan akuntabel untuk memastikan dana bantuan sampai ke tangan
penerima manfaat, seperti fakir miskin dan lansia, secara tepat waktu. Selain fungsi
distribusi, Bank Riau juga berperan dalam mendorong inklusi keuangan bagi
kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), sehingga mereka
memiliki akses terhadap sistem perbankan formal yang dapat digunakan sebagai

sarana pengelolaan ekonomi keluarga.
2.7. Kerjasama Daerah Yang menjadi Tanggung Jawab Perangkat Daerah

Selain itu Kerjasama juga dilakukan dengan Badan Amil Zakat Nasional
(BAZNAS) Provinsi Riau melalui MoU Nomor : 460/MoU/DINSOS/531 / Nomor :
230/MoU/BAZNAS-PR/V/2023 terkait Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) se Provinsi Riau melalui
Pemanfaatan Dana Infak dan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Riau. Melaui
kegiatan ini telah terselenggara sejumlah layanan sosial seperti pemulangan orang

terlantar, santunan bagi masyarakat miskin, lansia terlantar, dan disabilitas terlantar.
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2.8. Identifikasi Permasalahan

Permasalahan dan tantangan merupakan titik awal dalam merumuskan arah
kebijakan, strategi implementasi dan penetapan indikator keberhasilan pembangunan
kesejahteraan sosial. Korelasi antara masalah dan peta kebutuhan menjadi simpul
keterkaitan sebagai landasan penyusunan arah kebijakan dan langkah operasional
pelayanan kesejahhteraan sosial. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi
sebagai simpul hambatan sekaligus tantangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan

sosial di Riau sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.1
Pokok Permasalahan dan Akar Masalah Pelayanan Dinas Sosial Provinsi Riau

Masalah Masalah Akar Masalah
Pokok
@2 ©@ @
Masih rendahnya Belum optimalnya Belum terpenuhinya kebutuhan
Pelayanan terhadap  Perlindungan dan dasar bagi korban bencana di
PPKS di Jaminan Sosial bagi Provinsi Riau
Provinsi Riau PPKS

Belum tersedianya sumber daya
penanggulangan bencana yang
terampil dan handal

Belum terciptanya perlindungan dan
jaminan sosial bagi

PMKS yang terkoordinasi dengan
baik
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Masalah Masalah Akar Masalah

Pokok
(2) (3) (4)
Belum optimalnya Belum terpenuhinya
Pelayanan Rehabilitasi kebutuhan dasar PPKS dalam
Sosial bagi PPKS panti

Belum terpenuhinya kebutuhan
sarana dan prasarana Panti yang
melayani PPKS di Provinsi Riau

Belum terpenuhinya pemenuhan
kebutuhan alat bantu bagi PPKS
di dalam

panti di Provinsi Riau

Belum tercapainya sistem
pelayanan dan penanganan
masalah terkait PPKS di
Provinsi Riau

Belum optimalnya upaya | Belum Sinkronnya
penanganan fakir miskin

data Fakir Miskin

Belum terlaksananya koordinasi
yang baik dalam penanganan fakir
miskin

Belum optimalnya tata kelola
kerjasama dengan multihelix dan
pemanfaatan pendanaan dari
sumber lainnya dalam
penanganan kemiskinan
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Masalah
Pokok

(2)

Masih rendahnya
Peran
PSKSdalam
pembangunan
bidang
kesejahteraan
sosial di Provinsi
Riau

Masalah

3)

Belum
optimalnya upaya
pemberdayaan
sosial bagi PSKS

Akar Masalah

(4)

Masih kurangnya
pemahaman terkait

kebijakan

penanganan fakir
miskin berdasarkan
kewenangan pusat

dan daerah sesuai UU
Nomor 23 tahun 2014
tentang Pemerintah
Daerah

Belum optimalnya
pemanfaatan data
kesejahteraan oleh
penyelenggara
kesejahteraan sosial

Belum
terbentuknya Sistem
Layanan Rujukan

Terpadu di setiap
Kabupaten Kota di
Provinsi Riau

Belum
terberdayakannya
seluruh Potensi
Sumber

Kesejahteraan Sosial
yang ada di Provinsi
Riau

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029

184



Belum terjalinnya
koordinasi yang baik
antara pemerintah
dan PSKS yang ada di
Provinsi Riau

Belum tergalinya
seluruh Potensi
Sumber
Kesejahteraan Sosial
yang dimiliki di Riau

Masih rendahnya
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Masalah Masalah Akar Masalah

Pokok

(2) (3) (4)
nilai-nilai
kepahlawanan dan
kesetiakawanan sosial

dalam masyarakat

Pemetaan permasalahan sebagaimana tabel di atas merupakan
perumusan dari masalah pokok Provinsi Riau sebagaimana tertuang dalam
Tujuan ke 5 RPD Provinsi Riau pada sasaran yaitu meningkatnya
kesejahteraan masyarakat. Apabila dirinci hingga akar masalah maka dapat
dijelaskan sebagaimana berikut :

a. Belum optimalnya alokasi anggaran penyelenggaraan kesejahteraan sosial
yang tersedia untuk menangani kompleksitas permasalahan populasi
Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) sehingga pelayanan
terhadap yang dapat diberikan kepada PPKS masih rendah. Khusus untuk
pelayanan di dalam panti guna pemenuhan SPM bidang sosial, UPT khusus
pelayanan bagi gelandang dan pengemis masih belum dibentuk sehingga
mengurangi kualitas pelayanan bagi gelandang dan pengemis;

b. Belum simultannya penguatan kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial (PSKS) dengan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS).

c. Belum optimalnya Sumber Daya aparatur secara kualitas dan kuantitas
terutama karena masih minimnya jumlah pekerja sosial fungsional dan
penyuluh sosial fungsional pada Panti Rehabilitasi Sosial dalam
mendukung optimalisasi penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan
sosial.

d. Belum optimalnya kemitraan strategis dengan pemerintah
Kabupaten/Kota yang mampu mendorong pengalokasian anggaran
APBD Kabupaten/Kota dan penyediaan shelter (Camp Asessment) untuk
penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

e. Belum optimalnya peran Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah
Provinsi Riau yang perlu didorong dalam penyelenggaraan pelayanan

kesejahteraan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
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f. Belum optimalnya intergrasi program dan kegiatan secara menyeluruh
antar unit teknis Dinas Sosial yang berdampak pada kualitas layanan

kesejahteraan sosial PPKS.

g. Masih kurangnya dukungan penganggaran untuk program kegiatan di
daerah dari sumber lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa banyak
program dan kegiatan prioritas yang membutuhkan pembiayaan yang
cukup besar, khususnya dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal
(SPM) bidang sosial. Namun tidak semua komponen dapat terpenuhi

dibiayai oleh APBD oleh karena anggaran yang terbatas.

2.9. Isu Strategis Dinas Sosial Provinsi Riau

Provinsi Riau merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan
beberapa Provinsi dan beberapa negara tetangga. Wilayahnya yang sebagian
besar daratan dengan bentuk topografinya turut pula mempengaruhi mata
pencaharian masyarakat. Berbagai macam aspek tersebut menciptakan
tatanan kehidupan masyarakat Riau yang majemuk. Penduduk yang menetap
di Riau tidak hanya suku bangsa melayu, namun juga banyak dari suku
minang, jawa, banjar, bugis, keturunan cina, dan suku pedalaman.
Permasalahan sosial yang muncul pun beraneka ragam.

Pemerintah Provinsi Riau berupaya untuk mensejahterakan
masyarakat melalui berbagai program, salah satunya adalah pembangunan
kesejahteraan sosial. Hal ini tercantum dalam "Riau Berbudaya Melayu,
Dinamis, Ekologis, Agamis, dan Maju". Program dan kegiatan yang dicanangkan
dalam OPD Dinas Sosial Provinsi Riau mengacu pada Misi ketiga yaitu
memerangi Kemiskinan, Pengangguran dan Kesenjangan antar masyarakat
dan antar wilayah serta menjaga keseimbangan dan pemerataan
pembangunan.

Prinsip pembangunan berkelanjutan diterapkan dalam pembangunan
bidang sosial di Provinsi Riau. Pembangunan ini terlihat dari pemberian
pelayanan bagi PPKS dalam bentuk bantuan dan selanjutnya peningkatan
keberdayaan PPKS agar dapat menjaga keberlangsungan hidupnya dengan
kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya sehingga PPKS dapat
bertumbuh menjadi individu yang potensial. Pemberdayaan PSKS pun
adalah faktor penting dalam pembangunan sosial berkelanjutan di

ProvinsiRiau.

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 187



Dengan adanya Tenaga penyuluh, pekerja sosial masyarakat, taruna
siaga bencana, lembaga kesejahteraan sosial, tenaga kesejahteraan Sosial
Kecamatan, Karang taruna, keluarga pioneer, dan lainnya diharapkan
menjadi potensi yang akan mengembangkan dan menggerakkan
pembangunan sosial sehingga kesejahteraan sosial dapat diwujudkan di
tengah-tengah masyarakat Riau.

Isu strategis yang dihadapi dalam bidang sosial saat ini adalah masih
rendahnya persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
yang tertangani yang hingga saat ini baru mencapai 36,6 Persen. Dari
isu utama ini berbagai permasalahan muncul sebagai dampak dari proses
pembangunan bidang kesejahteraan sosial yang dilaksanakan selama ini
antara lain:

1. Masih belum terpenuhinya pelayanan sosial yang sesuai Standar
Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar
Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial
di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

2. Masih rendahnya kualitas, pemanfaatan, dan ketepatan sasaran Data
Kesejahteraan Sosial di Provinsi Riau

3. Belum maksimalnya peran dari Potensi Sumber kesejahteraan Sosial
(PSKS) untuk mendukung penanganan PPKS.

4. Rendahnya Akses Masyarakat Miskin terhadap pemenuhan kebutuhan

dasar

Berbagai macam permasalahan yang muncul tersebut adalah bagian
dari perjalanan proses pembangunan kesejahteraan sosial di Riau.
Berbagai isu tersebut masih terkait dengan kebutuhan akan perlindungan
dan jaminan sosial, kebutuhan rehabilitasi sosial bagi penyandang
masalah kesejahteraan sosial, pemberdayaan sosial khususnya bagi PSKS,

serta penanganan fakir miskin.
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BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 adalah kinerja yang
ingin di Wujudkan selama 5 (lima) tahun untuk mengambarkan
kebermanfaatan Dinas Sosial Provinsi Riau berdasarkan Norma, Standar,
Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat
dan/ atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian
penjabaran dari Sasaran RPJMD Provinsi RiauTahun 2025-2029 yaitu Meningkatnya
Perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif. Dari sasaran RPJMD tersebut, Dinas
Sosial Provinsi Riau menetapkan Tujuan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun

2025-2029 adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif”.

Sasaran adalah rangkaian kinerja yangyang dapat berupa tahapan dan
fokus/aspek prioritas menuju terwujudnyapencapaian tujuan Renstra Dinas Sosial
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari penjabaranOutcome RPJMD
Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yaitumeningkatnyakualitas pelayanan publik dan
penguatan akuntabilitas.

Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 ditetapkan yaitu:

1. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

(PPKS);

2. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku kesejahteraan sosial.

3. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial

4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial Provinsi Riau

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029

TARGET TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR BA%EZLJNE
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Meningkatnya Indeks 56,90 56,95 | 56,99 | 57,05 | 57,15 | 57,20 | 57,25
Kesejahteraan Keseiahteraan
Sosial (poin)
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TARGET TAHUN
TUJUAN SASARAN INDIKATOR BASCI)EZLJNE
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)
Sosial yang Meningkatnya | Persentase 100 100 100 100 100 100 100
Inklusif Keberfungsian | PPKS yang
Sosial tertangani dan
Pemerlu berhasil
Pelayanan berfungsi secara
Kesejahteraan | sosial
Sosial (PPKS) | (Persentase)
Meningkatnya | Persentase 82 84,62 | 86 87 88 89 90
kualitas PSKS
pelayanan Profesional
sosial oleh (PPKS
pelaku profesional yang
kesejahteraan | terdiri dari PPKS
sosial perorangan,
lembaga dan
keluarga yang
mempunyai
sertifikasi
ataupun
akreditasi) (%)
Meningkatnya | Persentase (%) 100 100 100 100 100 100 100
Pemanfaatan | daerah yang
Data aktif melakukan
Kesejahteraan | pemutakhiran
Sosial data terpadu
penanggulangan
kemiskinan
(Persentase)
Meningkatnya | Nilai SAKIP 71,15 72,5 | 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5
Akuntabilitas Perangkat
Kinerja Daerah (Pain)
Perangkat
Daerah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka sasaran yang ditetapkan

berbeda-beda. Hal ini merupakan hasil pertimbangan dari jumlah

pelayanan yang dapat diberikan terhadap PPKS. Pembangunan yang

berkelanjutan merupakan salah satu hal yang turut diperhatikan juga

dalam menetapkan sasaran program kegiatan tiap tahunnya.
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Dengan memberikan bantuan dan pelayanan saja pada dasarnya upaya
untuk menurunkan kemiskinan belum bisa tercapai, oleh sebab itu perlu
juga untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di masyarakat yang
dapat diberdayakan dan dilibatkan dalam pembangunan kesejahteraan
sosial masyarakat.

Penurunan kemiskinan tidak dapat dilakukan oleh satu pihak
saja,sebagaimana perubahan sosial tidak dapat dilakukan sendirian.
Mengubah keadaan hendaknya dilakukan Bersama-sama dengan berbagai
pihak. Hanya kolaborasilah yang memungkinkan suatu masyarakat untuk
dapat terlepas dari kemiskinan, dapat maju dan terus berkembang. Upaya
kedepan dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak tidak
hanya dengan metode multi helix sebagaimana dilakukan selama ini
antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha saja, namun lebih dari itu
perlu dilakukan kolaborasi yang lebih berkembang dengan melibatkan
pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, serta media.

Akademisi pada konteks perubahan sosial dapat berperan sebagai
konseptor, seperti misalnya melakukan penelitian dengan tujuan untuk
membantu menganalisa kesejahteraan sosial dan kemiskinan di
masyarakat, disamping itu melalui kerjasama dengan akademisi dapat
pula membantu melakukan pendataan terhadap pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial serta verifikasi dan validasi data kemiskinan.

Dunia usaha merupakan salah satu pilar yang telah ada dan terus
diharapkan bersibergi dalam pembangunan kesejahteraan sosial. Melalui
Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang kini dikenal dengan
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020.
Regulasi ini mendorong Badan usaha tidak hanya mengejar keuntungan
namun juga berperan aktif membantu pemerintah dalam penanganan
kesejahteraan sosial masyarakat.

Media dalam konteks pembangunan sosial dapat berperan sebagai
fungsi informasi dan alat kontrol sosial. Dengan kemajuan teknologi dan
perkembangan era digital saat ini informasi begitu penting dan
menetukan dalam setiap kondisi bahkan dalam mengambil keputusan
serta perubahan. Tidak jarang kita temukan kondisi ketimpangan sosial
atau permasalahan sosial yang tidak terendus sama sekali akhirnya
diketahui oleh semua kalangan akibat menjadi viral dengan adanya
teknologi informasi khususnya media online. Dengan hal itu akhirnya

permasalahan tersebut mendapatkan perhatian dan dapat diselesaikan.
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Dalam bidang kemiskinan, kondisi inclusion error serta exclusion error
juga dapat dicegah dan diminimalisir dengan peran media sosial yang
terus memonitor dan memberitakan kondisi riil ke berbagai pihak. Oleh
karenanya media sosial sangat besar perannya dan perlu untuk

dikembangkan dalam upaya kolaborasi ini.

3.2 Strategi Dinas Sosial Provinsi Riau

Dalam upaya untuk menerapkan tujuan serta sasaran Dinas Sosial
Provinsi Riau dalam pembangunan bidang sosial maka diperlukan strategi
atau langkah-langkah yang disusun guna penerapan untuk mendapatkan
hasil. Selanjutnya disusun arah kebijakan yang merupakan pedoman
untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan selama lima tahun
(2025-2029).

Perumusan strategi dan arah kebijakan pembangunan sosial Dinas
Sosial Provinsi Riau selain pencapaian tujuan dan sasaran dalam visi
dan misi juga memperhatikan: (1) Pencapaian prioritas dan sasaran
pembangunan nasional, seperti Standar Pelayanan Minimal, pengentasan
kemiskinan ekstrim; dan (2) Permasalahan-permasalahan pembangunan
yang dirangkum dalam isu strategis daerah.

Adapun pendekatan yang diterapkan dalam menyusun strategi dalam
mewujudkan pembangunan sosial Dinas Sosial Provinsi Riau adalah
sebagai berikut:

1. Pendekatan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
khususnya angka kemiskinan yang menggambarkan tingkat
kemiskinan suatu daerah Kabupaten/Kota sehingga dalam
penyusunan program dan kegiatan serta menentukan lokasi
pelaksanaan kegiatan dapat dipertimbangkan sehingga program
kegiatan bisa menjadi tepat guna, efektif, dan efisien.

2. Pendekatan pembangunan yang berbasis pada peningkatan kualitas
SDM (human skill) dengan melihat data potensi sumber daya
kesejahteraan sosial yang ada atau yang dapat dikembangkan

sehingga mendukung pembangunan kesejahteraan sosial.
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Pembangunan Indonesia selama dua puluh tahun ke depan akan
menghadapi perubahan besar yang menuntut adanya transformasi

sosial mendasar, termasuk perubahan dalam struktur, institusi, nilai,

norma, dan perilaku masyarakat. Beberapa perubahan tersebut adalah
perubahan struktur penduduk, kemajuan teknologi, perubahan iklim,
pergolakan geopolitik, pergeseran ekonomi, dan kemajuan budaya.
Transformasi sosial akan menjadi kunci penting dalam menangani
perubahan tersebut sehingga masyarakat dapat menghadapi tantangan
yang lebih besar di masa depan dan dapat beradaptasi dengan cepat
terhadap perubahan yang terjadi.

Transformasi sosial bertujuan untuk meningkatkan kualitas
kehidupan manusia pada seluruh siklus hidup dan menciptakan
masyarakat yang lebih sejahtera, adil, dan kohesif. Tercapainya
transformasi sosial tersebut bertumpu kepada upaya pemenuhan
pelayanan dasar dan pembangunan modal manusia dan modal sosial
budaya. Karena itu, transformasi sosial diarahkan untuk :

1. Mengatasi kemiskinan dan ketimpangan dalam segala bentuk;

2. Mempromosikan keadilan sosial agar setiap orang memiliki
kesempatan yang sama terhadap pemenuhan pelayanan
Kesehatan, gizi, Pendidikan, perlindungan sosial, serta
perlindungan dari kekerasan;

3. Mencapai pertumbuhan penduduk yang seimbang;

4. Membentuk sumber daya manusia yang menguasai ilmu
pengetahuan, teknologi, dan inovasi;

5. Membangun masyarakat yang inklusif bagi semua individu tanpa
memandang latar belakang, identitas, disabilitas, dan status;

6. Melindungi dan mempromosikan hak asasi manusia terutama hak
sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya;

7. Mempromosikan pembangunan berwawasan lingkungan untuk
menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi
mendatang;

8. Meningkatkan peran masyarakat, agama, dan kebudayaan sebagai
penggerak pembangunan;

9. Mempromosikan keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan
masyarakat inklusif.

Dalam upaya melaksanakan transformasi sosial tersebut, salah

satunya yang perlu dilaksanakan adalah memastikan terciptanya
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perlindungan sosial yang adaptif. Perlindungan sosial yang adaptif
ditujukan untuk percepatan penuntasan kemiskinan dan memperluas
perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh penduduk sesuai kerentanan
yang dijalankan dengan prinsip berkeadilan dan inklusif. Kebijaksanaan

ini dilaksanakan melalui :

1. Penuntasan kemiskinan dengan satu sistem data kesejahteraan sosial
dan perlindungan sosial adaptif terintegrasi untuk memperkuat
sistem perencanaan dan penganggaran berbasis bukti, serta
penentuan target perlindungan sosial dalam mewujudkan integrasi
program perlindungan sosial dan pembangunan SDM secara
menyeluruh;

2. Penguatan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) yang efektif dan
mencapai cakupan universal;

3. Pengembangan bantuan sosial yang lebih adaptif terhadap bencana
dan perubahan iklim;

4. Integrasi penentuan target, manfaat, dan pelaksanaan bantuan sosial,
jaminan sosial, serta pemberdayaan masyarakat;

5. Peningkatan lingkungan yang inklusif terhadap anak, lansia,
penyandang disabilitas, perempuan, dan penduduk rentan lainnya;
Peningkatan keterampilan bekerja dan berwirausaha sepanjang hayat;

7. Peningkatan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, dan
kelompok rentan lainnya sebagai Angkatan kerja, antara lain melalui
penerapan care economy, penguatan norma keluarga, pelayanan
ketenagakerjaan yang merata dan inklusif, pemanfaatan teknologi
digital, dan peningkatan keterampilan;

8. Inovasi pembiayaan untuk memperkuat dan memperluas cakupan
integrasi perlindungan sosial yang berkesinambungan utamanya
pengembangan social impac bonds, social impact investment, dan
optimalisasi dana jaminan sosial;

9. Penguatan tata Kelola dan kelembagaan data untuk penentuan target

penerima manfaat termasuk data kesejahteraan sosial.

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 194



Guna menjamin keberfungsian sosial setiap Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial tersebut maka dilakukan upaya peningkatan
pelayanan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial serta
peningkatan peran dari potensi sumber kesejahteraan sosial yang
merupakan upaya kolaborasi pemerintah dengan berbagai macam pihak
terkait. Upaya ini dilakukan tidak hanya agar masyarakat terpenuhi
kebutuhan dasarnya secara terus menerus dengan ditanggung oleh
negara, namun lebih dari itu adalah upaya “to help people to help
(membantu masyarakat agar masyarakat tersebut bisa
dilakukan

themselves”,

membantu  dirinya  sendiri). Upaya ini dengan

menghoptimalkan perlindungan dan jaminan sosial serta
mengoptimalkan layanan rehabilitasi sosial. Selain itu pemberdayaan
setiap potensi sumber kesejahteraan sosial melalui kolaborasi 5 aspek
(multi helix) pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media
akan menciptakan upaya pembangunan bidang kesejahteraan sosial

kearah yang lebih baik, efektif, dan tepat sasaran

3.3 Pentahapan
Pentahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan
tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Sosial
dilakukan dengan tahapan berikut ini. Penahapan Renstra PD dapat

disajikan seperti pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Pentahapan Renstra Perangkat Daerah
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV Tahap V
2026 2027 2028 2029 2030
Pemerataan Pengembangan lanjut | Perluasan Penguatan jiwa Pemantapan
layanan untuk layanan untuk perlindungan sosial usaha/ pengentasan
masyarakat miskin, | masyarakat miskin, yang integratif, enterpreneur, kemiskinan,
pemberdayaan, pemberdayaan, adaptif, dan inklusif pelatihan dan pengangguran
jaminan sosial, jaminan sosial, serta pelingkatan dan
serta perlindungan perlindungan sosial peluang usaha pengurangan
sosial yang adaptif yang adaptif dan masyarakat miskin keenjangan antar
dan inklusif inklusif masyarakat dan
antar wilayah
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3.5 Kebijakan

Tabel 3.3

Arah Kebijakan Renstra Perangkat Daerah

kualitas hidup
masyarakat miskin

kekerasan

Meningkatnya Rehabilitasi
Sosial

Meningkatnya perlindungan
dan jaminan sosial
Meningkatnya perlindungan
sosial korban bencana
Meningkatnya
Pemberdayaan Sosial
Meningkatnya tata Kelola
Taman Makam Pahlawan
Terpenuhinya kebutuhan
pelayanan administrasi
perkantoran

No | Arah Kebijakan RPJMD Arah Kebijakan Renstra PD Keterangan
Pemenuhan hak dasar, | Meningkatnya layanan Dilaksanakan
pengurangan beban penanganan warga negara melalui Program
hidup dan perbaikan . .

migran korban tindak Penanganan

Warga Negara
Migran Korban
Tindak
kekerasan,
Rehabilitasi
Sosial,
Perlindungan
dan Jaminan
Sosial,
Penanganan
Bencana,
Pemberdayaan
Sosial,
Pengelolaan
Taman Makam
Pahlawan, dan
Program
Penunjang
Urusan Pemda
Provinsi
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BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1(Bagan)

Visi
 MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN
SOSIAL INRLUSIF

Sasaran
MENINORATRACKINTIA
KEREUASTERILAK SOBIAL
MALRKSIF! MALASIF

NEAREAATNTA AESELANTORAAR SOOAL NALLEF Page £4

Page 14 MENINSKATRYA KESELAHTERAAN SOSIAL IRKLUSS

MEXRREKATHTA ASSCIANTERMK BOSIL NALGSE Page 34

NERNGKATNYA AE SELANTERAMN SODIAL NITLUSH

|
I
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Tabel 4.1

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

NSPK DAN
SASARAN RPIMD TUJUAN SASARAN OUTCOME oUTPUT INDIKATOR PROgSQ'}\("E’(;i%ﬂAN ! KETERANGAN
YANG RELEVAN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

1.06.0.00.0.00.01.

0000 - DINAS SOSIAL

- Meningkatnya
Perlindungan Sosial
yang Adaptif dan
Inklusif

Meningkatnya
Kesejahteraan Sosial
yang Inklusif

Indeks Keseiahteraan Sosial (poin)

Meningkatnya
Keberfungsian Sosial
Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial
(PPKS)

Persentase PPKS yang tertangani dan
berhasil berfungsi secara sosial
(Persentase)

Meningkatnya layanan
penanganan warga
negara migran korban
tindak kekerasan

Persentase Penanganan Pemulangan
Warga Negara Imigran, Orang Terlantar,
Korban Tindak Kekerasan (Persentase)

1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN

Persentase Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan yang Tertangani
(Persentase)

1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN
WARGA NEGARA MIGRAN
KORBAN TINDAK KEKERASAN

Terlaksananya Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk Dipulangkan
ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.03.1.01 - Pemulangan Warga
Negara Migran Korban Tindak
Kekerasan dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk Dipulangkan
ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Jumlah Warga Negara Migran Korban
Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri
yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke
Daerah Kabupaten/Kota (Orang)

1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi
Pemulangan Warga Negara Migran
Korban Tindak Kekerasan Dalam dan
Luar Negeri dari Titik Debarkasi di
Daerah Provinsi untuk Dipulangkan
ke Daerah Kabupaten/Kota Asal

Meningkatnya
rehabilitasi sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia
(Nilai)

1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial Penyandang
Disabilitas (Nilai)

1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Indeks Peranan Sosial (Nilai)

1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL
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Persentase Penyandang Disabilitas, Anak
terlantar, Lanjut Usia, Gelandang
Pengemis, PPKS lainnya diluar HIV/AIDS
dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya (%)

1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI
SOSIAL

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
Terlantar di dalam Panti

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar
(Dokumen)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
bagi Penyandang Disabilitas
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti
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Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas
TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0001 - Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01.0002 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0003 - Penyediaan
Asrama yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0004 - Penyediaan Alat
Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0005 - Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01.0006 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.01.0007 - Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0009 - Akses ke
Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0010 - Pemberian
Pelayanan Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0011 - Pemberian
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
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Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
bagi Penyandang Disabilitas
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar
(Dokumen)

1.06.04.1.01.0021 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang
Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Disabilitas Terlantar

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial
Dasar AnakTerlantar di dalam Panti

Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan
Pengasuhan Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan
Keluarga Pengganti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti
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Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Anak Terlantar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti

Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan
Pengasuhan Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02.0001 - Pengasuhan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02.0003 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0004 - Penyediaan
Asrama yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0005 - Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02.0006 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual
dan Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.02.0007 - Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0009 - Akses ke
Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0010 - Pemberian
Pelayanan Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0011 - Pemberian
Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0015 - Penyediaan
Permakanan
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Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam Panti (Dokumen)

1.06.04.1.02.0017 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Anak Terlantar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0022 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Anak Terlantar

Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan
Keluarga Pengganti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan
Pengasuhan kepada Keluarga
Pengganti

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut UsiaTerlantar di
dalam Panti

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
(Dokumen)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Kesehatan Dasar
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti
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Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Pemulasaraan Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam
Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0001 - Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03.0002 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Terakses Asrama
Layak Huni Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0003 - Penyediaan
Asrama yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat
Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai
Kebutuhan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0004 - Penyediaan Alat
Bantu

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0005 - Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03.0006 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.03.0007 - Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Penelusuran Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0010 - Pemberian
Pelayanan Penelusuran Keluarga

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0011 - Pemberian
Pelayanan Reunifikasi Keluarga
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Jumlah Pemulasaraan Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0012 - Pemulasaraan

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Lanjut Usia
Terlantar

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Kesehatan Dasar
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.03.0016 - Akses ke
Layanan Kesehatan Dasar

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut
Usia Terlantar Kewenangan Provinsi
(Dokumen)

1.06.04.1.03.0017 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis
di dalam Panti

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Gelandangan dan Pengemis di dalam
Panti (Dokumen)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Gelandangan dan
Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke
Daerah asal Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan
Keterampilan Dasar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
pemenuhan kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Terakses
Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti
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Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04 - Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis di
dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0001 - Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04.0002 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Terakses
Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0003 - Penyediaan
Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang Mendapatkan
pemenuhan kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0004 - Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04.0005 - Pemberian
Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan
Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04.0006 - Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan
Keterampilan Dasar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0007 - Pemberian
Bimbingan Keterampilan Dasar

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0009 - Akses
Kelayanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Gelandangan dan
Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke
Daerah asal Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.04.0010 - Pemulangan ke
Daerah Asal

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Gelandangan dan Pengemis di dalam
Panti (Dokumen)

1.06.04.1.04.0011 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan dan Pengemis
Terlantar di dalam Panti




NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN /

SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Gelandangan dan Pengemis
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.04.0013 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Gelandangan
dan Pengemis

Terlaksananya Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZA (Dokumen)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan
Keterampilan Dasar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Terakses
Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti
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Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Penelusuran
Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi
yang Dipulangkan ke Daerah Asal
(Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05 - Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam Panti

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0001 - Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang Menerima Pakaian
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia
dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05.0002 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Orang yang Terakses
Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0003 - Penyediaan

Asrama/Wisma yang Mudah Diakses

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan
Kesehatan di dalam Panti Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0004 - Penyediaan
Perbekalan Kesehatan di dalam
Panti

Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05.0005 - Pemberian

Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan

Sosial

Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas
Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.04.1.05.0006 - Pemberian
Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-
Hari

Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan
Keterampilan Dasar Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0007 - Pemberian
Bimbingan Keterampilan Dasar
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Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses
ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan
Dasar Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0009 - Akses
Kelayanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Jumlah Penyandang Masalah

Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi
yang Dipulangkan ke Daerah Asal
(Orang)

1.06.04.1.05.0010 - Pemulangan ke
Daerah Asal

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZA (Dokumen)

1.06.04.1.05.0011 - Koordinasi,
Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi
Sosial bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS dan
NAPZA

Jumlah Orang yang Membutuhkan
Pembuatan Dokumen Kependudukan
Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0013 - Fasilitasi
Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS

Jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang
Mendapatkan Pelayanan Penelusuran
Keluarga Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.04.1.05.0014 - Pemberian
Pelayanan Penelusuran Keluarga

Meningkatnya
perlindungan dan
jaminan sosial

Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Daerah yang melaksanakan
pengelolaan dan pendataan data Fakir
Miskin (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan
Penerima Perlindungan Sosial yang
tergraduasi dari kemiskinan (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Terlaksananya Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai
Ketentuan yang Berlaku Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal
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Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang
Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai
Ketentuan yang Berlaku Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan
Anak antar WNI

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang
Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan
Anak oleh Orang Tua Tunggal

Terlaksananya Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non
Tunai (Dokumen)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif
Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir
Miskin (Kab/Kota)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah keluarga fakir miskin yang
memperoleh bantuan stimulan modal dan
pendampingan usaha lintas daerah
kabupaten/kota (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah pendamping program bantuan
sosial yang mendapatkan pengembangan
potensi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga
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Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif 1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan
Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Miskin (Kab/Kota) Provinsi
Jumlah pendamping program bantuan 1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi
sosial yang mendapatkan pengembangan | pengembangan potensi pendamping
potensi (Orang) Program Bantuan Sosial
Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1.06.05.1.02.0010 -
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non | Penyelenggaraan Koordinasi dan
Tunai (Dokumen) Sinkronisasi Program Bantuan Sosial
Non Tunai

Jumlah keluarga fakir miskin yang 1.06.05.1.02.0011 - Fasilitasi
memperoleh bantuan stimulan modal dan Bantuan Stimulan Modal Usaha dan
pendampingan usaha lintas daerah pendampingan bagi Fakir Miskin
kabupaten/kota (Orang) Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang 1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja
Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi Rentan Miskin
(Orang)

Meningkatnya Persentase Korban Bencana Alam, Sosial | 1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN

perlindungan sosial
korban bencana

dan/atau non alam yang terpenuhi
kebutuhan dasar pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana (%)

BENCANA

Persentase Korban Bencana yang
mendapatkan layanan pemulihan sosial
(%)

1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Persentase Masyarakat di daerah rawan
bencana yang meningkat
kesiapsiagaannya (%)

1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN
BENCANA

Terlaksananya Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial

Provinsi

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi

Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi
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Jumlah Tagana yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi (Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01 - Perlindungan Sosial
Korban Bencana Alam dan Sosial
Provinsi

Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan
Permakanan 3x1 Hari dalam Masa
Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.06.1.01.0001 - Penyediaan
Permakanan

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01.0004 - Penanganan
Khusus bagi Kelompok Rentan

Jumlah Korban Bencana yang
Mendapatkan Layanan Dukungan
Psikososial Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan
Dukungan Psikososial

Jumlah Orang yang Mendapatkan
Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang
Tersedia pada Masa Tanggap Darurat
(Pengungsian) dan Pasca Bencana
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01.0011 - Penyediaan
Sandang

Jumlah Tempat Pengungsian
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.06.1.01.0013 - Penyediaan
Tempat Penampungan Pengungsi

Jumlah Tagana yang Mendapatkan
Peningkatan Kompetensi (Orang)

1.06.06.1.01.0016 - Peningkatan
Kompetensi Taruna Siaga Bencana
(Tagana) Dalam Penanganan
Bencana

Meningkatnya kualitas
pelayanan sosial oleh
pelaku kesejahteraan
sosial

Persentase PSKS Profesional (PPKS
profesional yang terdiri dari PPKS
perorangan, lembaga dan keluarga yang
mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi)
(%)

Meningkatnya
pemberdayaan sosial

Persentase Lembaga di bidang
kesejahteraan sosial yang meningkat
kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase pekerja sosial/tenaga
kesejahteraan sosial dan/atau relawan
sosial yang melaksanakan penanganan
korban bencana provinsi pada masa
tanggap darurat dan pasca bencana
sesuai standar (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL
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Persentase pekerja sosial/tenaga
kesejahteraan sosial yang melaksanakan
pelayanan sosial di dalam panti
rehabilitasi, panti rehabilitasi PPKS
lainnya diluar HIV/AIDS dan NAPZA (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Persentase SDM Kesejahteraan Sosial
yang meningkat kompetensinya dalam
pelayanan sosial (%)

1.06.02 - PROGRAM
PEMBERDAYAAN SOSIAL

Terlaksananya Penerbitan 1zin
Pengumpulan Sumbangan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang (Dokumen)

1.06.02.1.01 - Penerbitan Izin
Pengumpulan Sumbangan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1
(Satu) Daerah Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian
Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang (Dokumen)

1.06.02.1.01.0003 - Koordinasi dan

Sinkronisasi Penyelenggaraan
Undian Gratis Berhadiah dan
Pengumpulan Uang atau Barang

Terlaksananya Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Badan Usaha yang
Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (Badan Usaha)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Layanan Terpadu
Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar
(Layanan)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
(Keluarga)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Provinsi (Lembaga)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai
Calon Pahlawan Nasional (Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Orang yang Mengikuti dan
Mendapatkan Pengenalan, Penanaman,
dan Penghayatan Nilai-Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
(Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial
Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja
Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang
Meningkat Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi
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Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah yang Mendapatkan
Pemberdayaan Ekonomi (Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang
Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu
dan Berperan sebagai Hub Program
Graduasi (Lembaga)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
yang diusulkan Mendapat Sertifikasi
(Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan,
Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda
Perintis Kemerdekaan yang memperoleh
penghargaan dan santunan sosial
(Orang)

1.06.02.1.02 - Pemberdayaan
Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Provinsi

Jumlah Keluarga yang Meningkat
Kapasitasnya Kewenangan Provinsi
(Keluarga)

1.06.02.1.02.0003 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Provinsi

Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
yang Meningkat Kapasitasnya
Kewenangan Provinsi (Lembaga)

1.06.02.1.02.0004 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Kelembagaan
Masyarakat Kewenangan Provinsi

Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial
Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja
Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga
Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang
Meningkat Kapasitasnya (Orang)

1.06.02.1.02.0008 - Peningkatan
Kemampuan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Perseorangan
Kewenangan Provinsi

Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan,
Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda
Perintis Kemerdekaan yang memperoleh
penghargaan dan santunan sosial
(Orang)

1.06.02.1.02.0010 - Fasilitasi
Pemberian Penghargaan dan
Santunan Sosial bagi Warakawuri/
Keluarga Pahlawan Nasional,
Perintis Kemerdekaan, dan Janda
Duda Perintis Kemerdekaan

Jumlah Orang yang Mengikuti dan
Mendapatkan Pengenalan, Penanaman,
dan Penghayatan Nilai-Nilai
Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
(Orang)

1.06.02.1.02.0011 - Pengenalan,
Penanaman dan Penghayatan Nilai-
Nilai Kepahlawanan, Keperintisan,
Kesetiakawanan dan Restorasi
Sosial




NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN /

SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Kabupaten/Kota yang
Melaksanakan Layanan Terpadu
Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar
(Layanan)

1.06.02.1.02.0012 - Pembinaan
Koordinasi Layanan Terpadu
Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota

Jumlah Sumber Daya Manusia
Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi
yang diusulkan Mendapat Sertifikasi
(Orang)

1.06.02.1.02.0013 - Koordinasi
Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya
Manusia Penyelenggara
Kesejahteraan Sosial Daerah
Provinsi

Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial Daerah yang Mendapatkan
Pemberdayaan Ekonomi (Orang)

1.06.02.1.02.0014 - Fasilitasi
Pengembangan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Daerah melalui
Pemberdayaan Ekonomi

Jumlah Badan Usaha yang
Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial
dan Lingkungan (Badan Usaha)

1.06.02.1.02.0015 - Koordinasi dan
Sinkronisasi Badan Usaha yang
Melaksanakan Tanggung Jawab
Sosial dan Lingkungan

Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang
Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu
dan Berperan sebagai Hub Program
Graduasi (Lembaga)

1.06.02.1.02.0016 - Fasilitasi
Pengembangan Pusat Kesejahteraan
Sosial (Puskesos) Lintas
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai
Calon Pahlawan Nasional (Orang)

1.06.02.1.02.0017 - Pengusulan
Gelar Pahlawan Nasional

Meningkatnya tata
kelola Taman Makam
Pahlawan

Cakupan Layanan Taman Makam
Pahlawan (Persentase)

1.06.07 - PROGRAM
PENGELOLAAN TAMAN MAKAM
PAHLAWAN

Terlaksananya Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi (Dokumen)

1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi (Laporan)

1.06.07.1.01 - Pengelolaan Taman
Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi (Dokumen)

1.06.07.1.01.0001 - Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Taman
Makam Pahlawan Nasional Provinsi

Jumlah Laporan Hasil Pengamanan
Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi (Laporan)

1.06.07.1.01.0003 - Pengamanan
Taman Makam Pahlawan Nasional
Provinsi

Meningkatnya
Pemanfaatan Data
Kesejahteraan Sosial

Persentase (%) daerah yang aktif
melakukan pemutakhiran data terpadu
penanggulangan kemiskinan
(Persentase)
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Meningkatnya
perlindungan dan
jaminan sosial

Peningkatan Indeks Kebutuhan Dasar (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Daerah yang melaksanakan
pengelolaan dan pendataan data Fakir
Miskin (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Keluarga Miskin dan Rentan
Penerima Perlindungan Sosial yang
tergraduasi dari kemiskinan (%)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Persentase Penerima Manfaat yang
Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)

1.06.05 - PROGRAM
PERLINDUNGAN DAN JAMINAN
SOSIAL

Terlaksananya Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai
Ketentuan yang Berlaku Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang
Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01 - Pengangkatan Anak
antar WNI dan Pengangkatan Anak
oleh Orang Tua Tunggal

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai
Ketentuan yang Berlaku Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01.0001 - Pengangkatan
Anak antar WNI

Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang
Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang
Berlaku Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.01.0002 - Pengangkatan
Anak oleh Orang Tua Tunggal

Terlaksananya Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non
Tunai (Dokumen)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif
Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir
Miskin (Kab/Kota)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah keluarga fakir miskin yang
memperoleh bantuan stimulan modal dan
pendampingan usaha lintas daerah
kabupaten/kota (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi
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Jumlah pendamping program bantuan
sosial yang mendapatkan pengembangan
potensi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02 - Pengelolaan Data
Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan
Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Kewenangan Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi
Bantuan Pengembangan Ekonomi
Masyarakat

Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang
Mendapatkan Bantuan Sosial
Kesejahteraan Keluarga Kewenangan
Provinsi (Orang)

1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi
Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif
Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir
Miskin (Kab/Kota)

1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan
Data Fakir Miskin Cakupan Daerah
Provinsi

Jumlah pendamping program bantuan
sosial yang mendapatkan pengembangan
potensi (Orang)

1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi
pengembangan potensi pendamping
Program Bantuan Sosial

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non
Tunai (Dokumen)

1.06.05.1.02.0010 -
Penyelenggaraan Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial
Non Tunai

Jumlah keluarga fakir miskin yang
memperoleh bantuan stimulan modal dan
pendampingan usaha lintas daerah
kabupaten/kota (Orang)

1.06.05.1.02.0011 - Fasilitasi
Bantuan Stimulan Modal Usaha dan
pendampingan bagi Fakir Miskin
Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Pekerja Rentan Miskin yang
Mendapatkan Bantuan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Kewenangan Provinsi
(Orang)

1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi
Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja
Rentan Miskin

Meningkatnya
Akuntabilitas Kinerja
Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)

Terpenuhinya
kebutuhan pelayanan
administrasi
perkantoran

Persentase Pemenuhan Kebutuhan
Pelayanan Administrasi Perkantoran (%)

1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI

Terlaksananya Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Berita Acara)

1.06.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah
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Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah
yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah (Data)

1.06.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

1.06.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

1.06.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Laporan)

1.06.01.1.01 - Perencanaan,
Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Dokumen)

1.06.01.1.01.0001 - Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah (Laporan)

1.06.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah
yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa
Lingkup Perangkat Daerah (Data)

1.06.01.1.01.0008 - Pelaksanaan
Pengumpulan Data Statistik Sektoral
Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang
Urusan yang Diampu dalam Rangka
Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah (Berita Acara)

1.06.01.1.01.0009 - Pelaksanaan
Forum Perangkat Daerah
Berdasarkan Bidang Urusan yang
Diampu dalam Rangka Penyusunan
Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan
Walidata Pendukung Statistik Sektoral
Daerah (Dokumen)

1.06.01.1.01.0010 -
Penyelenggaraan Walidata
Pendukung Statistik Sektoral Daerah

Terpenuhinya Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)

1.06.01.1.02 - Administrasi
Keuangan Perangkat Daerah

Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan
Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)

1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji
dan Tunjangan ASN

Terlaksananya Administrasi Barang
Milik Daerah pada Perangkat
Daerah

Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.03 - Administrasi Barang
Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.03 - Administrasi Barang
Milik Daerah pada

Perangkat Daerah

Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik
Daerah SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang
Milik Daerah SKPD
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Jumlah Dokumen Pengamanan Barang
Milik Daerah SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.03.0002 - Pengamanan
Barang Milik Daerah SKPD

Terpenuhinya Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Dokumen)

1.06.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapan (Paket)

1.06.01.1.05 - Administrasi
Kepegawaian Perangkat Daerah

Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapan (Paket)

1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan
Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Jumlah Dokumen Pendataan dan
Pengolahan Administrasi Kepegawaian
(Dokumen)

1.06.01.1.05.0003 - Pendataan dan
Pengolahan Administrasi

Kepegawaian

Terpenuhinya Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Bahan/Material yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06 - Administrasi Umum
Perangkat Daerah
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Jumlah Paket Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan
Peralatan Rumah Tangga

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan
Bahan Logistik Kantor

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan
Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan (Dokumen)

1.06.01.1.06.0006 - Penyediaan
Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-Undangan

Jumlah Paket Bahan/Material yang
Disediakan (Paket)

1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan
Bahan/Material

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(Laporan)

1.06.01.1.06.0009 -
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan

Konsultasi SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip
Dinamis pada SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan
Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD (Dokumen)

1.06.01.1.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah
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Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang
Milik Daerah Penunjang

Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan yang
Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

Jumlah Paket Mebel yang Disediakan
(Paket)

1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan
Mebel

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07.0006 - Pengadaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.1.07.0009 - Pengadaan
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
yang Disediakan (Unit)

1.06.01.1.07.0010 - Pengadaan
Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang Disediakan
(Unit)

1.06.01.1.07.0011 - Pengadaan
Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya

Tersedianya Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

1.06.01.1.08 - Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat
Menyurat (Laporan)

1.06.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa

Surat Menyurat
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Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa
Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor yang
Disediakan (Laporan)

1.06.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Terlaksananya Pemeliharaan
Barang Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
(Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.1.09 - Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
atau Kendaraan Dinas Jabatan yang
Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya
(Unit)

1.06.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan yang Dipelihara dan
Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)

1.06.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,
Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.1.09.0005 - Pemeliharaan
Mebel




NSPK DAN

PROGRAM / KEGIATAN /

SASARAN RPIJMD TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR KETERANGAN
YANG RELEVAN SUBKEGIATAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) 07) (08)

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya
yang Dipelihara (Unit)

1.06.01.1.09.0006 - Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi
(Unit)

1.06.01.1.09.0009 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.1.09.0010 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)

1.06.01.1.09.0011 -
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya




Sub kegiatan adalah bagian dari kegiatan yang lebih besar, yang memiliki
kinerja, indikator, target dan pagu indikatif sendiri. Pagu indikatif adalah
perkiraan awal anggaran yang di alokasikan untuk suatu kegiatan atau sub
kegiatan, yang menjadi podoman dalam penyusunan rencana kerja, rencana

subkegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Provinsi Riau adalah sebagai berikut:

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 225



TABEL 4.2 RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN

TARGETDANPAGUINDIKATIFTAHUN

BIDANGURUSAN/PROGRAM/O BASELINE
UTCOME / KEGIATAN INDIKA-IZI_%TJQI_UTCOME/OU TAHUN202 2026 2027 2028 2029 2030 PESAAS&KHAT KETERAN
/SUBKEGIATANOUTPUT 4 GAN
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
) ©02) ) ©04) (05) (06) ©7) ©8) ©9) (20 [f) (12) (13 (14) (15)
1.06-URUSAN PEMERINTAHAN
BIDANG SOSIAL 52.576.760.478,00 54.507.985.158,00 56.244.638.489,00 58.025.437.318,00 59.539.880.855,00
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN 36.628.722.121,00 38.699.703.769,00 39.723.342.793,00 40.770.172.241,00 41.756.488.738,00
DAERAH
PROVINSI
. Persentase Pemenuhan
VEE I R T R Kebutuhan Pelayanan Administrasi 100 100 36.628.722.121,00 100 38.699.703.769,00 | 100 39.723.342.793,00 100 40.770.172.241,00 100 41.756.488.738,00 | +06:0:00.0.00.01.00
administrasiperkantoran 00- DINASSOSIAL
Perkantoran
1.06.01.1.01 -
1.06.0.00.0.00.01.00
P.er.enc.anaan.Penganggaran,danEvaIua 25.000.000,00 62.500.000,00 85.250.000,00 108.275.000,00 131.602.500,00 00- DINASSOSIAL
siKinerja
PerangkatDaerah
Jumlah Data Statistik
SektoralDaerahyangTelahDikumpu : 1.06.0.00.0.00.01.00
JumlahDokumen IkandanDiperiksaLingkupPerangkat 0 1 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 00- DINASSOSIAL
Daerah
Jumlah Berita Acara Hasil
ForumPerangkat Daerah
BerdasarkanBidangUrusanyangDia 0 1 - 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 LTEODEOTOELOE
00- DINASSOSIAL
mpudalamRangka Penyusunan
Dokumen
PerencanaanPerangkatDaerah
JumlahLaporanEvaluasiKinerjaPer 1.06.0.00.0.00.01.00
angkatDaerah 0 2 - 2 5.000.000,00 2 10.000.000,00 2 15.000.000,00 2 20.000.000,00 00- DINASSOSIAL
JumlahDokumenPerencanaanPera 1.06.0.00.0.00.01.00
ngkatDaerah 5 5 25.000.000,00 5! 27.500.000,00 5! 30.250.000,00 5 33.275.000,00 5 36.602.500,00 00- DINASSOSIAL
Jumlah Dokumen
HasilPenyelenggaraanWalid ; 1.06.0.00.0.00.01.00
ataPendukungStatistikSekto 0 1 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 00- DINASSOSIAL
ral
Daerah
1.06.01.1.01.0001 — Penyusunan
Dokumen Perencanaan 25.000.000,00 27.500.000,00 30.250.000,00 33.275.000,00 36.602.500,00 000000100
00- DINASSOSIAL
Perangkat
Daerah
Tersusunnya Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perencanaan Perangkat Daerah Perangka tDaerah 5 5 25.000.000,00 5 27.500.000,00 5 30.250.000,00 5 33.275.000,00 5 36.602.500,00 00- DINASSOSIAL
1.06.01.1.01.0007-Evaluasi Kinerja 1.06.0.00.0.00.01.00
Perangkat Daerah - 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 00- DINASSOSIAL
Terlaksananya Evaluasi Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja ) 1.06.0.00.0.00.01.00
Kinerja Perangkat Daerah Perangkat Daerah 0 2 2 5.000.000,00 2 10.000.000,00 2 15.000.000,00 2 20.000.000,00 00- DINASSOSIAL
1.06.01.1.01.0008 — Pelaksanaan
aks 1.06.0.00.0.00.01.00
Pengumpulan Data Statistik Sektoral - 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 00- DINASSOSIAL
Daerah
Jumlah Data Statistik Sektoral
Terlaksananya Pengumpulan Daerah yang Telah Dikumpulkan } 1.06.0.00.0.00.01.00
Data Statistik Sektoral Daerah dan Diperiksa Lingkup Perangkat 0 1 1 10.000.000.00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 00- DINASSOSIAL
Daerah
1.06.01.1.01.0009-Pelaksanaan Forum
Perangkat Daerah Berdasarkan
BidangUrusan yang Diampu dalam - 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 000 00001 C0

Rangka Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Perangkat Daerah

00- DINASSOSIAL

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN




BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
2026 2027 2028 2029 2030
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN PERANGKAT KETERAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU DAERAH GAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah | Jumlah Berita Acara Hasil Forum
Berdasarkan Bidang Urusan yang Perangkat Daerah Berdasarkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Diampu dalam Rangka Penyusunan Bidang Urusan yang Diampu dalam 0 1 - 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 e o
00 - DINAS SOSIAL
Dokumen Perencanaan Perangkat Rangka Penyusunan Dokumen
Daerah Perencanaan Perangkat Daerah
1.06.01.1.01.0010 - Penyelenggaraan
. o 1.06.0.00.0.00.01.00
Walidata Pendukung Statistik Sektoral - 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 25.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Daerah
Jumlah Dokumen Hasil
Terselenggaranya Walidata Pendukung | Penyelenggaraan Walidata . 1.06.0.00.0.00.01.00
Statistik Sektoral Daerah Pendukung Statistik Sektoral 0 1 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Daerah
1.06.01.1.02 - Administrasi Keuangan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perangkat Daerah 30.638.279.721,00 31.170.000.000,00 31.900.000.000,00 32.616.821.267,00 32.647.663.087,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah laporan administrasi keuangan | Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1.06.0.00.0.00.01.00
perangkat daerah yang dipenuhi dan Tunjangan ASN 150 170 30.638.279.721,00 170 31.170.000.000,00 170 31.900.000.000,00 170 32.616.821.267,00 170 32.647.663.087,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan 1.06.0.00.0.00.01.00
Tunjangan ASN 30.638.279.721,00 31.170.000.000,00 31.900.000.000,00 32.616.821.267,00 32.647.663.087,00 00 - DINAS SOSIAL
" . ) Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1.06.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 150 170 30.638.279.721,00 170 31.170.000.000,00 170 31.900.000.000,00 170 32.616.821.267,00 170 32.647.663.087,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03 - Administrasi Barang Milik
Daerah pada 1.06.0.00.0.00.01.00
- 10.000.000,00 11.000.000,00 12.100.000,00 13.310.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Perangkat Daerah
- Jumlah Dokumen Pengamanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Laporan Barang Milik Daerah Barang Milik Daerah SKPD 1 1 - 1 5.000.000,00 1 5.500.000,00 1 6.050.000,00 1 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Rencana Kebutuhan 1.06.0.00.0.00.01.00
Barang Milik Daerah SKPD 1 1 - 1 5.000.000,00 1 5.500.000,00 1 6.050.000,00 1 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0001 - Penyusunan
Perencanaan Kebutuhan Barang Milik - 5.000.000,00 5.500.000,00 6.050.000,00 6.655.000,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL
Daerah SKPD
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang| Jumlah Rencana Kebutuhan } 1.06.0.00.0.00.01.00
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD 1 1 1 5.000.000,00 1 5.500.000,00 1 6.050.000,00 1 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.03.0002 - Pengamanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Barang Milik Daerah SKPD o 5.000.000,00 5.500.000,00 6.050.000,00 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pengamanan Barang Jumlah Dokumen Pengamanan ; 1.06.0.00.0.00.01.00
Milik Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD 1 1 ! 5.000.000,00 1 5.500.000,00 1 6.050.000,00 1 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian 1.06.0.00.0.00.01.00
Perangkat Daerah = 255.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 235.421.023,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Dokumen Pendataan dan 1.06.0.00.0.00.01.00
Laporan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi 0 0 - 1 5.000.000,00 1 7.500.000,00 1 10.000.000,00 1 12.000.000,00 P
K 00 - DINAS SOSIAL
Kepegawaian
Jumlah Paket Pakaian Dinas 1.06.0.00.0.00.01.00
Beserta Atribut Kelengkapan v 4 ) g DD © ) I B a 223.421.023,00 | o piNAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian
Dinas Beserta Atribut 1.06.0.00.0.00.01.00
; 250.000.000,00 - - 223.421.023,00 | o piNAS SOSIAL
Kelengkapannya
Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Jumlah Paket Pakaian Dinas 1.06.0.00.0.00.01.00
Atribut Kelengkapan Beserta Atribut Kelengkapan 0 1 ! 250.000.000,00 0 10 1 223.421.023,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.05.0003 - Pendataan dan
Pengolahan Administrasi 1.06.0.00.0.00.01.00
- 5.000.000,00 7.500.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kepegawaian
Jumlah Dokumen Pendataan dan
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi 0 0 . 1 5.000.000,00 1 7.500.000,00 1 10.000.000,00 1 12.000.000,00 | +:06:0:00.0.00.01.00

Pengolahan Administrasi Kepegawaian

Kepegawaian

00 - DINAS SOSIAL

TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN




BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
2026 2027 2028 2029 2030
OUTCOME / KEGIATAN / INDIKATOR OUTCOME / TAHUN PERANGKAT KETERAN
SUBKEGIATAN OUTPUT OUTPUT 2024 | TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU DAERAH GAN
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.01.1.06 - Administrasi Umum 1.06.0.00.0.00.01.00
Perangkat Daerah 1.280.000.000,00 1.423.000.000,00 1.569.800.000,00 1.730.780.000,00 1.907.358.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. - . Jumlah Laporan Penyelenggaraan
VE PRI EYEE il Rapat Koordinasi dan Konsultasi 7 7 300.000.000,00 7 330.000.000,00 7 363.000.000,00 7 399.300.000,00 7 439.230.000,00 | +06:0:00.0.00.01.00
umum perangkat daerah SKPD 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Paket Peralatan Rumah 1.06.0.00.0.00.01.00
Tangga yang Disediakan 8 8 20.000.000,00 8 22.000.000,00 8 24.200.000,00 8 26.620.000,00 8 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Paket Peralatan dan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perlengkapan Kantor yang 42 42 315.000.000,00 42 346.500.000,00 42 381.150.000,00 42 419.265.000,00 42 461.191.500,00 e o
o 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
Jumlah Paket Komponen Instalasi 1.06.0.00.0.00.01.00
Listrik/Penerangan Bangunan 178 178 145.000.000,00 178 159.500.000,00 178 175.450.000,00 178 192.995.000,00 178 212.294.500,00 e o
U 00 - DINAS SOSIAL
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1.06.0.00.0.00.01.00
Penggandaan yang Disediakan 19 19 90.000.000,00 19 99.000.000,00 19 108.900.000,00 19 119.790.000,00 19 131.769.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Paket Bahan/Material yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Disediakan 20 20 70.000.000,00 20 77.000.000,00 20 84.700.000,00 20 93.170.000,00 20 102.487.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Paket Bahan Logistik 1.06.0.00.0.00.01.00
Kantor yang Disediakan 32 32 320.000.000,00 32 352.000.000,00 32 387.200.000,00 32 425.920.000,00 32 468.512.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Dokumen Penatausahaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Arsip Dinamis pada SKPD 0 10 20.000.000,00 10 22.000.000,00 10 24.200.000,00 10 26.620.000,00 10 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 0 0 - 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 AESOCINEANLEY
. ¥ 00 - DINAS SOSIAL
Berbasis Elektronik pada SKPD
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perundang-Undangan yang 0 0 - 5 10.000.000,00 5 11.000.000,00 5 12.100.000,00 5 13.310.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
1.06.01.1.06.0001 - Penyediaan
Komponen Instalasi 1.06.0.00.0.00.01.00
145.000.000,00 159.500.000,00 175.450.000,00 192.995.000,00 212.294.500,00 00 - DINAS SOSIAL
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
) . Jumlah Paket Komponen Instalasi
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan 178 178 145.000.000,00 | 178 159.500.000,00 178 175.450.000,00 | 178 192.995.000,00 | 178 212.204.500,00 | 106:0:00.0.00.01.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor g 00 - DINAS SOSIAL
Kantor yang Disediakan
1.06.01.1.06.0002 - Penyediaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Peralatan dan Perlengkapan Kantor 315.000.000,00 346.500.000,00 381.150.000,00 419.265.000,00 461.191.500,00 00 - DINAS SOSIAL
) Jumlah Paket Peralatan dan
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang 4 4 315.000.000,00 4 346.500.000,00 4 381.150.000,00 4 419.265.000,00 ] 461.191.500,00 | +06:0-00.0.00.01.00
Perlengkapan Kantor - 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
1.06.01.1.06.0003 - Penyediaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,00 22.000.000,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
) Jumlah Paket Peralatan Rumah 1.06.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan 8 8 20.000.000,00 8 22.000.000,00 8 24.200.000,00 8 26.620.000,00 8 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan 1.06.0.00.0.00.01.00
Logistik Kantor 320.000.000,00 352.000.000,00 387.200.000,00 425.920.000,00 468.512.000,00 00 - DINAS SOSIAL
) - Jumlah Paket Bahan Logistik 1.06.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan 32 32 320.000.000,00 32 352.000.000,00 32 387.200.000,00 32 425.920.000,00 32 468.512.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang 1.06.0.00.0.00.01.00
Cetakan dan Penggandaan 90.000.000,00 99.000.000,00 108.900.000,00 119.790.000,00 131.769.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1.06.0.00.0.00.01.00
Penggandaan Penggandaan yang Disediakan 19 19 90.000.000,00 19 99.000.000,00 19 108.900.000,00 19 119.790.000,00 19 131.769.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan - 10.000.000,00 11.000.000,00 12.100.000,00 1331000000 | +06.0.00.0.00.01.00

Perundang-Undangan

00 - DINAS SOSIAL




TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN/PROGRAM/ BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANGKA
OUTCOME / KEGIATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 T KETERANGA
SUBKEGIATAN OUTPUT 2024 DAERAH N
TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU TARGET PAGU
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
Tersedianya Bahan Bacaan dan dan Peraturan 1.06.0.00.0.00.01.00
Peraturan Perundang-Undangan Perundang-Undangan yang 0 0 ) 5 10.000.000,00 5 11.000.000,00 5 12.100.000,00 5 13.310.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
1.06.01.1.06.0007 - Penyediaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Bahan/Material 70.000.000,00 77.000.000,00 84.700.000,00 93.170.000,00 102.487.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. . Jumlah Paket Bahan/Material yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Bahan/Material Disediakan 20 20 70.000.000,00 20 77.000.000,00 20 84.700.000,00 20 93.170.000,00 20 102.487.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan
Rapat Koordinasi dan 1.06.0.00.0.00.01.00
300.000.000,00 330.000.000,00 363.000.000,00 399.300.000,00 439.230.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat L - 1.06.0.00.0.00.01.00
Koordinasi dan Konsultasi SKPD FSQZEEE; Koordinasi dan Konsultasi 7 7 300.000.000,00 7 330.000.000,00 7 363.000.000,00 7 399.300.000,00 7 439.230.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0010 - Penatausahaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Arsip Dinamis pada SKPD 20.000.000,00 22.000.000,00 24.200.000,00 26.620.000,00 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Dinamis pada SKPD Arsip Dinamis pada SKPD 0 10 20.000.000,00 10 22.000.000,00 10 24.200.000,00 10 26.620.000,00 10 29.282.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.01.1.06.0011 - Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pemerintahan - 5.000.000,00 10.000.000,00 15.000.000,00 20.000.000,00 a0 090,010
. X 00 - DINAS SOSIAL
Berbasis Elektronik pada SKPD
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan | Jumlah Dokumen Dukungan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 0 0 - 1 5.000.000,00 1 10.000.000,00 1 15.000.000,00 1 20.000.000,00 0'0 N DINAS SbSIAL
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD
1.06.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang 1.06.0.00.0.00.01.00
300.000.000,00 709.000.000,00 876.382.089,00 543.844.200,00 1.641.685.500,00 00 - DINAS SOSIAL
Urusan Pemerintah Daerah
Terlaksananya pengadaan barang milik .
- ; Jumlah Unit Gedung Kantor atau 1.06.0.00.0.00.01.00
g:g:ﬁ PERUIATIE WTEET (i Bangunan Lainnya yang Disediakan 1 © ) © B & B & B a 200.000.000,00 | ) pinas SOSIAL
Jumlah Paket Mebel yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Disediakan 14 10 65.000.000,00 10 91.500.000,00 10 300.650.000,00 10 110.715.000,00 10 421.786.500,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Unit Kendaraan Dinas
) 1.06.0.00.0.00.01.00
Opera_smnal atau Lapangan yang 0 0 = 0 = i 200.000.000,00 0 - 1 300.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 1.06.0.00.0.00.01.00
T T 21 21 135.000.000,00 25 407.500.000,00 20 184.732.089,00 20 219.529.200,00 30 481.939.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1.06.0.00.0.00.01.00
Gedung Kantor atau Bangunan 20 32 50.000.000,00 32 105.000.000,00 32 115.500.000,00 32 127.050.000,00 32 139.755.000,00 e o
R o 00 - DINAS SOSIAL
Lainnya yang Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana 1.06.0.00.0.00.01.00
Pendukung Gedung Kantor atau 5 8 50.000.000,00 8 105.000.000,00 8 75.500.000,00 8 86.550.000,00 8 98.205.000,00 e o
R . 00 - DINAS SOSIAL
Bangunan Lainnya yang Disediakan
1.06.01.1.07.0002 - Pengadaan
{ : 1.06.0.00.0.00.01.00
Kendaraan Dinas Operasional atau - - 200.000.000,00 - 300.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Lapangan
. . Jumlah Unit Kendaraan Dinas
Tersedianya Kendaraan Dinas . 1.06.0.00.0.00.01.00
Operasional atau Lapangan O_pera_smnal atau Lapangan yang 0 0 - 0 - 1 200.000.000,00 0 - 1 300.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disediakan
1.06.0.00.0.00.01.00
1.06.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel 65.000.000,00 91.500.000,00 300.650.000,00 110.715.000,00 421.786.500,00 00 - DINAS SOSIAL
I Jumlah Paket Mebel yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Tersedianya Mebel Disediakan 14 10 65.000.000,00 10 91.500.000,00 10 300.650.000,00 10 110.715.000,00 10 421.786.500,00 00 - DINAS SOSIAL
O Cher oadaay 135.000.000,00 407.500.000,00 184.732.089,00 219.529.200,00 481.939.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00

Peralatan dan Mesin Lainnya

00 - DINAS SOSIAL

TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN




BIDANG URUSAN /PROG RAM / INDIKATOR OUTCOME / BASELINE 2026 2027 2028 2029 2030 PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN DAERAH KETERANG
SUINEG T G AN 2024 11aARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U AN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Tersed ianya Peralatan d an Mesin Jum lah UnitPeralatan d an Mesin 1.06.0.00.0.00.01.00

Lainnya Lainnya yang Dised iakan 21 21 135.000.000,00 25 407.500.000,00 20 184.732.089,00 20 219.529 .200,00 30 48 1.9 39.000,00 00 - DINAS SOSIAL

1.06.01.1.07.0009 - Peng ad aan G ed ung } R R B 1.06.0.00.0.00.01.00

Kantor atau Bang unan Lainnya ACINIEY(LY 00 - DINAS SOSIAL

Tersed ianya G ed ung Kantor atau Jum lah UnitG ed ung Kantor atau . R R . 1.06.0.00.0.00.01.00

Bang unan Lainnya Bang unan Lainnya yang Dised iakan 1 0 0 0 0 1 200.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

1.06.01.1.07.0010 - Peng ad aan Sarana 1.06.0.00.0.00.01.00

d an Prasarana G ed ung Kantor atau 50.000.000,00 105.000.000,00 115.500.000,00 127.050.000,00 139.755.000,00 | — R

N 00 - DINAS SOSIAL

Bang unan Lainnya

. Jum lah UnitSarana d an Prasarana
Tersed ianya Sarana d an Prasarana Gedung Kantor atau Bang unan 20 2 50.000.000,00 2 105.000.000,00 2 115.500.000,00 32 127.050.000,00 2 13975500000 | 1:06:0:00.0.00.01.00
G ed ung Kantor atau Bang unan Lainnya N . R 00 - DINAS SOSIAL
Lainnya yang Dised iakan
1.06.01.1.07.0011 - Peng ad aan Sarana 1.06.0.00.0.00.01.00
d an Prasarana Pend ukung G ed ung 50.000.000,00 105.000.000,00 75.500.000,00 8 6.550.000,00 9 8.205.000,00
. 00 - DINAS SOSIAL

Kantor atau Bang unan Lainnya

Tersed ianya Sarana d an Prasarana Jum lah UnitSarana d an Prasarana 1.06.0.00.0.00.01.00

Pend ukung G ed ung Kantor atau Pend ukung G ed ung Kantor atau 5 i 50.000.000,00 { 105.000.000,00 75.500.000,00 i 86.550.000,00 i 9 8.205.000,00 P

! . N : 00 - DINAS SOSIAL

Bang unan Lainnya Bang unan Lainnya yang Dised iakan

1.06.01.1.08 - Penyed iaan Jasa

Penunjang Urusan 1.06.0.00.0.00.01.00

3.29 0.200.000,00 3.564.724.000,00 3.689.28 6.400,00 3.9 8 3.8 15.040,00 4.115.558 .220,00 00 - DINAS SOSIAL

Pem erintah an Daerah

Terp enuh inya ketersed iaan jasa i LD LeT) G (Enmyet e JEE) 1.06.0.00.0.00.01.00

P n 4 B ) Kom unikasi, Sum ber Daya Air d an 72 72 1.054.200.000,00 72 1.134.620.000,00 72 1.216.08 2.000,00 72 1.304.19 0.200,00 72 1.38 0.353.220,00 e ama,
p enunjang urusan p em erintah an d aerah L N . 00 - DINAS SOSIAL
Listrikyang Dised iakan
Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00
SuratMenyurat 1 1 6.360.000,00 1 7.500.000,00 1 9.000.000,00 1 10.000.000,00 1 12.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00
Peralatan d an Perleng kap an Kantor 2 2 100.000.000,00 2 110.000.000,00 2 120.500.000,00 2 131.550.000,00 2 143.205.000,00 e ama,
L 00 - DINAS SOSIAL
yang Dised iakan
Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Um um Kantor yang 12 72 2.129.640.000,00 72 2.312.604.000,00 72 2.343.704.400,00 72 2.538.074.8 40,00 72 2.58 0.000.000,00 e et
N . 00 - DINAS SOSIAL
Dised iakan

1.06.01.1.08 .0001 - Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00

SuratMenyurat 6.360.000,00 7.500.000,00 9.000.000,00 10.000.000,00 12.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Terlaksananya Penyed iaan Jasa Surat  [Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00

Menyurat SuratMenyurat 1 1 6.360.000,00 1 7.500.000,00 1 9.000.000,00 1 10.000.000,00 1 12.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

1.06.01.1.08 .0002 - Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00

Kom unikasi, Sum ber Daya Air d an Listrik 1.054.200.000,00 1.134.620.000,00 1.216.08 2.000,00 1.304.19 0.200,00 1.38 0.353.220,00 00 - DINAS SOSIAL

. o Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa
Tersed ianya Jasa Kom unikasi, Sumber o' i Sum ber Daya Air d an 72 72 1.054.200.000,00 72 1.134.620.000,00 72 1.216.08 2.000,00 72 1.304.19 0.200,00 72 1.380.353.220,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
Daya Air d an Listrik - N . 00 - DINAS SOSIAL
Listrikyang Dised iakan
1.06.01.1.08 .0003 - Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00
Peralatan d an Perleng kap an Kantor 100.000.000,00 110.000.000,00 120.500.000,00 131.550.000,00 143.205.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa

Tersed ianya Jasa Peralatan dan Peralatan d an Perleng kap an Kantor 2 2 100.000.000,00 2 110.000.000,00 2 120.500.000,00 2 131.550.000,00 2 143.205.000,00 | -06:0:00.0.00.01.00

Perleng kap an Kantor o 00 - DINAS SOSIAL

yang Dised iakan

1.06.01.1.08 .0004 - Penyed iaan Jasa 1.06.0.00.0.00.01.00

Pelayanan Um um Kantor 2.129 .640.000,00 2.312.604.000,00 2.343.704.400,00 2.538.074.8 40,00 2.58 0.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

; Jum lah Lap oran Penyed iaan Jasa
Tersed janya Jasa Pelayanan Um um Pelayanan Um um Kantor yang 12 72 2.129..640.000,00 72 2.312.604.000,00 72 2.343.704.400,00 72 2.538 .074.8 40,00 72 2,58 0.000.000,00 | +06:0:00.0.00.01.00
Kantor S 00 - DINAS SOSIAL
Dised iakan
1.06.01.1.09 - Pem elih araan Barang Milik 1.06.0.00.0.00.01.00
Daerah Penunjang Urusan Pem erintah an 1.09 5.242.400,00 1.505.479 .769 ,00 1.58 4.124.304,00 1.764.536.734,00 1.063.8 9 0.408 ,00 PR
00 - DINAS SOSIAL

Daerah

Terlaksananya p em elih araan baang m ilik 1.06.0.00.0.00.01.00

d aerah p enunjang urusan p em erintah an [Jum lah Mebelyang Dip elih ara 20 43 10 5.000.000,00 12 5.500.000,00 15 6.050.000,00 15 6.655.000,00 e e

d aerah

00 - DINAS SOSIAL

TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN




BIDANG URUSAN /PROG RAM / INDIKATOR OUTCOME / BASELINE 2026 2027 2030 PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN DAERAH KETERANG
SUINEG T G AN 2024 11aARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U AN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Jum lah Saranad an Prasarana
Pend ukung G ed ung Kantor atau 1.06.0.00.0.00.01.00
Ty oty 5 5 25.8 42.400,00 5 30.726.640,00 5 45.19 9 .304,00 5 50.719 .234,00 5 61.79 1.158 ,00 00 - DINAS SOSIAL
Dip elih ara/Direh abilitasi
Jum lah Peralatan d an Mesin 1.06.0.00.0.00.01.00
Lainnyayang Dip elihara 100 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Kend araan Perorang an
Dinas atau Kend araan Dinas 1.06.0.00.0.00.01.00
ey Ppaieml 11 11 433.000.000,00 1 474.000.000,00 11 510.000.000,00 1 560.000.000,00 1 610.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Dibayarkan Pajaknya
Jum lah Kend araan Dinas
Op erasionalatau Lap ang an yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Dip elih ara d an Dibayarkan Pajak 45 45 242.500.000,00 45 266.750.000,00 45 29 3.425.000,00 45 322.767.500,00 45 355.044.250,00 00 - DINAS SOSIAL
d an Periz inannya
Ll © Gy FErayaem 1.06.0.00.0.00.01.00
Bang unan Lainnya yang 5 0 323.9 00.000,00 5 659 .003.129 ,00 5 700.000.000,00 5 8 00.000.000,00 5 5.400.000,00

oo ; A 00 - DINAS SOSIAL
Dip elih ara/Direh abilitasi
Jumlah Saranad an Prasarana
G ed ung Kantor atau Bang unan 1.06.0.00.0.00.01.00
Lainnya yang 5 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 10.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Dip elih ara/Direh abilitasi

1.06.01.1.09 .0001 - Penyed iaan Jasa

Pem elih araan, Biaya Pem elih araan d an 1.06.0.00.0.00.01.00

PajakKend araan Perorang an Dinas atau 433.000.000,00 474.000.000,00 510.000.000,00 560.000.000,00 610.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Kend araan Dinas Jabatan

Tersed ianya Jasa Pem elih araan, Biaya |Jumlah Kend araan Perorang an

Pem elih araan d an PajakKend araan Dinas atau Kend araan Dinas 1.06.0.00.0.00.01.00

Perorang an Dinas atau Kend araan Dinas | Jabatan yang Dip elih ara d an 1 1 433.000.000,00 1 474.000.000,00 1 510.000.000,00 1 560.000.000,00 1 610.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Jabatan Dibayarkan Pajaknya

1.06.01.1.09 .0002 - Penyed iaan Jasa

Pem elih araan, Biaya Pem elih araan, 1.06.0.00.0.00.01.00

Rl (e e (e ey Bl 242.500.000,00 266.750.000,00 29 3.425.000,00 322.767.500,00 355.044.250,00 00 - DINAS SOSIAL

Op erasionalatau Lap ang an

Tersed ianya Jasa Pem elih araan, Biaya |Jumlah Kend araan Dinas

Pem elih araan, Pajakd an Periz inan Op erasionalatau Lap ang an yang 1.06.0.00.0.00.01.00

Kend araan Dinas Op erasionalatau Dip elih ara d an Dibayarkan Pajak 45 45 242.500.000,00 45 266.750.000,00 45 29 3.425.000,00 45 322.767.500,00 45 355.044.250,00 00 - DINAS SOSIAL

Lap ang an d an Periz inannya

! 1.06.0.00.0.00.01.00
1.06.01.1.09 .0005 - Pem elih araan Mebel - 5.000.000,00 5.500.000,00 6.050.000,00 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL
I L 1.06.0.00.0.00.01.00

Terlaksananya Pem elih araan Mebel Jumlah Mebelyang Dip elih ara 20 43 - 10 5.000.000,00 12 5.500.000,00 15 6.050.000,00 15 6.655.000,00 00 - DINAS SOSIAL

1.06.01.1.09 .0006 - Pem elih araan 1.06.0.00.0.00.01.00

Peralatan|dlan Mesin|Lainnya 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Terlaksananya Pem elih araan Peralatan | Jumlah Peralatan d an Mesin 1.06.0.00.0.00.01.00

d an Mesin Lainnya Lainnya yang Dip elih ara 100 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 150 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

1.06.01.1.09 .0009 -

Pem elih araan/Reh abilitasiG ed ung 323.9 00.000,00 659 .003.129 ,00 700.000.000,00 8 00.000.000,00 5.400.000,00 AEEOCENILES

i 00 - DINAS SOSIAL

Kantor d an Bang unan Lainnya

Terlaksananya Jumlah G edung Kantordan 1.06.0.00.0.00.01.00

Pem elih araan/Reh abilitasiG ed ung Bang unan Lainnya yang 5 0 323.9 00.000,00 5 659 .003.129 ,00 5 700.000.000,00 5 8 00.000.000,00 5 5.400.000,00 T he amal

. oo X L 00 - DINAS SOSIAL

Kantor d an Bang unan Lainnya Dip elih ara/Direh abilitasi

1.06.01.1.09 .0010 -

Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an 1.06.0.00.0.00.01.00

REsET G e U (e ey 50.000.000,00 50.000.000,00 10.000.000,00 5.000.000,00 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Bang unan Lainnya

Terlaksananya Jumlah Saranad an Prasarana

Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an G edung Kantor atau Bang unan 5 5 50.000.000,00 5 50.000.000,00 5 10.000.000,00 5 5.000.000,00 5 5.000.000,00 1.06.0.00.0.00.01.00

Prasarana G ed ung Kantor atau
Bang unan Lainnya

Lainnya yang
Dip elih ara/Direh abilitasi

00 - DINAS SOSIAL
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BIDANG URUSAN /PROG RAM / INDIKATOR OUTCOME / BASELINE 2026 2027 2029 2030 PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN DAERAH KETERANG
SUINEG T G AN 2024 11aARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U AN

(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.01.1.09 .0011 -

Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an 1.06.0.00.0.00.01.00

Prasarana Pend ukung G ed ung Kantor 25.8 42.400,00 30.726.640,00 45.19 9 .304,00 50.719 .234,00 61.79 1.158 ,00 00 - DINAS SOSIAL

atau Bang unan Lainnya

Terlaksananya Jumlah Saranad an Prasarana

Pem elih araan/Reh abilitasiSarana d an Pend ukung G ed ung Kantor atau 1.06.0.00.0.00.01.00

Prasarana Pend ukung G ed ung Kantor Bang unan Lainnya yang 5 5 25.8 42.400,00 5 30.726.640,00 5 45.19 9 .304,00 5 50.719 .234,00 5 61.79 1.158 ,00 00 - DINAS SOSIAL

atau Bang unan Lainnya Dip elih ara/Direh abilitasi
égesf,)AZL IARES R FENESRRANY 325.000.000,00 323.015.8 23,00 333.138 .730,00 343.566.242,00 351.143.037,00
Persentase Lem bag a d ibid ang
g q kesejah teraan sosialyang 1.06.0.00.0.00.01.00

Mening katnya p em berd ayaan sosial m ening katkualitasnya d alam 0 0 325.000.000,00 0 323.015.8 23,00 0 333.138 .730,00 0 343.566.242,00 0 351.143.037,00 00 - DINAS SOSIAL
p elayanan sosial
Persentase SDM Kesejah teraan
Sosialyang m ening kat 0 o o o 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
kom p etensinya d alam p elayanan 00 - DINAS SOSIAL
sosial
Persentase p ekerja sosial/tenag a
kesejah teraan sosialyang
m elaksanakan p elayanan sosiald i 0 0 0 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
d alam p antireh abilitasi, p anti 00 - DINAS SOSIAL
reh abilitasiPPKS lainnya d iluar
H IV/AIDS d an NAPZ A
Persentase p ekerja sosial/ltenag a
kesejah teraan sosiald an/atau
relaw an sosialyang m elaksanakan 0 o o o 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
p enang anan korban bencana 00 - DINAS SOSIAL
p rovinsip ad a masa tang g ap d arurat
d an p asca bencana sesuaistand ar

1.06.02.1.01 - Penerbitan Iz in

Peng um p ulan Sum bang an Lintas Daerah 1.06.0.00.0.00.01.00

Kabup aten/Kotaldlalam 1/ (Satu)basral 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Provinsi

Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
Penyeleng g araan PUB d an UG B yang d an SinkronisasiPenyeleng g araan 1.06.0.00.0.00.01.00
) RNl SRS A Und ian G ratis Berh ad iah d an 1 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Peng um p ulan Uang atau Barang

1.06.02.1.01.0003 - Koord inasid an

Sinkronisasi Penyeleng g araan Und ian 1.06.0.00.0.00.01.00

G ratis Beth adiah d an Peng um p ulan 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Uang atau Barang

Terlaksananya Koord inasid an Jum lah Dokum en H asilKoord inasi

SinkronisasiPenyeleng g araan Und ian d an SinkronisasiPenyeleng g araan 1.06.0.00.0.00.01.00

G ratis Berh adiah d an Peng um p ulan Und ian G ratis Berh ad iah d an 1 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 1 40.000.000,00 1 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL

Uang atau Barang Peng um p ulan Uang atau Barang

1.06.02.1.02 - Pem berd ayaan Potensi 1.06.0.00.0.00.01.00

Sum ber Kesejah teraan SosialProvinsi 300.000.000,00 29 3.015.8 23,00 29 8.138.730,00 303.566.242,00 306.143.037,00 00 - DINAS SOSIAL

Jum lah Bad an Usah a yang
PSKSyang mend ap atken pemberdayaan { .y oo on Tang g ung Jawab 0 0 - 50 10.000.000,00 50 10.000.000,00 50 10.000.000,00 50 20.000.000,00 | +:06:0:00.0.00.01.00
sosial ) . 00 - DINAS SOSIAL
Sosiald an Ling kung an
Jumlah W arakaw uri/Keluarg a
Pah law an, Perintis Kem erd ekaan,
d an Jand a Dud a Perintis 0 0 - 350 30.000.000,00 350 35.000.000,00 350 40.000.000,00 350 45.000.000,00 LEEOTROTRLIY
00 - DINAS SOSIAL
Kem erd ekaan yang mem p eroleh
p eng h arg aan d an santunan sosial
Jum lah Sum ber Daya Manusia
XEEEEln i STEEIDEEl 0 0 . 20 5.015.8 23,00 20 8.138.730,00 20 8 .566.242,00 20 9.143037,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00

Provinsiyang d iusulkan Mend ap at
Sertifikasi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jum lah Puskesos Kabup aten/Kota
yang Mem berikan Layanan Sosial } 1.06.0.00.0.00.01.00
Satu Pintu d an Berp eran sebag ai 0 0 100 38 .000.000,00 100 20.000.000,00 100 5.000.000,00 100 6.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Hub Prog ram G rad uasi
Jum lah PotensiSum ber
Kesejah teraan SosialDaerah yang ) 1.06.0.00.0.00.01.00
Mend ap atkan Pem berd ayaan 0 0 20 5.000.000,00 20 5.000.000,00 20 5.000.000,00 20 1.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Ekonom i
Jum lah Penyuluh Sosial, Penyuluh
SosialMasyarakat, Pekerja Sosial,
Pekerja SosialMasyarakatd an/atau 1.06.0.00.0.00.01.00
Tenag a Kesejah teraan Sosial 100 150 100.000.000,00 150 30.000.000,00 150 35.000.000,00 150 40.000.000,00 150 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kecam atan yang Mening kat
Kap asitasnya
Jumlah Orang yang Meng ikutid an
Mend ap atkan Peng enalan,
Penanam an, d an Peng h ayatan ) 1.06.0.00.0.00.01.00
Nilai-NilaiKep ah law anan, 0 0 20 30.000.000,00 20 35.000.000,00 20 40.000.000,00 20 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kep erintisan, Kesetiakaw anan d an
RestorasiSosial
Jum lah Orang yang Diusulkan 1.06.0.00.0.00.01.00
sebag aiCalon Pah law an Nasional 0 0 - 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 30.000.000,00 1 35.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Lem bag a Kesejah teraan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sosialyang Mening kat 172 172 100.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 he amar
4 I 00 - DINAS SOSIAL
Kap asitasnya Kew enang an Provinsi
Jum lah Keluarg a yang Mening kat 1.06.0.00.0.00.01.00
Kap asitasnya Kew enang an Provinsi 50 50 100.000.000,00 50 75.000.000,00 50 75.000.000,00 50 75.000.000,00 50 50.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Kabup aten/Kota yang
Melaksanakan Layanan Terp ad u 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialSesuai 0 0 - 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Stand ar
1.06.02.1.02.0003 - Pening katan
Kem am p uan PotensiSum ber 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialKeluarg a 100.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Mening katnya Kap asitas Keluarg a Jumlah Keluarg a yang Mening kat 50 50 100.000.000,00 50 75.000.000,00 50 75.000.000,00 50 75.000.000,00 50 50.000.00000 | 1:06:0:00.0.00.01.00
Kew enang an Provinsi Kap asitasnya Kew enang an Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.02.1.02.0004 - Pening katan
Kem am p uan PotensiSum ber 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialKelem bag aan 100.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 30.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
MasyarakatKew enang an Provinsi
Mening katnya Kap asitas Lem bag a Jumlah Lem bag a Kesejah teraan 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialKew enang an Sosialyang Mening kat 172 172 100.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 172 30.000.000,00 L e amar
. d - 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Kap asitasnya Kew enang an Provinsi
1.06.02.1.02.0008 - Pening katan
Kem am p uan PotensiSum ber 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialPerseorang an 100.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh
. . . SosialMasyarakat, Pekerja Sosial,
Mening katnya Kap asitas PotensiSum ber . .
Kesejah teraan SosialPerseorang an Pekerja SosialMasyarakatd an/atau 100 150 100.000.000,00 | 150 30.000.000,00 150 35.000.000,00 | 150 40.000.000,00 | 150 45.000.000,00 | 106:0.00.0.00.01.00
. Tenag a Kesejah teraan Sosial 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi .
Kecam atan yang Mening kat
Kap asitasnya
1.06.02.1.02.0010 - FasilitasiPem berian
Peng h arg aan d an Santunan Sosialbag i
W arakaw uri/Keluarg a Pah law an - 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 LETEOTROERLIY

Nasional, Perintis Kem erd ekaan, d an
Jand a Dud a Perintis Kem erd ekaan

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Terlaksananya p em berian p eng hargaan | Jumlah W arakaw uri/Keluarg a
d an santunan sosialbag i Pah law an, Perintis Kem erd ekaan, 1.06.0.00.0.00.01.00
W arakaw uri/Keluarg a Pah law an d an Jand a Dud a Perintis 0 0 - 350 30.000.000,00 350 35.000.000,00 350 40.000.000,00 350 45.000.000,00 PR
. L 00 - DINAS SOSIAL
Nasional, Perintis Kem erd ekaan, d an Kem erd ekaan yang mem p eroleh
Jand a Dud a Perintis Kem erd ekaan p eng h arg aan d an santunan sosial
1.06.02.1.02.0011 - Peng enalan,
Penanam an d an Peng h ayatan Nilai-Nilai 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep ah |aw anan, Kep erintisan, Kesetiakaw 30.000.000,00 35.000.000,00 40.000.000,00 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
anan d an RestorasiSosial
Jumlah Orang yang Meng ikutid an
Terlaksananya Peng enalan, Penanam an, | Mend ap atkan Peng enalan,
d an Peng h ayatan Nilai-Nilai Penanam an, d an Peng h ayatan . 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep ah law anan, Kep erintisan, Nilai-NilaiKep ah law anan, 0 0 2 30.000.000,00 2 35.000.000,00 2 40.000.000,00 2 45.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kesetiakaw anan d an RestorasiSosial Kep erintisan, Kesetiakaw anan d an
RestorasiSosial
1.06.02.1.02.0012 - Pem binaan
Koord inasiLayanan Terp ad u - 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 | 1:06:0-00.0.00.01.00
X . 00 - DINAS SOSIAL
Kesejah teraan SosialKabup aten/Kota
Jum lah Kabup aten/Kota yang
Mening katnya Kualitas Layanan Terp ad u | Melaksanakan Layanan Terp ad u } 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan Sosial Kesejah teraan SosialSesuai 0 0 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 1 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Stand ar
1.06.02.1.02.0013 - Koord inasi
Peng usulan SertifikasiSum ber Daya 1.06.0.00.0.00.01.00
Manusia Penyeleng g ara Kesejah teraan ) SIS 24T SELSRECY B EEa2Ay RELS LS00 00 - DINAS SOSIAL
SosialDaerah Provinsi
. e . Jum lah Sum ber Daya Manusia
Tersed ianya Usulan Sertifikasibag i . .
Sum ber Daya Manusia Kesejah teraan | KeS€jah teraan SosialDaerah 0 0 - 20 5.015.8 23,00 20 8.138.730,00 20 8 .566.242,00 20 9.143037,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
. s Provinsiyang d iusulkan Mend ap at 00 - DINAS SOSIAL
SosialDaerah Provinsi SN
Sertifikasi
1.06.02.1.02.0014 - Fasilitasi
Peng em bang an PotensiSum ber } 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan SosialDaerah m elalui RUCCC0000 R0CC0000 2000000 SCCC0000 00 - DINAS SOSIAL
Pem berd ayaan Ekonom i
. |Jumlah PotensiSum ber
Terlaksananya Pem berd ayaan Ekonom i . .
bag iPotensiSum ber Kesejah teraan Kesejah teraan SosialDaerah yang 0 0 - 20 5.000.000,00 20 5.000.000,00 20 5.000.000,00 20 1.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
. Mend ap atkan Pem berd ayaan 00 - DINAS SOSIAL
SosialDaerah )
Ekonom i
1.06.02.1.02.0015 - Koord inasid an
SinkronisasiBad an Usah a yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Melaksanakan Tang g ung Jaw ab Sosial 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00 20.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
dan Ling kung an
Terlaksananya Koord inasid an
) o Jumlah Bad an Usah a yang
SinkronisasiBad an Usah a yang | Melaksanakan Tang g ung Jaw ab 0 0 - 50 10.000.000,00 50 10.000.000,00 50 10.000.000,00 50 20.000.000,00 | +:06:0:00.0.00.01.00
Melaksanakan Tang g ung Jaw ab Sosial . R 00 - DINAS SOSIAL
- Sosiald an Ling kung an
dan Ling kung an
1.06.02.1.02.0016 - Fasilitasi
Peng em bang an PusatKesejah teraan - 38 .000.000,00 20.000.000,00 5.000.000,00 6.000.000,00 LETEOEROERLIY
i i 00 - DINAS SOSIAL
Sosial(Puskesos)Lintas Kabup aten/Kota
Mening katnya Peran Puskesos sebag ai Jumlah Puskesos Kabup aten/Kota
Layanan SosialSatu Pintu d an H ub yang Mem berikan Layanan Sosial 0 0 | 100 38 .000.000,00 100 20.000.000,00 100 5.000.000,00 100 6.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
. Satu Pintu d an Berp eran sebag ai 00 - DINAS SOSIAL
Program G rad uasi :
Hub Program G rad uasi
1.06.02.1.02.0017 - Peng usulan G elar 1.06.0.00.0.00.01.00
YN ——— - 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Proses Peng usulan G elar [Jumlah Orang yang Diusulkan . 1.06.0.00.0.00.01.00
Pah law an Nasional sebag aiCalon Pah law an Nasional 0 0 1 20.000.000,00 1 25.000.000,00 1 80.000.000,00 1 85.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.03 - PROG RAM PENANG ANAN
W ARG A NEG ARA MIG RAN KORBAN 500.000.000,00 49 5.59 0.717,00 518 .08 6.066,00 541.258 .315,00 558 .09 5.637,00

TINDAKKEKERASAN




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
OUTCOME /KEG IATAN / INDIKATOC:J'_\.:_SGJJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDR:EIRGAEAT KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) ©07) (©8) ©9) (10) ay (12 (13) (14) (15)
Mening katnya layanan p enang anan PESRIEES FBIEWE) EiEl
warg a neg ara mig ran korban tind ak PEMUIETS ENEE AN g e 0 0 500.000.000,00 0 495,59 0.717,00 0 518 .08 6.066,00 0 541.258 .315,00 0 558.095.637,00 | 06:0:00.0.00.01.00
Imig ran, Orang Terlantar, Korban 00 - DINAS SOSIAL
kekerasan .
Tind akKekerasan
Persentase W arg a Neg ara Mig ran
" 1.06.0.00.0.00.01.00
Korban Tln_d akKekerasan yang 0 0 0 0 0 0 00 - DINAS SOSIAL
Tertang ani
1.06.03.1.01 - Pem ulang an W arg a
Neg ara Mig ran Korban Tind ak 1.06.0.00.0.00.01.00
Kekerasan d ariTitikDebarkasid iDaerah 500.000.000,00 49559 0.717,00 518 .08 6.066,00 541.258 .315,00 558 .09 5.637,00  he omar
o . 00 - DINAS SOSIAL
ProvinsiuntukDip ulang kan ke Daerah
Kabup aten/Kota Asal
Jumlah W arg a Neg ara Mig ran
Korban Tind akKekerasan Dalam
Orang terlantar yang d ip ulang kan g ifi'T‘i‘:ﬁ(rD“ig;&'aﬁggDifr:ﬁ‘”g ) 500 600 500.000.000,00 | 600 49559071700 | 600 518 .086.06600 | 600 541258 31500 | 600 558 .09 5.637,00 éﬁgi%&g?@gfg
ProvinsiuntukDip ulang kan ke
Daerah Kabup aten/Kota
1.06.03.1.01.0003 - Fasilitasi
Pem ulang an W arg a Neg ara Mig ran
Korban Tind akKekerasan Dalam d an 1.06.0.00.0.00.01.00
Luar Neg erid ariTitikDebarkasid | 500.000.000,00 49559 0.717,00 518 .08 6.066,00 541.258 .315,00 558 .09 5.637,00 00 - DINAS SOSIAL
Daerah ProvinsiuntukDip ulang kan ke
Daerah Kabup aten/Kota Asal
I Jumlah W arg a Neg ara Mig ran
Terlaksananya Fa§|l|taS|Pem ular?g an Korban Tind akKekerasan Dalam
W arg a Neg ara Mig ran Korban Tind ak | ') 121" Neg eri yang Dip ulang kan 1.06.0.00.0.00.01.00
Kekerasan Dalam d an Luar Neg erid ari R 9 y. g P 9 500 600 500.000.000,00 600 49 5,59 0.717,00 600 518 .08 6.066,00 600 541.258 .315,00 600 558 .09 5.637,00 e e
- L g d ariTitikDebarkasid iDaerah 00 - DINAS SOSIAL
TitikDebarkasid iDaerah Provinsiuntuk - .
Dip ulang kan ke Daerah Kabup aten/Kota ProvinsiuntukDip ulang kan ke
P 9 P Daerah Kabup aten/Kota
Js'ooglcz_ ARES RN RER A 12.29 3.18 8..357,00 12.18 4.78 0.067,00 12.737.859.19 2,00 13.307.08 0.8 34,00 13.715.49 9 .568 ,00
. S Ind eks Kesejah teraan Sosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Mening katnya reh abilitasisosial Penyand ang Disabilitas 0 0 12.29 3.18 8..357,00 0 12.18 4.78 0.067,00 0 12.737.859.19 2,00 0 13.307.08 0.8 34,00 0 13.715.49 9 .568 ,00 00 - DINAS SOSIAL
Ind eks Kesejah teraan SosialLanjut 0 0 0 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
Usia 00 - DINAS SOSIAL
. 1.06.0.00.0.00.01.00
Ind eks Peranan Sosial 0 0 0 0 0 0 00 - DINAS SOSIAL
Persentase Penyand ang Disabilitas,
Anakterlantar, LanjutUsia,
Geland ang Peng emis, PPKS lainnya; 100 100 100 100 100 100 éoo?lglgigosooosllgg
d iluar H IV/AIDS d an NAPZ A yang
terp enuh ikebutuh an d asarmya
1.06.04.1.01 - Reh abilitasiSosialDasar 1.06.0.00.0.00.01.00
Penyand ang Disabilitas TerlAntar d i 4.741.633.042,00 4.741.633.042,00 4.972.571.609 ,00 5.161.019 .100,00 5.300.815.020,00 | ~ o
i 00 - DINAS SOSIAL
d alam Panti
Jum lah Orang yang Menerima
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar |Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
Disabilitas Terlantar vang Tersediadalam 1 Tahun 90 90 39 0.000.000,00 90 39 0.000.000,00 90 400.000.000,00 90 410.000.000,00 90 420.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
g:s”ar':gzxgﬁ'f::gagi'::;'ﬁ;ss'a' 1 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 71.500.000,00 1 78 .650.000,00 1 83.275.000,00 ég?&ﬁ&g?&gfﬁ
Terlantar
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Alzzslelayemen PETE ETE e 90 90 25.050.000,00 90 25.050.000,00 90 27.555.000,00 90 30.310.500,00 90 33.341.550,00 | +:06:0:00.0.00.01.00

Keseh atan Dasar Kew enang an
Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
OUTCOME /KEG IATAN / INDIKAB%‘?_SGJ.ITCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDR:EIRGAEAT KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
AlatBantu d an AlatBantu Perag a 1.06.0.00.0.00.01.00
SesualKebutuh an Kew/enang an 90 90 100.500.000,00 90 100.500.000,00 90 110.550.000,00 90 121.605.000,00 90 133.765.500,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 90 90 70.000.000,00 90 70.000.000,00 90 77.000.000,00 90 8 4.700.000,00 90 91.08 5.000,00 e e
o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 90 90 70.000.000,00 90 70.000.000,00 90 77.000.000,00 90 8 4.700.000,00 90 9 0.08 5.000,00 e e
L 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan 1.06.0.00.0.00.01.00
Keseh atan d idlalam Panti 90 90 250.000.000,00 90 250.000.000,00 90 275.000.000,00 90 29 6.500.000,00 90 305.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Perm akanan Sesuaid eng an Stand 90 90 2.804.9 23.042,00 90 2.804.9 23.042,00 90 2.891.190.609 ,00 90 2.9 8 0.000.000,00 90 3.035.754.010,00 e e
L 00 - DINAS SOSIAL
ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
Jumlah Orang yang Terakses 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram a LayakH uniKew enang an 90 90 300.000.000,00 90 300.000.000,00 90 320.000.000,00 90 330.000.000,00 90 340.000.000,00 e e
. 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Orang yang Terp enuhi
Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Kenend el Ul bag iEenyandlang 90 90 16.160.000,00 90 16.160.000,00 90 17.776.000,00 90 19 .553.600,00 90 21.508 .9 60,00 00 - DINAS SOSIAL
Disabilitas Kew enang an Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
H id up Seh ari-H ariKew enang an 90 90 350.000.000,00 90 350.000.000,00 90 385.000.000,00 90 39 5.000.000,00 90 407.000.000,00 e
o 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Mental, Sp irituald an Sosial 90 90 300.000.000,00 90 300.000.000,00 90 320.000.000,00 90 330.000.000,00 90 340.000.000,00 e r e et
. 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0001 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
I — 2.804.9 23.042,00 2.804.9 23.042,00 2.891.190.609 ,00 2.9 80.000.000,00 3.035.754.010,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan | Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Per Orang Sesuaid eng an Stand ar Gizi | Perm akanan Sesuaid eng an Stand 90 90 2.804.9 23.042,00 90 2.804.9 23.042,00 90 2.891.190.609 ,00 90 2.9 80.000.000,00 90 3.035.754.010,00 e cmal
- . P 00 - DINAS SOSIAL
Minim alKew enang an Provinsi ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
1.06.04.1.01.0002 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sadang 39 0.000.000,00 39 0.000.000,00 400.000.000,00 410.000.000,00 420.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. . Jum lah Orang yang Menerima
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an h -
Lainnyad alam 1 TahunKewenangan | -2kaian dan Keleng kap an Lainnya 90 90 39 0.000.000,00 90 39 0.000.000,00 90 400.000.000,00 90 410.000.000,00 90 420.000.000,00 | L:06:0-00.0.00.01.00
Provinsi yang Tersed ia dalam 1 Tahun 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0003 - Penyed iaan Asram a 1.06.0.00.0.00.01.00
yang Mud ah Diakses 300.000.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 330.000.000,00 340.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Terakses
Orang yang Terakses Asramalayak (oo o [ avaki unikew enang an 90 90 300.000.000,00 90 300.000.000,00 90 320.000.000,00 90 330.000.000,00 90 340.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
H uniKew enang an Provinsi Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.04.1.01.0004 - Penyed iaan Alat 1.06.0.00.0.00.01.00
Bantu 100.500.000,00 100.500.000,00 110.550.000,00 121.605.000,00 133.765.500,00 00 - DINAS SOSIAL
) Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
AlatBantu d an AlatBantu Perag a Sesuai | /atBantu d an AlatBantu Perag a 90 90 100.500.000,00 90 100.500.000,00 90 110.550.000,00 90 121.605.000,00 90 133.765.500,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
S SesuaiKebutuh an Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Kebutuh an Kew enang an Provinsi S
Provinsi
LESEALOLOTTS - PRz e 250.000.000,00 250.000.000,00 275.000.000,00 29.6.500.000,00 305.000.000,00 | 106:0:00.0.00.01.00

Perbekalan Keseh atan d id alam Panti

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
OUTCOME /KEG IATAN / INDIKATO%R.:_SSJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDR::E\IRGAEAT KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
Kebutuh an Perbekalan Kesehatan d i | 6™ €nuh an Kebutuh an Perbekalan 90 90 250.000.000,00 90 250.000.000,00 90 275.000.000,00 90 29/6.500.000,00 90 305.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
. o Keseh atan d id alam Panti 00 - DINAS SOSIAL
d alam PantiKew enang an Provinsi L
Kew enang an Provinsi
é}?neb?: .1;)11'.:?326’\;|;?2|1 léeniz?ualcl an 300.000.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 330.000.000,00 340.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
Sosinl 2 st A e Rt Rt R 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Mental, Sp irituald an Sosial 90 90 300.000.000,00 90 300.000.000,00 90 320.000.000,00 90 330.000.000,00 90 340.000.000,00 e e
L o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0007 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari 350.000.000,00 350.000.000,00 385.000.000,00 39 5.000.000,00 407.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Aktivitas H id up Seh ari-H arikew enang an |H id up Seh ari-H arikew enang an 90 90 350.000.000,00 90 350.000.000,00 90 38 5.000.000,00 90 39 5.000.000,00 90 407.000.000,00 O'O N lDiNAlS' SC')SI'AL
Provinsi Provinsi
1.06.04.1.01.0009 - Akses ke Layanan 1.06.0.00.0.00.01.00
ey e 25.050.000,00 25.050.000,00 27.555.000,00 30.310.500,00 33.341.550,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan L
Akses ke Layanan Pend id ikan d an Akses ke Layanan Pend id ikan d an 90 90 25.050.000,00 90 25.050.000,00 90 27.555.000,00 90 30.310.500,00 90 33.341.550,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
.. | Keseh atan Dasar Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi L
Provinsi
1.06.04.1.01.0010 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 70.000.000,00 70.000.000,00 77.000.000,00 8 4.700.000,00 9 1.08 5.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan |Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a Pelayanan Penelusuran Keluarg a 90 90 70.000.000,00 90 70.000.000,00 90 77.000.000,00 90 84.700.000,00 90 91.08 5.000,00 e e
S S 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0011 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 70.000.000,00 70.000.000,00 77.000.000,00 8 4.700.000,00 90.08 5.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan |Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 90 90 70.000.000,00 90 70.000.000,00 90 77.000.000,00 90 84.700.000,00 90 90.08 5.000,00 L e amar
L . 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0017 - Fasilitasinm buatan 1.06.0.00.0.00.01.00
Dokum en Kep end ud ukan bag i 16.160.000,00 16.160.000,00 17.776.000,00 19 .553.600,00 21.508 .9 60,00
L 00 - DINAS SOSIAL
Penyand ang Disabilitas
Terp enuhinya Orang yang Mem butuh kan |[Jumlah Orang yang Terpenuhi
Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan bag| Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
iPenyand ang Disabilitas Kep end ud ukan bag iPenyand ang 90 90 16.160.000,00 90 16.160.000,00 90 17.776.000,00 90 19 .553.600,00 90 21.508 .9 60,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Disabilitas Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.01.0021 - Koord inasid an
SinkronisasiPelaksanaan Bid ang 1.06.0.00.0.00.01.00
Reh abilitasiSosialDasar Penyand ang 65.000.000,00 65.000.000,00 71.500.000,00 78 .650.000,00 8 3.275.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disabilitas Terlantar
Terlaksananya Koord inasid an Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
SinkronisasiPelaksanaan Bid ang d an FasilitasiReh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Reh abilitasiSosialDasar Penyand ang Dasar Penyand ang Disabilitas 1 1 65.000.000,00 1 65.000.000,00 1 71.500.000,00 L 78.650.000,00 1 83.275.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Disabilitas Terlantar Terlantar
1.06.04.1.02 - Reh abilitasiSosialDasar 1.06.0.00.0.00.01.00
AnakTerlAntar d id alam Panti 2.39 1.100.000,00 2.39 1.100.000,00 2.429 .434.000,00 2.558 .577.400,00 2.602.614.29 0,00 00 - DINAS SOSIAL
e Jum lah Anakyang Mend ap atkan
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar 1.06.0.00.0.00.01.00
AnakTerlantar I;?ﬁ?,?r?; Peng asuh an Kew enang an 50 50 125.000.000,00 50 125.000.000,00 50 128 .000.000,00 50 130.000.000,00 50 135.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an Pem binaan Reh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
L Y — 1 1 21.210.000,00 1 21.210.000,00 1 23.331.000,00 1 25.664.100,00 1 28 .230.510,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang Mend ap atkan Peng 1.06.0.00.0.00.01.00
asuh an Keluarg a Peng g anti Kew 50 50 7.070.000,00 50 7.070.000,00 50 7.777.000,00 50 8 .554.700,00 50 9 .410.170,00 e e

enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR TCOME PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / O?JTIngJJT ) J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAEISAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARGET PAGU TARGET PAGU TARG ET PAGU TARGET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 50 50 25.250.000,00 50 25.250.000,00 50 27.775.000,00 50 30.552.500,00 50 33.607.750,00  he amar
o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Hid up Seh ari-H ariKew enang an 50 50 122.210.000,00 50 122.210.000,00 50 125.000.000,00 50 130.000.000,00 50 132.500.000,00  he amar
o 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan 1.06.0.00.0.00.01.00
. " - 50 50 82.820.000,00 50 8 2.8 20.000,00 50 85.000.000,00 50 9 3.500.000,00 50 9 4.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Perm akanan sesuaid eng an 50 50 1.050.000.000,00 50 1.050.000.000,00 50 1.055.000.000,00 50 1.120.000.000,00 50 1.130.000.000,00 e e
P 00 - DINAS SOSIAL
Stand ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
vang Tersediadalam 1 Tahun 50 50 236.340.000,00 50 236.340.000,00 50 240.000.000,00 50 245.000.000,00 50 250.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Terakses 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram a LayakH uniKew enang an 50 50 150.000.000,00 50 150.000.000,00 50 155.000.000,00 50 160.000.000,00 50 162.000.000,00 he amar
L 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Orang yang Terp enuhi
Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep end ud ukan Bag iAnakTeriantar 50 50 6.060.000,00 50 6.060.000,00 50 6.666.000,00 50 7.332.600,00 50 8.065.8 60,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 50 50 35.350.000,00 50 35.350.000,00 50 38.885.000,00 50 42.773.500,00 50 44.300.000,00 e e
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Mental, Sp irituald an Sosial 50 50 79 .79 0.000,00 50 79 .79 0.000,00 50 8 2.000.000,00 50 9 0.200.000,00 50 9 5.000.000,00 e e
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Akses ke Layanan Pend id ikan d an 1.06.0.00.0.00.01.00
Keseh atan Dasar Kew enang an 50 50 450.000.000,00 50 450.000.000,00 50 455.000.000,00 50 475.000.000,00 50 48 0.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
1.06.0.00.0.00.01.00
1.06.04.1.02.0001 - Peng asuh an 125.000.000,00 125.000.000,00 128 .000.000,00 130.000.000,00 135.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Anakyang Mend ap atkan
Terlaksananya Peng asuh an Layanan Peng asuh an Kew enang an 50 50 125.000.000,00 50 125.000.000,00 50 128 .000.000,00 50 130.000.000,00 50 135.000.000,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
Kew enang an Provinsi Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0003 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sard ang 236.340.000,00 236.340.000,00 240.000.000,00 245.000.000,00 250.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. . Jumlah Orang yang Menerima
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an B -
. Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
I;ar.l;\:)r/;d alam 1 Tah un Kew enang an vang Tersediadalam 1 Tahun 50 50 236.340.000,00 50 236.340.000,00 50 240.000.000,00 50 245.000.000,00 50 250.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.02.0004 - Penyed iaan Asram a 1.06.0.00.0.00.01.00
yang Mud ah Diakses 150.000.000,00 150.000.000,00 155.000.000,00 160.000.000,00 162.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Terakses
Orang yang Terakses Asramalayak ooy a ek unikew enang an 50 50 150.000.000,00 50 150.000.000,00 50 155.000.000,00 50 160.000.000,00 50 162.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
H uniKew enang an Provinsi Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.04.1.02.0005 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perbekalan Keseh atan d id alam Panti 82.820.000,00 8 2.8 20.000,00 85.000.000,00 9 3.500.000,00 9 4.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
Kebutuh an Perbekalan Kesehatan d i | o™ €nuh an Kebutuh an Perbekalan 50 50 82.820,000,00 50 82.820,000,00 50 8 5.000.000,00 50 93.500.000,00 50 94.500.000,00 | +:06:0:00.0.00.01.00

d alam PantiKew enang an Provinsi

Keseh atan d id alam Panti
Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.04.1.02.0006 - Pem berian
L - ", 1.06.0.00.0.00.01.00
glomS iballng an Fisik, Mental, Sp irituald an 79 .79 0.000,00 79 .79 0.000,00 82.000.000,00 9 0.200.000,00 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Mental, Sp irituald an Sosial 50 50 79 .79 0.000,00 50 79 .79 0.000,00 50 82.000.000,00 50 9 0.200.000,00 50 9 5.000.000,00 e emal;
- - 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.02.0007 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari 122.210.000,00 122.210.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 132.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an |H id up Seh ari-H ariKew enang an 50 50 122.210.000,00 50 122.210.000,00 50 125.000.000,00 50 130.000.000,00 50 132.500.000,00 06 N lDiNA;S- SéSI;AL
Provinsi Provinsi
1.06.04.1.02.0009 - Akses ke Layanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pend id ikan d an Keseh atan Dasar 450.000.000,00 450.000.000,00 455.000.000,00 475.000.000,00 48 0.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan L
Akses ke Layanan Pend id ikan d an Akses ke Layanan Pend id ikan d an 50 50 450.000.000,00 50 450.000.000,00 50 455.000.000,00 50 475.000.000,00 50 480.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
Keseh atan Dasar Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Keseh atan Dasar -
Provinsi
1.06.04.1.02.0010 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 25.250.000,00 25.250.000,00 27.775.000,00 30.552.500,00 33.607.750,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan [Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a Pelayanan Penelusuran Keluarg a 50 50 25.250.000,00 50 25.250.000,00 50 27.775.000,00 50 30.552.500,00 50 33.607.750,00 e
o . 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.02.0011 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 35.350.000,00 35.350.000,00 38.885.000,00 42.773.500,00 44.300.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan |Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 50 50 35.350.000,00 50 35.350.000,00 50 38.885.000,00 50 42.773.500,00 50 44.300.000,00 e
L L 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.02.0015 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
=S o 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 1.055.000.000,00 1.120.000.000,00 1.130.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan p [ Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
er Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Perm akanan sesuaid eng an 50 50 1.050.000.000,00 50 1.050.000.000,00 50 1.055.000.000,00 50 1.120.000.000,00 50 1.130.000.000,00  h e amer
L . N 00 - DINAS SOSIAL
Minim alKew enang an Provinsi Stand ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
1.06.04.1.02.0017 - Koord inasi,
Sinkronisasid an Pem binaan 1.06.0.00.0.00.01.00
pelaksanaan Reh abilitasiSosialDasar 21.210.000,00 21.210.000,00 23.331.000,00 25.664.100,00 28 .230.510,00 00 - DINAS SOSIAL
AnakTerlantar d id alam Panti
Terlaksananya Koord inasid an Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
SinkronisasiPem binaan Pelaksanaan d an Pem binaan Reh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Reh abilitasiSosialDasar AnakTerlantar | Dasar AnakTerlantar d id alam Panti 1 1 21.210.000,00 1 21.210.000,00 1 23:381.000,00 1 25.664.100,00 1 28.230510,00 00 - DINAS SOSIAL
d id alam PantiKew enang an Provinsi
éﬁfﬁéln'?féoﬁ ; Zaslllalelsalz erz\::l?tan 6.060.000,00 6.060.000,00 6.666.000,00 7.332.600,00 8.065.8 60,00 AEEOCENILES
P ud ul gl -000.000, HAECALS Bsteasecl OUe T R 00 - DINAS SOSIAL
Terlantar
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan |Jumlah Orang yang Terp enuhi
Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Bag iAnakTerlantar Kew enang an Kep end ud ukan Bag iAnakTerlantar %0 50 6.060.000,00 %0 6.060.000,00 50 6.666.000,00 %0 7.332.600,00 %0 8 .065.860,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.02.0023 - Akses Layanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Femesh e lEer Al M AR g 7.070.000,00 7.070.000,00 7.777.000,00 8 .554.700,00 9 .410.170,00 00 - DINAS SOSIAL
Tersed ianya Akses Layanan Jum lah Orang Mend ap atkan Peng 1.06.0.00.0.00.01.00
Peng asuh an kep ad a Keluarg a Peng g anti [ asuh an Keluarg a Peng g anti Kew 50 50 7.070.000,00 50 7.070.000,00 50 7.777.000,00 50 8.554.700,00 50 9 .410.170,00 e emal;

Kew enang an Provinsi

enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL

1.06.04.1.03 - Reh abilitasiSosialDasar
LanjutUsia Terlantar d id alam Panti

3.160.459 .000,00

3.160.459 .000,00

3.299.004.9 00,00

3.413.952.79 9,00

3.551.570.569 ,00

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
I Pem enuh an Kebutuh an
VCHERETENE REDEMESSEERIBEERY || o ehoinn comei @ ap 73 100 2.100.000.000,00 100 2.100.000.000,00 100 2.150.000.000,00 100 2.204.447.409 00 100 2.270.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
LanjutUsiaTerlantar R 00 - DINAS SOSIAL
Stand ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an FasilitasiReh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Dasar LanjutUsia Terlantar 1 1 21.630.000,00 1 21.630.000,00 1 23.79 3.000,00 1 26.172.300,00 1 27.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Akses ke Layanan Keseh atan 73 100 21.630.000,00 100 21.630.000,00 100 23.79 3.000,00 100 26.172.300,00 100 27.8 00.000,00 h e amar
. 00 - DINAS SOSIAL
Dasar Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
AlatBantu d an AlatBantu Perag a 1.06.0.00.0.00.01.00
SesuaiKebutuh an Kew enang an 73 100 49 .440.000,00 100 49 .440.000,00 100 54.38 4.000,00 100 59 .8 22.400,00 100 65.8 04.640,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Mental, Sp irituald an Sosial 73 100 19 0.000.000,00 100 19 0.000.000,00 100 209 .000.000,00 100 212.000.000,00 100 233.200.000,00 he amar
o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
H id up Seh ari-H ariKew enang an 73 100 9 0.000.000,00 100 9 0.000.000,00 100 99.000.000,00 100 108 .9 00.000,00 100 110.000.000,00 he amar
o 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Pem ulasaraan 1.06.0.00.0.00.01.00
Kew enang an Provinsi 73 100 30.9 00.000,00 100 30.9 00.000,00 100 33.990.000,00 100 37.389.000,00 100 39 .500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Terp enuhi
Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep end ud ukan bag iLanjutUsia 73 100 5.459 .000,00 100 5.459 .000,00 100 6.004.9 00,00 100 6.605.39 0,00 100 7.265.9 29 ,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlantar Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Terakses 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram a LayakH uniKew enang an 73 100 150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 170.000.000,00 100 178 .000.000,00 L he amer
. 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jum lah Orang yang Menerima
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
vang Tersediadalam 1 Tahun 73 100 275.000.000,00 100 275.000.000,00 100 28 5.000.000,00 100 300.000.000,00 100 310.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan 1.06.0.00.0.00.01.00
Yot et 6 ) T e 73 100 150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 170.000.000,00 100 18 7.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 73 100 38 .200.000,00 100 38 .200.000,00 100 42.020.000,00 100 46.222.000,00 100 47.500.000,00 e amal
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 73 100 38 .200.000,00 100 38 .200.000,00 100 42.020.000,00 100 46.222.000,00 100 48 .000.000,00 e amal
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.03.0001 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
ey — 2.100.000.000,00 2.100.000.000,00 2.150.000.000,00 2.204.447.409 ,00 2.270.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan p [ Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
er Orang Sesuaid eng an Stand ar G iz i Perm akanan sesuaid eng an 73 100 2.100.000.000,00 100 2.100.000.000,00 100 2.150.000.000,00 100 2.204.447.409 ,00 100 2.270.000.000,00 L e e
L . PN 00 - DINAS SOSIAL
Minim alKew enang an Provinsi Stand ar G iz iMinim alkew enang an
Provinsi
1.06.04.1.03.0002 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sard ang 275.000.000,00 275.000.000,00 28 5.000.000,00 300.000.000,00 310.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
] ) Jumlah Orang yang Menerima
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an ] ]
Lainnyad alam 1 Tahun Kewenangan |- 2kaian d an Keleng kap an Lainnya 73 100 275.000.000,00 100 275.000.000,00 100 28 5.000.000,00 100 300.000.000,00 100 310.000.000,00 | 106:0-00.0.00.01.00

Provinsi

yang Tersediadalam 1 Tahun
Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.04.1.03.0003 - Penyed iaan Asram a 1.06.0.00.0.00.01.00
yang Mud ah Diakses 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 178 .000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Orang yang Terakses
Orang yang Terakses Asramalayak [\ oo [ avakid unikew enang an 73 100 150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 170.000.000,00 100 178 .000.000,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
H uniKew enang an Provinsi Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0004 - Penyed iaan Alat 1.06.0.00.0.00.01.00
Bantu 49 .440.000,00 49 .440.000,00 54.38 4.000,00 59 .8 22.400,00 65.8 04.640,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
AlatBantu d an AlatBantu Perag a Sesuai | A/atBantu d an AlatBantu Perag a 73 100 49 .440.000,00 100 49 .440.000,00 100 54.38 4.000,00 100 59..8 22.400,00 100 65.8 04.640,00 | 106:0:00.0.00.01.00
pa SesuaiKebutuh an Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Kebutuh an Kew enang an Provinsi R
Provinsi
1.06.04.1.03.0005 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perbekalan Keseh atan d id alam Panti 150.000.000,00 150.000.000,00 165.000.000,00 170.000.000,00 18 7.000.000,00  he omar
. 00 - DINAS SOSIAL
Sosial
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
kebutuh an Perbekalan Keseh atan d i Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan 73 100 150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 170.000.000,00 100 187.000.000,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00
B - Keseh atan d id alam Panti 00 - DINAS SOSIAL
d alam PantiKew enang an Provinsi -
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.03.0006 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Fisik, Mental, Sp rituald an 19 0.000.000,00 19 0.000.000,00 209 .000.000,00 212.000.000,00 233.200.000,00 | Ul
. 00 - DINAS SOSIAL
Sosial
. . Jum lah Peserta Bim bing an Fisik,
Terlaksananya Pem berian Bimbing an {0101 o rituald an Sosial 73 100 190.000.00000 | 100 190.000.00000 | 100 209.000.000,00 | 100 212.000.000,00 | 100 233.200.000,00 | +06-0:00.0.00.01.00
Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.03.0007 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari 9 0.000.000,00 9 0.000.000,00 99.000.000,00 108 .9 00.000,00 110.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Aktivitas H id up Seh ari-H arikew enang an |H id up Seh ari-H arikew enang an 73 100 9 0.000.000,00 100 9 0.000.000,00 100 99.000.000,00 100 108 .9 00.000,00 100 110.000.000,00 06 N lDiNA;SA S(SSI;AL
Provinsi Provinsi
1.06.04.1.03.0010 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a 38 .200.000,00 38 .200.000,00 42.020.000,00 46.222.000,00 48 .000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan [Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan Penelusuran Keluarg a Pelayanan Penelusuran Keluarg a 73 100 38.200.000,00 100 38.200.000,00 100 42.020.000,00 100 46.222.000,00 100 48 .000.000,00 L
S o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.03.0011 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 38 .200.000,00 38 .200.000,00 42.020.000,00 46.222.000,00 47.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan [Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 73 100 38 .200.000,00 100 38 .200.000,00 100 42.020.000,00 100 46.222.000,00 100 47.500.000,00 e h e et
L . 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.0.00.0.00.01.00
1.06.04.1.03.0012 - Pem ulasaraan 30.9 00.000,00 30.9 00.000,00 33.9 90.000,00 37.38 9.000,00 39 .500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem ulasaraan Jumlah Pem ulasaraan 73 100 3090000000 | 100 3090000000 | 100 3399000000 | 100 37.389.00000 | 100 39 500.000,00 | 106:0:00.0.00.01.00
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
1.06.04.1.03.0015 - Fasilitasinm bgatan 1.06.0.00.0.00.01.00
Dokum en Kep end ud ukan bag iLanjut 5.459 .000,00 5.459 .000,00 6.004.9 00,00 6.605.39 0,00 7.265.9 29 ,00
i 00 - DINAS SOSIAL
Usia Terlantar
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan |Jumlah Orang yang Terp enuhi
Pem buatan Dokum en Kep end ud ukan Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
bag iLanjutUsia Terlantar Kew enang an | Kep end ud ukan bag iLanjutUsia & 100 5:459.000,00 100 545900000 100 6.004.9.00,00 100 6.605.39.0,00 100 7:265929,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Terlantar Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.03.0016 - Akses ke Layanan 1.06.0.00.0.00.01.00
I Ay 21.630.000,00 21.630.000,00 23.79 3.000,00 26.172.300,00 27.8 00.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan |Jumlah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Akses ke Layanan Keseh atan Dasar Akses ke Layanan Keseh atan 73 100 21.630.000,00 100 21.630.000,00 100 23.79 3.000,00 100 26.172.300,00 100 27.8 00.000,00 e omal

Kew enang an Provinsi

Dasar Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.04.1.03.0017 - Koord inasi,
Sinkronisasid an Pem binaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelaksanaan Reh abilitasiSosialLanjut 21.630.000,00 21.630.000,00 23.79 3.000,00 26.172.300,00 27.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Usia Terlantar d id alam Panti
;Zr:a::?nnsir:]g:](gzrlggaa:;;lnkronlsa5| Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
Reh abilitasiSosialDasar LanjutUsia | & 2" FasilitasiReh abilitasiSosial 1 1 21.630.000,00 1 21.630.000,00 1 23.79 3.000,00 1 26.172.300,00 1 27.500.000,00 | 1:06:0-00.0.00.01.00
N N Dasar LanjutUsia Terlantar 00 - DINAS SOSIAL
Terlantar d id alam Pantikew enang an -
. Kew enang an Provinsi
Provinsi
1.06.04.1.04 - Reh abilitasiSosialDasar 1.06.0.00.0.00.01.00
G eland ang an d an Peng emis d id alam 673.332.725,00 621.562.451,00 661.609 .722,00 712.470.69 3,00 742.657.763,00 h e amar
Panti 00 - DINAS SOSIAL
e Jum lah Peserta Bim bing an Fisik,
VEHEREEE REDEESSREEOREEY || oo G el e Seskt 30 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 60 78 .000.000,00 60 85.800.000,00 60 90.000.00000 | +:06:0:00.0.00.01.00
G eland ang an d an Peng emis o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an Pem binaan Reh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Dasar G sland ang and an Peng emis 1 1 30.533.702,00 1 25.000.000,00 1 27.500.000,00 1 30.250.000,00 1 33.275.000,00 00 - DINAS SOSIAL
d id alam Panti
Jumlah G elandangandan
Peng emis/Keluarg a yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Dip ulang kan ke Dagrah asal 30 60 50.000.000,00 60 30.000.000,00 60 33.000.000,00 60 36.300.000,00 60 37.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Diberikan 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Keteram p ilan Dasar 30 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 60 8 0.000.000,00 60 8 8.000.000,00 60 9 0.000.000,00 e e
- 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Akses ke Layanan Pend id ikan d an 1.06.0.00.0.00.01.00
Keseh atan Dasar Kew enang an 30 60 6.106.740,00 60 6.106.740,00 60 6.717.414,00 60 7.389.155,00 60 8.128.071,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
4 uniikasticeluarg 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan p
em enuh an kebutuh an Perbekalan 1.06.0.00.0.00.01.00
T T 30 60 35.174.8 25,00 60 35.174.8 25,00 60 38.69 2.308 ,00 60 42.561.538 ,00 60 46.8 17.69 2,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Perm akanan Sesuaid eng an Stand 30 60 175.000.000,00 60 175.000.000,00 60 18 3.000.000,00 60 19 0.000.000,00 60 19 5.000.000,00 e r e et
L 00 - DINAS SOSIAL
ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
yang Tersediadalam 1 Tahun 30 60 73280.886,00 60 73.280.886,00 60 75.000.000,00 60 8 2.500.000,00 60 89.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Terakses 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram a/W ism a LayakH uni 30 60 125.000.000,00 60 100.000.000,00 60 110.000.000,00 60 117.000.000,00 60 117.000.000,00 e e
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Terp enuhi
Kebutuh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep end ud ukan Bag iG eland ang an 30 60 3.236.572,00 60 2.000.000,00 60 2.200.000,00 60 2.420.000,00 100 2.662.000,00 L e e
X 00 - DINAS SOSIAL
d an Peng em is Kew enang an
Provinsi
Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
H id up Seh ari-H ariKew enang an 30 60 25.000.000,00 60 25.000.000,00 60 27.500.000,00 60 30.250.000,00 60 33.275.000,00 e et

Provinsi

00 - DINAS SOSIAL

1.06.04.1.04.0001 - Penyed iaan
Perm akanan

175.000.000,00

175.000.000,00

18 3.000.000,00

19 0.000.000,00

19 5.000.000,00

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan | Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Per Orang Sesuaid eng an Stand ar Gizi | Perm akanan Sesuaid eng an Stand 30 60 175.000.000,00 60 175.000.000,00 60 18 3.000.000,00 60 19 0.000.000,00 60 19 5.000.000,00 L e e
- . P 00 - DINAS SOSIAL
Minim alKew enang an Provinsi ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
1.06.04.1.04.0002 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sand arg 73.280.8 86,00 73.280.886,00 75.000.000,00 8 2.500.000,00 89.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. . Jumlah Orang yang Menerima
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an B -
. Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
I';Br.lg\:);]as:i alam 1 Tah un Kew enang an yang Tersediadalam 1 Tahun 30 60 73.280.886,00 60 73.280.886,00 60 75.000.000,00 60 8 2.500.000,00 60 89.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0003 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram aW ism a yang Mud ah Diakses 125.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 117.000.000,00 117.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Terakses
Orang yang Terakses Asrama/Wisma | ) ooy ism a LayakH uni 30 60 125.000.000,00 60 100.000.000,00 60 110.000.000,00 60 117.000.000,00 60 117.000.000,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
LayakH uniKew enang an Provinsi b 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0004 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Perbekalan Keseh atan d id alam Panti 35.174.8 25,00 35.174.8 25,00 38.692.308 ,00 42.561.538 ,00 46.8 17.69 2,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Orang yang Mend ap atkan p
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
Kebutuh an Perbekalan Keseh atand i | o €nun an kebutuh an Perbekalan 30 60 35.174.8 25,00 60 35.174.8 25,00 60 38.692.308,00 60 42,561,538 ,00 60 4681769200 | +:06:0.00.0.00.01.00
) o Keseh atan d id alam Panti 00 - DINAS SOSIAL
d alam PantiKew enang an Provinsi L
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0005 - Pem berian
Lo . N 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim plng an Fisik, Mental, Sp rituald an 75.000.000,00 75.000.000,00 78 .000.000,00 8 5.8 00.000,00 9 0.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Sosial
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Mental, Sp irituald an Sosial 30 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 60 78 .000.000,00 60 85.800.000,00 60 9 0.000.000,00 e e
L oo 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0006 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari 25.000.000,00 25.000.000,00 27.500.000,00 30.250.000,00 33.275.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an | H id up Seh ari-H ariKew enang an 30 60 25.000.000,00 60 25.000.000,00 60 27.500.000,00 60 30.250.000,00 60 33.275.000,00 06 N .DiNA.é SéSIAL
Provinsi Provinsi
1.06.04.1.04.0007 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Keteram p ilan Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 80.000.000,00 88.000.000,00 9 0.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jumlah Orang yang Diberikan 1.06.0.00.0.00.01.00
Keteram p ilan Dasar Kew enang an Bim bing an Keteram p ilan Dasar 30 60 75.000.000,00 60 75.000.000,00 60 8 0.000.000,00 60 88.000.000,00 60 9 0.000.000,00 L e amar
o g 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0009 - Akses Kelayanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pend id ikan d an Keseh atan Dasar 6.106.740,00 6.106.740,00 6.717.414,00 7.389.155,00 8.128.071,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan S
Akses ke Layanan Pend id ikan d an Akses ke Layanan Pend id ikan d an <\ 60 6.106.74000 | 60 6.106.740,00 60 6.717.414,00 | 60 7.389.15500 | 60 8.128 071,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
.. |Keseh atan Dasar Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi L
Provinsi
1.06.04.1.04.0010 - Pem ulang an ke 1.06.0.00.0.00.01.00
Daerah Asal 50.000.000,00 30.000.000,00 33.000.000,00 36.300.000,00 37.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah G elandangandan
Terlaksananya Pem ulang an -
G eland ang an d an Peng em is/Keluarg a ke | £ €M is/keluarg ayang 30 60 50.000.000,00 60 30.000.000,00 60 33.000.000,00 60 36.300.000,00 60 37.500.000,00 | 06:0:000.00.01.00
- Dip ulang kan ke Daerah asal 00 - DINAS SOSIAL
Daerah AsalKew enang an Provinsi o
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.04.0011 - Koord inasi,
Sinkronisasid an Pem plngan ) 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelaksanaan Reh abilitasiSosialDasar 30.533.702,00 25.000.000,00 27.500.000,00 30.250.000,00 33.275.000,00
i i 00 - DINAS SOSIAL
G eland ang an d an Peng em is Terlantar d i
d alam Panti
Terlaksananya Koord inasi, Sinkronisasi | Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an Pem binaan Pelaksanaan d an Pem binaan Reh abilitasiSosial 1 1 30.533.702,00 1 25.000.000,00 1 27.500.000,00 1 30.250.000,00 1 33.275.000,00 1.06.0.00.0.00.01.00

Reh abilitasiSosialDasar G eland ang an
dan Peng emis did alam Panti

Dasar G eland ang an d an Peng emis
did alam Panti

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.04.1.04.0013 - FasilitasiPem buatan
Dokum en Kep end ud ukan Bag i 3.236.572,00 2.000.000,00 2.200.000,00 2.420.000,00 2.662.000,00 | 1:06:0.000.00.01.00
X 00 - DINAS SOSIAL
G eland ang an d an Peng emis
. Jumlah Orang yang Terp enuhi
-Ir\;s:]pbir:tujz I;;,r? Fc’)éi]n%u):;;g Dokum en Kebuituh an Pem buatan Dokum en 1.06.0.00.0.00.01.00
Kep end ud ukan Bag G eland ang an d an Kep end ud uk?.n BagiG eland ang an 30 60 3.236.572,00 60 2.000.000,00 60 2.200.000,00 60 2.420.000,00 100 2.662.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. d an Peng em is Kew enang an
Peng emis Kew enang an -
Provinsi
1.06.04.1.04.0015 - Pem berian . _ _ _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orgpg yang Mend ap atkan | Jum lah Orang yang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan ReunifikasiKeluarg a Pelayanan ReunifikasiKeluarg a - - - - -
L L 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05 - Reh abilitasiSosialbag i
Penyand ang Masalah Kesejah teraan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sosial(PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS 1.326.663.59 0,00 1.270.025.574,00 1.375.238 .9 61,00 1.461.060.8 42,00 1.517.8 41.9 26,00 00 - DINAS SOSIAL
dan NAPZ Ad id alam Panti
Tre =yt Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas
Terlaksananya Reh abilitasiSosialDasar . X . 1.06.0.00.0.00.01.00
PMKS lainnya I;rlgvlljgssleh ari-H ariKew enang an 100 100 75.000.000,00 100 75.000.000,00 100 8 2.500.000,00 100 9 0.750.000,00 100 9 2.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Mental, Sp irituald an Sosial 100 100 268.104.838,00 100 240.262.8 8 2,00 100 252.500.000,00 100 265.750.000,00 100 275.000.000,00 e e
. 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an Pem binaan Reh abilitasiSosial
Dasar Penyand ang Masalah Kesejah 1.06.0.00.0.00.01.00
teraan Sosial(PMKS) Lainnya d 3 3 47.48 4.641,00 3 45.250.000,00 3 49 .775.000,00 3 54.752.500,00 3 60.227.750,00 00 - DINAS SOSIAL
iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A
Jumlah Orang yang Diberikan 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Keteram p ilan Dasar 100 100 75.000.000,00 100 75.000.000,00 100 8 2.500.000,00 100 9 0.750.000,00 100 9 4.000.000,00 e e
insi 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mem butuh kan
Pem buatan Dokum en
Kep end ud ukan Bag iPenyand ang 1.06.0.00.0.00.01.00
Masalah Kesejah teraan Sosial 100 100 5.353.000,00 100 5.353.000,00 100 5.8 88.300,00 100 6.477.130,00 100 7.124.8 43,00 00 - DINAS SOSIAL
(PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Akses ke Layanan Pend id ikan d an 1.06.0.00.0.00.01.00
Keseh atan Dasar Kew enang an 100 100 10.100.000,00 100 10.100.000,00 100 11.110.000,00 100 12.221.000,00 100 13.443.100,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an Perbekalan 1.06.0.00.0.00.01.00
Yot et 6 ) T e 100 100 6.9 46.368 ,00 100 6.9 46.368 ,00 100 7.641.005,00 100 8 .405.105,00 100 9 .245.616,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Perm akanan Sesuaid eng an Stand 4000 4000 334.069 .9 30,00 4000 314.069 .9 30,00 4000 332.476.9 23,00 4000 345.000.000,00 4000 350.000.000,00 e e
P 00 - DINAS SOSIAL
ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
Jumlah Orang yang Menerima
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
vang Tersediadalam 1 Tahun 100 100 133.103.39 4,00 100 133.103.39 4,00 100 146.413.733,00 100 155.055.107,00 100 164.060.617,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Terakses 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram a/W ism a LayakH uni 100 100 19 4.9 40.000,00 100 19 4.9 40.000,00 100 214.434.000,00 100 228 .500.000,00 100 235.000.000,00 e amal

Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jum lah Penyand ang Masalah
Kesejah teraan Sosial(PMKS)
Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an 1.06.0.00.0.00.01.00
NAPZ Ayang Mend ap atkan 0 100 100 20.000.000,00 100 25.000.000,00 100 30.000.000,00 100 35.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Pelayanan Penelusuran Keluarg a
Kew enang an Provinsi
Jum lah Penyand ang Masalah
Kesejah teraan Sosial(PMKS) 1.06.0.00.0.00.01.00
Lainnya d iLuar H IV/AIDS 100 100 176.561.419 ,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 173.400.000,00 100 18 2.240.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsiyang
Dip ulang kan ke Daerah Asal
1.06.04.1.05.0001 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sy i 334.069 .9 30,00 314.069 .9 30,00 332.476.9 23,00 345.000.000,00 350.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Kebutuh an Perm akanan Pem enuh an Kebutuh an 1.06.0.00.0.00.01.00
Per Orang Sesuaid eng an Stand ar Gizi | Perm akanan Sesuaid eng an Stand 4000 4000 334.069 .9 30,00 4000 314.069 .9 30,00 4000 332.476.9 23,00 4000 345.000.000,00 4000 350.000.000,00 e amal
- - L 00 - DINAS SOSIAL
Minim alKew enang an Provinsi ar G iz iMinim alKew enang an
Provinsi
1.06.04.1.05.0002 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
S ang 133.103.39 4,00 133.103.39 4,00 146.413.733,00 155.055.107,00 164.060.617,00 00 - DINAS SOSIAL
. . Jumlah Orang yang Menerima
Tersed ianya Pakaian d an Keleng kap an N .
. Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
I';'srll;\:)rli‘ld alam 1 Tah un Kew enang an yang Tersed iad alam 1 Tahun 100 100 133.103.39 4,00 100 133.103.39 4,00 100 146.413.733,00 100 155.055.107,00 100 164.060.617,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0003 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Asram aW ism a yang Mud ah Diakses 19 4.9 40.000,00 19 4.9 40.000,00 214.434.000,00 228 .500.000,00 235.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Terakses
Orang yang Terakses Asama/Visma (oo ny ism a LayakH uni 100 100 19 4.9 40.000,00 100 19 4.9 40.000,00 100 214.434.000,00 100 228 500.000,00 100 235.000.000,00 | 106:0:00.0.00.01.00
LayakH uniKew enang an Provinsi o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0004 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pt [esslh e 6l albun Fen 6.9 46.368 ,00 6.9 46.368 ,00 7.641.005,00 8 .405.105,00 9 .245.616,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan gum lah Sraniysn tg hMenc'i)apbatlfaln 1.06.0.00.0.00.01.00
Kebutuh an Perbekalan Keseh atan d i em enuh an Bebutuh an Ferbekalan 100 100 6946368,00 | 100 694636800 | 100 7.641.00500 | 100 8.405.10500 | 100 9 24561600 | 00
. S Keseh atan d id alam Panti 00 - DINAS SOSIAL
d alam PantiKew enang an Provinsi L
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0005 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Fisik, Mental, Sp rituald an 268.104.838 ,00 240.262.8 82,00 252.500.000,00 265.750.000,00 275.000.000,00 e cmal;
Sosial 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Fisik, 1.06.0.00.0.00.01.00
Fisik, Mental, Sp irituald an Sosial Mental, Sp irituald an Sosial 100 100 268.104.838 ,00 100 240.262.8 82,00 100 252.500.000,00 100 265.750.000,00 100 275.000.000,00 e emal
L o 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0006 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Aktivitas H id up Seh ari-H ari 75.000.000,00 75.000.000,00 8 2.500.000,00 9 0.750.000,00 9 2.500.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jum lah Peserta Bim bing an Aktivitas 1.06.0.00.0.00.01.00
Aktivitas H id up Seh ari-H ariKew enang an [H id up Seh ari-H arikew enang an 100 100 75.000.000,00 100 75.000.000,00 100 8 2.500.000,00 100 9 0.750.000,00 100 9 2.500.000,00 06 . .DiN A.S- S O SfAL
Provinsi Provinsi
1.06.04.1.05.0007 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Bim bing an Keteram p ilan Dasar 75.000.000,00 75.000.000,00 8 2.500.000,00 9 0.750.000,00 9 4.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Pem berian Bim bing an Jumlah Orang yang Diberikan 1.06.0.00.0.00.01.00
Keteram p ilan Dasar Kew enang an Bim bing an Keteram p ilan Dasar 100 100 75.000.000,00 100 75.000.000,00 100 8 2.500.000,00 100 9 0.750.000,00 100 9 4.000.000,00 06 . lDiN AlS' S O SIAL
Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0009 - Akses Kelayanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Pend id ikan d an Keseh atan Dasar 10.100.000,00 10.100.000,00 11.110.000,00 12.221.000,00 13.443.100,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan L
Akses ke Layanan Pend id ikan d an Akses ke Layanan Pend id ikan d an 100 100 10.100.000,00 100 10.100.000,00 100 11.110.000,00 100 12.221.000,00 100 13.443.100,00 | +06:0.00.0.00.01.00

Keseh atan Dasar Kew enang an Provinsi

Keseh atan Dasar Kew enang an
Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
OUTCOME /KEG IATAN / INDIKATOCEE_SGJJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2030 PEDR:EIRGAEAT KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) ©8) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.04.1.05.0010 - Pem ulang an ke 1.06.0.00.0.00.01.00
Daerah Asal 176.561.419 ,00 150.000.000,00 165.000.000,00 173.400.000,00 18 2.240.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Penyand ang Masalah
Terlaksananya Pem ulang an Penyand ang
Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) | Kesejah teraan Sosial(PMKS) 1.06.0.00.0.00.01.00
Lainnya d iLuar H IV/AIDS ke Daerah Lainnya d iLuar H IV/AIDS 100 100 176.561.419 ,00 100 150.000.000,00 100 165.000.000,00 100 173.400.000,00 100 18 2.240.000,00 00 - DINAS SOSIAL
AsalKew enang an Provinsi Kew enang an Provinsiyang
Dip ulang kan ke Daerah Asal
1.06.04.1.05.0011 - Koord inasi,
Sinkronisasid an Pem binaan
Pelaksanaan Bid ang Reh abilitasiSosial 1.06.0.00.0.00.01.00
bag iPenyand ang Masalah 47.48 4.641,00 45.250.000,00 49 .775.000,00 54.752.500,00 60.227.750,00 00 - DINAS SOSIAL
Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d i
Luar H IV/AIDS d an NAPZ A
Terlaksananya Koord inasiSinkronisasi Jumlah Do}(um enH asn!(.oorq Inas
d an Pem binaan Pelaksanaan Bid ang d an Pem binaan Reh abilitasiSosial
Reh abilitasiSosialbag iPenyand ang Dasar Penyand ang Masalah Kesejah 3 3 47.48 4.641,00 3 45.250.000,00 3 49 .775.000,00 3 54.752.500,00 3 60.227.750,00 | 1:06:0-00.0.00.01.00
N . teraan Sosial(PMKS) Lainnya d 00 - DINAS SOSIAL
Masalah Kesejah teraan Sosial(PMKS) iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A
Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an NAPZ A
1.06.04.1.05.0013 - FasilitasiPem buatan
Dokum en Kep end ud ukan Bag i 1.06.0.00.0.00.01.00
Reenslen Messh [CsSaniemey 5.353.000,00 5.353.000,00 5.888.300,00 6.477.130,00 7.124.8 43,00 00 - DINAS SOSIAL
Sosial(PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS
Terp enuh inya Orang yang Mem butuh kan Jdumlah Orang yang Mem butuh kan
Pem buatan Dokum en
Pem buatan Dokum en Kep endud ukan | g uq ukan Bag iPenyand an 1.06.0.00.0.00.01.00
Bag iPenyand ang Masalah P . 9 Ve R 9 100 100 5.353.000,00 100 5.353.000,00 100 5.888.300,00 100 6.477.130,00 100 7.124.8 43,00 e e
. . . . |Masalah Kesejah teraan Sosial 00 - DINAS SOSIAL
Kesejah teraan Sosial(PMKS)Lainnya d i X .
e (PMKS)Lainnya d iLuar H IV/AIDS
Luar H IV/AIDS Kew enang an Provinsi oo
Kew enang an Provinsi
1.06.04.1.05.0014 - Pem berian 1.06.0.00.0.00.01.00
Pelayanan| Penelusuran|Keluarg a - 20.000.000,00 25.000.000,00 30.000.000,00 35.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jumlah Penyand ang Masalah
. Kesejah teraan Sosial(PMKS)
Terp enuh inya orang yang Mend ap atkan ; -
Pelayanan Penelusuran Keluarg a Lainnya d iLuar H IV/AIDS d an 0 100 | 100 20.000.00000 | 100 25.000.00000 | 100 30.000.00000 | 100 35.000.000,00 | +06:0:00.0.00.01.00
L NAPZ Ayang Mend ap atkan 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Pelayanan Penelusuran Keluarg a
Kew enang an Provinsi
1.06.05 - PROG RAM PERLINDUNG AN
DAN JAMINAN SOSIAL 69 0.250.000,00 68 4.162.9 8 5,00 715.217.8 14,00 747.207.104,00 770.451.027,00
Mening katnya p erlind ung an d an jaminan | Persentase Penerim a Manfaatyang 1.06.0.00.0.00.01.00
sosial e 0 0 69 0.250.000,00 0 684.162.98 5,00 0 715.217.8 14,00 0 747.207.104,00 0 770.451.027,00 00 - DINAS SOSIAL
Pening katan Ind eks Kebutuh an 0 0 0 0 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
Dasar 00 - DINAS SOSIAL
Persentase Keluarg a Miskin d an
Rentan Penerim a Perlind ung an o o o o 0 0 1.06.0.00.0.00.01.00
Sosialyang terg rad uasid ari kem 00 - DINAS SOSIAL
iskinan
Persentase Daerah yang
m elaksanakan p eng elolaan d an 0 0 0 0 0 0 éoo?glaigosooosll,gl(_)
p end ataan d ata Fakir Miskin
1.06.05.1.01 - Peng ang katan Anakantar 1.06.0.00.0.00.01.00
W Nid an Peng ang katan Anakoleh Orang 9 0.250.000,00 124.162.9 8 5,00 90.217.8 14,00 62.207.104,00 25.451.027,00 e amal
00 - DINAS SOSIAL
TuaTung g al
Jum lah Anakyang Mend ap atkan
Ad op siAnak g ME/ASH(CEE) U=/ e 20 20 45.250.000,00 20 64.162.9 85,00 20 45.217.8 14,00 20 32.207.104,00 20 15.451.027,00 | 1:06:0:00.0.00.01.00

SesuaiKetentuan yang Berlaku
Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
OUTCOME /KEG IATAN / INDIKAB%‘?_SGJJCOME J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 PEDR:EIRGAEAT KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) ©8) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jum lah Anakyang Mend ap atkan
Orang Tua Tung g alsesuai 1.06.0.00.0.00.01.00
Y ) B 10 10 45.000.000,00 10 60.000.000,00 10 45.000.000,00 10 30.000.000,00 10 10.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.05.1.01.0001 - Peng ang katan Anak 1.06.0.00.0.00.01.00
antar W NI 45.250.000,00 64.162.9 8 5,00 45.217.8 14,00 32.207.104,00 15.451.027,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Peng ang katan Anakoleh [Jumlah Anakyang Mend ap atkan
Orang Tua Asuh /Oang Tua Ang kat Orang Tua Asuh /Orang Tua Ang kat 1.06.0.00.0.00.01.00
SesuaiKetentuan yang Berlaku SesuaiKetentuan yang Berlaku 2 2 45.250.000,00 2 6416298500 2 45.217.8 14,00 2 82.207.104,00 2 15.451.027,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.05.1.01.0002 - Peng ang katan Anak 1.06.0.00.0.00.01.00
oleh Orang TuaTung gal 45.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 30.000.000,00 10.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya Peng ang katan Anakoleh ‘('J:;Jrr:nlah_rﬁga_rkﬁng Z:ZZZL?; atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Orang Tua Tung g alSesuaiKetentuan 9 99 10 10 45.000.000,00 10 60.000.000,00 10 45.000.000,00 10 30.000.000,00 10 10.000.000,00 e e
o Ketentuan yang Berlaku 00 - DINAS SOSIAL
yang Berlaku Kew enang an Provinsi L
Kew enang an Provinsi
1.06.05.1.02 - Peng elolaan Data Fakir 1.06.0.00.0.00.01.00
Miskin Cakup an Daerah Provinsi 600.000.000,00 560.000.000,00 625.000.000,00 68 5.000.000,00 745.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Pekerja Rentan Miskin yang
s Mend ap atkan Bantuan Jam inan 1.06.0.00.0.00.01.00
Data Fakir Miskin SosialKetenag akerjaan 0 0 - 20 100.000.000,00 20 120.000.000,00 20 130.000.000,00 20 140.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
LI PETEEHIATE PIEETT 1.06.0.00.0.00.01.00
bantuan sosialyang mend ap atkan 0 0 - 50 9 5.000.000,00 50 100.000.000,00 50 110.000.000,00 50 120.000.000,00
. 00 - DINAS SOSIAL
p eng em bang an p otensi
Jum lah Penerim a Manfaat(PM)
yang Mend ap atkan Bantuan Sosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan Keluarg a 0 100 152.8 68 .448 ,00 100 8 0.000.000,00 100 8 5.000.000,00 100 9 0.000.000,00 100 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
Jum lah Dokum en H asilKoord inasi
d an SinkronisasiProg ram Bantuan 0 0 - 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00 ReCiO00 D000
i i 00 - DINAS SOSIAL
SosialNon Tunai
Jum lah Kabup aten/Kota yang Aktif 1.06.0.00.0.00.01.00
Melaksanakan Pem utakh iran Data 1 1 148 .9 04.240,00 1 8 0.000.000,00 1 85.000.000,00 1 9 0.000.000,00 1 9 5.000.000,00 e aman
PR 00 - DINAS SOSIAL
Fakir Miskin
Jum lah keluarg a fakir miskin yang
mem p eroleh bantuan stim ulan ) 1.06.0.00.0.00.01.00
e et o 0 0 20 50.000.000,00 20 65.000.000,00 20 8 0.000.000,00 20 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
lintas d aerah kabup aten/kota
Jum lah Orang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Bantuan Peng em bang an Ekonom i 0 50 298.227.312,00 50 55.000.000,00 50 60.000.000,00 50 65.000.000,00 50 70.000.000,00 e amal;
insi 00 - DINAS SOSIAL
MasyarakatKew enang an Provinsi
1.06.05.1.02.0003 - FasilitasiBantuan 1.06.0.00.0.00.01.00
Peng|em|bana|an EKonom iMasyarakat 298.227.312,00 55.000.000,00 60.000.000,00 65.000.000,00 70.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan |Jumlah Orang Mend ap atkan 1.06.0.00.0.00.01.00
Bantuan Peng em bang an Ekonom i Bantuan Peng em bang an Ekonom i 0 50 298.227.312,00 50 55.000.000,00 50 60.000.000,00 50 65.000.000,00 50 70.000.000,00 L e omar
o S 00 - DINAS SOSIAL
MasyarakatKew enang an Provinsi MasyarakatKew enang an Provinsi
1.06.05.1.02.0006 - FasilitasiBantuan 1.06.0.00.0.00.01.00
SosialKesejah teraan Keluarg a 152.8 68 .448 ,00 8 0.000.000,00 85.000.000,00 9 0.000.000,00 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Penerim a Manfaat(PM) Jum lah Penerim a Manfaat(PM)
yang Mend ap atkan Bantuan Sosial yang Mend ap atkan Bantuan Sosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Kesejah teraan Keluarg a Kew enang an Kesejah teraan Keluarg a 0 100 152.8 68 .448 ,00 100 8 0.000.000,00 100 85.000.000,00 100 9 0.000.000,00 100 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.05.1.02.0008 - Peng elolaan Data 1.06.0.00.0.00.01.00
Fakir Miskin Cakup an Daerah Provinsi 148 .9 04.240,00 8 0.000.000,00 85.000.000,00 9 0.000.000,00 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jum lah Kabup aten/Kota yang Aktif
Terlaksananya Peng elolaan Data Fakir {0\ conakan pem utakh iran Data 1 1 148 .9 04.240,00 1 80.000.000,00 1 8 5.000.000,00 1 90.000.000,00 1 9500000000 | 1:06:0-00.0.00.01.00

Miskin Lintas Kabup aten/Kota

Fakir Miskin

00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR TCOME PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / O%Tlgl.lJJT ) J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAEISAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.05.1.02.0009 - Fasilitasi
p eng embang an p otensip end am ping - 95.000.000,00 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 | 1:06:0.00.0.00.01.00
: 00 - DINAS SOSIAL
Prog ram Bantuan Sosial
Terlaksananya p eng em bang an p otensi | Jumlah pendamping program 1.06.0.00.0.00.01.00
bagipendamping p rog ram bantuan bantuan sosialyang m end ap atkan 0 0 - 50 9 5.000.000,00 50 100.000.000,00 50 110.000.000,00 50 120.000.000,00 06 . lDiNA;S- S(-)SI-AL
sosial p eng em bang an p otensi
1.06.05.1.02.0010 - Penyeleng g araan
Koord inasid an SinkronisasiProg ram - 100.000.000,00 110.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 LOBOOOO O
. ; 00 - DINAS SOSIAL
Bantuan SosialNon Tunai
Terlaksananya Koord inasid an Jum lah Dokum en H asilKoord inasi 1.06.0.00.0.00.01.00
SinkronisasiProg ram Bantuan Sosial d an SinkronisasiProg ram Bantuan 0 0 - 1 100.000.000,00 1 110.000.000,00 1 120.000.000,00 1 130.000.000,00 L
X . . 00 - DINAS SOSIAL
Non Tunai SosialNon Tunai
1.06.05.1.02.0011 - FasilitasiBantuan
Stim ulan Mod alUsah a d an 1.06.0.00.0.00.01.00
peend am p ing an bag iFakir Miskin Lintas - 50.000.000,00 65.000.000,00 8 0.000.000,00 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Daerah Kabup aten/Kota
Terlaksananya fasilitasibantuan stim ulan |Jumlah keluarg a fakir miskin yang
mod alusah ad anpend amping an bag i memp eroleh bantuan stimulan } 1.06.0.00.0.00.01.00
Fakir Miskin Lintas Daerah modaldanpend amping anussha 0 0 20 50.000.000,00 20 65.000.000,00 20 8 0.000.000,00 20 9 5.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Kabup aten/Kota lintas d aerah kabup aten/kota
1.06.05.1.02.0012 - FasilitasiBantuan
R X . . 1.06.0.00.0.00.01.00
i/laii?(il:an Sosialbag iPekerja Rentan - 100.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 140.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Pekerja Rentan Miskin Jum lah Pekerja Rentan Miskin yang
yang Mend ap atkan Bantuan Jam inan Mend ap atkan Bantuan Jam inan } 1.06.0.00.0.00.01.00
SosialKetenag akerjaan Kew enang an SosialKetenag akerjaan 0 0 2 100.000.000,00 2 120.000.000,00 2 130.000.000,00 2 140.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Kew enang an Provinsi
égzgiNiROG AN FERHS AN 1.8 74.600.000,00 1.8 58.068 .717,00 1.9 42.408 .279 ,00 2.029 .28 5.675,00 2.09 2.412.161,00
Persentase Korban Bencana Alam ,
) ] q Sosiald an/atau non alam yang
TSI L P i g e STl terp enuh ikebutuh an d asar p ad a 0 0 1.8 74.600.000,00 0 1.858.068.717,00 0 1.9 42.408 .279 00 0 2.029 .285.675,00 0 2092412161,00 | -06:0:00.0.00.01.00
korban bencana 00 - DINAS SOSIAL
saatd an setelah tang g ap d arurat
bencana
Persentase Korban Bencana yang
| 1.06.0.00.0.00.01.00
mer_1dapatkanlayanan pemulih an 0 0 0 0 0 0 00 - DINAS SOSIAL
sosial
Persentase Masyarakatd id aerah
! 1.06.0.00.0.00.01.00
raw an b_encana yang m ening kat 0 0 0 0 0 0 00 - DINAS SOSIAL
kesiap siag aannya
1.06.06.1.01 - Perlind ung an Sosial 1.06.0.00.0.00.01.00
Korban Bencana Alam d an Sosial 1.8 74.600.000,00 1.8 58.068.717,00 1.9 42.408 .279 ,00 2.029 .28 5.675,00 2.09 2.412.161,00 AU BHOIOHEHBZHOL]
. 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah AnakUsia Sekolah yang
Terlaksananya p erlind ung an sosialbag i | Mend ap atkan Ed ukasi ) R R R _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
korban bencana alam d an sosial p enang g ulang an Bencana p ad a 00 - DINAS SOSIAL
lokasiraw an bencana
Jumlah Tag anayang Mend ap atkan : 1.06.0.00.0.00.01.00
Pening katan Kom p etensi 0 0 50 16.000.000,00 50 20.000.000,00 50 52.000.000,00 50 65.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
D PR 3000 3000 316.130.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 1:06:0:000.00.01.00

Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL

Jumlah tenag a p elop or p erd amaian
yang mend ap atkan p ening katan kap
asitas

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

Jum lah Daerah yang d ifasilitasi
untukm elakukan p em etaan raw an
konfliksosial

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR TCOME PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / O?JTlngJJT ) J TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAEISAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4 an evalussiKeserasion Sosiar : : : : - [F1os00a00n010
(KS)d an Kearifan Lokal(KL) 0= BINAS Sigstial
Jumlah kampung siag a bencana . R R B | 1.06.0.00.0.00.01.00
d an lum bung sosialyang d ifasilitasi 00 - DINAS SOSIAL
Jum lah Korban Bencana yang
1.06.0.00.0.00.01.00
mend ap atkan BantL_|an Lang sung - - - - | 00- DINAS SOSIAL
Berup a Uang Tunai
Jum lah Korban Bencana yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Mend ap atkan Layanan Dukung an 3000 3000 55.550.000,00 3000 56.000.000,00 3000 61.600.000,00 3000 67.760.000,00 3000 70.000.000,00 e emal;
. ; g 00 - DINAS SOSIAL
Psikososialkew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
yang Tersed iap ad a Masa Tang g ap 3000 3000 400.000.000,00 3000 400.000.000,00 3000 410.000.000,00 3000 425.000.000,00 3000 430.000.000,00 e emal;
. 00 - DINAS SOSIAL
Darurat(Peng ung sian)d an Pasca
Bencana Kew enang an Provinsi
Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Penang anan Kh usus bag i 1.06.0.00.0.00.01.00
P G A TR 3000 3000 121.200.000,00 3000 122.000.000,00 3000 125.000.000,00 3000 130.000.000,00 3000 135.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Orang yang mend ap atkan
p enyuluh an sosialberup a
sosialisasi, kom unikasi, inform asi, ) R R R _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
d an ed ukasi(KIE)terkait 00 - DINAS SOSIAL
p enang g ulang an bencana pad a
m asyarakatd ilokasiraw an
Jumlah Peng ung siyang
Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari 1.06.0.00.0.00.01.00
i) (ST @ e D 3000 3000 981.720.000,00 3000 9 64.068 .717,00 3000 1.025.8 08.279 ,00 3000 1.054.525.675,00 3000 1.09 2.412.161,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi
1.06.06.1.01.0001 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
g s 981.720.000,00 964.068 .717,00 1.025.8 08.279 ,00 1.054.525.675,00 1.09 2.412.161,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Peng ung siyang Jumlah Peng ung siyang
Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari Mend ap atkan Perm akanan 3x1 H ari 1.06.0.00.0.00.01.00
d alam Masa Tang g ap Darurat d alam Masa Tang g ap Darurat 3000 3000 981.720.000,00 3000 964.068 .717,00 3000 1.025.808.279 ,00 3000 1.054.525.675,00 3000 1.09 2.412.161,00 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi
1.06.06.1.01.0004 - Penang anan Kh usus 1.06.0.00.0.00.01.00
bag)iKelom plokRentan 121.200.000,00 122.000.000,00 125.000.000,00 130.000.000,00 135.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
. Jumlah Orang yang Mend ap atkan
Terp enuhiinya Orang yang Mend apatkan | oo o o'k usus bag i 1.06.0.00.0.00.01.00
Penang anan Kh usus bag iKelom p ok 3000 3000 121.200.000,00 3000 122.000.000,00 3000 125.000.000,00 3000 130.000.000,00 3000 135.000.000,00
- Kelom p okRentan Kew enang an 00 - DINAS SOSIAL
Rentan Kew enang an Provinsi S
Provinsi
1.06.06.1.01.0005 - Pelayanan 1.06.0.00.0.00.01.00
Dukung an Psikososial 55.550.000,00 56.000.000,00 61.600.000,00 67.760.000,00 70.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Pelayanan Dukung an Jum lah Korban Bencana yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Psikososialbag iKorban Bencana Mend ap atkan Layanan Dukung an 3000 3000 55.550.000,00 3000 56.000.000,00 3000 61.600.000,00 3000 67.760.000,00 3000 70.000.000,00  he amal
L R X L 00 - DINAS SOSIAL
Kew enang an Provinsi PsikososialKew enang an Provinsi
1.06.06.1.01.0011 - Penyed iaan 1.06.0.00.0.00.01.00
Sard ang 400.000.000,00 400.000.000,00 410.000.000,00 425.000.000,00 430.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
Terp enuh inya Orang yang Mend ap atkan
Pakaian d an Keleng kap an Lainnya yang Jum I_ah Orang yang Mend ap e_nkan
Tersed ia p ad a Masa Tang g ap Darurat Pakaian d an Keleng kap an Lainnya 1.06.0.00.0.00.01.00
p 99ap yang Tersed iap ad a Masa Tang g ap 3000 3000 400.000.000,00 3000 400.000.000,00 3000 410.000.000,00 3000 425.000.000,00 3000 430.000.000,00 e emal;

(Peng ung sian)d an Pasca Bencana
Peng ung sid alam Masa Tang g ap Darurat
Kew enang an Provinsi

Darurat(Peng ung sian)d an Pasca
Bencana Kew enang an Provinsi

00 - DINAS SOSIAL

1.06.06.1.01.0013 - Penyed iaan Tem p at
Penam p ung an Peng ung si

316.130.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

300.000.000,00

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL




Tersed ianya Tem p atPeng ung sian Jumlah Tem paiPeng ung sian 3000 3000 316.130.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 3000 300.000.000,00 | 1:06:0:000.00.01.00
Kew enang an Provinsi Kew enang an Provinsi 00 - DINAS SOSIAL
TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN
BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR OUTCOME / PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / OUTPUT TAHUN 2026 2027 2028 2029 2030 DAERAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1.06.06.1.01.0016 - Pening katan
Kom p etensiTaruna Siag a Bencana - 16.000.000,00 20.000.000,00 52.000.000,00 65.000,000,00 | 1:06:000.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL
(Tag ana)Dalam Penang anan Bencana
Mening katnya Kom p etensiTag ana Jumlah Tag anayang Mend ap atkan . 1.06.0.00.0.00.01.00
Dalam Penang anan Bencana Pening katan Kom p etensi 0 0 0 16.000.000,00 50 20.000.000,00 0 52.000.000,00 %0 65.000.000,00 00 - DINAS SOSIAL
oL e . . . . [ roeo000eore
gsung =erupatang 9 00 - DINAS SOSIAL
Korban Bencana
Terlaksananya FasilitasiBantqan ) Jum lah Korban Bencana yang 1.06.0.00.0.00.01.00
Lang sung Berup a Uang Tunaibag i mend ap atkan Bantuan Lang sung - - - - -
; 00 - DINAS SOSIAL
Korban Bencana Berup aUang Tunai
1.06.06..101‘0018 - Sosialisasid an 1.06.0.00.0.00.01.00
Ed ukasi p enang g ulang an Bencana p ad a - - - - “| 00- DINAS SOSIAL
AnakUsia Sekolah
N . |Jumlah AnakUsia Sekolah yang
TZ::E””S‘;? ;’EZL'E:Z’ - dE::::s' Mend ap atkan Ed ukasi ) ) ) ) | 1.06.000.0.00.01.00
penangg 9 P p enang g ulang an Bencana pad a 00 - DINAS SOSIAL
Usia Sekolah }
lokasiraw an bencana
1.06.06.1.01.0019 - Penyuluh an sosial
untuksosialisasi, kom unikasi, inform asi
I ! ! 1.06.0.00.0.00.01.00
dan _ed ukasi(KIE)kep ad a m asyarakat - - - - “ | 00 - DINAS SOSIAL
terkaitp enang g ulang an bencana p ad a
m asyarakatd ilokasiraw an bencana
Terlaksananya p enyuluh an sosialuntuk Jumlah Orang ya_tng mend ap atkan
L P . p enyuluh an sosialberup a
sosialisasi, kom unikasi, inform asi, d an ed IO o .
ukasi(KIE)kep ad a m asyarakatterkait sosialisasi, kom unikasi, inform asi, } R R ) _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
P Y P |d an ed ukasi(KIE)terkait 00 - DINAS SOSIAL
enang g ulang an bencana p ad a
. X p enang g ulang an bencanapad a
m asyarakatd ilokasiraw an bencana " .
m asyarakatd ilokasiraw an
1.06.06.1.01.0020 - FasilitasiPem etaan } R R R | 1.06.0.00.0.00.01.00
raw an konfliksosial 00 - DINAS SOSIAL
Terlaksananya fasilitasip em etaan raw an j:m?: e%iif;n ya;?] ;g:z";;ajlan } R R } _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
konfliksosial . X P 00 - DINAS SOSIAL
konfliksosial
1.06.06..1.01..0021 - Monlto_nng d ar_1 1.06.0.00.0.00.01.00
evaluasikeg iatan Keserasian Sosial(KS) = ° ° ° “ | 00 - DINAS SOSIAL
d an Kearifan Lokal(KL)
Terlaksa_nanya Monltorlng dan Eyalua5| Jumlah d okum enh as!lmonltor.lng 1.06.0.00.0.00.01.00
Keserasian Sosial(KS)d an Kearifan d an evaluasiKeserasian Sosial - - - - “| 00 - DINAS SOSIAL
lokal(KL) (KS)d an Kearifan Lokal(KL)
1.06.06.1.01.0022 - Pening katan
kap asitas tenag a Pelop or Perd am aian } R R B _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
(Pord am )d alam p enang anan korban 00 - DINAS SOSIAL
bencana sosiald an non Alam
Mening katnya kap asitas tenag a p elop or p[Jumlah tenag a p elop or p erd amaian
) ] 1.06.0.00.0.00.01.00
erd amaian d alam p enang anan bencana |yang mend ap atkan p ening katan kap - - - - -
i i 00 - DINAS SOSIAL
sosiald an non Alam asitas
) . . . . [ zossonssooico
g ad um bung ialbag i 00 - DINAS SOSIAL
m asyarakatd iwilayah raw an bencana
Torasiiasinya Kamp ung S1ag 2 BECANR | 1 an kam p ung siag abencana ) _ _ ) | 1.06.0.00.0.00.01.00
- 9 9 4 danlumbung sosialyang d ifasilitasi 00 - DINAS SOSIAL
wilayah raw an bencana
1.06.07 - PROG RAM PENG ELOLAAN
TAMAN MAKAM PAH LAW AN 265.000.000,00 262.663.08 0,00 27458 5.615,00 28 6.866.9 07,00 295.79 0.68 7,00
Mening katnya tata kelola Tam an Makam | Cakup an Layanan Tam an Makam 1.06.0.00.0.00.01.00
BT T 0 0 265.000.000,00 0 262.663.08 0,00 0 27458 5.615,00 0 28 6.866.9 07,00 0 295.79 0.68 7,00 00 - DINAS SOSIAL
1.06.07.1.01 - Peng elolaan Tam an 1.06.0.00.0.00.01.00
Makam Pah law an NasionalProvinsi 265.000.000,00 262.663.08 0,00 274.58 5.615,00 286.866.9 07,00 295.790.68 7,00 00 - DINAS SOSIAL




TARG ET DAN PAG UINDIKATIF TAHUN

BIDANG URUSAN /PROG RAM / BASELINE
INDIKATOR TCOME PERANG KAT
OUTCOME /KEG IATAN / O?JTlngJJT ) J TAHUN 2026 2027 2028 2030 DAEISAH KETERANG
SUBKEG IATAN OUTPUT 2024 AN
TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U TARG ET PAG U
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) 08) 09) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jum lah Dokum en H asilReh abilitasi
Terlaksananya p eng elolaan TMP serta Pem elih araan Sarana d an } R R B _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
Prasarana Tam an Makam 00 - DINAS SOSIAL
Pah law an NasionalProvinsi
e e . . . . [ 2000000000100
R 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Jumlah Makam yang Terp enuhi 1.06.0.00.0.00.01.00
Pem elih arannya p ad a Taman 1 265.000.000,00 262.663.08 0,00 274.58 5.615,00 28 6.8 66.9 07,00 295.79 0.68 7,00 e et
. - 00 - DINAS SOSIAL
Makam Pah law an NasionalProvinsi
Jum lah orang yang d iberikan
Pelayanan Z iarah d an Stud id i Tam ) R R B _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
an Makam Pah law an Nasional 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
Tam an Hekar Pan i an Nasional : : : : | pemecisomsies
- 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
1.06.07.1.01.0001 - Reh abilitasiSarana d
1.06.0.00.0.00.01.00
an P_rasarana T_am_an Makam Pah law an = = = = “ | 00- DINAS SOSIAL
NasionalProvinsi
Terlaksananya Reh abilitasiserta Pem Jum lah Dokum en H asilReh abilitasi
elih araan Sarana d an Prasarana Tam serta Pem elih araan Sarana d an } R R ) _ | 1.06.0.00.0.00.01.00
an Makam Pah law an Nasional Prasarana Tam an Makam 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi Pah law an NasionalProvinsi
1.06.07.1.01.0002 - Pem elih araan 1.06.0.00.0.00.01.00
Tam an Makam Pah law an Nasional 265.000.000,00 262.663.08 0,00 274.58 5.615,00 28 6.8 66.9 07,00 295.79 0.68 7,00
P 00 - DINAS SOSIAL
Provinsi
" Jumlah Makam yang Terp enuhi
Teraksananya Pem elih araan Tam an Pem elih arannya p ad a Taman 1 265.000.000,00 262.663.08 0,00 274,58 5.615,00 286.866.907,00 20579068700 | 106:0.00.0.00.01.00

Makam Pah law an NasionalProvinsi

Makam Pah law an NasionalProvinsi

00 - DINAS SOSIAL

1.06.07.1.01.0003 - Peng am anan Tam an
Makam Pah law an NasionalProvinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

Terlaksananya Peng am anan Tam an
Makam Pah law an NasionalProvinsi

Jumlah Lap oran H asilPeng am anan
Tam an Makam Pah law an Nasional
Provinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

1.06.07.1.01.0004 - Pem berian
Pelayanan Z iarah d an Stud id iTam an
Makam Pah law an NasionalProvinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

Terlaksananya Pem berian Pelayanan
Ziarah d an Stud id iTam an Makam
Pah law an NasionalProvinsi

Jum lah orang yang d iberikan
Pelayanan Z iarah d an Stud id i Tam
an Makam Pah law an Nasional
Provinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

1.06.07.1.01.0005 - Pem berian
Pelayanan Pem akam an d iTam an
Makam Pah law an NasionalProvinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL

Terlaksananya p em berian p elayanan
p emakaman d iTaman Makam Pah lawan
NasionalProvinsi

Jumlah orang yang dimakamkandi
Tam an Makam Pah law an Nasional
Provinsi

1.06.0.00.0.00.01.00
00 - DINAS SOSIAL




Tabel 4.3

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Sasaran Tujuan Sasaran Bidang Indikator Base Target dan Pagu Indikatif Tahun Ket
RPJMD Urusan/Program/ Tujuan/Sasaran | Line 2026 2027 2028 2029 2030
yang OutCome/Kegiatan/ | /Out Come/Out | 2024 | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu | Target | Pagu
Relevan Sub kegiatan Put
Ctt : Tagging Program Kegiatan yang mendukung PPRG (Kode ARG pada kolom keterangan)




Tabel 4.4
Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan

No

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

KETERANG
AN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

PROGRAM
PEMBERDAYAA
N SOSIAL

Meningkatnya
pemberdayaan
sosial

Penerbitan Iz in Pengumpulan
Sumbangan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu)Daerah
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi
Penyelenggaraan Undian Gratis
Berhadiah dan Pengumpulan Uang
atau Barang

Pemberdayaan Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial Provinsi

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga
Kewenangan Provinsi

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan
Provinsi

Peningkatan Kemampuan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial
Perseorangan Kewenangan Provinsi

Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan
Santunan Sosial bagi
Warakawuri/Keluarga Pahlawan
Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan
Janda Duda Perintis Kemerdekaan

Pengenalan, Penanaman dan
Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan,
Keperintisan, Kesetiakawanan dan
Restorasi Sosial

Pembinaan Koordinasi Layanan
Terpadu Kesejahteraan Sosial
Kabupaten/Kota

Koordinasi Pengusulan Sertifikasi
Sumber Daya

Manusia Penyelenggara Kesejahteraan
Sosial Daerah Provinsi

Fasilitasi Pengembangan Potensi
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah
melalui Pemberdayaan Ekonomi

Koordinasi dan Sinkronisasi Badan
Usaha yang Melaksanakan Tanggung
Jawab Sosial dan Lingkungan

Fasilitasi Pengembangan Pusat
Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas
Kabupaten/Kota

Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional
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PROGRAM KETERANGA
No PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN N
(01) (02) (03) (04) (05)

2 | PROGRAM Meningkatnya Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang
REHABILITASI | rehabilitasi Disabilitas Terlantar di dalam Panti
SOSIAL sosial

Penyediaan Permakanan
Penyediaan Sandang
Penyediaan Asrama yang Mudah
Diakses
Penyediaan Alat Bantu
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
dalam Panti
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritual dan Sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga
Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Penyandang
Disabilitas
Koordinasi dan Sinkronisasi
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar
Rehabilitasi Sosial Dasar Anak
TerlAntar di dalam Panti
Pengasuhan
Penyediaan Sandang
Penyediaan Asrama yang Mudah
Diakses
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
dalam Panti
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spiritualdan Sosial
Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari
Akses ke Layanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga
Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

RENSTRA DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU TAHUN 2025 — 2029 254




No

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

KETERANGA
N

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Penyediaan Permakanan

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Anak Terlantar di dalam Panti

Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Anak Terlantar

Akses Layanan Pengasuhan kepada
Keluarga Pengganti

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia
Terlantar di dalam Panti

Penyediaan Permakanan

Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama yang Mudah
Diakses

Penyediaan Alat Bantu

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
dalam Panti Sosial

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spritual dan Sosial

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga
Pemulasaraan

Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan bagi Lanjut Usia
Terlantar

Akses ke Layanan Kesehatan Dasar

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut
Usia Terlantar di dalam Panti
Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan
dan Pengemis di dalam Panti

Penyediaan Permakanan
Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama/Wisma yang
Mudah Diakses

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
dalam Panti

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spritual dan Sosial
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Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

Ctt: Tagging Program/Kegiatan yang mendukung kemiskinan dan disabilitas

No

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

KETERANGA
N

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

Pemberian Bimbingan Keterampilan
Dasar

Akses Kelayanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Pemulangan ke Daerah Asal

Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar
Gelandangan dan Pengemis Terlantar di
dalam Panti

Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Gelandangan dan
Pengemis

Pemberian Pelayanan Reunifikasi
Keluarga

Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan
Sosial(PMKS)Lainnya diLuar
HIV/AIDS dan NAPZ A di dalam Panti

Penyediaan Permakanan
Penyediaan Sandang

Penyediaan Asrama/Wisma yang
Mudah Diakses

Penyediaan Perbekalan Kesehatan di
dalam Panti

Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,
Spritual dan Sosial

Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup
Sehari-Hari

Pemberian Bimbingan Keteram pilan
Dasar

Akses Kelayanan Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

Pemulangan ke Daerah Asal
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan
Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
dan NAPZ A

Fasilitasi Pembuatan Dokumen
Kependudukan Bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS

Pemberian Pelayanan Penelusuran
Keluarga
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No

PROGRAM
PRIORITAS

OUTCOME

KEGIATAN/ SUBKEGIATAN

KETERANGA
N

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

PROGRAM
PERLINDUNGA
N DAN
JAMINAN
SOSIAL

PROGRAM
PENANGANAN
BENCANA

Meningkatnya
perlindungan
dan jaminan
sosial

Mening katnya
perlindungan
sosial korban
bencana

Pengangkatan Anak antar WNI dan
Pengangkatan Anak oleh Orang Tua
Tungg al

Pengangkatan Anak antar W NI

Pengangkatan Anak oleh Orang Tua
Tungg al

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan
Daerah Provinsi

Fasilitasi Bantuan Pengembangan
Ekonomi Masyarakat

Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan
Keluarga

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakup
an Daerah Provinsi

Fasilitasi pengembangan potensi
pendamping Program Bantuan Sosial

Penyelenggaraan Koordinasi dan
Sinkronisasi Program Bantuan Sosial
Non Tunai

Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal
Usaha dan pendampingan bagi Fakir
Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi
Pekerja Rentan Miskin

Perlindungan Sosial Korban Bencana
Alam dan Sosial Provinsi

Penyediaan Permakanan

Penanganan Khusus bagi Kelompok
Rentan

Pelayanan Dukungan Psikososial
Penyediaan Sandang

Penyediaan Tempat Penampungan
Pengungsi

Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga

Bencana (Tagana)Dalam Penanganan
Bencana

Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa
Uang Tunai bagi Korban Bencana

Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan
Bencana pada Anak Usia Sekolah
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PROGRAM
No PRIORITAS OUTCOME KEGIATAN/ SUBKEGIATAN KETERANGAN
(01) (02) (03) (04) (05)
Penyuluhan sosial untuk sosialisasi,
komunikasi, informasi, dan edukasi
" (KIE) kepada masyarakat terkait
penanggulangan bencana pada
masyarakat di lokasi rawan bencana
" Fasilitasi Pemetaan rawan konflik social
Monitoring dan evaluasi kegiatan
- Keserasian Sosial (KS) dan Kearifan
Lokal (KL)
Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor
_ Perdamaian (Pordam ) dalam
penanganan korban bencana sosial dan
non Alam
. Fasilitasi Kampung Siaga Bencana dan
Lumbung Sosial bagi masyarakat di
wilayah rawan bencana
Sebagaimana diketahui bahwa Indikator Kinerja Dinas SosialProvinsi
Riau terkait dengan Jumlah PPKS yang mendapatkan bantuan serta jumlah
PSKS yang diberdayakan dan menjadi acuan Dinas Sosial Provinsi Riau
dalam menyusun program dan kegiatan. Indikator ini menjadi acuan
untuk menunjukkan kinerja yang akan dicapai DinasSosial dalam lima
tahun mendatang dalam periode 2025-2029. Sasaran Gubernur yang
berkaitan dengan Tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah dalam
Meningkatnya perlindungan Sosial yang Adaptif dan Inklusif, sedangkan
Dinas Sosial Provinsi Riau mengambil tujuan Meningkatnya
Kesejehateraan Sosial yang Inklusif.
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Provinsi Riau
BASELINE TARGET TAHUN
NO INDIKATOR SATUAN | TAHUN KETERANGAN
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030
(01) (02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11)

1.06.0.00.0.00.01.0000 - DINAS

SOSIAL

Indeks Keseiahteraan Sosial

poin

56,90

56,95 | 56,99 | 57,05 | 57,15 | 57,20 | 57,25

Persentase (%) daerah yang aktif Persentase

melakukan pemutakhiran data
terpadu penanggulangan
kemiskinan

100

100 100 100 100 100 100
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NO

INDIKATOR

SATUAN

BASELINE

TARGET TAHUN

TAHUN
2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

KETERANGAN

(01)

(02)

(03)

(04)

(05)

(06)

(©07)

(08)

(09)

(10)

(t1)

Persentase PSKS Profesional
(PPKS profesional yang terdiri dari
PPKS perorangan, lembaga dan
keluarga yang mempunyai
sertifikasi ataupun akreditasi)

%

82

84,62

86

87

88

89

90

Persentase PPKS yang tertangani
dan berhasil berfungsi secara
sosial

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Poin

71,15

72,5

73,5

74,5

75,5

76,5

Fokus utama Dinas Sosial dalam jangka menengah adalah meningkatkan Indeks
Kesejahteraan Sosial secara bertahap, dari baseline 56,90 poin di tahun 2024 menuju
57,25 poin pada tahun 2030. Upaya ini didukung penuh oleh konsistensi dalam
pemutakhiran data kemiskinan. Target 100% aktifnya daerah dalam memperbarui
data terpadu penanggulangan kemiskinan menunjukkan komitmen kuat agar seluruh
program bantuan dan perlindungan sosial di wilayah Riau selalu tepat sasaran dan

berbasis data terkini (real-time).

Dari sisi penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan, terdapat target untuk
meningkatkan persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang
profesional. Dari angka 82% di tahun 2024, diharapkan pada tahun 2030 sebanyak
90% PSKS (baik perorangan maupun lembaga) telah memiliki sertifikasi atau
akreditasi resmi. Hal ini sejalan dengan target pelayanan rehabilitasi sosial, di mana
Dinas Sosial berkomitmen mempertahankan angka 100% dalam menangani Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) agar mereka dapat kembali berfungsi secara

sosial di tengah masyarakat.

Selain fokus pada pelayanan masyarakat, Dinas Sosial juga memprioritaskan perbaikan
tata kelola internal yang tercermin dalam target Nilai SAKIP (Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah). Terjadi tren kenaikan yang signifikan dari baseline 71,15
poin menuju target 77,5 poin pada tahun 2030. Kenaikan konsisten sebesar 1 poin
setiap tahunnya ini menunjukkan upaya organisasi untuk menjadi instansi yang
semakin transparan, efisien, dan akuntabel dalam menjalankan setiap program kerja

daerah.

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial Provinsi Riau

NO

BASELINE TARGET TAHUN
INDIKATOR STATUS | SATUAN TAHUN KETERANGAN
2024 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030

(01)

(02) (03) (04) (05) (06) (07) (08) (09) (10) (11) (12)

1.06 - URUSAN
PEMERINTAHAN BIDANG
SOSIAL

Indeks Kesejahteraan Sosial positif
Lanjut Usia

Nilai

75

76

7

78

79

80

81
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Indeks Kesejahteraan Sosial
Penyandang Disabilitas

positif

Nilai

75

76

7

78

79

80

81

Indeks Peranan Sosial

positif

Nilai

70

71

72

73

74

75

76

Peningkatan Indeks
Kebutuhan Dasar

positif

%

80

81

82

83

84

85

86

Persentase Daerah yang
melaksanakan pengelolaan
dan pendataan data Fakir
Miskin

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Keluarga Miskin
dan Rentan Penerima
Perlindungan Sosial yang
tergraduasi dari kemiskinan

positif

%

40

45

50

55

60

65

70

Persentase Korban Bencana
Alam, Sosial dan/atau non
alam yang terpenuhi
kebutuhan dasar pada saat
dan setelah tanggap darurat
bencana

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

Persentase Korban Bencana
yang mendapatkan layanan
pemulihan sosial

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

10.

Cakupan Layanan Taman
Makam Pahlawan

positif

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

11.

Persentase Masyarakat di
daerah rawan bencana yang
meningkat kesiapsiagaannya

positif

%

65

67

69

71

73

75

7

12.

Persentase pekerja
sosial/tenaga kesejahteraan
sosial dan/atau relawan
sosial yang melaksanakan
penanganan korban bencana
provinsi pada masa tanggap
darurat dan pasca bencana
sesuai standar

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

13.

Persentase pekerja
sosial/tenaga kesejahteraan
sosial yang melaksanakan
pelayanan sosial di dalam
panti rehabilitasi, panti
rehabilitasi PPKS lainnya
diluar HIV/AIDS dan NAPZA

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

14.

Persentase Penanganan
Pemulangan Warga Negara
Imigran, Orang Terlantar,
Korban Tindak Kekerasan

positif

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

15.

Persentase Penerima
Manfaat yang Terpenuhi
Kebutuhan Dasar

positif

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

16.

Persentase Penyandang
Disabilitas, Anak terlantar,
Lanjut Usia, Gelandang
Pengemis, PPKS lainnya
diluar HIV/AIDS dan NAPZA
yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

17.

Persentase SDM
Kesejahteraan Sosial yang
meningkat kompetensinya
dalam pelayanan sosial

positif

%

84,62

85

86

87

88

89

90

18.

Persentase Warga Negara
Migran Korban Tindak
Kekerasan yang Tertangani

positif

Persentase

100

100

100

100

100

100

100

19.

Persentase Lembaga di
bidang kesejahteraan sosial
yang meningkat kualitasnya
dalam pelayanan sosial

positif

%

100

100

100

100

100

100

100

Pemerintah berkomitmen penuh untuk meningkatkan kualitas hidup lanjut usia
dengan menargetkan kenaikan Indeks Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia dari baseline
75 di tahun 2024 menjadi 81 pada tahun 2030. Hal serupa juga diterapkan pada
penyandang disabilitas, di mana Indeks Kesejahteraan Sosial mereka diproyeksikan
tumbuh konsisten dari angka 75 menuju target 81 di akhir periode. Secara kolektif,
Indeks Peranan Sosial masyarakat juga dipacu untuk meningkat dari angka 70 menjadi
76, seiring dengan upaya pemenuhan Indeks Kebutuhan Dasar yang ditargetkan naik

secara bertahap dari 80% menjadi 86%.

Di sisi akurasi kebijakan, pemerintah mewajibkan 100% daerah untuk aktif melakukan
pengelolaan dan pemutakhiran data fakir miskin setiap tahun guna menjamin bantuan
tepat sasaran. Salah satu target paling krusial adalah mendorong kemandirian melalui
graduasi keluarga miskin dan rentan, yang dipatok meningkat signifikan dari baseline
40% di tahun 2024 menjadi 70% pada tahun 2030. Selain itu, jaminan perlindungan

bagi korban bencana tetap menjadi prioritas utama dengan target pemenuhan
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kebutuhan dasar serta layanan pemulihan sosial yang harus tercapai sempurna

sebesar 100% tanpa terkecuali.

Aspek penghormatan terhadap nilai kepahlawanan dijaga melalui Cakupan Layanan
Taman Makam Pahlawan yang tetap dipertahankan pada angka 100%. Sementara itu,
untuk meminimalisir risiko dampak bencana, kesiapsiagaan masyarakat di daerah
rawan ditargetkan meningkat dari 65% menjadi 77%. Penanganan kondisi darurat ini
didukung penuh oleh tenaga kesejahteraan sosial dan relawan yang diwajibkan 100%
bekerja sesuai standar profesionalisme tinggi dalam setiap tahapan penanganan

korban, baik selama masa tanggap darurat maupun pasca-bencana.

Kualitas pelayanan profesional di dalam maupun di luar panti rehabilitasi dipastikan
tetap berada pada level 100% bagi seluruh pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
Negara juga menjamin perlindungan penuh melalui persentase penanganan
pemulangan warga negara imigran, orang terlantar, dan korban kekerasan sebesar
100%. Fokus perlindungan ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar bagi seluruh
penerima manfaat, termasuk anak terlantar hingga gelandangan dan pengemis, yang

secara konsisten ditargetkan mencapai angka 100%.

Guna mendukung keberhasilan seluruh agenda tersebut, kompetensi SDM
Kesejahteraan Sosial terus ditingkatkan dari baseline 84,62% menuju target 90% pada
tahun 2030 agar memiliki keahlian yang mumpuni. Layanan perlindungan bagi warga
negara migran korban kekerasan juga ditangani secara tuntas dengan target capaian
100%. Terakhir, penguatan kualitas lembaga di bidang kesejahteraan sosial terus
didorong agar 100% dari lembaga tersebut mengalami peningkatan kualitas pelayanan

yang bermutu dan akuntabel bagi masyarakat luas.
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BAB YV
PENUTUP

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025 -
2029 ini merupakan sebuah alat manajemen teknokratik untuk mengelola
kondisi teraktual saat ini (permasalahan, potensi dan sumber daya ) serta
petunjuk yang dapat digunakan organisasi untuk bekerja dalam periode 5
(lima) tahun ke depan yang memuat tentang penjabaran tujuan, sasaran,
strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Dinas Sosial yang mengacu
kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Riau.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial disusun dengan tetap
memperhatikan aspek teknokratik seperti diatur dalam peraturan
Perundangan-Undangan. Penyusunan Program - program dalam RENSTRA
ini mengacu pada jumlah program secara hierarkis berada pada ordo yang
lebih tinggi yaitu Rencana Pembangunan Daerah (RPJMD) dan produk-
produk perencanaan yang telah ditetapkan dalam produk hukum yang
mengikat.

Dokumen RENSTRA secara normatif telah diupayakan memuat program-
program atau rencana kerja 5 (lima) tahun sesuai dengan isu strategis yang
dihadapi, permasalahan sosial teraktual, serta Tugas Pokok dan Fungsi kerja
Dinas Sosial Provinsi Riau, merupakan pedoman bagi Dinas Sosial Provinsi
Riau dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah dibuat melalui
konsultasi publik dengan melibatkan berbagai stakeholders diharapkan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat khususnya Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Provinsi Riau

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana

Kerja Dinas Sosial Provinsi Riau Provinsi Riau yang setiap tahunnya akan
diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya
tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang serta akan

melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian secara responsif gender.

Pekanbaru, Oktober 2025

KEPALA DINAS SOSIAL

NIP. 19660803 199211 1 001
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Hal

- Laporan Hasil Reviu atas Rancangan
Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi
Riau Tahun 2025-2029

Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau

di- Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun

2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan

Surat Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/1J tanggal

1 Agustus 2025, Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-

2029, kami telah melakukan reviu terhadap Laporan Rancangan Akhir Renstra

Inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029, dengan uraian sebagai berikut:

Ringkasan Eksekutif

Inspektorat Daerah Provinsi Riau sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah
telah melakukan reviu atas Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Sosial Tahun 2025-2029 berupa pengujian terbatas terhadap substansi dan
penyajian dokumen rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-
2029.

Reviu ditujukan untuk membantu terlaksananya penyusunan dan penyajian
dokumen Renstra Perangkat Daerah serta memberikan keyakinan terbatas
mengenai kepatuhan dan keabsahan informasi yang disajikan telah sesuai
dengan kaidah-kaidah perencanaan, sehingga dapat menghasilkan dokumen
Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan yang

berkualitas.

Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk
menguji ubstansi dan proses penyusunan atas penyajian dokumen Rancangan
Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dengan dokumen pendukung
lainnya, permintaan keterangan mengenai proses penyusunan untuk mengetahui
hubungan dan hal-hal yang tidak terdapat dalam dokumen penyajian.



Berdasarkan hasil reviu yang dilakukan, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai
berikut:

1.

Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1;

. Keterhubungan kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra

Perangkat Daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi
perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2;

. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan

rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program

prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029,

a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3;

b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD
dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4;

. Kesesuaian antara target kinetja rancangan akhir Renstra perangkat daerah

tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinetja

Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5;



b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periocde sebelumnya.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6;

. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral

Daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

II. Dasar Hukum

1.

Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun
2025;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis
Perangkat Daerah;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts. 3743/X11/2024, tanggal 11 Desember
2024 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko
inspektorat Daerah Provinsi Riau Tahun 2025;

Surat Inspekiur Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor 700.1.1.1/1811/1J
tanggal 1 Agustus 2025 Hal Reviu Rancangan Akhir Renstra Perangkat
Daerah Tahun 2025-2029;

Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau Nomor 322/SPT/2025
tanggal 12 September 2025.

ll. Tujuan Reviu

Reviu dokumen Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rensfra) Dinas Sosial

Provinsi Riau ini bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa
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dokumen Rancangan Akhir Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029

telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup Reviu
Reviu atas Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
dilaksanakan dengan melakukan pengujian sekurang-kurangnya atas:

1.

Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029;

Keterhubungan Kinerja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra
perangkat daerah tahun 2025-2029;

Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, subkegiatan pada

rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program

prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029;

a. Konsistensi program prioritas pada RPJMD dengan rancangan akhir
Renstra perangkat daerah; dan

b. Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan
akhir Rensfra perangkat daerah.

Konsistensi program perangkat daerah pada RPJMD dengan rancangan akhir

Renstra perangkat daerah;

a. Kesesuaian penetapan [KU dengan dokumen pengendalian dan evaluasi
tahun sebelumnya; dan

b. Kesesuaian penetapan IKD dengan dokumen pengendalian dan evaluasi
tahun sebelumnya.

Ketaatan dengan kaidah-kaidah perencanaan lainnya yang berkaitan dengan

kesesuaian penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral

Daerah (DSSD).

Metodologi Reviu

Metodologi yang digunakan dalam reviu rancangan akhir Rencana Stirategis
perangkat daerah Provinsi Riau tahun 2025-2029 adalah melalui tahapan
perstapan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan penjelasan sebagai berikut:



. Penelaahan dokumen rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Wawancara dan diskusi dengan pihak-pihak terkait dalam bentuk tatap muka
maupun menggunakan media komunikasi.

Pengujian terbatas terhadap kesesuaian, konsistensi, dan integrasi
perencanaan pembangunan, dengan tujuan memberikan keyakinan terbatas
atas akurasi, keandalan, dan keabsahan dokumen.

Kenfirmasi dan tanggapan dengan pihak terkait sebelum finalisasi Laporan
Hasil Reviu (LHR) atas Catatan Hasil Reviu (CHR).

. Gambaran Umum

Dinas Sosial Provinsl Riau selanjutnya disebut Dinsos, merupakan Urusan

Pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan daerah, yang dibentuk

berdasarkan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan Atas

Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2023 Tenfang Kedudukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Dinas Sosial menyelenggarakan tugas membantu Gubernur melaksanakan fungst

penunjang urusan pemerintahan di Bidang Sosial yang menjadi kewenangan

daerah dan menyelenggarakan fungsi :

a,

Penyusunan dan perumusan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perlindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Pelaksanaan kebijakan kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kesekretariatan, Bidang Perfindungan
dan Jaminan Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Bidang Penanganan Fakir Miskin;

Pelaksanaan administasi kesekretariatan, Bidang Perlindungan dan Jaminan
Sosial, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Bidang
Penanganan Fakir Miskin;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubemur terkait dengan tugas
dan fungsinya.



Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029

adalah sebagai berikut ;

1.

4.

Merumuskan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat
Daerah;

Merumuskan sirategi dan arah kebijakan, jangka menengah Perangkat
Daerah guna mencapai target kinerja Program Prioritas RPJMD, yang menjadi
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah,;

Merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran
dan pendanaan indikatif;

Merumuskan kinerja penyelenggaraan Bidang Urusan Perangkat Daerah.

VIl. Uraian Hasil Reviu

Berdasarkan hasil reviu yang telah dilakukan atas dokumen rancangan akhir

Renstra Dinas Saosial Provinsi Riau tahun 2025-2029 dapat diuraikan sebagai
berikut:

1.

Keterhubungan dan kesesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan
tujuan dan sasaran perangkat daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan
daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam
rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras

sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 1.

. Keterhubungan kinetja, indikator, dan target kinerja rancangan akhir Renstra

perangkat daerah tahun 2025-2029 (IKU perangkat daerah dan KK bagi
perangkat daerah pemangku urusan).

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan

rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program

prioritas dan program perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

a. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.



b. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD
dengan program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - .4.

4. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah
tahun 2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja
Renstra periode 2020-2024.

a. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

b. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil
capaian periode sebelumnya.
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak
selaras sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.
5. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral
Daerah (DSSD).
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.
Rekomendasi:
Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan
Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan
satuan dan data capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian
Dalam Negeri Republik Indonesia.

Uraian lebih kongkrit terkait pada poin 1 (satu) sampai dengan poin 5 (lima) di
atas dapat dilihat dalam Kertas Kerja Reviu (KKR) Rancangan Akhir Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 sebagaimana
terlampir.



VIIl. Apresiasi

Inspektorat Daerah Provinsi Riau mengucapkan terima kasih atas bantuan dan
kerjasama dari semua pihak, terutama Dinas Sosial Provinsi Riau sehingga kami
dapat menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan reviu dokumen Rancangan
Akhir Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029.

Demikian Laporan Hasil Reviu Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2025-2029 disampaikan untuk mendapatkan

perhatian dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

gINSPEKTUR DAERAH PROVINSI RIAU, m/

SIGIT JULI HENDRIAWAN, SE, MM, CA, CRMP, QGIA, CGCAE

Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710729 199302 1 003

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Riau
2. Kepala BAPPEDA Provinsi Riau
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INSPEKTORAT DAERAH | Dlsusun oleh/ Tanggal Rorm F, Hndayatf September 2025

PROVINSI RIAU 'Dlre\{lu oleh/Tanggal Fith Ermanto / September 2025

I Disetujui oleh/T anggallRonl Cokro Subagio/ September 2025

Uraian Catatan Hasil Reviu

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Riau
Nomor 322/SPT/2025 tanggal 16 September 2025 untuk melaksanakan reviu atas
Rancangan Akhir RENSTRA Dinas Sosial Provinsi Riau Periode 2025-2029, bersama ini
kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:

DATA UMUM
Tujuan : Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif .

Sasaran : 1. Terpenuhinya Kebutuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bldang Sosial.
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Sosial oleh Pelaku Kesejahteraan Sosial.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

A. Keterhubungan dan kesesuaian Program, Kegiatan, dan Subkegiatan dengan tujuan
dan sasaran Perangkat Daerah dan/atau pertumbuhan kinerja urusan daerah yang
menjadi tanggung jawab perangkat daerah bersangkutan dalam rancangan akhir
Renstra perangkat daerah Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lamplran KKR - 1.

B. Keterhubungan kinerja, md:kator dan target kinerja rancangan akhlr Renstra PD tahun
2025-2029 (IKU perangkat daerah dan IKK bagi perangkat daerah pemangku urusan)

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagalmana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 2.

C. Konsistensi dan keterhubungan antara program, kegiatan, sub kegiatan rancangan akhir
Renstra perangkat daerah tahun 2025-2029 dengan program prioritas dan program
perangkat daerah pada RPJMD tahun 2025-2029.

1. Konsistensi dan keterhubungan program prioritas pada RPJMD dengan program
pada Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 3.




2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesualan antara target kinerja rancangan akhlr Renstra perangkat daerah tahun |

2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode

2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana
yang tertuang dalam Lampiran KKR -7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim
Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data
capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia.

Pekanbaru, September 2025

pala Dinas Sosial Provinsi Rlaf Supervisor/Pengendali Teknis
&—_______

Ir ZULFADLI RONI COKRO SUBAGIO, SE

Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19660803 199211 1 001 NIP 196712051998031003




2. Konsistensi dan keterhubungan program perangkat daerah pada RPJMD dengan
program pada rancangan akhir Renstra perangkat daerah,

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 4.

D. Kesesuaian antara target kinerja rancangan akhir Renstra perangkat daerah tahun |
2025-2029 dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian kinerja Renstra periode
2020-2024.

1. Keselarasan penetapan target IKU dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya:

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 5.

2. Keselarasan penetapan target IKD dengan pengendalian dan evaluasi hasil capaian
periode sebelumnya; dan

Berdasarkan hasil reviu dinyatakan tidak terdapat catatan yang tidak selaras
sebagaimana yang tertuang dalam Lampiran KKR - 6.

E. Keselarasan penetapan target subkegiatan dengan Data Statistik Sektoral Daerah
Berdasarkan hasil reviu dinyatakan terdapat catatan yang tidak selaras sebagaimana
yang tertuang dalam Lampiran KKR - 7.

Rekomendasi:

Disarankan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau untuk memerintahkan Ketua Tim
Kerja Perencanaan Dinas Sosial Provinsi Riau agar menyajikan satuan dan data
capaian tahun 2024 pada e-walidata SIPD Kementerian Dalam Negeri Republik

Indonesia.
Pekanbaru, September 2025
Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau Supervisor/Pengendali Teknis
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Ir. ZULFADLI RONI COKRO SUBAGIO, SE
Pembina Utama Madya (IV/d) Pembina Utama Muda|(IV/c)

NIP. 19660803 199211 1 001 NIP 196712051998031003
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KESELARASAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN DENGAN TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

KKA-1

RANGAHQAN AKHIR RENSTRA PD HASIL REVil) APIP
. KESELARASAN
CATATAN
TUJUAN SASARAN CUTCOME FRODRAL KEGIATAN SUBKEGIATAN [NDIKATOR SATUAN YA ! TIDRK REKOMENDAS!
Program Kegiatan De
; 8,01.00.1.01.0001 Peryounan Dokumen  [Jumiah Dolemen Perencarsen | va O hg ot Sy
Perentanean Perenglat Daerah Perangkat Dasrah 1 Sofares Dangan
e 8.01.01.1.01 Perancanaan, Tujusn Dan Sasaran
oot ot KIOR  15.02.01.1.01.0010 Penyeiznggeraan Jumizh Dolemen Hasl Pemngat Dasreh
P Patyelonggaragn Vialidata
2 g-;aalld;m Pendukung Stelfstk Soekdtoml Perduiaing Siatistk Selactal Dolrnsn Ya
Deerah
5.01.01.1.02.0001 Paryediasn Gelidan | Jumiah Crang yang Menerima Gol
’ Tnjangan ABN dan Tunlangan ASM Orangf Bulan Ya
- 8,01.01,1,02 AdmInleirsi Keuangan
Farengkal Dasrah 8,01.01,1.02.0003 Pafakeansan Jutrish Dokuman Penataysehaan
4 Panatsusshaszn dem PengullanVeritikasl dan Penguisnfverifes! Ketangen | Dokumen Yo
Keuangan SKPD SKPD
. ]&01.01.1.010001 Penyusunan
5 Pereneanain Kebutuhen Barang MKk pamich Rehonra KEPUO? | Dekumen Yo
x  [Deerah SKPD "3 ora
13.01.01.4.02 Adrrinistras! Barang Milik
— jDaerzh pada Perangiot Daersh
& 8.01.01.1.02.0005 Penptzusahaan Barang  [Jumiah Leporan Penatavsatiaan an Ya
Milik Dearab pada SKPD Barang MKk Doerat pada SKPD Lapo .
7 8.01.01.1.05.0002 Pangrdazn Pakatan Jumizh Pakat Pakalan Dinas Paket va
Cinza Bewerte Al Kelengkapannya Begarta Atribut Kelongiapan
—— §.04.01.1.05 Admintstras| Kepegawafan
Peranglat Caersh . Jurnizhy Dokilnin Pandatasn dan
8.04.01.1.05.0003 Pandafzan dan
a Penpgalatan Adminlstras| Ciokumen
Pengstanan Adminlstroei Hepegovalan Kepegawalan Ya
6.01.01,1,00.0001 Panysciasn Komponan | Jumish Peket Kempanan Ingtalesi
] |nstalasl ListnicPeneransan Sangunan tistrik/Penemngan Bapgtmsn Pajet fa
|Kertor ¥anter yang Disadizkan
Jumlah Peket Peralatan dan
8.04.01.1.00.0002 Penyadiaan Paralatan
1¢ Pailengkapan Karder yang Paket Ya
dan Pedangkepan Kantaor Dlszdizlan
1% 8.01.01.1.08.0003 Penyedisan Peralatan | Jumiah Peket Peralatan Rumah Paket Ya
|Rumah Tengga Tanggs yang Disedizkan
2 B.011.01.1.08.0004 Penyediazn Bahan Jurritah Faket Eahar Logisti Patet Ya
Logistik Kantor Kantor yang Disasiatan
i P g eti2s] 6 01.01.1,08,0006 Ponyodiaen Barang  |Jumah Paet Barang Cetaken don |y va
'Cetekan dan Penggandaan Penggandaan yanp Dizedinkan
£,01,01,1.08.0007 Penyediaan Jurnlah Paket Baharviietenal yang
1" Bahan/gterial Disediakan Paiet Ya
8.01.01,1,06.0008 Faslitasi Kurjungan Juiiah Laparan Faslitac
15 Tamu Kurijungan Tanms Leporan Yo
Jumish Laporn Penyalenggaraan
16 oo 01.1.08.0008 Penyelerapnan Rapa! | Rapat Koordiasi tan Konsulas!  {Laporan Ya
e SKPD

L.
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KMeningkatrya
Anuntebiitas Kineda
Parangket Casrah

= Terpenuhieya kebiutunan
pelzyanan administrasl
perfmntoran

8.01.01 FROGRAM PENUNJANG
URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINS)

6.01.01.1.06.0010 Penalausshann Arsip

jJumnizh Cesumen Penetausahaan

Kantor etau Bangunan Lainmya

Bangunan Lalnrya yang
Dipefinara/Direhablltasi

Dinamis pada SKXPD Arsip Cinamis pada SKPD Datungen a
£.01.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel Cemiah Paket Mebel yang Pakel va
8.01.0.1.07 0008 Pengadaan Permlsian dan|Jumtzh Link Paralatan den Masin untt Ya
Mesin Lainmya Lsirnya yang Disedizkan
!&01.01.1.0?.000? Pengadaan Aset Tetep  |umiah Unit Aset Telap Lainma |y va
8.01.01.4.07 Pergadaan Barsng Miik  [=orvt yang Dlsedizkan
Enersh Penunjang Urusan Pemediiah g 01,01.1,07.0010 Pongadasn Sarana dan | Jurniah Urit Sarana dan Prasarera
Prasarana Gedung Kentor stau Bangunan  (Gedung Kentar atau Bangunan  fUnit Ya
Lelrrya Lainmya yang Disediaien
£.01.01,1,07.0011 Pengadaan Sarana dan ;mﬁ""g;: na ﬁ‘mmm
Prasarana Pendulong Getung Kantor eteu Bamm“gum ny”_:"gva o Unit Ya
Bangunan Lainnya Disetiakan
8.01.01.1.08.0001 Penyedizan Jase Sumt | Jurnlah Laporan Penyediaen Jasa |, Ya
MenyLret Surat Maryurat RN
Jumiah Lapararn Parysciaan Jasa
8.01.01,1.08.0002 Panyedizan Jasa
. Komunkasl, Sumbter Baya Alrdan |Laporan Ya
Kamunlkasl, Sumbesr Daya Alr dan Listrlk Usikyang Disedizkan
8.01.91,1.08 Penyedizan Jawa Penunjarsg
Uriigen Peamerimzhan Daetah J 2 Pe aan dans
1,011,080, 0000 Peryadiacn Jess Persistan dan Pelongkepan  |Laporan Ya
i ! T Kmnte yang Disediaken
. Jucplah Lapotan Penyediean Jasa
£.01.04,1.08.0004 Peryedican Jasa
: Falayanan Umten Kantor yang Lepomn hi
Paieyanan Urnum Korter Deedizian
8,01,01.1,09.000H Penyediasn Jasa Jumiah Kanpdarasn Partrangan
Pemelh , Blaye Pemelin dan Dires atas Kertarman Dinss Unit Y
Pajak Kendaraan Perorengan Dinas elau |.ebatan yang Cipaliham dan n a
Kendaragn Cinge Jabelan Cilayarian Pe|aka
B.01.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Jumiah Kendaraan Dines
F aaan, Bigya Permatih Fajax  |Opsraskng) staw Lapangan yang Unit Ya
! den Ferizingn K Dinas Operasionat |Dipalifaea dan Cibayarkan Pajak
atau Lapengan dan Parinanma
8,01,01.1,02.0005 Perneltharaan Mabal Jumiah Mebel yang Dipellhara Unit Ya
B,01.01,1.05 Pemelharaan Barang Wi :;tm.mgmor Pempllharaan Aset Tetap Jumlarl;gsut Tetop Lainnys yang Unit Yo
Dasrsh Penunjang Urusan Pemerlrtehan {2008 Dipel
DCasrah
[5.01.01.1.09.0009 PemetharaanRenaniltes! ‘”"“’L:::’:E:ffmf;’;;‘“‘ it va
Getlung Hartor dan Bangunan Laintye BaD_ 'G" IDirahabilitasi
Jutniah Sarana dan Praserana
2.01.01,1.09.0010 Pemelifarzan/Rahablitasi
Sarana dan Frasarana Gedung Kastor ataty mﬁm‘“m Bangunan | i Ya
Bangunen Lalnnya CivelhoraDirehabiitasi
Jumiah Sarana dan Pressrena
§.01.01.1.09.0011 Pemeftharan/Rehabllitas!
Sarana dan Prasarang Pendukung Gedung |Loreurung Gedung Kantoratzu Ya
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Menlngketrya Hital
itz Wawasan

Kebangaaan

= Meninghatrya kesadatan
masyarakat aken (declogh
jPancagila dan karakter
kebangwemn

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN
|IDEOLOG| FANTASILA DAN
KARAKTER KEBANGSAAM

8101.021.01 Perumuann Kebloken
Teknls don Pama Polaksanaan
Bidang [dedlod] Pancaala dan Kerskter
Kebargsasn

8.07.02.1.01.0001 Peyusunan Program
¥oarja i Bickang fdeckon | Wawsan

Jumizah Delarmen Program Kesfa di
Bidang ideclogi Wawanan
Kehangsazn, Bela Negata,

pada Pumapastdbraka Dut ifa

Pancaslla

Kebangsaan, Bela Negam, Kerakler Bangaa, karakhur Bangsa, Pembauran Dokurnen Ya
Pembauran Kebargsaan, Bhineka Tunpgal  |Kebangsaen, Bhineka Tunggal Ika
{ka dan Sejarsh Kebangsaan tiah Sajarah Kebangssan yang
Disusun
6.01.02.1.01,0002 Perurauson Kebjaican  [22474ah Keblakan Telis o) Bidang
Teknis di Bidang keologl Wawasan .
Kabangsaan, Bola Negara, Karaiter Bangsa, [Ser Moo (0P 4erBan | naumen Ya
Pambauren Kebangsean, Bhinska Tungga n,
Ikn dan Sejarah Kebangsaen Tungoal lks d2n Sejareh
Kehangsasn yang Diaueun
Jurniah Oreng yang Mengikub
8.01.02.1.01.0003 Palaksansan Kebijakan d| | Pelakesnaon Kabijalan ¢ Bldang
Bldang |deoloni Wawasan Kebangaean, Beta | ideologl Wawasen Kebangsazn,
|Megera, Karakler Banges, Fembauran Bela Negara, Karakler Bangsa, Crang Ya
[Kebangssan, Eninaka Tunggal lka dan Fembauan Kebangsean, Bhimeia
Sejarat Kabangeman Tungga! tka dan Sefersh
Jurmigh Orang yang Mang kb
8,01.02.1.04,0004 Petsksanaon Koordines!  |Koordinesi €) Bidarg declog)
¢i Bldang Ide<iogl Wewasen Kabangeasn,  [Wawasan Kebangsaan, Bola
Befa Negare, Kemkior Bangsa, Pembaurn  |Negam, Kenakder Banpes, Qrong Ya
Kebangaaan, Bhinaka Tunggno! lka dan Pembauran Kebangeran, Bhineia
Sejarsh Kebangeaan Tunggo! Ta dan Sejarah
bangsaan
8.01.02.1.01.0006 Pelaksansan Manitoring [P ¥Tiah Laporan Hasl Mondoring
Evalyagl dan Palaporan di Bldang
|Evaluasi dan Pelzporan di Bidang Iteologi
Wavtsar Neba Ideciog! Wewasen Kebangsaan,
SAry npesan, Bala tegam,
Bela Negara, Kara\der Bargpa, Leaporan Ya
Kemider Banges, Pembauran Kebangsasn, Rombasran Kebangsaen. Bhineka
Bhinela Tungga fia dan Sejarah gt ka dons ECareh
Ikebangsaan 2 e
Kebangeaan
Jumizh Oakumen Hazil
8.01.02.1.01,0008 Pembertukan dan Pembaniukan o2 PenumbLren
Karaktar Keluana Matatl
Penumbuhen Karaider Kelvarga Melaki (o 0wt o
Peringhkatan Kesadaran Masyarakat aken
{Magyarakat akan Pantingnya Dolaaman b
Pertingmya Penaheyatan dan Pengamatan Pangheyetan dan Pengamaian
Pancaslla dalem Semua Aspek Kehidupan |- Ia dafem Semun Aspak
Bermacyarekat, Baroangsa, dan Bemegans |, dupan Bermasyarakat,
Berbangea, dan Bamegara
8.01.02.1,01.0007 Pengangatan Jumnlah Purmapesiomka Outn Oreng va
Purnzpaekibrake Duta Pancesila Fongaslia
8.01.02.1.01.0008 Pembirezn terhadap Laporan Hasi Pamblmaan Akvites
aidivitas kepaskibrkaan dan Kepaskibrakasn dan Laporen Hasl! | Detamen a
Pumapaskibrake Pemblraan Pumapasidbraio
8.01.02,1,01.0005 Pelekmenazn lugas Jumniah Dokumen Pelakaanaan
Paskibrka Tugas Paskibraka Doloumest e
glm.uz.-t:n‘mpm Peliluanu;!‘n fupas I_.Lapom l-bL!lI .Pefaksanfarl Tul?m Bokiiren Ya
{Laporan Hasil Fembingan Lanjutan
.01.02.1.01.0011 Pembinaan Lanjutan Kopeda Pumapaskibraka Dz Deloimen va
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Ormas Asing di Deerah

Asing di Daerah yang Bisusun

- 8,01,02,1,01,0012 Pembentukan Paskibroka | Jumizh Paskibraka Orang Ye
{chigupan
eyt fumish Doiasmen Program Keta di
Beriendoakan 6.01.02.1.01.0001 Peryusunan Pregram | Bidang Pendidiian Palitlk, Etlka
Pancaslia, Kerja di Bidang Pendidlan Polltk, Eltka | Budaya PaHtik, Paringkatan
Demoigasi dan EudsyaPoiitl, Peningkaten Demetras,  |Demoirast, Fasifes Kelermbagaan
AN Fasiktesl Kelempegaan Famerntahan, Pemenntatan, Pavakdlan dzn Dal Ya
Perwaktlan dan Partat Pokti, Pemifhan Parial Peiitik, Pemitiian
UmunyFemiihan Umum Kepala Deerah, UmnunvPemiinan LUmuwn Kepala
safta Pemantauan Situsgl Politk dl Caerah  |Oaerah, serta Pemanausn Situasl
Pokilik di Daerh yang Distsun
801.03.1.01.0002 Penyuwunan Bshan  [TER SRR Q BEST0
{Puumusan Kebijaken dl Bidang FPondidiian Poiitk, Paningkstsn Demekres!
Ptk Etiis Budaya Patt, Paninglatan  [o-e S 0d R0 -1 '
Demokaasl, Pasiiiaal Kelembogann Pemarintatan, Psgrajd] gan  |Dokumen g
Pemerintatan, Peraciden dan Partal Poltly, [paTE O ,-,mum‘“
Pemilinan UmumPomiihan Umdm Kepela |y, roee it imim Kepala
g:ﬂ qena Pemnanteuan Shuas! Pelbk ol Deerah, verta Pemaniduan Sluzel
Frlitik di Degrah yang Diauaum
Jumiah Orarg yang Meng i
Petaksangan Kebijzkan di Bideng
8.01.03.1,01.0003 Pelaksaneen Kabijnkan ot
8.01.03.1.01 Porumusan Kobljokmn Bldang Pendkiken Soiti, Etfie Euddyn Panaidiven Paitik, Eta Budeye
Efeidinya Fungel 8.01,09 PROGRAM PENINGKATAN| Teknli tiin Pumantapan Pelskeenaan  {Faiik, Peningiaten Demokrasl, Faalits) m?mmﬂﬂ Demoleal,
Haponitan Lembaga FERAN PARTAI POLITIKDAN  |Bkiang Pariciian Felik, Etikn Budaya {Kelambagaan Pemetintzhan, Perwaklion dan |F 58l e8] Xelembagaan orang e
Bemektzs dan « Meningiatrye alika tan budaya [LEMBAGA FENDIDICAN MELALUI [Patiiic Peningiatan Demonrssl, Fashltas] |partes Poik, Pemithen Umum/Pemilhan | Femneiniaban, Perwakian dan
Meningkabrya polithk PENDIDNCAN POLITIK DAN Kelembagean Pemeriniahan, Pesaaidlan |Umum Kepala Dasrah, gerta Pamantauzn Perte! Politk, Pemithan
Partisipasl Polik BENGEMBANGAN ETIKA SERTA  |dan Pantal Poltik, Pemilhan | szuasi Polith i Cassan Umum/Pamiiihen Umum Kepala
Mamyrakat BUDAYA PELITTK UmpmuFemlihan Umum Kepala Dasmah, De=ereh, serta Pemantzuan Situasl
gertn Pamantauan Shuasl PoRik Ptk di Cerah
Jumlah Crang yarg Mehglkuth
8.01.03,1,01,0004 Pettiaianiasn Koordnas  |Moordinas! o Bidang Pandidikan
o Bidang Pendidiain Polilk, Stile Budays  [Pelitik, Etlka Butisyg Poltlk,
Pulitik, Penirgkaten Demairesl, Fealtesl | Poninglstan Demokrest, Feelteel
Kelemizagaan Pamerintshan, Perwakian dan |Kelembagaan Pematintehan, Crong Ye
Fartsl Politi, Pemiiban UmumPemiihany | Panwakilan dan Partal Falitl
Limumn Kepela Dasreh, sata Pemantausn | Pemiinan Umum/Pamilihan Umum
Etuas] Peintc di Caemh Kepalz Baerah, serta Pemaniauen
Situstk Palitk & Dasrah
Jumiah Leporen Hasll Manitoting,
8,01.03.1.04.0005 Pelaksanzan Monitaring, |Eveluasi den Pelaporon di Bldang
Evaluaal dan Pelapomn dl Bldang Pendldlian Poillk, Etka Budzys
{Pencidikan Poitik, Et/ka Budeya Foliik, Politik, Peninglerian Dsmakray],
Peningkatan Demelkaesl, Fosiliag Faslitesi Kefernbagaon Leparan Ya
Kelembagrsn Pemerintzhan, Perwakdien dzn |Pemerintahan, Panvskllan don pa
Partal Politik, Pemilihan Umum/Pemilihen | Parlal Politik, Peniihan
Umum Kepala Dacrah, softa Pemantauan  [Umumiemiitan Umwm Kesala
{Eituas! Poltikdi Dasreh Daerah, Aenta Pamanausn Sissl
Pali 1 Dzerah
8.01,041,01,0001 Penyusunan Progiam [ Defauren Prgram Xerja
Kerja Dibldang Pendeftaren Ommas, Mw%man o E:‘;:-m
Pemberdsyaan Crmas, Evaluast dan Mediasi dam Medlas! Benglcet:brmm Dokgamen Ya
Sengketa Crmnas, Pengawatan Ormas dan Pengawasan & dan Onme
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8,01.04.1.01.0002 Penyusunan Bihan
Perumusan Ketijakan Dibidang Pendaftaran

Jumiah Kebliakan Dibldang
Pendaft=ran Ormas,
Pemberdayaan Crmas, Evaluasi

KETAHAMAN EKONOM), SOSIAL,
CaN BUDAYA

Elgang Ketahanan Ekonomt, Sesial dan
Bugeya

Penghayat Kepercayaan ol Clasrah

_O_rmoa.temberpayam Orr:n:s, Evalsasi dan aan Mediasl Sengiota Omas, | Dclerm an ¥a
kg Crmas, Peng Pengawaaan Ormag dan Ofmas
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Aing o Dagrah yang Disusun
Jumlzh Orang yang Mengikatd
£.01,04,1,01,0003 Kbl Palzl Kabljzian Dibidang
Meningkatnya 8.01.04 PROGRAM 8.01.04.1.01 Perumuean Kebijgkan Ditideng Pendaferan Ormas, |Pendaftamn Crmas,
Kebebasan - Meningkatiya ketertiben PEMBERDAYA&N DAN Teknla dan Pemantagan Pataksangan | Permberdayaan Omnas, Evakues dan Mediasl {Pemberdayaan Ormas, Evaluasi | Omng Ya
Masyaraket crpantsaal kernaqyarakatan PENGAWASAN ORGANISAS| Bidang Pembertizypan dan Pang Sengksta Onnag, Fengawssan Ommas dan  dan Metasl Sengheta Qmes,
Bendemekresi KEMASYARAKATAN Crganisasl Kemasyaraketan Qrmas Aeint of Daerah Pengawasan Qrmay dan Qrmas
Asing & Daerah
) Jutyitah Crang yeng Menghot
301.04.1;':#004 Pelah:na::an Koordiras| Koardinas! Ditidang Pendataren
|Pemberiaysan Ormas, Evaluas dan hediast M"“ﬁﬁmﬁ’gﬁ Orng a
Sanghets Orras, Pengawssan Omasaan (S 050 o o o
Qrmas Aeing =i Daerah Ories Asieg dl Dzerah
8.01.04.1.01.0005 Pelatwansen Moriloring | J4Tian Laroren Hesl Marilofing
Evaluan| dan Palaperan Dibidang Pontiarn Sy g
|Pancaftaran Ormas, Pemberdemann Crmas, '
Evaluas! dan Medinal Senpheta Orman, mmgmﬁmuﬂ Lapotan Ya
Pengawasan Omage dan Ommas Asing i o) o 4 il
Daeran gawasan Ormaa dan Dmas
Asing di Daarah
Jumieh Dokumen Pragram Kerja 4l
6.01.08,1.01,0001 Permyusunan Program Bictang Ketalanen Evanaml,
Kerja dl Bidang Ketehanen Ekonomi, Scalel, |Soslal, Budaya dan Faclites
Budaya dan Feslitasi Pencogahsn Pengegahen Penyatagnzan Dolasmen Ya
Peryatagunsan Markstia, Feslitas| Markotl i, Fasiltas) Karnianon
Kemukunan Umet Beragams dan Penghayet | Umat Baregema dan Penphayat
Keperczyazn di Daersh Keperwayaan di Desrah yang
DigLmun
8.01.05,1,01,0002 Peryusuren Bahen ﬂ'x:::;:m;l m; rﬁli E;;g;‘f
Pefumusan Kebliakan d| Bidang Ketaheman Budava dan Fesilas! Fancenanan
Ekonom), Sasla!, Sudaya dan Fesiftas] ya 3
Pen an Peryalagunzan Narkatka, ?mm"m Narkotika, Fenllitest| Doitxnen Ya
Faslitaai Kenulainan Umat Beragama g [[orad | Seregamasian
Penghayat Kepereayaan 4l Daereh o Dmlaua‘smwmﬂu
6.01.05.1.01,0003 Peipksanzen Kebiskan aif~umiah Gang yang Margiadl
Eidang Ketahianan Elenem, Sasial, Budaya lmauh?m'an EI::rni':i ol 9
dan Fasiltas| Pencegahan Peryelegunaan . .
N " ey Budaya dan Faailiigs! Peneegahan |Crang Ya
M - 8.01,05 PROGRAM PEMBINAAN  |8.51.05.1.01 Perumusan Kebjjakan Narfwtika, Fasiltasi Kerulnan Umet Penyalagunaan Narotika, Fasiktact
Kenoonan Limen |exonom) sosial den bu DAN PENGEMBANGAN Tekris dan Pemantapan Pelaksangan Ewa dan Penghayat Kepersayaan ol e, i man Umat Beragama dan
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Wanurunrya Konflli
Sonlal df Mesyarakal

= Meninghatnya penangetan
tonflik ecslal yang diselesatian

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN
KEWASPADAAK NASIONAL DAN
FENINGKATAN KUALITAS DAN
FASILITAS| PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL

8.01.06.1.0¢ Perumusan Katljakan
Teknla dan Pelaksanssy Pemantapan
Kewatpadaan Nasionz! dan Peranganan
Kootk Seslal

§.01.05.1.01.0004 Pelaksanasn Keordinasi
dl Bidang Kelahmnan Exsromi, Sosk,
Budaya dan Fasiltas] Pencegaban

IJurniah Grang yang Menglkul
Koordings| d| Bidang Ketahanan
Ehkonomi, Scsial, Budaya dan

Pesyalagunaan Markotika, Fasiltas] B e e Festltas] Ya
Kerukunan Umat Bfagama dan Penghayal [T oryaiagunaan , Al iAs
Kepermayaan i Daerah #erukynan Umat Beragarna dan

Pepphayet Kepercayaan d| Daerah
£.01.08.1.01,0003 Pelakgznasi Morliring, (252" Laporan Hasl Mangering.
Evaluasl dan Pelaporan d| Bldang Kmmwkeﬂhman Eknnﬁa&s[a'l. ™
Ekanom, Sastal, Budaya dan Fellites| Budaya d=n Fositasl Pencenaten [Laparmn Ya
Pencegahan Peryalagunaan Markotika, Fenyal Narkotika, Fasilias| parm|
Fasiitag) Kerukurtan Uimat Baragema dan Kenr':‘agl.manﬂ arkotlka, 8
Penghayat Kape il Dacsh erukunan Umat Beragama dan

cayaa Ferghayl iKeparoaynsn di Casrah
2,04,08,1,01,0001 Penyusunan Program |22 Detumen Program Kera o
Kerja di Bidang Kewospadaan Cin), Kera Bidang Kewaspadaan Oinl, Kerja
Sama Intalijen, Fernantauan Crang Asing Sama Intellen, Pemertauan Oreng
Tanaga Keqa Aslng dar Lamiaga Asing ' |belng, Tenags Keda Asing dan
Kewsspodsan Perbatnaan Antar Nogera, | 0D808 Asing, Kevaspadzan | Doiumen Ya
FaslEtes! Kelambagaan Bidsng mh'“mmbag::“é’lga“n‘“""' Fealitasl
n Bidang

Ig:raa;pacaan. seta Ponanganen KonIKdl o e, seria Penanganan

Keanfllk dl Dasreh yang Dlsusun
8.01.08.1.01.0002 Pempsurean Bahan [ lian Keblaes (BKang
Parumusan Kebljakan ol Bidang by h Kera Sem
Kewaspacasn DI, Ker2 Sam Jrtelfen, | reoijer, Pementauan Orang
Femantauzn Cmng Asing, Tanaga Keda g, Tenaga Kerfa Asing can
Asing can |Lembaga Asing, Kewaspadaan | =2MbeE8 Abing, Kewsspadaon | Dolanen Ya
Perbalazan Antar hogar, Fasiitas) mﬁé Hegere, Fasitas
Keismbagsan Bldang Kewaspadaan, serta : ‘f,a
Penanganan Konfiidi Daersh Kewaspadaan, certa Pananganan

Henfid dl Dasrah vang Disvsun
£,01,00.1.01.0004 Pelamenaan Koordinesl [mieh Oond yang Menghti
dl Bidang Kewaspadaan Dini, Keda Sema (o0 T0el e P2 ,:g.m P
Irtelljen, Pemaontausn Oang Asing, Tenaga e Orang Asing, Tena
Hecja Aning dan Lermbags Asing, Ker“‘“’ Pl Il oo v
Kewzeprdasn Perpatasan Arler Negare, 2 Adlng m;er;mga puing, - Orang a
Fois Ksmagian S Kevmgader Pt
Kms.raman. seria Fenengenen Kenfikdl (o g Kewaspadaan, certa
Dzera Penanganan Konfllk dl Daarah

Jumiah Laparan Hagh Menitoring,
8,01.06.1,01.0005 Pelaksanaan Mentoring, |Evaluasi dan Felaporan dl Bkiang
Evaluas| dan Pelaporan of Bidang Kevaspadazn Dird, Kera Same
Kewsspadaan Cinl, Kers Sama inteljen, Intefijen, Pemantauan Crang
Pemanlzuan Orang Asing, Tenags Kerjg Asing, Tenags Keda Asing dan Leporan Yo

Aging dan Lembapa Asing, Kewaspadaan
Perbalasan Antar Hegara, Fas(ikasl

¥atamb 1 Bidang Kewasp 1, sera

Penanganan Kerfik J Daerah

b

Lembaga Asing, Kewatpadaan
Pesbatasan Amtar Nagata, Faslitas|
Kelembagaan Bidang

aan, serta Penanganan
Kerifke di Deerah

AN




8.01.06.1.01,0005 Pelsksanaan Forum
Koordinas! Fimpinan Casmah Provins)

Jumtzh Dalarnen Hasll
Pealakezanaan Fosum Koard inasi
Pimginan Dzeran Provitsl

Dekumen

Ya




KESELARASAN INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH DENGAN BIDANG URUSAN PADA PERANGKAT DAERAH

KKR-2

HMASIL REVIU APIP

IKUIKD
NO INDIKATOR SATUAN PERANGKAT | SUMBER (TUJUAN/SASARAN/PROGRANM) KESELARASAN
DAERAH
YAMTIDAK CATATAN | REKOMENCAS)
L i ! Indikator Kinesja Perangkat
1| indeks Keselehtaraan Soelal Lanjut Usia Milai IKD PROGRAM Ya Daerah Sudah Selaras
2 |Persentase PPKS yang tertangani dan berhasl) barkings) secara soelal Persentas KU SASARAN Y Dengan Bldang Urusan Pada
yeng neani can golse 2 reemase 2 Perangkat Dasrah
3 |Farsentase Penerima Manfaat yang Terpanuhi Kebutuban Dasar Pereenizce IKD PROGRAM ¥a
Parzentase Mesyarsket dl dasrah rewan bencana yeng meningkat
4 Kesiapalsgaennys % IKD PROGRAM Ya
Farsentase Lembaga dl bidang kesajehtsraan sosial yang meningkat
6 fualitasnya dalem pelayenen sostal % IKD PROGRAM Ya
8 |Indeke Keaelahiteraan Sasial poln IKU TUJUAN Ya
Persentaso Penyandang Disebilitas, Angk terdantar, Lanjut Usle, Gelandang
7 |Pengemis, PPKS lainnya diuar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhl % IKD PROGRAN Ya
kebutuhan daszmya
Persentase PSKS Prafesional (PPKS profesional yang terdid deri PPKS
8 |perorangan, lembaga dan kefuarga yang mempunye! sertifikas! ataupun % IKU SASARAN Ya
ekreditasl)
Persentasa Daarah yang mafaksanakan pengsloiaan dan pendataan data
9 e Miskin % KD PROGRAM ¥a
10 |Persentase Warga Nogara Migran Kerban Tindak Kekerasan yang Tortanganl|  Persentasa IKD FROGRAM Ya
Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang meningket kompeteorsinya dalam
11 pelayanan sosial ? % KD PROGRAM Ya
12 |Penlngkatan Indaka Kebutuhan Dasar % IKD PROGRAM ¥Ya
13 |Cakupan Leyenen Tamen Makam Pahizwan Persentase KD PROGRAM Ya
14 |Indeka Peranan Scaial Nilal D PROCGRAM Ya
Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Pensrima Perlindungan Sosis! yang
15 tergradunsi dart kemiskinan % IKD PROGRAM Yo
18 |Persentase Korban Bencana yang mendapathan layanan pepsufihan sosial % IKD PROGRAM Ya
17 |Persentase Korban Beneana Alam, Sesial danfatat! nen afam yang terpenuld % KD PROGRAM Ya

ketutuban dasar patla saat dan setelah tanggap derurat bencana

-




Pepsentase pekerja sosfalflenaga kesejahteraan sosial yang melaksanalan

18 |pelayanan sosial di dafam panti rehabilitesi, panti rehaklitas! PPKS [ainnya % IKD PROGRAM Ya
diluar HA/AIDS dan NAPZA
Persentase (%) daerah yang aktif melakukan psmutakhiran data terpadu

19 penanggulangan kemiskinan Persentase IKU SASARAN Ya
Parsentase Penanganan Pemulangan Werga Megara Imigran, Orang

20 Nerlantar, Korben Tindak Keksrasan Parsentase KD PROGRAM Ya
Parsentaus poker)a sasialtenaga kesejahteraan soalal danfatau relawan

M |scsial yang molaksanakan penanganan korban bencana provinst pada masa % IKD PROGRAM Ya
tanggap darurat dan pasca boncana sesiuaj edandar

22 |Indeke Kese[shteraan Sosfal Fenyandang Disabilitas Nifal KD PROGRAM Ya




KKR-3

KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PRIORITAS PADA RP JMD DENGANPROGRAM PADA RANCANGAN AXHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH

RPJMD RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD HASIL REVIU APIP
Mo on KESELARASAN
GATATAN !
PROGRAM PRIORITAS DAERAH PROGRAM varmoax | SETAN L
Progrem Pricritas
+ [1.08.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.08.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 1.05.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Ya Pia RP UMD
Sudah Konsisten
2 |1.08.04 PROGRAM REHABILITAS| SOSIAL 1.06.04 PROGRAM REHABILITAS! SOSIAL 1,08.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Ya g:ggﬂ;as;?n';;:
Aldhir Renstra
3 |Lo% e PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 14 66,05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 1.08,0.00.0.00,01.0000 DINAS SOSIAL Ya Perangkat Deersh
a |1.08.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.06.08 PROGRAM PENANGANAN BENGANA 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL Ya




KONSISTENSI DAN KETERHUBUNGAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH PADA RP JMD
DENGAN PROGRAM PADA RANCANGAN AKHIR RENSTRA PADA PERANGKAT DAERAH

KKR -2

RPJMD RANCANGAN AKHIR RENSTRA PD HASIL REVIU APIP
NO UNIT KESELARASAN
CATATAN /
PROGRAM PERANGKAT DAERAH PROGRAM YAITIDAK REKOMENDAS]

( [1:08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN  [1.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1.06.0.00.0.00.01.0000 va Dz;"rg;"g‘a::';g"mto

DAERAH PROVINS|(Non Prioritas) PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI DINAS SOSIAL )

Sudah Konsisten
1.08.0.00.0.00.01.0000 Dengan Program Pada
2 [1.06.02 PROGRAM EEMBERDAYAAN SOSIAL (Prioritas) 1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL DINAS SOBIAL Ya Rancangan Akhir
Renstra Pada Perangkat
Daerah

5 [1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN |1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA  |1.06.0,00.0.00.01.0000 Ya

KORBAN TINDAK KEKERASAN({Non Priotitas) MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN |pinas sosiAL

: - 1.06.0.00.0.00.01.0000

4 11.08.04 PRCGRAM REHABILITAS| SOSIAL (Prioritas) 1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL IDinas sostAL Ya
5 |1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL  [1.08.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN 1.06.0.00.,0.00.01.0000 ve

(Prioritas) SOSIAL DINAS SOSIAL
& |1.08.08 PROGRAM PENANGANAN BENGANA (Priortas) 1.08.08 PROGRAM PENANGANAN BENGANA e s, 1000 Ye
7 {1.08.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM 1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM  1.06.0.00,0.00.01.0000 va

PAHLAWAN(Non Prioritas) PAHLAWAN DINAS SOSIAL




KESELARASAN PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA, (IKU) DENGAN

PENGENDALIAN DAN EVALUAS! HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUNMNYA

KkR-5

PERIODE TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA T0 - T5 HASIL REVIU
PERANGKAT DAERAH [1KU YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 2025 4 TARGET KESELARASAN
TERKAIT 2008 SATUAN TARGET | CAPAIAN [ oepcenTASE CAPAIN
BASELINE | TAHUN TAHUN KINBRJA () BASELINE CATATAN?
TERAKHIR | TERAKHIR TO | T TR | T3 | T4 | TE |YAMDAK| oo omENDASE
Penetepan Target
1,08.0.00.0.00,01.0000  |Poreentase PRKS yangtartangani dan berhas | g/ onien | 245 275 245 890905090909051% 100 100 | 100 | 100 | 100 [ 100 | 100 | va JKU Sudah
DINAS S0OSIAL berfungsi secara soslal Sataras Dengan
1.08.0.00,0.,00.01.0000 Pengendallan Dan
DK SOMAL Irdske Keselahteraan Scalal goin NiA NiA WA NaN% 5680 | 5665|5650 | 57.05| 5715 | 5720 | 57.25|  va el Hinat
Capalan Perode
Persentzse PSKR Profeslonal {(FPKS Seebelumnya
1.06.0.00.0,00.04,0000  |profasionat yang terdiri darl PPKS perorangan,
DINAS SOSIAL baga dan ketuarga yan mempryal % NiA N/A NA NalN% 82 a462| 86 | 87 | 88 | BO | 90 Ya
sortifkasi etaupun akrediasi)
Feraontase (%) dacrah yang akiif melakukan
1.06,0,00.000.01.0000 | pomutakhiran date terpadu ponanggulangan | Poreerdase [ 100 100 100 10000% 100 100 [ 100 | 100 | 100 | 190 | 100 | Ya
DINAS SOSIAL
kemiskinan
‘J '
' !
L e




KESELARASANM PENETAPAN TARGET INDIKATOR KINERJA DAERAH (1KD) DENGAN

PENGENDAALIAN DAN EVALUASI HASIL CAPAIAN PERIODE SEBELUMINYA

kKR - &

PERICDS TAHUN SEBELUMNYA RENSTRA T2 - T6 HASIL REVIU
PERANGKAT DAERAH TARGET KESELARASAN
HO TERKAT IKD YANG TERSEDIA PADA RENSTRA 20256 - 2028 SATUAN TARGET TAHUN | GAPRIAN TAHUN PERSENTASE CAPAIN
BASELINE BASELINE
YERAKHIR TERAKHIR KINERJA (%) vo |t | t2 | 1| 1a ! 18 |varmoax | cavarans
REMCNENDAS|
Fonetapin Targe)
1 |SAna Rl InIn0000 | indeks Kesejahtoraan Sostal Lanjut Usia Hlos NiA HUA wa Natez 15 w |||l e ¥a raihivie
- Ssfaras Dengen
1.66.0.00.000.01.0000 | Pementess Penarima Manfzat yang Terpenunhi Kebutuban Pergenctiian Dan
2 |onos souaL b erp Pereriase | 100 100 100 10000% 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Ya e Tl
Crpalan Peritde
1,080.00.0.0001.0000 | Fersentase Masyarakat o dasrah mwan bencana yang Sebelimnya
3 SOoAL méningist kesiapeiegaannya % WA A WA Nah @ 87 |6 | | 7| 5| W7 ¥s
1.08.0.00.0.00.01.0000 Persentese Lembega di bidenp kessjahieman sogiel yang
4 | T Eromingiot kuattaanye calam polayotan sou % 00 109 100 10000% 00 | 10 | 100 [ 100 | 400 | 100 | 100 a
1.06.0.00.0.00.01.0000 Pementnse Peryandang Disabilies, Anak fedamter, Lanjut
Ll Khprtasessrids Usla, Gelandang Pengemia, PRKE lalnya diluar HIVAAIDS % 100 100 100 10000% 100 | 100 ] 100 | 100 | 100 | 100 | 100 va
dan NARLA yang terpenuh kebutuhsn dasamya
1.06.0.0¢.0.00.01.0000 Pemertese Cerah yang melekeanakan pengsalolagn dan
S | OmAs SOSIAL pengataan dats Falor Vhckh " 160 100 100 10000% 0 | 100 {00 | 00 | 100 | w00 | 100 v
106.000.0.0001.0000 | Perssntess Warga Negasz Migran Kerban Tindak
7 (L St Kelormsan yong Teramgoet Pomentsse | 10D 100 100 10000% 100 | 700 | 100 | 100 | 100 | w0 | w0 va
1,06.0000,00010000 | Pereentase SDM Kessishternan Sostal yong mesingkel
& | mae Soema Kormpetentinya ki peizyaran eos % 18.84 18,15 1016 10000% oagz | 88 | s | &7 | as | &0 | m Ya
.06,0.00,0.00,01.0000
9 "Dms ot Peningletan Indeks Kebutuban Dasar % WA WA A Nk 80 Bt | a2 | a3 | 84 | 85 | a8 Ya
4p [108..000.0001.0000 |0y iy Layaran Tamman Makam Pahiswan Pormeniese | 100 100 100 10000% 10 | 100 100 | +e0 | 100 | 100 | 100 Yo
DINAS SCHAL
1.06.0.00.0,00.01,0060 {
1 | SOIAL Indsks Petanan Sosiz| Nial WA A A Nk 70 nln|n|n]ls| e fa
1.06.0.00.0.00.01, 0000 Pameentase Keluarga Mighdn dan Rentan Penerima
12 |CiAS SOSIAL Perflndungen Sasial yang tergraduasl dan kemiskinan % WA WA WA e 4 4 | S0 | 55 | 60 | 88 | T0 ¥a
106.0.000.00.01.0000 | Parsentsse Kosban Bencana yang enandapatian layanan
13 | oA, pemoitan sl % 100 100 100 10000% 0 | 100 w0 | 00 | 100 | 100 | 0 Ya
1.06.0,00.0.00.0.0000 Persaitese Korban Bancana Alam, Sosial danvatau non
14 DlN.RS SDSULL ! alarn yang terpanuhi kabutunan dasar paca spst tan % 104 100 100 10000% 100 100 100 100 100 100 100 Ya
satelzt tanemap danssk bancona
Perscnlese pekega svslamen?g:; h:::pm;:? s::}l;lng:g
1.08,0.00.0,00.0.0000 me2ksansien pelayznan sealal di m i !
18 [ SO ) REaRiHA P8 foinrya s HIVAAIDS dan % 100 100 100 40000% 100 | 100 | 400 | 100 | 100 | 100 | 400 Ya
NAPZA
1.05.0.00.0.00.04.0000 Persentase Penanganan Pemulangan Warga Negara
16 DINAS BOSIAL | emigren, Cirang Terlantar, Korban Tindak Kek Porerdace 140 100 Lo ] 100a0% 100 100 100 10b 100 160 100 Ya
Persentese pekerja susialtenaga katejahleran sosiad
1,06.0.00,0.04.01.0000 dan/atau relawan sosial yang melaksanaken penanganan,
Ll Ererpuiviie oroas banoana pacvint pagt o tongoe donyet dan % 100 100 100 10000% 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 Ya
pasca bancana vesual etandar
1e [LOSOO0A0OLIN0 | ngeks Kessjanteraan Sesiel Penyandang Dischiitas Nial NA A NA Nah3s ® 176 | 77|78 | 79| 80 | e Ya
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KKR-7

KESELAL ... JENETAPAN TARGET SUBKEGIATAN DENGAN DATA STATISTIKSEKTO *
RENSTRAFQ DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH (DSST) HAS[L REVL
o BIDAND TARGET SUB KEGIATAN MESELARASAN
URUSAN PROGRAM KEGHATAN SUB KEGIATAN INDIKATOR SUB KEQIATAN SATURN WAMA DSSD satuan | sozz | soes | zome
nin|n|w|ss YAMIDAK | o CRTATANI
REKGMENDAS!
- Penatpan Ti
Rehabilitast Sarana dan J\m-d;Ph Dolumu H“IS R'h::‘w Barana dan presarana <l Taman Sub Keglatan Eslum
1 Prasrang Tatnan Mokam “mer.nram'r an Makam Pahlawan Dokumean - - - - - |Makam Pahiawan yang o 14 a Ya Sﬁ'mgeﬁ;&ﬂn
Fahlzwan Nasonal Previngd Nagienal Rravinal mhahilitas| Piidysapait
Agar Menyg]
Satuan Can Data
Jumish Makeam yang Tampanchl
2 Pemallharaan Taman Makam | oo onacanayn peda Taman Makam [Maokem Wakart pahlawan 1 1 Ya Capalan Tahun 2024
Fahlawan Naslonal Provirl Bahhwan Nasional Provinet Fala SSC
PROGRAM Pungelalaan Taman Jumlan Laporan Hasll Pengambnan
BELOLAAN TAMAM [Makam Pant Taman ial . . . . . |Petakssnasn Pengsrenan Taman v
3 ﬁ*j‘l&” CILAAN ThmAn [Makam Penlater . | Prayinsl ;m ]Mahnm Pablzwan Nasional  |Laporen Makera Pahlavan Naslonal 1 1 a
Pembenien Pelayanan Ziarah {Jumlzh erang yang dipaiikan Oraryg yanp dibaiikan Falayanan
4 dan Studl ¢ Taman Makam  {Palayenzn Zlarah dan Stedi ol Taman [Crang . - - - - |Zlarah dan Stugi of Toman Makam L] L] Ya
Paht Neslonal Prewinad | Mab fi | Pravinal {Pahlrwan Nationot
| Pembarien Paloyanan
Jumlah arang yang dimakamkan &
Pemakaman of Toman ; _ _ ; . |erang yang dimakamban & Tornan
& {Makarm Pahlawan Hastanal ;':,"“'n':;‘“m Pahlzezn Naokerw) - [Crarg Makam Rahlgean Haslonal 4 v Yo
|Previngl
Peninghatan Kemampuan
Potanal Sumber :
@ Kesoahterman Sosial miah Kok ama porg Ueninat o e 0] 80 | b0 | s | s [Gonesir alemeraan o ) Ya
Keluarga Kewanangan !
Presinal
Peninghkatan Komampuan
Fetonsi Sumbar Jumlah Lambaga Kosejaitaraan
T Kewelahteroan Sosial Sealal yong Meningkat Hapantiaanys  |Lembaga 172 ] W2 | 72 | 172 | 172 JLembaga Kosejakteraen Seell 223 ] Y
Kalembagean Masyorakat Kawenangan Provingl
Kewonangrn Provinal
Fasllnayi Fornbartan
Penghargaan dam 3 Jumiah g k 1 g4 Pahl 3
Sesial bagl Yoarak ¥ Pakhl, K d , dan {Pwintis Kemordekann, dan.linda
a Kalyarga Prhimean Nasianal, |Janda Duds Parints Kamardeiaan  [Crang ] 350 | 253 [ As0 | 350 Cuda Parints Kemetdskaan yang ol L] e
Perintls Kermndekaan, dan  |yang mempércish ponghargasn dan {memparaiah perghungacn dan
Janda Duda Ferintis eantynan sstat Gantunan 6oslal
Kemardaiman
Pengersaian, Penanaman dan |Jumizh Orng yang Mangiat dan ‘C‘m? yang Ma_nglmi ‘!"n
Fenghaystan Nifal-Nila Mondopatken Pengehaian, u.an Nl v
[ gt [ dan Penghayytan Wil-  [Osang 0 || 2] x| o | ! L 0 C
Kesatlakowinat dan Nz Kepahlawanan, Kaperinisan, fobai Mopah avnin, Reporintaan.
Rirstoras] Satial dar Sosial Saslal
Fatrbiness Koo b I Lal |
] Pemberdaysan Layanan Terpady Jumiah Kabupatenidota yang
it PROGRAM {ectmsi Sumbe Ve Melzikgnakan Layaran Terpadu Layanan 4 1 1 1 1 |Layanan Tevpada Kess[ahtacan q 1} Ya
PEMBERDAYAAN etoman |(Eotiahtaraan Suclal Kesejshtzraan Sasial Gesual Stangar Soslal Secuol Standar
SOSIAL " ¥
Seaisl Prendnsi
Koordinasl Penjustlan
Bedifikgsi Sumber Daya, Jumizh Sumbser Daya Manuala w] mmfnmlzumh
1 M la Penyzh I } Sosial Daeveh Provinsl |Qrang 1] n 20 20 a0 Provinsi yang digsulian Mendapat 1} o Ya
Kesejahistman Sosial Dasmh |yang diusulkan Mendapat Serifikeal il
Parvinsl
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14

16

Fasililaa] Pengembangan

Sl Fomeiim Bumber

18

i7

19

Paotensl Sumbar Polonal Sumber Kesclahteraan
Kosejabwerean Sosial Doerah | Kpseithinman Sosial Daemhyang |50 o | 2| 20 | 20 [ 20 |SosioiBosmh yang Mantonstan o o Ya
melalul Porbarnday ) ! | Pemberdaysan Ekoncmi
Ewoniomi Ekeneml
'ﬁ'::ﬁ:::ﬂ Sinkronlazsl Jumiah Badan Usaha yang Elndan Lcahy v Malakeanakan
Mok naka o WMataksenakan Tangeing Janab Eadan Usaha 0 | 0| 0 | 50 | 50 |TenggungJawabSoshldan ] ] Ya
Tewah Samial dan U"Gku"ﬁﬂﬂ Boslal dan Linghungan Lingkungan
Foealitaai Pangembangan dutntah Puskasos Katupalonitats Puskeans Kahupatan/Msts yaing
Pukat Kossjshlersan Soxial | yang Mombordkan Levanan Seslal Memkerikan Layanan Soaial Sats
{Puseacs) Lintxes Sutu Pintu dan Berperan sabagal Hubk Lembaga o 100 | 100 | 100 | 100 Pintu dan Befperan sebagal Hul o ¢ ¥a
Kabupateniota Program Graduasl Program Qraduss!
Pengyusulan Qatar Pahlywan | Jumiah Crang yang Clusulkan sebagal Oren ° 1 1 1 3 Qrang yang Divsutkan sebagal Calon o ® Ya
Moglomal Calan Pohlawan Neskomal il Pahiawan Maslangl
[urmtah Qrang yang Mendapaﬂm lasut st tala ntar yang mendapat
Pamyediaan Py ! Omng 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |penmaksnan wesust dsngan Staader i) 73 Ya
,,‘(””" “"“”",ﬁ:‘gl"“” Riinkmaf |Gt Minimel i catem pam
I maneima
umiah Srang yang Menerma . “."l:&?.!mm pants B A Ya
Ponyndinan Sandang ::::‘;:m:"‘“ﬁ'“ H“;:nt:“"“ aang 00 | 100 | 100 | too | 100
Kweegnangah Provingl I:;'&::‘mr:"‘"‘” paril soslal lenlut 50 50 va
Satans proAnrann prrattaran yang
dimilikl pant] scsiz| lanjut Usin ) a Ya
telantar
Panysdiaan Asame yong Jumith Qrang yang Terghzes Asrama Pamalitarsan bangunen an sarna
Mudah Clakses Layal Hurl Kowsnangan Provinsl Orang 10 | 10| 100 | 9 | 0o pragamna pent soylal lanjut usia Fid an Ya
talantar
Btandar sanng grasarans pani
wolal lgn]utveda talantar L W Ya
Jumiah Crerg yang Mendopatkan Alat
Fonywdiaan At Ranty Biamtu chan Alet Bantu Poraga Sosusi | Orang 100 | 100 | 100 | 100 | oo {AlLbant yang diarima lanjatusia & 3 Yo
#oktithan Kewankngan Provinsi olznkay &l dadpme pant
Teroga pelayanan pant eoslal lanjut & a8 Yo
sin trlantar
Penyodiaan Perbekalan Jumlnh Oung yang Mnndupalkm v an
Kesahatan i dalam Panti Orang 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |ioniutusla telantal yang
Seslal Knahmmﬂ datar Pant
Keworangan Provins] ﬂ"”f B 1 pamar "'!fﬂ Nakzn dl iz 73 ¥a
Dzlam Partl
Pehara Profesienaltenaga
" Inne}uhmraan sl yang
gw&;m remberlar bimblngan fislk, tnental, 9 e Ya
Tenentar dl dalem sosia
Par Pumbarian Bimbingan Fialk, Jumdah Poserta Bimbingan Flsik,
Wenish, Sptitual dan Soslal Mertal, Spikual dan Sasla Crang 0 | 100 | 0 | 100 | 100 |Pskaga soafal Prafeatonal yang
Kenenangan Provinsi fralke, mereal, | ] ] Ya
wpiritual dan sesial
Tenaga patayanan pard sosis! Lanfut
vnla tedantr 5 6 e
Pehaija Profasicnaltenaga
| konojahisrian agtial yang 9 P ¥
| mambankan bimbingan aktivitas ®
hidup seharl-harl
) Jumiah Posera Bimbingan Aktivitas
Pambaran Bimhingan Pokaijz soslal Profesional
AMpvitas Hicup SeharkHadl Isldupsinhaﬁd-hlimgan Crang 100 | 100 | 100 | 400 | 100 i | yang s o va
hicup ashetihati
Tenaga patayanan panti sosi! fanjut % =5 Ya

vsla tlantar




Jumtah Svang yang Mondapathan

Penslusiran Kaiuuga

Kowananga Provine|

Crang

100

100

10

T, Yanan pan sceial lanjin
usla lakamtar

lan|ut usia alantar yang
mdapatkan pelayanan

el

18

Pamberian Pelayanan

Jundah Ozang yang Mandapsikan

Roun kasi Keluzrg:

’ gan Provinai

100

100

00

Tonago peleyanan pant scalal lanp
usia {stantar

tanjul wsla tetartar yang
mnndipatican pelaysnan muntfkas]
holuatga

i

18

Femulasaraon

Jumlzh Pevdaareen Kewanangan
Prgdny

0

100

ied

100

Fenaga pekvanan pant soafal lanjut
unk bilantar

W

0

Pemulasaragn

0

L1}

42

43

44

45

Penyedizan Pymakanan

Jumizh Orenyg yang Mandapekan

Sawual dongan Standar Gid Minimal
Keswvanangan Pravinsl

Crang

4000

4000

4000

Soslal (PMES) Lalnnya i Luar
HIVAILES yong mandapetkan
parmakpnin seslin| dangan Standar
Glzl Minkral di dalam panti

20

Poryedinan Sendong

Jumiah Ocang yang Menodms
Paknian dan Kolengkepwn Lainnya
yang Temedla dalam 1 Tahun
Kewerangan Provingl

100

100

100

Penysndang Masalah Kass|ahigman
‘Goalal (PMKS) Laknnys di Luar
HIVIAIDSyemg menedme kauluhan
wandang cl dalam panti

Ya

Tenaga pelayanen Pantl Saalal
Pemyandong [ah Koot
Soalal (PMICS) Lainnys g Lusr
HWADS

¥a

Parrysd laan Asmaiyisme
yong Mudah Dizkses

Jumish Crong yang Terakeos
Al

100

100

£arana prasuana porkanrtaien yang
clillhl Pam Szalm Fanyanasng
Musalah Kesajahtaraan Scalal
(PMKS) Loinnya di Luar HIVIAIDS

Ya

| Pemaliharaan bangunan dan aarana
| prasarata Pant Soalat
|PPenyardung Masalah

Kesejahteraxn Sontal (PIKS)
Leinnya dl Lvat HIV/NDS

¥a

Sionda: sarena presarana Pang
Sostat Pamyantany Masalah
Haosefahternmm Soslal (PMES)
Lalnniw o Luse HVIAIDS

12

Ya

JJuraiah Creng yang Mendapatian

}msehamn d'idnhm Pard

| Maeahetan cf datam Port
[ Kmwenangmn Froviesl

-Orang

100

100

L]

100

100

Tevaga pelayanan Pantf Scalat
Faryandang Musalsh Kassinhteman
Saakal (PMKS) Lsianys di Luar
HIVAIRS

AL

Sosial [PMKS) Lalnnga L
HNIAIDS yong mendapatikan

Kesohatan d| Galam Pant

Ya

Femberian Bimbingsn Fislk,
Mentad, Epritia? dn Sodial

Jumiah Peserta Bimbingan Fiaik,
Mental, Spirited! drn Soalsl
Kowanangan Prownsi

‘Crang

100

100

100

100

100

Pokarfa Profeakenalitanags

ke asjatzrman aosl 5l ywang
memberdion bimbingan fis/k, mentzl,
spiviuad dan aoslal

fa

Pakovja soaial Profeslonal yang
memberikan bimbingan fislk, mental,
apinitued dan saslal




47

45

48

55

B7

Rehabilrasi Sozial
bagt Penyandang
Masalan
Kesojahteraan
Sastal (PMKS)
Lainhya di Luar
HIVAADRS dan
NAPZA o dalam
Fontt

Te . yanam Pantl Scodal
:‘ ¥ ] M I 3 -t
Sosial (PAWS) Lainmya di Luar
HVAIDE

Ya

Pambadan Bimbingan
Akthitna Hidup SeharkHar

Jumiah Peserta Bimbingan Akthilos
Hidup Sehed-Harl swenangan
Provinal

Crang

100

109

00

100

100

Pekada Pralaaanaltenags
heaajahtersan shalnl Yang
rneraberikan bimbingan akdivts
hidup sehari-hasi

‘fa

Pekerja noaial Frofesignal yang
membesikan bimbingan akdthitas
hidup sehar-har

Tenaga polsysnan Pantl Gosial

Sosial (PMKS) Lalnnys o Laer
HIV/ALDS

i

iIFambarion Bimbingsn
Ketarompltan Dasar

Juminh Orang yang Diberkan

Bl ingaet: Keterampllan Dasar
Kewanangan Provinst

Crang

hle]

]

0

100

100

J yang t
Bitnbéngan Hetampiion Dasar

12

1z

Ya

Tenspe petayanan Pantl Seslal

Sosial (PMKS) Lalnnym, dl Lual
HwADS

&

i

Ales Halnyarnan Pandidlkan
dan Kesehatan Dasar

{dumlah Orang yang Mandapatins

Aksst ks Laydnan Pordid|kon dan

Prodnsi

Crang

100

100

1w

00

Tonags pelayanan Pantl Soslal
Panypneang Maanlsh Kese|aMersan
Suslat (PMKS) Lalerya dl Luar
HIV/AIDS

Ya

Sasiol (EMKS) Lalnya dl Luas
HIWAIDS yang mendapatkan akees
ka Laynnan Pandid/an

¥a

FPerryandang Masatah
Kasajahtarman Scslal PMIKEY
Lalrrya of Lust HWADS yare
mendapatian akses ko Layanan
Kesehatan Daner

Pamutangen k¢ Daerah sl

Jumish Panyandang Mesolsh
Hennjahiaraan Sostal (FMIS) Lalonya
i Luar HWADS Kewonangan
Previnesi yang ipulangien ka Dacrah
Asal

00

100

00

Tenaga palayenan Panll Sosial
Panyandang Nasaiah Kassjshinman
Soslat (PMKS) Laknys di Lusr
HUMAIDS

Yo

Sosial (PMS) Laifnya 4i Luar
HIVAAIDS yang ipukenghan ke
dantah Aad|

¥a

Koordinaal, Slnkranisas| dan
Pecainaan Pelaksansan
Bidang Rehatilitanl Soslal
hagl P Aamet Bl o

Junlah Dakuemren Hasil Koordinasi
dan Pembinaan Rohzbl it Sosiat
Dasar Py f ! .

Hasn|ahleman Sosial FMIS)
Lainoya di Luar HWAIDS dan
NAPZA

Kenajoternan Sasial (FMKS) Lalnmyn
i Lurar HIVFAIDS dan NAPZA

Koomdinasi dan Pembinaan
Rehablbtas! Soslal Dasar

Scsdal (PMKS] Lainnya di Luar
HIV/AIDS dan NAPZA

1

Ya
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FROGRAM
REHABILITASI SOSIAL

Jumfa lang Magatah Pe Mesatah Kemejahtaman
P . Kese) sosial (PMKS) Lalnnya Stvein yrinnS) LB Innya Bukan
M cad i Lurar HIWAIDS dan NAPZA yang  |Orang 100 | 100 | w00 | 100 | 100 |Korbon HVROS dan HAPZA yang . . Ya
Fenstusuran Keluarga Mendapstkan Pelay Panel mendapatizn palayanan
Keluarga Kewenangan Provinei penelssuran Keluarga
.lu miah Orang yang Mendapatian P ! tedantar
Pl s n B | han Ketutuhan Permnakanan ng n Pemmakanan
Panyedfazn F Sesia] dengan Standsr G Minimal [©'470 S0y 80 | B0 3 S0 | S0 uad dangan Standar Gidi Mimimal 54 &8 Yo
Kereanangan Provirgi di dalam panii
Panyandang dianbi|itn tardsntar
Jumlah Crang yang Menedma :Td:ghnmeﬂm ml::. kabuiuhen sendang &4 8 Ya
Prkaign d2an Kelangkapan Lainnys
Poryndizan Santang yang Tersedia dalzm 1 Tahun Ovang 20 -1} B0 ] ]
Keeranangan Provinel
Teraga pelayanan part sastsl
petyadeng ci tertantar 0 o o
Satana prosaranc peckantoran yang
dlimvliki panti pogial penywndang -] L] a
disakilitas tedantar
Penyediaan Astoma yang Jumniah Srang yang Tembses Asrama PFomeliharaan hmgunun dan sarana
Mudah Diakses Layak Huni Kevwsssngan Provingi Crang 0 0 Lol « L pan -] L] F '] Ya
disabllites tafnninr
Standar sarana prasarans pant
aosial panyandany disakiites 12 12 Ya
terlantar
- Jumtah Orang yang Mendapatitan Alet
Peryediean Atat Banty Pantu dan Rlat Bantu Peraga Sesual |Crang 60 [ 90 [ oo | o | ap [urieniyang duerivs panyonceng " 7 Ya
| Kebutlihin Kewsnangan Frovinsl a antar ¢ datam. pard
Tenaga palayanan pantl soatai
penyandang diszblibes todantar s & e
Jumlab Grang yang Mendepatean
Wesehaaadldalem Part | Kesshaean ¢l dalzm Pand Qrang % | @ f8x ) e f B0 . )
| Kewenargan Froving FENY
o ol 84 g0 e
Ciatmrm Part
?enana pehynnnn panll saslzl
0 cixabilitas terdntar B3 83 e
Pehei]a ProfesionaRanags
Jurtah Pesena Eimbingan FIadK, faht sodial yang
E::::E:‘aisﬂmlg Pambaran B!mbl;ig:g::;, Mental, Sphttuat ¢an Sosis) aneng w | a0 | 0| so | g0 |mamberien imbingan Ret, emems, a 9 Ya
mwmﬁ%ﬁ,“m Mental, Splital Kewenongan Preving apirtus) dar sasial
di dalam Pantl
| Pekera soslal ProfesTone| yang
[ mamberikan kimbingan fsi, mankad, ] L] Ya
‘wpkitual dan sosial
Tonnga petayanan pamti aoslol
panpandang disabiicas erlarter o ° Ya
Pokerfa Protesionaltenaga
. — Jumntah Peserta Bimbingan Alktivitos. kesejehtaraan seshl yang
Pamberian Bimbingan L b ter PO 2 2 Ya
Adbitzs Hidup Sehari-Hari :Inu_p siahaﬂ-HanKnenangan drang ®0 a0 &0 F) s P idup sbaribart 9




kL

80

81

P “lal Prafesloas| yang

a7

Bl

memiaikon Bimiingan aktvitis 8 L Ya
hiksp saharihar
Tenxya pelayanan panti soslal
punyanstang disablltas terlanter ® A ¥a
Jumlah Oeang yang Mandapatkan e -
Al " irAndsng clisat(idrs berlaniar
dons &md'am" '?“f ke m’!‘Mdlkﬁ" dan Crang Yang mendagataan okses ke a5 52 Yo
Provina Lowanan Pendldikan
Panyandang disabltias mrantar
vang mendapatian okiss ke 35 52 ¥a
Leyanan Kesshatzn Dasar
Tienaga peiaynina pant stk
penyzndang tisabiitaa tertantac b bt e
"~ Jumlsh Orang yang Mendapatian
Pensleauran Kol Feyanen Penclusiran ek Orang
rovins Panyatdang dlaablitas tarantar
yang mendopatkan Faluyanan 2 &8 Yo
Fansisumn Kehuarga
Tonega palaymnan panti aosial @ @ Yo
Jumiah Grang yang Mandapatkan penyandang dlazbfos wrizntar
Parmberian Pekyonan Paloyanan Reunifikes| Keluonis Oran:
Reunifikast Kehaarga vanan Re e ’
| Kewenangan Pt P dang dlssblltan
ynng mandapxikmn Folayanan -] 2] a
reunifikosl keluargs
Anvak tolnntar yasng mendepation 15 8 Ya
| Jurah Anak yang Mandapatian layaman pangasuhan i alam pank
Pemgasuhan Layaran Pyngasuhah Kowsnangan  |QOrang
P Tanega Heasiahtoraan Soolal yang 1 i Ya
el keahllsn pengasulem Aok
Anwk teluntar yang manaima
P‘Jmkn‘ lla]m' Srang yang L“mm [ hebutuban yandang di dalam pand ] “ Ya
Pangedivan Sn 3| dan Kalenghapan Lalnmys Orang
halbg yang Tersad|a datam 1 Tahun
Kowenzngan Eroving! Tenaga pakwanan pant soslal anak
41 a1 Yn
teriantar
Sarank presaana perkanioran yang ¥ : va
dimlile pant! sesfal ansk teranta
| Fanymdiasn Asrama yong Jumiah Orang yang Tetskeos Asfama Oren Pemslia
p 3 raan bangunan don tarens
Wudah Diakses Layak Huni Kewvenangan Proving prasgrana pant sasta] anak tarlontar 16 16 i
Stondar ssrana prosdtena panti
sopial anak tardarior 1 1’ fa
Tenaga pelayanan pand scsial anak a1 4 va
tarlantar
J(.ml;l.h Omng yang Msndapatkan
Keschatan i dalem Pantl | Kesabaton i dalam Pant Orang Anak tzlartar yang mandspatian
Kerreciangan Provingi Pexbadal 3% 48 Ya
Kesehatan di Cratem Pard
Pederin Prafealsnalienogs
kosejahbartan soaist yang 8 9 Ya
memberkan bimblngan ek, menta,
epiruat dan soshl
Rehabilizs) Sesial Bimbi Flk, Jurntah Pesasta Bimbingan Fisik,
' |Mental, Spiritcal dan Sealal Orang Teraga pelayznan pomt aoslal ansk
?f:i.'ﬁ? s Meml. Spiriual den Soslat Kewonangan Poovisi weflanfar al A Ya
Peharla sosiat Profestonal yang
memberkan Bmbitgan fitik, mantl, B -] Ya

spirtud dan zosial
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Ll lesionaltensya
L1 I sosial yang

101

102

103

104

105

104

107

108
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114

-~ B 9 Yo
hidup sehar-han
Jumish Prasrta Bimbingan Akthitas
Pomberian Simeingan
AMtivitas Hidup SehorbHari ;ﬂ:ﬂ.rpmslehmi-ﬂnri Kerwanangan ‘Orang 50 S0 mﬂmmwunummm a a Ya
Pekerfa saslal Profesional yang
gy i o ? Ya
hidup saharhan
Tenaga polayanan pant sosrl anak
tnrankar 4 41 Ya
| Jumiah Ovartg yang Mandapation
Akses. ke Layanun Perdidikan [Akeen ke Layanan Pendldlion dan o | » :{'::,”:‘,:’n’::n’ fmendapatian 28 ' ¥a
dan Kesahatan Dasar Kesehntan Dasar Kewsasngon Crang
L]
Anaktelantor yang mandapatkan
aknet ko Laytran Kesshatan Daxar » 4 Ya
Tonaga polayanan pankl veslal anak m & Ya
Pember Jirriah Grang yeng WMandapatan tretantar
o b P F Kaluarga Orang 51 50
- Kewanangan Proving! Anafi telantar yang 7 2 a Yo
Tenagn palayanan pant scals! ensk " 4 Ya
Bambaslon Pelsyana Jum!ah Crung yang Mondapatian (tertanter
Breunifihasi Kl Pelayanan Reunifikas! Kelugrga Orang 50 BD
g Kewanangan Provirst Angk belantzr Fang mendapatkan a a Ya
palayanan reunifinasl ksluanga
Jumiah Qrang yang Mandapatian Gelandangan dxn pengemis yang
| . P ey abutubun Patmak mendaputhan pammAksnan srauzl
Pengetiann Pamekonan o0 4 dangan Slanda Gzl Minkmal | 0T 89 | 89 | iangon Stender G Minima! di 5o 40 Ya
1 Provinst dalam pamy
Galsnttangan dan panprmia yang
{JurnTah Crang yang Manerina mensima kabutubsn aasdans di =1 AR Ya
| . Pakalan den Kglangkapan Lalnnya delam panll
Pamyediasn Sandang yeing Temedls daiam 1 Tahun Orang 80| %
Ki gan Provina Tarega palayaran pantl sosial B 0 va
pslondanrgan dan pangatnia
Sarang prasarana padantonan yang
dimiin pantl wedlal gelandangan dan 1] 1 Ya
pengomla
Pamaliharman hengunan dan satata
[ " Jumfah Orang yang Taraksos p pant scwial gutand, ] L+ Ya
. A Avisma Layak Huni ‘Orang LI} 40  |dan pangamis
¥ang Murdsh Cialana |Kawmnangan Pravngi
Sangunan dan varanz pRIEAG
pant] seoslal galandangon dan 1] 1 Ya
pongamis
Standar aarana prosarana panl
soglal gelandangan dan pengamls 2 ? Ya
(Tenags pelayancn part] soalal o ° Ya
{gelandangarn: dan pengemis
Jumfah Crang yang Mendapatan
Tl : i Crang 80 | 80
[ Kesehatan di dalam Pant Kesahatan di dufam Fanti Gelandsngan dan pengemis yang
Kewenangan Proviest mendapatian perenuhan 0 © va
Habulhan Perbekokan & o
Dalars Panti
Paksrjs Profoslortaltensga
ha waslol yang ¢ s Ya
mambpariian bienbingan falk, montat,
apbRial dan ansisl
Jumiah Peseria Bimbingan Fisi,
Pemberion Bimbingan FIslk, |y o) i) dan Soial Orang 50 | co [Pevsds sesial Frofeslonal yang
Mental, Spritual dan Safal - |, wEnangan Pravitrs) membarikan bimbingan Fsik, ments, ] ] Ya

hitual dan sosial




115

e

117

f19

125

124

i

Ta. ‘yanan pant sosiat

128

129

130

m

152

. o Adan pengems o o Ya
Rohatilitawl Sewlal
Daver Golandangan
dan Fengemia di Pettan Profesiomalnans
. ga
dalam Panbi keagjaktoraan soalal yang
PRl i -] -] Ya
hidup sehad-kark
Jumtah Paxarts Rimbingan Aktlvitas
R et sl [Fiup SobarHaciKewsnangan | Orang ® | o | e |6 |60 e
Provrel
Pekeda acofal Profesioanal yang
mombartken blrtingan akitdts ] ] Ya
hidup sohar-had
Tonaga pelayanen panti sasial o o Ya
go'andangan dan pangamis
Tonaga pelayanan pant! 2okl ° o va
el Bl Jumlzh Drang yang Diberian welendangan dan pengemis
Gimbingan Ketearpllan Caxsar Qrang & 80 &0 80 v} 1]
l(ewampilm Dasar Kowenangen Provinst
lemrwng mambeariien 12 2 a
Bimbingan Ketrempllan Daaer
Tenaga palayanan pard saalal o 0 Ya
gelandangan den pengomis
Alnes Kela) Pentidiia Jmhka uwmnpmﬁrm dan Onlendangen das pengenia yany
yanan Pentidiken LEET BRazs ks Loyanan [} 40
o Krsahoian Dasar Kesatiatan Dasar K Creng 80 {60 |60 | 0| 60| a0 an ¥ Ya
Presinal
Gelandangan dan pangemia yong
moncapotioas aises ke Loyanan 5] 40 Yu
N Xasehatan Dasat
Tanags peleyanan gand eoakl 0 ° Ya
durniah ﬁdandangan d-n gelandangan dan pengens
Femulangan ks Dastah Asal lpgiaen | Drang 40 & -] [} & o0 . oo
kl' Doorgh esal I(ew:m Frodml
o pn pangemis/ky| yang -] 40 Ya
[dipulang ken ka dasreh osal
Koordinasl, Slnkonlsasi dan | ryiap peieyman Hoall Kearinas) Koatinasi dien Parntinesn
dan P Rehabilitesl Soslal Rohablitasl Soslal Ceear
g.ehnhiﬁmi 5::1: Dasar Dasar Golandangan dan Pengemia ¢ |okiMan ' 1 1 1 1 ! |@olandsngan dan Pengemis di 1 1 Ya
Terlontar dl datam Pan | C2/2m Pand dutarn Pantl
Jum'iah Qrang yang Mendapatkan Golandangan dan Pengemis yang
:ﬂﬂhﬂﬁﬂ Polayanan Palayanan Reunlfikasi Keluarga Orang . . . - . « |mandapat prlayanan runifiasl . . Ya
hd [ Provinsi keluama
Jumish Ansk yang Mendagatkan
Pengangkatan Anak omar Crang Tua AsuhiOrang Tua Anghet Anak yang mandapatkan orang iz
Penganghatan Anai] Wht JEasuel Katantran yang Bt Grang W) x (202200 | g aangar 1 o Ya
antar YWHI dan Werwanangan Provieal
[ Anak
cleh Qrang Tua
Tunggal [ Jumiah Anak yarg Mendapation
B gy M larang Tua Tunggal nesual Ketertsan [Orang 1 | 10 [ 10 ] 10| 10 | 1o [frekynta mandapatianomngna 0 0 Ya
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MATRIKS VERIFIKASI PENYUSUNAN RANCANGAN AKHIR RENSTRA DINAS SOSIAL
PROVINSI RIAU TAHUN 2025 - 2029

HASIL VERIFIKASI
NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 5 6
1 | BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra PD Tahun 2025
-2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya
Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat
regulasi dan nilai strategis Renstra PD.

\/

Pada cover tambahkan Tag line
P4GN, Tagline Riau Rumah
Rumpun Melayu, Merawat
Tuah ,Menjaga Marwabh,
Takkan Melayu hilang di Bumi”

Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam
penyusunan Renstra PD Tahun 2025-2029, serta disusun sesuai
dengan kaidah penyusunan produk hukum

Revisi dengan mencantumkan

secara lengkap:

e Inpres No. 9 Tahun 2000
tentang Pengarus Utamaan
Gender dalam Pembangunan
Nasional

e Inpres Nomor 8 Tahun 2025

tentang Optimalisasi
Pelaksanaan  Pengentasan
Kemiskinan dan

Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem

e Inpres Nomor 4 Tahun 2025
tentang data tunggal sosial
dan Ekonomi nasional




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 5 6

Inmendagri No. 2 Tahun
2025 tentang  pedoman

penyusunan rencana
pembangunan janka
menengah daerah dan

strategi perangkat daerah
tahun 2025-2029

Perda No 3 Tahun 2023
tentang Pengarus Utamaan
Gender dalam Pembangunan
Daerah

Peraturan Gubernur Nomor

) tentang RAD
Penghormatan,

Perlindungan dan
Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas

Tahun 2024-2029

Perda No 7 Tahun 2025
Tentang Rencana
Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Provinsi
Riau Tahun 2025-2029

Perda No 2 Tahun 2022
tentna pedoman Dbelanja
hibah dan belanja bantuan
sosial yang bersumber dari
anggaran pendapatan dan
belanja daerah




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Maksud dan Tujuan Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan Renstra PD Tahun \/ Menambahkan
2025-2029
Maksud Mewujudkan sistem
perencanaan pembangunan
daerah yang responsif gender
dan inklusif.
Tujuan
Merumuskan
perencanaan pembangunan
daerah yang responsif gender
dan inklusif.
Sistematika Penyusunan Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas
tentang masing-masing bab dalam Renstra PD Tahun 2025-2029.
2 BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran Pelayanan
Perangkat Daerah

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan
yang menjadi tanggung jawab PD disertai dengan hasil evaluasi
capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) tahun terakhir dari tahun
2020 hingga tahun 2024 dan data-data lainnya yang relevan
sesuai dengan kebutuhan. Data dan informasi yang disajikan
dianalisis dengan analisis deskriptif dan analisis diagnostik.

Penyajian hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan yang
menjadi tanggung jawab PD 5 (lima) tahun terakhir diutamakan
berkaitan dengan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan
Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Menyajikan data SDM terkait
ASN Disabilitas

Menyajikan data sarana
prasaran pendukung inklusi
dan gender. Narasi yang
menjelaskan tentang sarpras
yang telah ada harus dapat
menggambarkan kondisi
layanan sarpras untuk
dibailitas baik di kantor
maupun di UPT.

Penjelasan tentang kondisi
Sarpras tidak hanya terkait
kondisi kerusakan tapi juga
kondisi sarpras terhadap
layanan aksesibilitas bagi




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 5 6

disabilitas dan lansia.
Tambahkan data IKS berserta
Komponen Komponen yang ada
di IKS

Tugas, fungsi dan struktur
Perangkat Daerah

Sumber daya Perangkat
Daerah

Lengkapi dengan SDA
Penyandang Disabilitas yang
ada.

Kinerja pelayanan Perangkat
Daerah (termasuk capaian
SPM sesuai dengan
tupoksinya

Lengkapi table yang masih
kosong, seperti pada table 2.10,
dan lainnya.

Perbaiki kalimat Pada Bab II ,
hal 55, trdapat narasi yang
menjelaskan “ ada bentuk
penilaian yang berbeda dst..... ,
harap di analisa kembali
pernyataan tersebut, karena
ketika di kaitkan dengan
jumlah PPKS dan kewenangan
Provinsi hal tersebut tidak
didukung dengan sinkronisasi
data dan kewenangan
masyarakat terlantar didalam
panti, jadi pernyataan tersebut
tidak sesuai dengan data yang
telah di sajikan diatas.
Pernyataan ini juga berkaitan
dengan anggaran yang harus
dipertanggung  jawabkan ,
sejalan dengan kinerja dan
realisasi yang dicapai.




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 5 6

Kelompok sasaran layanan

Mitra Perangkat Daerah
dalam pemberian pelayanan
(apabila ada)

\/

Belum ada narasi penjelasan,
tambahkan. Contoh: forum
tjsblu, LKD yang ada di desa,
Perguruan tinggi ,, (Komponen
pomponen  yang ada di
kesejahteraan sosial)

Dukungan BUMD dalam
pencapaian kinerja
Perangkat Daerah (apabila
ada)

Belum ada narasi penjelasan,
tambahkan

Kerjasama daerah yang
menjadi Perangkat Daerah
(apabila ada)

Belum ada narasi penjelasan,
tambahkan ( Untuk Pmenuhan
SPM dan IKS)

Permasalahan dan Isu
Strategis Perangkat
Daerah




NO

BAB SUBSTANSI MATERI

HASIL VERIFIKASI

SESUAI

PERLU
PERBAIKAN

CATATAN PERBAIKAN

2 3

5

6

Permasalahan pelayanan Mengidentifikasi dan merincikan permasalahan yang dirumuskan
Perangkat Daerah pada Bab II RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 yang
berkaitan dengan pelayanan PD maupun urusan Perangkat
Daerah dengan menampilkan data-data yang lebih spesifik dan
mengidentifikasi Laporan KLHS RPJMD Provinsi Riau Tahun
2025-2029 yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil
penjaringan aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan
permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat
disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian
pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
Perumusan permasalahan dapat menggunakan kertas kerja
sehingga yang disajikan dalam sub bab ini berupa permasalahan
yang bersifat dominan. Permasalahan data-data agar disajikan
ringkas tanpa menyajikan yang berlebih dan berpotensi
menimbulkan duplikasi dengan data-data yang sudah disajikan di
bab-bab sebelumnya.

Data dan informasi yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik dan
gambar agar dinarasikan kesimpulan datanya (bukan
menarasikan tabel). Pastikan setiap subbab mencakup analisis
deskriptif dan analisis diagnostik, yaitu menganalisis “mengapa”
suatu kondisi terjadi dan “apa” implikasinya

Isu strategis Perangkat Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu
Daerah nasional dan regional) yang dapat mempengaruhi PD baik secara
langsung ataupun tidak langsung. Isu strategis ini dapat
dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat
dipertangungjawabkan antara lain: RPJMN 2025-2029, Renstra
K/L, laporan resmi dari lembaga pemerintah/lembaga 2025-2029,
ataupun luar negeri, Laporan KLHS RPJMD basil penjaringan
aspirasi yang dilakukan oleh PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Tujuan Renstra PD Provinsi | Tujuan dan Sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 yang \/ Sesuaikan Sasaran RPJMD

Riau Tahun 2025 - 2029

penentuannya didasarkan pada:

a. Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan
oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya;

b. Sasaran RPJMD Provinsi Riau Tahun 2025-2029

Perumusan tujuan dan sasaran Renstra PD disusun dengan:

a. Kalimat kondisi;

b. Dapat diukur untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;

c. Disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami;

dengan Tujuan dari OPD Dinas
Sosial. Pedomani cascading dan
pohon kinerja RPJMD dan
Renstra.

Karena pada BAB. III
disebutkan bahwa:
“TujuanRenstraDinas Sosial

Provinsi Riau Tahun
2025-2029 merupakan
bagian penjabaran  dari
Sasaran RPJMD Provinsi
RiauTahun  2025-2029 yaitu

Meningkatnya tata  kelola
pemerintahan yangdigital
yang lincah, kolaboratif, dan
akuntabel. Dari sasaran
RPJMD tersebut, Dinas
Sosial Provinsi Riau
menetapkan Tujuan Renstra
Dinas Sosial Provinsi Riau
Tahun 2025 - 2029
adalah“Meningkatnya
Kesejahteraan Sosial yang
Inklusif”.

Pada halaman Bab.III, halaman
140. Terdapat pernyataan
“Daritabel diatas,TujuanOPD
Dinas Sosial Provinsi Riau
adalah untuk menjamin
keberfungsian sosial dari
pemerlu pelayanan
kesejahteraan sosial yang ada
di Provinsi Riau, sehingga dari




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
pernyataan ini terdapat lagi
Tujuan dari Dinas Soial yang
berbeda dari yang di sajikan di
subbab diatasnya, dan tidak
sesuai dengan yang disajikan
pada tabel2 diatasnya. Pastikan
Tujuan Dinas Soial, dan
disesuaikan dengan matriks
Kerja RPJMD, cascading dan
Pohon kinerja yang telah
disepakati.
Sasaran Renstra PD Provinsi | Bersifat lebih khas sesuai dengan tugas dan fungsi PD serta \/ Perbaiki sesuaikan dengan
Riau Tahun 2025 - 2029 merupakan intermediate outcome. (Langkah-langkah atau hasil cascading dan Pohon kinerja.
jangka menengah yang mendukung pencapaian tujuan utama)
Strategi Perangkat Daerah Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah adalah rencana \/ Perbaiki sesuaikan dengan
dalam mencapai tujuan dan | tindakan yang langkah/upaya komprehensif berisikan langkah- cascading dan Pohon kinerja
sasaran Renstra PD Riau langkah yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi
Tahun 2025-2029 sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/ kegiatan/
subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk
mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.
Arah kebijakan Perangkat Arah Kebijakan Renstra PD Provinsi Riau Tahun 2025-2029 \/ Perbaiki sesuaikan dengan
Daerah dalam mencapai adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK cascading dan Pohon kinerja
tujuan dan sasaran Renstra | sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD
PD Provinsi Riau Tahun Provinsi Riau Tahun 2025-2029 serta selaras dengan strategi
2025-2029 dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD
4 BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Uraian Program

Uraian Program Perangkat Daerah beserta outcome dan indikator
target dan pagu indikatif.




HASIL VERIFIKASI

NO BAB SUBSTANSI MATERI SESUAI PERLU CATATAN PERBAIKAN
PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Uraian Kegiatan Uraian Kegiatan Perangkat Daerah beserta Output, target dan \/
pagu indikatif
Perangkat Daerah memperhatikan:
1. Adanya penyamaan Output Kegiatan pada Program Penunjang
urusan Pemerintahan Daerah Provinsi yang telah ditetapkan.
2. Menelaah output kegiatan selain program Penunjang urusan
Pemerintahan Daerah Provinsi sesuai dengan kaidah arsitektur
kinerja. (dengan menggunakan nomenklatur Terlaksananya,
Terpenuhinya, Tersedianya, dst..)
Uraian Subkegiatan beserta | Uraian SubKegiatan Perangkat Daerah beserta kinerja, indikator, \/
kinerja, indikator, target, target, dan pagu indikatif
dan pagu indikatif
Uraian Subkegiatan dalam Matriks diunduh Excell dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan \/ Menambahkan Program
rangka mendukung program | Rancangan Akhir poin 6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Priroitas Kemiskinan dan
prioritas pembangunan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah (Tabel Penghormatan, Perlindungan
daerah 4.4) dan Pemenuhan Hak

- ( Kolom keterangan ditambah dengan 6 Program Prioritas

Kepala Daerah ex. RIAU SEHAT, RIAU CERDAS, RIAU
MEMBANGUN DESA MAJUKAN KOTA, DLL..)

- Dengan syarat OPD telah mentagging sub kegiatan
Prioritas di SIPD Renstra

Penyandang Disabilitas Tahun
2024-2029 pada wuraian sub
kegiatan dalam rangka
mendkung program prioritas
pembangunan daerah Tabel
terlampir

Target keberhasilan
pencapaian tujuan dan
sasaran Renstra PD Provinsi
Riau tahun 2025-2029
melalui Indikator Kinerja
Utama (IKU) Perangkat
Daerah

Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan
Rancangan Akhir poin 7. Indikator Kinerja Utama (Tabel 4.5)

Dengan syarat OPD telah mentagging Indikator Tujuan dan
Sasaran OPD ke IKU

Cermati kembali.




HASIL VERIFIKASI
NO BAB SUBSTANSI MATERI PERLU
SESUAI PERBAIKAN CATATAN PERBAIKAN
1 2 3 4 S 6
Target kinerja Matriks dapat diunduh dari Sistem SIPD Renstra pada Laporan \/
penyelenggaraan urusan Rancangan Akhir poin 8. Indikator Kinerja Kunci (Tabel 4.6)
pemerintahan daerah Tahun Cermati kembali
2025-2029 melalui Indikator | Pengan syarat OPD telah mentagging Indikator Program OPD
Kinerja Kunci (IKK) ke IKK
Program, kegiatan dan (dapat diunduh di SIPD Renstra -Dashboard - Bagan) \/
subkegiatan merupakan
hasil cascading dari tujuan, Cermati kembali
sasaran, outcome dan
output.
5 BAB V PENUTUP

Penutup Memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, \/

dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap

perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan

urusan pemerintahan daerah

Lengkapi

Lampiran 1.Hasil Reviev Apip

2.Matriks Verifikasi Renstra 2025-2029

3.SK Tim Penyusun Rernstra 2025 - 2029;

3.Penyelarasan Renstra Perangkat daerah terhadap RPJMN 2025

—-2029.

4. Metadata

Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :




Pekanbaru, Oktober 2025

VERIFIKATOR BAPPEDA PROVINSI RIAU :

1.

RAJA JUARISMAN, ST.,M.Si
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Ir. RIA ETTIKA, M.Si
Fungsional Perencana Ahli Madya

ARI DIANUARI, ST .
Fungsioanal Perencana Ahli Muda

RAJI RAHMAT HIDAYAT, S.Sos
Fungsional Perencana Ahli Pertama




Metadata

1. Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang Inklusif
Indikator : Indeks Kesejahteraan Sosial
e Institusi Penghasil :

a. Badan Pusat Statistik

b. Dinas Sosial Provinsi
c. Dinas Sosial Kab/Kota
d. Kementerian Sosial

e. Dinas Pendidikan

f. Dinas Kesehatan

g. Badan Pangan Nasional
h. BPKAD

i. BAPPEDA

j- Sekretariat Dewan

k. KESBANGPOL

1. Sekretariat Daerah

m. POLDA

n. Inspektorat

o. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

e Definisi :
Indeks Kesejahteraan Sosial (Ikesos) adalah instrumen
pengukuran komprehensif untuk menilai tingkat
kesejahteraan sosial masyarakat secara menyeluruh, yang
dibangun atas tiga dimensi utama yaitu kebutuhan dasar,
peranan sosial, dan keberdayaan ekonomi

e Interpretasi:
Indeks Kesejahteraan Sosial menghasilkan nilai yang berada
dalam rentang 0-100 dengan interpretasi sebagai berikut :
1. Nilai yang mendekati 100 menunjukan tingkat

kesejahteraan sosial semakin baik

2. Nilai yang mendekati o menunjukan tingkat kesejahteraan

sosial yang semakin rendah



- g a L4

"
IKESOS Provinsi; = Z Dimensi; X Bobot Dimensi,
f=1

IKESOS Provinsi; = (Dimensi, X 0,27) + (Dimensi, x 0,31) + (Dimensi, X 0,42)

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian Indeks
Kesejahteraan Sosial, maka nilai Indeks Kesejahteraan Sosial di atas
dikonversikan dengan rentang nilai antara 0-100.

IKESOS Provinsi; x 100

e Metode/Rumus Perhitungan :

e Ukuran/Satuan:
Persentase / Indeks (0-1) atau 0-100

Rentang Nilai Kategori
0,00 - 20,00 Tidak Sejahtera
20,01 - 40,00 Berkembang
40,01 - 60,00 Maju
60,01 - 80,00 Inklusif

80,01 - 100 Sejahtera

e Judul Publikasi/Sumber Data:
1. Indeks Kesejahteraan Sosial dirilis oleh Kementerian Sosial
setiap tahun

e Tahun Data Tersedia:
2025

e Level Estimasi:

Provinsi

e Frekuensi Pengumpulan:

Tahunan

e Apakah Indikator dapat diakses umum:
Ya



. Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan Sosial (PPKS) - Indikator : Persentase PPKS
yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial
e Institusi Penghasil :
v' Dinas Sosial Provinsi Riau
e Definisi :
Meningkatnya keberfungsian sosial PPKS merujuk pada
capaian kualitas standar pelayanan minimal (SPM) Provinsi
sesuai kewenangannya dalam pelaksanaan Rehabilitasi
Sosial Dasar di dalam Panti dan Penanganan Bencana
Tingkat Provinsi sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintah Daerah
¢ Interpretasi :
Nilai 0- 100% adalah nilai kualitas layanan yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi dan UPT sesuai
standar layanan. Adapun kuantitas yaitu jumlah PPKS yang
dilayani sesuai dengan standar layanan
e Metode/Rumus Perhitungan :
Capaian SPM Provinsi : % Program Rehabilitasi Sosial + %
Program Penanganan Bencana
¢ Ukuran/Satuan:
Persentase
e Judul Publikasi/Sumber Data:
v" Dinas Sosial Provinsi
v Kementerian Dalam Negeri
e Tahun Data Tersedia:
2023 - 2025

e Level Estimasi:
v" Provinsi/Kabupaten/Kota

e Frekuensi Pengumpulan:
v' Triwulan/Tahunan

e Apakah Indikator dapat diakses umum:
v Ya



3. Meningkatnya kualitas pelayanan sosial oleh pelaku

kesejahteraan sosial

Indikator : Persentase PSKS Profesional (PPKS profesional

yang terdiri dari PPKS perorangan, lembaga dan keluarga

yang mempunyai sertifikasi ataupun akreditasi) (%)

Institusi Penghasil :

Dinas Sosial Provinsi Riau

Definisi :

Sumber daya manusia dan kelembagaan kesejahteraan
sosial merupakan komponen utama dalam pelaksanaan
pendampingan program kesejahteraan sosial guna menjamin
efektivitas pelaksanaan dan pencapaian tujuan program.
Pendampingan yang dilakukan harus bersifat valid dan
komprehensif, sehingga diperlukan penguatan kapasitas
SDM, peningkatan kinerja manajemen kelembagaan, serta
dukungan regulasi dan kebijakan untuk mewujudkan
layanan kesejahteraan sosial yang profesional

Interpretasi :

Semakin banyak masyarakat yang berperan aktif dalam
penyelenggaraan kesejahteraan sosial maka program
kesejahteraan sosial dapat berjalan sesuai dengan harapan
dan target yang telah ditetapkan. Semakin tinggi peran
masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial
berarti semakin tinggi penyelenggaraan kesejahteraan sosial
sesuai standar

Metode/Rumus Perhitungan :

Peran Masyarakat yang melaksanakan pelayanan sesuai standar =

% SDM Perorangan tersertifikasi + % PSKS Kelembagaan
terakreditasi + % layanan UGB /PUB yang dilaksanakan
Ukuran/Satuan: Persentase

Judul Publikasi/Sumber Data: Dinas Sosial Provinsi Riau

Tahun Data Tersedia: 2023- 2025



e Level Estimasi: Provinsi
e Frekuensi Pengumpulan: Tahunan

e Apakah Indikator dapat diakses umum: Ya

4. Meningkatnya Pemanfaatan Data Kesejahteraan Sosial
Indikator : Persentase (%) daerah yang aktif melakukan

pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan

e Institusi Penghasil :
1. Dinas Sosial Kab/Kota
2. BPS/BAPPENAS/Pusdatin Kementerian Sosial

e Definisi :
Pemutakhiran DTSEN secara berkala untuk memastikan
ketepatan pensasaran, dengan verifikasi data berbasis
ground checking dan validasi partisipatif (musyawarah
desa/kelurahan) yang dapat dimanfaatkan sebagai sasaran
program penanggulangan kemiskinan

e Interpretasi:
Data termutakhirkan menjadi data sasaran dalam program
penanggulangan kemiskinan terutama bantuan sosial.
Semakin sering data termutakhirkan maka pengelolaan data
kemiskinan / kesejahteraan semakin valid untuk dijadikan
sasaran program bantuan sosial dan kesejahteraan sosial
lainnya

e Metode/Rumus Perhitungan :
Capaian : % Capaian updating Kab/Kota + % Lembaga
yang memanfaatkan data untuk program kesejahteraan
sosial

e Ukuran/Satuan: Persen

e Judul Publikasi/Sumber Data:
1. Dinas Sosial Kab/Kota
2. BPS/BAPPENAS /Pusdatin Kementerian Sosial



Tahun Data Tersedia: 2024 - 2025
Level Estimasi: Provinsi
Frekuensi Pengumpulan: Triwulan/Tahunan

Apakah Indikator dapat diakses umum: Data agregat “ Ya”
dan Data BNBA “tidak”



Form Penyelarasan
(dijadikan lampiran dalam Dokumen Renstra PD Tahun 2025 — 2029)

PENYELARASAN RENSTRA PD TERHADAP RPJMN TAHUN 2025 - 2029
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau melalui Mitra Bidang dan Perangkat Daerah melakukan
Penyelarasan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 - 2029 dalam rangka mendukung Asta Cita, dengan
mempertimbangkan Kondisi, Karakteristik dan Otonomi Daerah, antara lain:

1. PERIODESASI

No Periodesasi RPJMN Periodesasi Renstra PD
1) 2 (3)
1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional | Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Sosial Provinsi Riau

tahun 2025 - 2029 tahun 2025 - 2029




2. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG KEGIATAN PRIORITAS UTAMA (KPU) YANG TERDAPAT DALAM RPJMN
TAHUN 2025-2029;

Kegiatan Prioritas

NO Utama (KPU) Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
RPJMN 2025 - (diisi oleh PD) (diisi oleh PD) Penanggung Jawab
2029
(1) (2) 3) 4) 5 (6)

1 | 01 - Fasilitasi Program Pengembangan .Dinas Pekerjaan Umum,
Penyediaan Perumahan Penataan Ruang,
Perumahan Program Kawasan Perumahan, Kawasan
Terintegrasi dengan Permukiman Permukiman dan
PSU Program Peningkatan Pertanahan

Sarana Dan Prasarana
Utilitas Umum

2 | 01 - Investasi Program Pemenuhan 1. Dinas Kesehatan
pelayanan Upaya Kesehatan 2. Dinas Kepemudaan
kesehatan primer Perorangan Dan Upaya dan Olahraga

Kesehatan Masyarakat
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya
Manusia Kesehatan
Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang
Kesehatan

Program Pengembangan
Daya Saing
Keolahragaan

3 | 02 - Pembangunan Program Pemenuhan 1. Dinas Kesehatan
RS lengkap Upaya Kesehatan
berkualitas di Perorangan Dan Upaya
kabupaten/kota dan Kesehatan Masyarakat
pengembangan Program Peningkatan
pelayanan Kapasitas Sumber Daya
kesehatan bergerak Manusia Kesehatan
dan daerah sulit
akses

4 | 04 - Konservasi Program 1. Badan Penanggulangan

Sumber Daya Air

Penanggulangan
Bencana

Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran




Kegiatan Prioritas

NO Utama (KPU) Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
RPJMN 2025 - (diisi oleh PD) (diisi oleh PD) Penanggung Jawab
2029
(1) (2) (3) (4) ) (6)
- Program Pengelolaan 2. Dinas Pekerjaan
Sumber Daya Air Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
S | 05 - Pengembangan Program Pengelolaan 1. Dinas Pekerjaan
SPAM Terintegrasi Dan Pengembangan Umum, Penataan
Hulu ke Hilir Sistem Air Minum Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
6 | 06 - Pengembangan Program Penyediaan 1. Dinas Perkebunan
Hilirisasi Kelapa Dan Pengembangan 2. Dinas Pangan,
Sarana Pertanian Tanaman Pangan dan
Program Penyediaan Hortikultura
Dan Pengembangan 3. Dinas Perindustrian,
Prasarana Pertanian Perdagangan, Koperasi,
Program Perencanaan Usaha Kecil dan
dan Pembangunan Menengah
Industri
7 | 06 - Penyediaan dan Program Pengembangan 1. Dinas Pekerjaan
Pengawasan Perumahan Umum, Penataan
Sanitasi Aman, Program Kawasan Ruang, Perumahan,
Berkelanjutan, dan Permukiman Kawasan Permukiman
Berketahanan Iklim Program Peningkatan dan Pertanahan
Berbasis CWIS Sarana Dan Prasarana 2. Dinas Lingkungan dan
Utilitas Umum Kehutanan
Program Pengelolaan
Persampahan
Program Pengelolaan
Sumber Daya Air
8 | 09 - Pengembangan Program Pengelolaan 1. Dinas Kelautan dan

Pangan Akuatik
(Blue Food)

Perikanan Budidaya
Program Pengelolaan
Perikanan Tangkap

Perikanan




Kegiatan Prioritas

NO Utama (KPU) Program Kegiatan Sub Kegiatan Perangkat Daerah
RPJMN 2025 - (diisi oleh PD) (diisi oleh PD) Penanggung Jawab
2029
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Pengawasan
Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan
9 | 10 - Pengembangan Program Penyediaan 1. Dinas Peternakan dan
Pangan Hewani Dan Pengembangan Kesehatan Hewan
Sarana Pertanian 2. Dinas Pangan,
Program Penyediaan Tanaman Pangan dan
Dan Pengembangan Hortikultura
Prasarana Pertanian
Program Pengendalian
Kesehatan Hewan Dan
Kesehatan Masyarakat
Veteriner
10 | 11 - Pengembangan Program Penyediaan 1. Dinas Pangan,

Pangan Lokal dan
Nabati

Dan Pengembangan
Sarana Pertanian
Program Penyediaan
Dan Pengembangan
Prasarana Pertanian
Program Peningkatan
Diversifikasi Dan
Ketahanan Pangan
Masyarakat

Tanaman Pangan dan
Hortikultura

Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan




3. SUBKEGIATAN YANG MENDUKUNG PROYEK STRATEGIS NASIONAL YANG TELAH DITENTUKAN LOKASINYA DI DALAM
RPJMN TAHUN 2025 - 2029; (Perpres RPJMN lampiran I tabel 2.2)

Tl - - Program Kegiatan Sub Kegiatan
NO Daftar Indikasi Proyek Strategis Nasional (diisi fleh PD ( diisigoleh PD (diisi oi h PD Perangkat Daerah
Ui terkait) terkait) terkait) iRl e
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Program Makan Bergizi Gratis
Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan
Madrasah yang Berkualitas
3 | Pembangunan dan Penyelenggaraan Sekolah Unggul

4 | Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di
Kabupaten/Kota

S | Program Penuntasan TB

6 | Ketahanan Pangan Melalui Perhutanan Berbasis
Masyarakat

7 | Layanan lrigasi Pendukung Lumbung Pangan Nasional
8 | Peningkatan Produksi Daging Nasional Sapi dan Susu
Sapi

9 | Biorefinary Sumatra

10 | Pembangunan Jaringan Gas Perkotaan

11 | Program hilirisasi sagu, singkong, ubi jalar Proyek :

I Penguatan penyediaan bahan baku hilirisasi tepung
sagu dan singkong

II Pengembangan Industri Sagu

12 | Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, Rumput Laut
13 | Program Pengembangan Industri Dirgantara;
Pengembangan N2 19 Amfibi

14 | Pengembangan Layanan Digital Pemerintah Terpadu
15 | Penyediaan Peta Dasar Skala Nasional Besar (1:5.000)
seluruh Wilayah Indonesia

16 | Kawasan Industri Futong

17 | Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas

18 | Pembangunan 3 Juta Rumah

Ket : hanya diisi oleh OPD yang berkaitan dengan ProSN




4. KINERJA TUJUAN, SASARAN DAN OUTCOME SERTA INDIKATOR RENSTRA PD TAHUN 2025-2029 UNTUK MENDUKUNG
RPJMN TAHUN 2025-2029;

SASARAN PEMBANGUNAN i INDIKATOR Perangkat Daerah
NO RPJMN 2025 — 2029 Tujuan Sasaran Outcome Program Penanggung Jawab
(diisi oleh PD) (diisi oleh PD) (diisi oleh PD)
(1) () 8) 4) )] (6)
1. Laju Pertumbuhan Rata-rata - Kontribusi PDRB |- Nilai Ekspor Barang | 1. Dinas Perindustrian,
Ekonomi (%) Capaian Kinerja Industri - Persentase Realisasi Perdagangan, Koperasi, Usaha
2. | PDRB per kapita (Rp. Juta) | produksi Pengolahan Investasi Sektor Kecil Dan Menengah
3. fg /Z))ntmbum PDRB Provinsi Industri dan - Kontribusi PDRB Industri dan 2. Dinas Perkebunan
Perdagangan sektor Kawasan Industri 3. Badan Pendapatan Daerah
perdagangan 4. Sekretariat Daerah Biro
Ekonomi
5. Dinas Pangan, Tanaman
Pangan Dan Hortikultura
6. Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan
7. Dinas Kelautan dan Perikanan
8. Dinas Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
9. Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan
10. Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. Dinas Pariwisata
4 Tingkat Kemiskinan Indeks - Persentase PPKS Meningkatnya 1. Badan Pengelola Keuangan Dan
5 | Rasio Gini Kesejahteraan yang tertangani pemberdayaan Aset Daerah
Sosial dan berhasil sosial 2. Dinas Pemberdayaan

berfungsi secara
sosial

Persentase PSKS

Meningkatnya
layanan
penanganan warga

Masyarakat, Desa,
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil




SASARAN PEMBANGUNAN

INDIKATOR

Perangkat Daerah

NO Tujuan Sasaran Outcome Program Penanggung Jawab
RPJMN 2025 - 2029 (diisi gleh PD) (diisi oleh PD) (diisi oleh I§D)

(1 @) 8) (4) 5 (6)
Profesional (PPKS negara migran 3. Dinas Pemberdayaan
profesional yang korban tindak Masyarakat, Desa,
terdiri dari PPKS kekerasan Kependudukan Dan Pencatatan
perorangan, Meningkatnya Sipil
lembaga dan rehabilitasi sosial |4. Dinas Tenaga Kerja dan
keluarga yang Meningkatnya Transmigrasi
mempunyai perlindungan dan 5. Dinas Perindustrian,
sertifikasi jaminan sosial Perdagangan, Koperasi, Usaha
ataupun Meningkatnya Kecil Dan Menengah
akreditasi) . 6. Dinas Kesehatan

perlindungan . )
Persentase (%) sosial korban 7. Dinas Sosial
daerah yang aktif bencana
melakukan
pemutakhiran
data terpadu
penanggulangan
kemiskinan
6 Indeks Modal Manusia 1. Dinas Pendidikan
2. Sekretariat Daerah Biro
Kesejahteraan Rakyat
3. Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan
4. Dinas Perpustakaan Dan
Kearsipan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Kepemudaan dan
Olahraga
7. Dinas Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan




SASARAN PEMBANGUNAN i INDIKATOR Perangkat Daerah
NO RPJMN 2025 — 2029 Tujuan Sasaran Outcome Program Penanggung Jawab
(diisi oleh PD) (diisi oleh PD) (diisi oleh PD)
(1 @) 8) (4) 5 (6)
Anak, Pengendalian Penduduk
Dan Keluarga Berencana
7 Penurunan Intensitas 1. Dinas Lingkungan Hidup dan
Emisi GRK (%) Kehutanan
8 | IKLH Daerah 2. Dinas Pekerjaan Umum,
Penataan Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman Dan
Pertanahan
3. Dinas Kelautan dan Perikanan
4. Dinas Energi Dan Sumber Daya
Mineral
9 Tingkat Pengangguran Indeks - Persentase PPKS |- Meningkatnya 1. Dinas Tenaga Kerja dan
Terbuka Kesejahteraan yang tertangani pemberdayaan Transmigrasi
Sosial dan berhasil sosial 2. Dinas Perindustrian,
berfungsi secara |- Meningkatnya Perdagangan, Koperasi, Usaha
sosial layanan Kecil Dan Menengah
Persentase PSKS penanganan warga | o D%nas Kes§hatan
Profesional (PPKS negara migran 4. Dinas Sosial
5. Dinas Pemberdayaan

profesional yang
terdiri dari PPKS
perorangan,
lembaga dan
keluarga yang
mempunyai
sertifikasi
ataupun
akreditasi)
Persentase (%)
daerah yang aktif
melakukan

korban tindak
kekerasan
Meningkatnya
rehabilitasi sosial
Meningkatnya
perlindungan dan
jaminan sosial
Meningkatnya
perlindungan
sosial korban
bencana

Masyarakat, Desa,
Kependudukan Dan Pencatatan
Sipil




NO

SASARAN PEMBANGUNAN
RPJMN 2025 - 2029

INDIKATOR

Tujuan
(diisi oleh PD)

Sasaran
(diisi oleh PD)

Outcome Program
(diisi oleh PD)

Perangkat Daerah
Penanggung Jawab

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

pemutakhiran
data terpadu
penanggulangan
kemiskinan




5. INDIKATOR KINERJA SASARAN KEMENTERIAN

INDIKATOR DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU (LAMPIRAN III RPJMN)

/ LEMBAGA......... DALAM RPJMN TAHUN 2025-2029 DENGAN

TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
2025 | 2029 Pengampu TUJUA SASARAN OUTCOME DAERAH
N (diisi oleh PROGRAM
No LG 0] SedA 2 (diisi PD) (diisi oleh | 2025 | 2029
oleh PD)
PD)
(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 Kabupaten/Kota yang 30 200 | Kementerian | Umur 74,3 | 75,44 | Dinas
mendeklarasikan 5 Kesehatan Harapa Kesehatan
Pilar STBM n Hidup

Cakupan 98,6 | 99
kepesertaa
n jaminan
kesehatan
nasional
(JKN)
Cakupan 91 95
penemuan
kasus
Tuberkolosis
(Treatment
Coverage)
2 Angka kematian ibu 122 77 Kementerian Dinas
Kesehatan Kesehatan
3 Angka kematian balita 15,00 | 11,90 | Kementerian
Kesehatan

4 Prevalensi stunting 18,8 14,2 Kementerian
(pendek dan sangat Kesehatan
pendek)

5 Prevalensi remaja putri | 25 15 Kementerian
anemia Kesehatan




TARGET Koordinator/ INDIKATOR TARGET PERANGKAT
2025 | 2029 Pengampu TUJUA SASARAN OUTCOME DAERAH
N (diisi oleh PROGRAM
No INDIKATOR K/L (diisi PD) (diisi oleh 2025 | 2029
oleh PD)
PD)
(1) 3) (4) (5) (6) (7) (8)
6 Persentase pekerja 10 S0 Kementerian
yang mendapatkan Kesehatan
pelayanan Kesehatan
kerja
7 Persentase lanjut usia 75 83 Kementerian
yang mandiri Kesehatan
8 Cakupan penerima 36 70 Kementerian
pemeriksaan kesehatan Kesehatan
gratis
9 Persentase persalinan 88 95 Kementerian
di fasyankes Kesehatan
10 | Persentase kab/kota 25 85 Kementerian
dengan RS PONEK Kesehatan
sesuai standar
11 | Persentase kab/kota 20 80 Kementerian
dengan Puskesmas Kesehatan
PONED sesuai standar
12 | Persentase kab/kota 25 80 Kementerian
dengan CFR direct Kesehatan
obstetric (eklampsi &
pendarahan
postparfum) < 1%
13 | Dst.... 80 80
dst..

Catatan : Perangkat Daerah menyesuaikan dengan Kementerian/Lembaga masing-masing (dapat diambil pada Lampiran 11l RPJMN 2025-

2029)




6. DUKUNGAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 - 2029 TERHADAP PROGRAM STRATEGIS
NASIONAL TAHUN 2025 - 2029 (berdasarkan SEB Mendagri dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 3 tahun

2025)
NO | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN 1Y) P?X‘;‘IICB?'GUNG
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
A | Penanggulangan Kemiskinan
dengan Proyek/Kegiatan:
1) Optimalisasi pelaksanaan Pemberdayaan Sosial Pemberdayaan - Peningkatan Dinas Sosial

Pengentasan Kemiskinan dan
Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem

Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Provinsi

Kemampuan
Potensi Pekerja
Sosial Masyarakat
Kewenangan
Provinsi

Peningkatan
Kemampuan
Potensi Tenaga
Kesejahteraan
Sosial Kecamatan
Kewenangan
Provinsi

Peningkatan
Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Keluarga
Kewenangan
Provinsi

- Peningkatan
Kemampuan




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi Sosial
Dasar Penyandang
Disabilitas Terlantar
di dalam Panti

Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Kelembagaan
Masyarakat
Kewenangan
Provinsi

- Penyediaan
Permakanan

- Penyediaan Sandg

- Penyediaan Asran
yang Mudah Diakg

- Penyediaan Alat
Bantu

- Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di dala
Panti

- Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual ¢
Sosial

- Pemberian
Bimbingan Aktivit

Hidup Sehari- Har




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi Sosial
Dasar Anak
Terlantar di dalam
Panti

- Fasilitasi Pembual
Nomor Induk
Kependudukan bg
Penyandang
Disabilitas

- Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar

- Pemberian Pelaya
Penelusuran Kelu

- Pemberian Pelaya
Reunifikasi Kelua

- Koordinasi dan
Sinkronisasi
Pelaksanaan Bidal
Rehabilitasi Sosia
Dasar Penyandan
Disabilitas Terlan{

- Pengasuhan
- Penyediaan
Makanan
- Penyediaan
Sandang




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penyediaan
Asrama yang
Mudah Diakses
Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti
Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spiritual
dan Sosial
Pemberian
Bimbingan
Aktivitas Hidup
Sehari- Hari
Fasilitasi
Pembuatan Akta
Kelahiran,
Nomor Induk
Kependudukan,
dan Kartu
Identitas Anak
Akses ke
Layanan




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi Sosial
Dasar Lanjut Usia
Terlantar di dalam
Panti

Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga

Penyediaan Permaka
Penyediaan Sandang
Penyediaan Asrama
Mudah Diakses
Penyediaan Alat Ban
Penyediaan Perbeka
Kesehatan di dalam
Sosial

Pemberian Bimbing3
Fisik, Mental, Spritua
dan Sosial

Fasilitasi Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi Sosial
Dasar Gelandangan
dan Pengemis di
dalam Panti

Akses ke Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian Pelayana
Penelusuran Keluarg
Pemberian Pelayana
Reunifikasi Keluarga
Pemulasaraan
Koordinasi, sinkronis
dan pembinaan
pelaksanaan rehabili
sosial dasar

Penyediaan
Permakanan
Penyediaan
Sandang
Penyediaan
Asrama yang
Mudah Diakses
Penyediaan Alat
Bantu
Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti
Sosial




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Rehabilitasi Sosial
bagi Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di
Luar HIV/AIDS dan
NAPZA di dalam
Panti

Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spritual
dan Sosial
Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan
Akses ke
Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar
Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Pemulasaraan
Koordinasi,
sinkronisasi dan
pembinaan
pelaksanaan
rehabilitasi
sosial dasar




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Penyediaan
Permakanan
Penyediaan
Sandang
Penyediaan
Asrama yang
Mudah Diakses
Penyediaan Alat
Bantu
Penyediaan
Perbekalan
Kesehatan di
dalam Panti
Sosial
Pemberian
Bimbingan Fisik,
Mental, Spritual
dan Sosial
Fasilitasi
Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan
Akses ke
Layanan
Pendidikan dan
Kesehatan Dasar




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Perlindungan dan
Jaminan Sosial

Penanganan Bencana

Pengelolaan Data
Fakir Miskin
Cakupan Daerah
Provinsi

Perlindungan Sosial
Korban Bencana
Alam dan Sosial
Provinsi

Pemberian
Pelayanan
Penelusuran
Keluarga
Pemberian
Pelayanan
Reunifikasi
Keluarga
Pemulasaraan
Koordinasi,
sinkronisasi dan
pembinaan
pelaksanaan
rehabilitasi
sosial dasar
Fasilitasi
Bantuan Sosial
Kesejahteraan
Keluarga
Pengelolaan
Fakir Miskin
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Fasilitasi Bantuan
Pengembangan




NO

PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN)

PROGRAM

KEGIATAN

SUB KEGIATAN

OPD PENANGGUNG
JAWAB

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

Ekonomi
Masyarakat

- Penyediaan
Permakanan

- Penyediaan
Sandang

- Penyediaan
Tempat
Penampungan
Pengungsi

- Penanganan
Khusus bagi
Kelompok Rentan

- Pelayanan
Dukungan
Psikososial

2) Sekolah Rakyat

Pemberdayaan Sosial

Pemberdayaan
Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial
Provinsi

- Peningkatan
Kemampuan
Potensi Sumber
Kesejahteraan
Sosial Keluarga

Dinas Sosial




OPD PENANGGUNG

NO | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
Kewenangan
Provinsi

B | Ketahanan Pangan dengan
proyek/kegiatan pengadaan
pengadaan dan Pengeloaan
Gabah/ Beras Dalam Negeri serta
Penyaluran Cadangan Beras
Pemerintah

C | Kesehatan Untuk Semua dengan
Proyek/Kegiatan

1) Jaminan Kesehatan Nasional 1. Dinas Kesehatan
2. dst....

D | Perluasan Akses Pendidikan 1. Dinas Pendidikan
dengan Proyek/Kegiatan 2. dst...
Pembangunan dan Revitalisasi
Pendidikan Dasar dan Menengah

E | Pertumbuhan Ekonomi dengan
Proyek Kegiatan

1) Pengendalian Inflasi 1. Dinas

Perindustrian,
Koperasi dan IKM

2. Dinas Pangan

3. Biro
Perekonomian

4. Dinas Peternakan

5. Dinas Perikanan

dan Kelautan
Dst...




OPD PENANGGUNG

NO | PROGRAM STRATEGIS NASIONAL (PSN) PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN JAWAB
(1) (2) (3) (4) () : (6)
2) Percepatan Pembentukan 1. Dinas
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Perindustrian,
Putih; dan Koperasi dan IKM
2. Dst....
3) Kemudahan perizinan di daerah 1. Dinas Penanaman
Modal dan
Pelayanan
Terpadu Satu
Pintu
2. Dst.....
F | Program Strategis Nasional Semua OPD

dengan Proyek/Kegiatan lainnya
yang di tetapkan oleh Presiden

Catatan : Diisi oleh OPD yang memiliki tugas dan fungsi mendukung Program Strategis Nasional (PSN)




KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/I11/2025

TENTANG
FEMBENTUKAN TIM PENYUSUN

RENCANA STRATEGIS "ERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

Menimbang:

Mengingat:

a.

PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029
GUBERNUR RIAU,

bahwe dalam rangka menjamin keterkaitan dan konsistensi
perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi
Riau ""ahun 2025 - 2029 dan Rencana Strategis Perangkat
Daerahh Provinsi Riau Tahun 2025 - 2029, diperlukan Tim
Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemer ntah Provinsi Riau;

bahwa berdasarkan Pasal 108 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluzsi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjarg Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renstra meliputi
penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang
pembe 1tukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurul a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Strategis  Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Riau Tahun 2025-2029;

Undanz-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencinaan  Pembangunan  Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubaan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republ k  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



10.

11

Undeng-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6808 ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Perataran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran N egara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor
194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6987)

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 - 2029
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk: Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata
Cara Ferubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Keuangan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi
Riau Taun 2024 Nomor 14);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025-

2029.
Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu

terdiri dari:

......

b. Wakil Ketua;
c. Sekretaris;
d. Koordinator;
€. Anggota.

sebagaimana tercantum dalam Lampiran [ Keputusan
Gubernur ini.

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua
memplnyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II
Keputusan Gubernur ini

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana
dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab kepada
Guberr ur Riau.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
Guberrur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanjez Daerah Provinsi Riau.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal |9 MARET 2025




PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS

LAMPIRAN I

: KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR
TANGGAL

:276/111/2025
: 19 Maret 2025

PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU

TAHUN 2025 - 2029
JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA LB DALAM TIM
(1) (2) (3) (@)
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pendidikan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pendidikan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah | Dinas Pendidikan Anggota
Menengah Atas
4 | Kepala Bidang Pembinaan Sekolah | Dinas Pendidikan Anggota
Menengah Kejuruan
S5 | Kepala Bidang Pembinaan Dinas Pendidikan Anggota
Pendidikan Khusus dan Layanan
Khusus
6 | Kepala Bidang Guru dan Tenaga Dinas Pendidikan Anggota
Kependidikan
7 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah I
8 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah II
9 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah III
10 | Kepala Cabang Dinas Pendidikan | Dinas Pendidikan Anggota
Wilayah IV
11 | Perencana Ahli Madya Dinas Pendidikan Anggota
12 | Perencana Ahli Muda Dinas Pendidikan Anggota
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Pendidikan Koordinator
2 | Perencana Ahli Pertama Dinas Pendidikan Anggota
3 | Pranata Komputer Dinas Pendidikan Anggota
4 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pendidikan Anggota
dan Umum
5 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Pendidikan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
6 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Pendidikan Anggota
Sekretariat
7 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Pendidikan Anggota
DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kesehatan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kesehatan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
4 | Kepala Bidang Pencegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit
5 | Kepala Bidang Sumber Daya Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan dan Kefarmasian




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
6 | Kepala Bidang Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota
Masyarakat
7 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Anggota
Rujukan
8 | Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan | Dinas Kesehatan Anggota
Primer dan Kesehatan Tradisional
9 | Ketua Tim Kerja Pembiayaan dan | Dinas Kesehatan Anggota
Jaminan Kesehatan
10 | Kepala Seksi Surveilans dan Dinas Kesehatan Anggota
Imunisasi
11 | Kepala Seksi Pencegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit Menular
12 | Ketua Tim Kerja Pecegahan dan Dinas Kesehatan Anggota
Pengendalian Penyakit Tidak
Menular
13 | Kepala Seksi Pengembangan Dinas Kesehatan Anggota
Sarana dan Prasarana
14 | Kepala Seksi Farmasi dan Alat Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
15 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Kesehatan Anggota
dan Pendayagunaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan
16 | Kepala Seksi Kesehatan Keluarga | Dinas Kesehatan Anggota
dan Gizi
17 | Kepala Seksi Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota
Lingkungan, Kesehatan Kerja dan
Olahraga
18 | Ketua Tim Kerja Promosi Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
19 | Fungsional Administrator Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan Ahli Pertama, Muda
dan Madya
20 | Fungsional Epidemiolog Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan Ahli Pertama, Muda
dan Madya
21 | Fungsional Nutrisionis Pertama, Dinas Kesehatan Anggota
Muda dan Madya
22 | Pembimbing Kesehatan kerja Ahli | Dinas Kesehatan Anggota
Pertama, Muda dan Madya
23 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Anggota
UPT Balai Pelatihan Kesehatan
1 | Kepala UPT Balai Pelatihan Dinas Kesehatan Anggota
Kesehatan
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota
3 | Kepala Seksi Penyelenggaraan Dinas Kesehatan Anggota
Pelatihan
4 | Kepala Seksi Pengkajian, Dinas Kesehatan Anggota
Pengembangan dan pengendalian
Mutu
UPT Laboratorium Kesehatan Dan Lingkungan
1 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Kesehatan Anggota

Kesehatan dan Lingkungan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM

(1) (2) (3) (4)

2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota
Laboratorium Kesehatan dan
Lingkungan

3 | Kepala Seksi Pelayanan Klinis Dinas Kesehatan Anggota

4 | Kepala Seksi Pelayanan Dinas Kesehatan Anggota
Lingkungan

S5 | Penata Laboratorium Pertama, Dinas Kesehatan Anggota
Muda dan Madya

6 | Pembimbing Kesehatan Kerja Ahli | Dinas Kesehatan Anggota
Pertama, Muda dan Madya

7 | Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan Anggota

UPT Instalasi Farmasi Dan Logistik

1 | Kepala UPT Instalasi Farmasi dan | Dinas Kesehatan Anggota
Logistik

2 | Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kesehatan Anggota

3 | Kepala Seksi Logistik Kesehatan Dinas Kesehatan Anggota

4 | Kepala Seksi Instalasi Farmasi Dinas Kesehatan Anggota

S5 | Apoteker Pertama, Muda dan Dinas Kesehatan Anggota
Madya

6 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kesehatan Anggota

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ARIFIN ACHMAD

1

Direktur

Rumah Sakit Umum
Daerah Arifin Achmad

Wakil Ketua

2 | Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Umum Anggota
Daerah Arifin Achmad

3 | Wakil Direktur Keuangan Rumah Sakit Umum Anggota
Daerah Arifin Achmad

4 | Wakil Direktur Medik dan Rumah Sakit Umum Anggota
Keperawatan Daerah Arifin Achmad

S5 | Wakil Direktur Umum, SDM dan Rumah Sakit Umum Anggota
Pendidikan Daerah Arifin Achmad

6 | Fungsional Perencana Ahli Rumah Sakit Umum Anggota
Pertama, Muda dan Madya Daerah Arifin Achmad

7 | Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Umum Anggota

Daerah Arifin Achmad

RUMAH SAKIT JIWA TAMPAN

1 | Direktur Rumah Sakit Jiwa Wakil Ketua
Tampan
2 | Kepala Bagian Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Tampan
3 | Wakil Direktur Medik dan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Keperawatan Tampan
4 | Wakil Direktur Umum dan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Keuangan Tampan
S5 | Perencana Ahli Pertama, Muda Rumah Sakit Jiwa Anggota
dan Madya Tampan
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Rumah Sakit Jiwa Anggota
Tampan
7 | Pelaksana Program Perencanaan Rumah Sakit Jiwa Anggota

Tampan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (@) (@)
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI
1 | Direktur Rumah Sakit Umum Wakil Ketua
Daerah Petala Bumi
2 | Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Petala Bumi Anggota
3 | Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUD Petala Bumi Anggota
4 | Kepala Bidang Pelayanan RSUD Petala Bumi Anggota
Penunjang
5 | Kepala Bidang Pelayanan RSUD Petala Bumi Anggota
Keperawatan, Kebidanan
6 | Kepala Sub Bagian Perencanaan RSUD Petala Bumi Anggota
Program
7 | Fungsional Perencana Ahli RSUD Petala Bumi Anggota
Pertama, Muda dan Madya
8 | Pelaksana Program Perencanaan RSUD Petala Bumi Anggota
9 | Pelaksana Program Keuangan RSUD Petala Bumi Anggota
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Kesehatan Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kesehatan Anggota
dan Umum
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Dinas Kesehatan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4 | Fungsional Perencana Ahli Madya | Dinas Kesehatan Anggota
S | Fungsional Perencana Ahli Muda | Dinas Kesehatan Anggota
6 | Fungsional Perencana Ahli Dinas Kesehatan Anggota
Pertama
7 | Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Kesehatan Anggota
8 | Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Kesehatan Anggota
9 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Kesehatan Anggota

DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN, KAWASAN
PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Sekretaris

Kepala Bidang Sumber Daya Air

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Bina Marga

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota




NO

JABATAN STRUKTURAL/
FUNGSIONAL/ PELAKSANA

INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

(1)

(2)

(3)

(4)

Kepala Bidang Cipta Karya

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Perumahan,
Kawasan Permukiman

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Penataan Ruang
dan Pertanahan

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala Bidang Bina Jasa
Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

Kepala UPT Laboratorium Bahan
Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

10

Kepala UPT Pengelolaan Air
Minum

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

11

Kepala UPT Peralatan Konstruksi

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

12

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah I

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

13

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah 11

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

14

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah III

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan

Anggota

15

Kepala UPT Jalan dan Jembatan
Wilayah IV

Dinas Pekerjaan
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA IR DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
16 | Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Anggota
Wilayah V Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
17 | Kepala UPT Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Anggota
Wilayah VI Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
18 | Perencana Ahli Madya Dinas Pekerjaan Anggota
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
19 | Penata Kelola Penyehatan Dinas Pekerjaan Anggota
Lingkungan Ahli Madya Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
20 | Pembina Jasa Konstruksi Ahli Dinas Pekerjaan Anggota
Madya Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Pekerjaan Koordinator
Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pekerjaan Anggota
dan Umum Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pekerjaan Anggota
Sekretariat Umum, Penataan
Ruang, Perumahan,
Kawasan Permukiman
dan Pertanahan
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Satuan Satuan Polisi Pamong Ketua
Praja
2 | Sekretaris Satuan Polisi Pamong Sekretaris
Praja
3 | Kepala Bidang Pembinaan Satuan Polisi Pamong Anggota
Masyarakat dan Aparatur Praja
4 | Kepala Bidang Operasi Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Bidang Penegakan Satuan Polisi Pamong Anggota
Peraturan Daerah Praja
6 | Kepala Bidang Pembinaan Satuan | Satuan Polisi Pamong Anggota
Perlindungan Masyarakat Praja
7 | Kepala Seksi Bina Masyarakat Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
8 | Kepala Seksi Peningkatan Satuan Polisi Pamong Anggota
Fasilitasi Aparatur Praja
9 | Kepala Seksi Ketertiban Umum Satuan Polisi Pamong Anggota
dan Ketentraman Masyarakat Praja
10 | Kepala Seksi Pengamanan Asset Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
11 | Kepala Seksi Hubungan Antar Satuan Polisi Pamong Anggota
Lembaga Praja
12 | Kepala Seksi Penegakan dan Satuan Polisi Pamong Anggota
Pengawasan Praja
13 | Kepala Seksi Data dan Informasi Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
14 | Kepala Seksi Pengarahan dan Satuan Polisi Pamong Anggota
Pengendalian Praja
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Satuan Polisi Pamong Koordinator
dan Pelaporan Praja
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Satuan Polisi Pamong Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Praja
Barang Milik Daerah
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Satuan Polisi Pamong Anggota
dan Umum Praja
4 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
5 | Fungsional Perencana Ahli Satuan Polisi Pamong Anggota
Pertama Praja
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
7 | Pengadministrasi Perkantoran Satuan Polisi Pamong Anggota
Praja
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM KEBAKARAN
PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Penanggulangan Ketua
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
2 | Sekretaris Badan Penanggulangan Sekretaris
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
3 | Kepala Bidang Pencegahan dan Badan Penanggulangan Anggota
Kesiapsiagaan Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
4 | Kepala Bidang Kedaruratan dan Badan Penanggulangan Anggota
Logistik Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
5 | Kepala Bidang Rehabilitasi dan Badan Penanggulangan Anggota
Rekonstruksi Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
6 | Kepala Bidang Pemadam Badan Penanggulangan Anggota
Kebakaran Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
7 | Fungsional Analis Kebencanaan Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
8 | Fungsional Penata Badan Penanggulangan Anggota
Penanggulangan Bencana Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
Sekretariat
1 | Ketua Tim Program Perencanaan Badan Penanggulangan | Koordinator
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Penanggulangan Anggota
dan Umum Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
3 | Ketua Tim Keuangan, Badan Penanggulangan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Bencana Daerah dan
BMD Pemadam Kebakaran
4 | Perencana Ahli Pertama Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
S5 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penanggulangan Anggota
Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
6 | Pengolah Data dan Informasi Badan Penanggulangan Anggota
Sekretariat Bencana Daerah dan
Pemadam Kebakaran
DINAS SOSIAL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Sosial Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Sosial Sekretaris
3 | Kepala Bidang Perlindungan dan Dinas Sosial Anggota
Jaminan Sosial
4 | Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
Sosial
5 | Kepala Bidang Penanganan Fakir | Dinas Sosial Anggota
Miskin
6 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Anak dan Lanjut Sosial
7 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Penyandang Disabilitas
8 | Ketua Tim Kerja Rehabilitasi Dinas Sosial Anggota
Sosial Dan Korban Perdangangan
Orang
9 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota

Perorangan Pemberdayaan dan
Keluarga




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
10 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
masyarakat dan Kelembagaan
Sosial
11 | Ketua Tim Kerja Kepahlawanan, Dinas Sosial Anggota
Keperintisan, Kesetiakawanan
dan Restorasi Sosial
12 | Ketua Tim Kerja Identifikasi dan Dinas Sosial Anggota
Pengolahan Data Fakir miskin
13 | Ketua Tim Kerja Pendampingan Dinas Sosial Anggota
dan Pemberdayaan
14 | Ketua Tim Kerja Bantuan Dinas Sosial Anggota
Stimulan dan Penataan
Lingkungan
15 | Ketua Tim Kerja Perlindungan Dinas Sosial Anggota
Sosial Korban Bencana Alam
16 | Ketua Tim Kerja Perlindungan Dinas Sosial Anggota
Sosial Korban Bencana Sosial
17 | Ketua Tim Kerja Jaminan Sosial Dinas Sosial Anggota
Keluarga
18 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama, Dinas Sosial Anggota
Muda dan Madya
19 | Pekerja Sosial Ahli Pertama, Muda | Dinas Sosial Anggota
dan Madya
UPT Pelayanan Sosial Tresna Werdha "Khusnul Khotimah"
1 | Kepala UPT Pelayanan Sosial Dinas Sosial Anggota
Tresna Werdha, "Khusnul
Khotimah"
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Pembinaan Sosial Dinas Sosial Anggota
4 | Kepala Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Anggota
5 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Pelayanan Sosial Marsudi Putra "Tengku Yuk"
1 | Kepala UPT Pelayanan Sosial Dinas Sosial Anggota
Marsudi Putra "Tengku Yuk"
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
3 . .
Advokasi Sosial
4 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Anggota
S | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Bina Laras
1 | Kepala UPT Bina Laras Dinas Sosial Anggota
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
Advokasi Sosial
4 | Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Anggota
S | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Panti Sosial Pengasuhan Anak
1 | Kepala UPT Panti Sosial Dinas Sosial Anggota
Pengasuhan Anak
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Program dan Dinas Sosial Anggota
Advokasi Sosial




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
4 | Kepala Seksi Pelayanan sosial Dinas Sosial Anggota
5 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
UPT Pemberdayaan Penyandang Disabilitas
1 | Kepala UPT Pemberdayaan Dinas Sosial Anggota
Penyandang Disabilitas Daksa
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Sosial Anggota
3 | Kepala Seksi Pembinaan Sosial Dinas Sosial Anggota
4 | Kepala Seksi Pelayanan Dinas Sosial Anggota
Penyandang Disablilitas
S | Penyuluh Sosial Ahli Muda Dinas Sosial Anggota
6 | Penyuluh Sosial Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Sosial Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Anggota
dan Umum
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Sosial Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Anggota
S | Perencana Ahli Pertama Dinas Sosial Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Sosial Anggota
7 | Pengadministrasi Perencana dan Dinas Sosial Anggota
Program
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Ketua
Transmigrasi
2 | Sekretaris Dinas Dinas Tenaga Kerja dan Sekretaris
Transmigrasi
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
4 | Kepala Bidang Pelatihan dan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penempatan Tenaga Kerja Transmigrasi
5 | Kepala Seksi Pelatihan, Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Pemagangan dan Produktivitas Transmigrasi
Tenaga Kerja
6 | Kepala Seksi Penempatan dan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Perluasan Kerja Transmigrasi
7 | Fungsional Pengantar Kerja Muda | Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
8 | Kepala Bidang Hubungan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Industrial dan Persyaratan Kerja | Transmigrasi
9 | Kepala Seksi Persyaratan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
10 | Kepala Seksi Penyelesaian Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Hubungan Industrial Transmigrasi
11 | Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ahli Muda/ Penyetaraan Transmigrasi
12 | Mediator Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ahli Pertama Transmigrasi
13 | Kepala Bidang Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Ketenagakerjaan Transmigrasi




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
14 | Kepala Seksi Pengawasan Norma, | Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Transmigrasi
15 | Kepala Seksi Penegakan Hukum Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
16 | Fungsional Pengawas KK Ahli Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Madya Transmigrasi
17 | Pengawas Ketenagakerjaan Ahli Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Muda/ Penyetaraan Transmigrasi
18 | Kepala Bidang Ketransmigrasian Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
19 | Analis Kebijakan Ahli Muda/ Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penyetaraan Transmigrasi
20 | Analis Kebijakan Ahli Muda/ Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Penyetaraan Transmigrasi
UPT Latihan Kerja
1 | Kepala UPT Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
3 | Kepala Seksi Pelatihan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Dinas Tenaga Kerja dan | Koordinator
Kepegawaian Transmigrasi
2 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi
3 | Pengolah Data dan Informasi Dinas Tenaga Kerja dan Anggota
Transmigrasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK,

PEN

GENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Sekretaris

Kepala Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Pengarusutamaan
Gender

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Kelembagaan
Tumbuh Kembang dan
Pemenuhan Hak Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian

Anggota




NO

JABATAN STRUKTURAL/
FUNGSIONAL/ PELAKSANA

INSTANSI

KEDUDUKAN
DALAM TIM

(1)

(2)

(3)

(4)

Penduduk dan
Keluarga Berencana

Kepala Bidang Perlindungan Hak
Perempuan dan Khusus Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk dan Keluarga
Berencana

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Bidang Keluarga Sejahtera
Data dan Informasi

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala UPT Perlindungan
Perempuan dan Anak

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Sekretariat

1

Perencana Ahli Muda Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Koordinator

Kepala Sub Bagian Kepegawaian
dan Umum

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Kepala Sub Bagian Keuangan,
Perlengkapan dan Pengelolaan
BMD

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Penelaah Teknis Kebijakan
Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana

Anggota

Pengolah Data dan Informasi
Sekretariat

Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Perlindungan Anak,
Pengendalian
Penduduk dan
Keluarga Berencana
DINAS PANGAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Ketua
Hortikultura
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Sekretaris
Hortikultura
3 | Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
4 | Kepala Bidang Hortikultura Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
5 | Kepala Bidang Prasarana dan Dinas Pangan,
Sarana Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
6 | Kepala Bidang Ketahanan Pangan | Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
7 | Kepala UPT Pengawasan Mutu Dinas Pangan,
dan Keamanan Pangan Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
8 | Kepala UPT Perbenihan Sertifikst | Dinas Pangan,
Benih Tanaman Pangan Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura Hortikultura
9 | Kepala UPT Pelatihan Penyuluhan | Dinas Pangan,
Pertanian Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
10 | Kepala UPT Perlindungan Dinas Pangan,
Tanaman Pangan Hortikultura Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
11 | Kepala Seksi Produksi Benih Dinas Pangan,
Tanaman Pangan dan Anggota
Hortikultura
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pangan, Koordinator
Program Tanaman Pangan dan
Hortikultura
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pangan, Anggota
dan Umum Tanaman Pangan dan
Hortikultura
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Dinas Pangan, Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Tanaman Pangan dan
Barang Milik Daerah Hortikultura
4 | Perencana Ahli Madya Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
S5 | Perencana Ahli Muda Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
6 | Perencana Ahli Pertama Dinas Pangan, Anggota
Tanaman Pangan dan
Hortikultura
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Lingkungan Ketua
Hidup dan Kehutanan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Lingkungan Sekretaris
Hidup dan Kehutanan
3 | Kepala Bidang Penaatan dan Dinas Lingkungan Anggota
Penataan Lingkungan Hidup dan | Hidup dan Kehutanan
Kehutanan
4 | Kepala Bidang Perubahan Iklim, Dinas Lingkungan Anggota
Pengelolaan Limbah Padat Hidup dan Kehutanan
Domestik dan Peningkatan
Kapasitas
5 | Kepala Bidang Pengendalian Dinas Lingkungan Anggota
Pencemaran, Kerusakan Hidup dan Kehutanan
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan
6 | Kepala Bidang Perencanaan dan Dinas Lingkungan Anggota
Pemanfaatan Hutan Hidup dan Kehutanan
7 | Kepala Bidang Pengelolaan Dinas Lingkungan Anggota
Daerah Aliran Sungai, Restorasi Hidup dan Kehutanan
Gambut dan Perhutanan Sosial
8 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Lingkungan Anggota
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
9 | Kepala UPT Pelatihan Kehutanan | Dinas Lingkungan Anggota
dan Pemberdayaan Masyarakat Hidup dan Kehutanan
10 | Kepala UPT Perbenihan Tanaman | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Hidup dan Kehutanan
11 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Produksi Minas Tahura Hidup dan Kehutanan
12 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Tasik Besar Serkap Hidup dan Kehutanan
13 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Bagan Siapi-api Hidup dan Kehutanan
14 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Bengkalis Pulau Hidup dan Kehutanan
15 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Mandau Hidup dan Kehutanan
16 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Rokan Hidup dan Kehutanan
17 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Suligi - Batu Gajah Hidup dan Kehutanan
18 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Kampar Kiri Hidup dan Kehutanan
19 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Sorek Hidup dan Kehutanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
20 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Tebing Tinggi Hidup dan Kehutanan
21 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Mandah Hidup dan Kehutanan
22 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Indragiri Hidup dan Kehutanan
23 | Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan | Dinas Lingkungan Anggota
Hutan Singingi Hidup dan Kehutanan
24 | Perencana Ahli Madya Dinas Lingkungan Anggota
Hidup dan Kehutanan
25 | Perencana Ahli Muda Dinas Lingkungan Anggota
Hidup dan Kehutanan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Sub Bagian Dinas Lingkungan Koordinator
Perencanaan Program Hidup dan Kehutanan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Lingkungan Anggota
dan Umum Hidup dan Kehutanan
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Lingkungan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Hidup dan Kehutanan
Barang Milik Daerah
4 | Pelaksana Sub Bagian Dinas Lingkungan Anggota

Perencanaan Program

Hidup dan Kehutanan

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Ketua
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pemberdayaan Sekretaris
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 | Kepala Bidang Bina Pemerintahan | Dinas Pemberdayaan Anggota
Desa Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 | Ketua Tim Kerja Peningkatan Dinas Pemberdayaan Anggota
Kapasitas Aparatur Desa dan BPD | Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
S5 | Kepala Bidang Pemberdayaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 | Ketua Tim Kerja Peningkatan Dinas Pemberdayaan Anggota
Sumberdaya Manusia Lembaga Masyarakat, Desa,
Kemasyarakatan Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7 | Kepala Bidang Pembangunan Dinas Pemberdayaan Anggota

Ekonomi dan Kawasan Pedesaan

Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
8 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pemberdayaan Anggota
Usaha Ekonomi dan Kerjasama Masyarakat, Desa,
Masyarakat Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
9 | Kepala Bidang Fasilitasi Dinas Pemberdayaan Anggota
Pendaftaran Penduduk dan Masyarakat, Desa,
Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
10 | Ketua Tim Kerja Fasilitasi Sarana | Dinas Pemberdayaan Anggota
dan Prasarana Pendaftaran Masyarakat, Desa,
Penduduk dan Pencatatan Sipil Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
11 | Kepala Bidang Pengeloaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Informasi Administrasi Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pemanfaatan | Kependudukan dan
Data Pencatatan Sipil
12 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Dinas Pemberdayaan Anggota
Informasi Administrasi Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan Pemanfaatan | Kependudukan dan
Data Pencatatan Sipil
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pemberdayaan Koordinator
Program Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Pemberdayaan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Masyarakat, Desa,
Barang Milik Daerah Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Anggota
dan Umum Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
4 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
5 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
6 | Perencana Ahli Muda Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
7 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
8 | Pengadministrasi Perkantoran Dinas Pemberdayaan Anggota
Masyarakat, Desa,




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perhubungan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perhubungan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Anggota
4 | Kepala Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Anggota
S5 | Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Anggota
6 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perhubungan Anggota
Transportasi
7 | Kepala Seksi Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Anggota
8 | Kepala Seksi Angkutan Pelayaran | Dinas Perhubungan Anggota
Rakyat dan ASDP
9 | Kepala Seksi Angkutan Orang Dinas Perhubungan Anggota
Dalam Trayek dan Tidak Dalam
Trayek
10 | Kepala Seksi Keselamatan dan Dinas Perhubungan Anggota
Teknik Sarana
11 | Kepala Seksi Manajemen dan Dinas Perhubungan Anggota
Rekayasa Lalu Lintas
12 | Kepala Seksi Pengawasan dan Dinas Perhubungan Anggota
Pengendalian LLAJ
13 | Kepala Seksi Pengembangan Dinas Perhubungan Anggota
Sistem Transportasi
14 | Kepala Seksi Regulasi dan Dinas Perhubungan Anggota
Pendataan Transportasi
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah I
1 | Kepala UPT Pengelolaan Dinas Perhubungan Anggota
Perhubungan Wilayah I
2 | Kepala Seksi Operasional UPT Dinas Perhubungan Anggota
Pengelolaan Perhubungan Wilayah
I
3 | Kepala Seksi Sarana dan Dinas Perhubungan Anggota
Prasarana UPT Pengelolaan
Perhubungan Wilayah I
4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Anggota
UPT Pengelolaan Perhubungan
Wilayah |
UPT Pengelolaan Perhubungan Wilayah II
1 | Kepala UPT Pengelolaan Dinas Perhubungan Anggota
Perhubungan Wilayah II
2 | Kepala Seksi Operasional UPT Dinas Perhubungan Anggota
Pengelolaan Perhubungan Wilayah
I
3 | Kepala Seksi Sarana dan Dinas Perhubungan Anggota
Prasarana UPT Pengelolaan
Perhubungan Wilayah II
4 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Perhubungan Anggota

UPT Pengelolaan Perhubungan
Wilayah II




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Perencanaan Dinas Perhubungan Koordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Perhubungan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
3 | Pejabat Pengurus Barang Milik Dinas Perhubungan Anggota
Daerah
4 | Analis Kebijakan Dinas Perhubungan Anggota

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Ketua
Informatika dan
Statistik
2 | Sekretaris Dinas Dinas Komunikasi, Sekretaris
Informatika dan
Statistik
3 | Kepala Bidang Informasi dan Dinas Komunikasi, Anggota
Komunikasi Publik Informatika dan
Statistik
4 | Kepala Bidang Infrastruktur Dinas Komunikasi, Anggota
Teknologi Informatika dan Informatika dan
Komunikasi Statistik
5 | Kepala Bidang Aplikasi Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika Informatika dan
Statistik
6 | Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
7 | Kepala Bidang Persandian Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
8 | Perencana Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
9 | Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
10 | Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Anggota
Ahli Muda Informatika dan
Statistik
11 | Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi, Anggota
Ahli Pertama Informatika dan
Statistik
12 | Manggala Informatika Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika dan
Statistik
13 | Statistisi Ahli Muda Dinas Komunikasi, Anggota

Informatika dan
Statistik

Sekretariat




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat Dinas Komunikasi, Koordinator
Informatika, dan
Statistik
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Komunikasi, Anggota
dan Umum Informatika, dan
Statistik
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Komunikasi, Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Informatika, dan
BMD Statistik
4 | Arsiparis Ahli Madya Dinas Komunikasi, Anggota
Informatika, dan
Statistik
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Komunikasi, Anggota

Informatika, dan
Statistik

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Penanaman Ketua
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 | Sekretaris Dinas Dinas Penanaman Sekretaris
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3 | Perencana Ahli Madya Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Perencanaan Modal dan Pelayanan
dan Pengembangan Iklim Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
5 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Promosi Modal dan Pelayanan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu
6 | Penata Kelola Penanaman Modal Dinas Penanaman Anggota
Ahli Madya Pokja Pengendalian Modal dan Pelayanan
Pelaksanaan dan Pengolahan Data | Terpadu Satu Pintu
Penanaman Modal
7 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan A
8 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan B
9 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota
Penyelenggaraan Pelayanan Modal dan Pelayanan
Perizinan, Perizinana Berusaha Terpadu Satu Pintu
dan Non Perizinan C
10 | Penata Perizinan Ahli Madya Pokja | Dinas Penanaman Anggota

Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Lainnya

Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Penanaman Koordinator
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
2 | Kepala Sub Bagian Umum Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
3 | Analis Keuangan Pusat dan Dinas Penanaman Anggota
Daerah Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
4 | Perencana Ahli Pertama Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
S | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Penanaman Anggota
Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kepemudaan dan Ketua
Olahraga
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kepemudaan dan Sekretaris
Olahraga
3 | Kepala Bidang Layanan dan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Kepemudaan Olahraga
4 | Kepala Bidang Pembudayaan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Prestasi Olahraga Olahraga
5 | Kepala Bidang Peningkatan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Prestasi Olahraga Olahraga
6 | Kepala Bidang Sarana, Prasarana | Dinas Kepemudaan dan Anggota
dan Kemitraan Olahraga
7 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan Anggota
Olahraga
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Kepemudaan dan | Koordinator
Olahraga
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kepemudaan dan Anggota
dan Umum Olahraga
3 | Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Kepemudaan dan Anggota
Olahraga
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kepemudaan dan Anggota
Sekretariat Olahraga
DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kebudayaan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kebudayaan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Bahasa dan Seni Dinas Kebudayaan Anggota
4 | Kepala Bidang Sejarah Pelestarian | Dinas Kebudayaan Anggota
Cagar Budaya dan Permuseuman
S5 | Kepala Bidang Diplomasi dan Dinas Kebudayaan Anggota
Promosi Budaya
6 | Kepala Bidang Pelestarian Adat Dinas Kebudayaan Anggota
dan Nilai Budaya
7 | Kepala UPT Museum Sang Nila Dinas Kebudayaan Anggota

Utama dan Taman Budaya




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
8 | Pamong Budaya Madya Dinas Kebudayaan Anggota
9 | Pamong Budaya Muda Dinas Kebudayaan Anggota
10 | Pamong Budaya Pertama Dinas Kebudayaan Anggota
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Dinas Kebudayaan Koordinator
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kebudayaan Anggota
dan Umum
3 | Analis Keuangan Pusat dan Dinas Kebudayaan Anggota
Daerah Ahli Muda
4 | Analis Perencanaan dan Anggaran | Dinas Kebudayaan Anggota
S5 | Pelaksana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Anggota
6 | Analis Kebijakan Dinas Kebudayaan Anggota
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perpustakaan Ketua
dan Kearsipan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perpustakaan Sekretaris
dan Kearsipan
3 | Kepala Bidang Pembinaan Dinas Perpustakaan Anggota
Perpustakaan dan Kearsipan
4 | Kepala Bidang Pembinaan dan Dinas Perpustakaan Anggota
Pelayanan Arsip dan Kearsipan
S5 | Kepala Bidang Akuisisi dan Dinas Perpustakaan Anggota
Penyimpanan Arsip dan Kearsipan
6 | Kepala Bidang Pelayanan Dinas Perpustakaan Anggota
Perpustakaan, Dokumentasi dan | dan Kearsipan
Informasi Perpustakaan
7 | Pustakawan Ahli Madya Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
8 | Arsiparis Ahli Madya Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
9 | Pustakawan Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
10 | Arsiparis Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
11 | Perencana Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
dan Kearsipan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Perpustakaan Koordinator
dan Kearsipan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perpustakaan Anggota
dan Umum dan Kearsipan
3 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Perpustakaan Anggota
Sekretariat dan Kearsipan
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perpustakaan Anggota
Sekretariat dan Kearsipan
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Kelautan dan Ketua
Perikanan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Kelautan dan Sekretaris
Perikanan
3 | Kepala Bidang Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Budidaya Perikanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
4 | Kepala Bidang Perikanan Tangkap | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
5 | Kepala Bidang Pengolahan dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
Perikanan
6 | Kepala Bidang Kelautan dan Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
7 | Kepala UPT Pelabuhan Perikanan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
8 | Kepala UPT Budidaya Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
9 | Kepala UPT Penerapan Mutu Hasil | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
10 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah I
11 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah II
12 | Kepala UPT Pengendalian Dinas Kelautan dan Anggota
Sumberdaya Kelautaan dan Perikanan
Perikanan Wilayah III
13 | Analis Akuakultur Ahli Muda Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
14 | Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Dinas Kelautan dan Anggota
Muda Perikanan
15 | Pengelola Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Tangkap Ahli Muda Perikanan
16 | Pengelola Produksi Perikanan Dinas Kelautan dan Anggota
Tangkap Ahli Muda Perikanan
17 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Ahli Muda Perikanan
18 | Pembina Mutu Hasil Kelautan dan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Ahli Muda Perikanan
19 | Pengelola Ekosistem Laut dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pesisir Ahli Muda Perikanan
20 | Pengawas Perikanan Ahli Muda Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
21 | Kepala Sub Bagian Tata usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Pelabuhan Perikanan Perikanan
22 | Kepala Seksi Tata Operasional Dinas Kelautan dan Anggota
Pelabuhan dan Kesyahbandaran Perikanan
23 | Kepala Seksi Pelayanan Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan Perikanan
24 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Budidaya Perikanan Perikanan
25 | Kepala Seksi Teknis Pembenihan | Dinas Kelautan dan Anggota
Perikanan
26 | Kepala Seksi Teknis Dinas Kelautan dan Anggota
Pembudidayaan Perikanan Perikanan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
27 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Perikanan
28 | Kepala Seksi Pengujian Mutu Dinas Kelautan dan Anggota
Hasil Perikanan Perikanan
29 | Kepala Seksi Penerapan Mutu Dinas Kelautan dan Anggota
Hasil Perikanan Perikanan
30 | Kepala Seksi Kerja sama Dinas Kelautan dan Anggota
Penegakan Hukum Kelautan dan | Perikanan
Perikanan
31 | Kepala Seksi Pengendalian dan Dinas Kelautan dan Anggota
Pengawasan Sumberdaya Perikanan
Kelautan dan Perikanan
32 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah I Perikanan
33 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah II Perikanan
34 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Kelautan dan Anggota
UPT Wilayah III Perikanan
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Kelautan dan Koordinator
Perikanan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Kelautan dan Anggota
dan Umum Perikanan
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Kelautan dan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Perikanan
BMD
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Kelautan dan Anggota
Sekretariat Perikanan
DINAS PARIWISATA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Pariwisata Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Pariwisata Sekretaris
3 | Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
4 | Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
S5 | Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Anggota
6 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Sumberdaya Pariwisata
7 | Ketua Tim Kerja Pengkajian dan Dinas Pariwisata Anggota
Pengembangan Destinasi Wisata
8 | Ketua Tim Kerja Sarana dan Dinas Pariwisata Anggota
Prasarana Destinasi Wisata
9 | Ketua Tim Kerja Objek Daya Tarik | Dinas Pariwisata Anggota
Wisata
10 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif
11 | Ketua Tim Kerja Pelaksanaan Dinas Pariwisata Anggota

Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Manusia Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
12 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Ekosistem Ekonomi Kreatif
13 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Pariwisata Anggota
dan Pembinaan Masyarakat untuk
Pengembangan Pariwisata
(Pendampingan Desa Wisata,
ADWR dan ADWI dan Pelatihan
Pengelola Desa Wisata)
14 | Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Dinas Pariwisata Anggota
dan Pembinaan Masyarakat untuk
Pengembangan Pariwisata
(Pelatihan Kepariwisataan)
15 | Ketua Tim Kerja Fasilitasi Dinas Pariwisata Anggota
Sertifikasi Bagi Tenaga Kerja
Bidang Pariwisata (Pelaku Usaha
Jasa Pariwisata)
16 | Ketua Tim Kerja Promosi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
17 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Dinas Pariwisata Anggota
Pasar Pariwisata
18 | Ketua Tim Kerja Sarana Promosi Dinas Pariwisata Anggota
Pariwisata
UPT Bandar Serai
Kepala UPT Bandar Serai Dinas Pariwisata Anggota
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Dinas Pariwisata Anggota
Kepala Seksi Sarana dan Dinas Pariwisata Anggota
Prasarana
4 | Kepala Seksi Pengelolaan dan Dinas Pariwisata Anggota
Pengembangan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Dinas Pariwisata K .
oordinator
Program
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Pariwisata Anggota
dan Umum
3 | Ketua Tim Kerja Substansi Dinas Pariwisata
Keuangan, Perlengkapan, dan Anggota
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 | Penelaah Kebijakan Pengadaan Dinas Pariwisata
Anggota
Barang dan Jasa
S | Pranata Komputer Terampil Dinas Pariwisata Anggota
6 | Operator Layanan Operasional Dinas Pariwisata Anggota
DINAS PERKEBUNAN PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Perkebunan Ketua
2 | Sekretaris Dinas Dinas Perkebunan Sekretaris
3 | Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Anggota
4 | Kepala Bidang Pengembangan Dinas Perkebunan Anggota
Usaha dan Penyuluhan
5 | Kepala Bidang Prasarana dan Dinas Perkebunan Anggota
Sarana




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
6 | Kepala Bidang Pengolahan dan Dinas Perkebunan Anggota
Pemasaran Hasil Perkebunan
7 | Kepala UPT Produksi Benih Dinas Perkebunan Anggota
Tanaman Perkebunan
8 | Kepala UPT Pengawasan dan Dinas Perkebunan Anggota
sertifikasi Benih Perkebunan
9 | Perencana Ahli Madya Dinas Perkebunan Anggota
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perkebunan Koordinator
dan Umum
2 | Ketua Tim Keuangan dan Aset Dinas Perkebunan Anggota
3 | Perencana Ahli Muda Dinas Perkebunan Anggota
4 | Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Perkebunan Anggota

Sekretariat

DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI RIAU

1 | Kepala Dinas Dinas Peternakan dan Ketua
Kesehatan Hewan
2 | Sekretaris Dinas Dinas Peternakan dan Sekretaris
Kesehatan Hewan
3 | Kepala Bidang Produksi Dinas Peternakan dan Anggota
Peternakan Kesehatan Hewan
4 | Kepala Bidang Kesehatan Hewan | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
S5 | Kepala Bidang Kesehatan Dinas Peternakan dan Anggota
Masyarakat Veteriner Kesehatan Hewan
6 | Kepala Bidang Agribisnis Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
7 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Peternakan dan Anggota
Veteriner dan Klinik Hewan Kesehatan Hewan
8 | Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Anggota
Ternak Kesehatan Hewan
9 | Kepala UPT Pengembangan Dinas Peternakan dan Anggota
Ternak dan Pakan Kesehatan Hewan
10 | Medik Veteriner Ahli Madya Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
11 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Madya | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
12 | Pengawas Mutu Pakan Ahli Muda | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
13 | Pengawas Bibit Ternak Ahli Muda | Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
14 | Medik Veteriner Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
15 | Perencana Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
16 | Analis Pasar Hasil Pertanian Ahli | Dinas Peternakan dan Anggota
Muda Kesehatan Hewan
17 | Penyuluh Pertanian Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
18 | Perencana Ahli Pertama Dinas Peternakan dan Anggota

Kesehatan Hewan

Sekretariat




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Peternakan dan Koordinator
Kesehatan Hewan
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Peternakan dan Anggota
dan Umum Kesehatan Hewan
3 | Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Peternakan dan Anggota
Kesehatan Hewan
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Peternakan dan Anggota
Sekretariat Kesehatan Hewan
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI RIAU
1 | Kepala Dinas Dinas Energi dan Ketua
Sumber Daya Mineral
2 | Sekretaris Dinas Dinas Energi dan Sekretaris
Sumber Daya Mineral
3 | Kepala Bidang Energi dan Energi | Dinas Energi dan Anggota
Baru Terbarukan Sumber Daya Mineral
4 | Kepala Bidang Ketenagalistrikan Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
5 | Kepala Bidang Mineral dan Dinas Energi dan Anggota
Batubara Sumber Daya Mineral
6 | Kepala Bidang Geologi dan Air Dinas Energi dan Anggota
Tanah Sumber Daya Mineral
7 | Kepala Cabang Dinas Wilayah I Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
8 | Kepala Cabang Dinas Wilayah II Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
9 | Kepala Cabang Dinas Wilayah III Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
10 | Kepala Cabang Dinas Wilayah IV Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Mineral
11 | Kepala UPT Laboratorium Dinas Energi dan Anggota
Pengujian Sumber Daya Mineral
12 | Kepala Sub Bagian TU Cabang Dinas Energi dan Anggota
Dinas Wilayah I s.d IV Sumber Daya Mineral
13 | Kasi Pengeolaan dan Pemanfaatan | Dinas Energi dan Anggota
Sumber Daya Energi Cabang Sumber Daya Mineral
Dinas Wilayah I s.d IV
14 | Kasi Pengelolaan dan Dinas Energi dan Anggota
Pemanfaatan Sumber Daya Sumber Daya Mineral
Mineral Cabang Dinas Wilayah I
s.d IV
15 | Kepala Sub Bagian TU UPT Dinas Energi dan Anggota
Laboratorium Pengujian Sumber Daya Mineral
16 | Kasi Pengujian UPT Laboratorium | Dinas Energi dan Anggota
Pengujian Sumber Daya Mineral
17 | Kasi Pelayanan dan Dinas Energi dan Anggota
Pengembangan Peralatan Sumber Daya Mineral
Laboratorium
Sekretariat
1 | Perencana Ahli Muda Sekretariat | Dinas Energi dan Koordinator
Sumber Daya Mineral
2 | Perencana Ahli Pertama Dinas Energi dan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Mineral




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Energi dan Anggota
dan Umum Sumber Daya Mineral
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Dinas Energi dan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Sumber Daya Mineral
BMD
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Energi dan Anggota

Sekretariat

Sumber Daya Mineral

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PROVINSI RIAU

1

Kepala Dinas

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Ketua

Sekretaris Dinas

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Sekretaris

Kepala Bidang Pembangunan
Sumber Daya Industri Kerjasama
dan Promosi

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Sarana, Prasarana
dan Pemberdayaan Industri

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Perdagangan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Pengawasan
Industri, Perlindungan Konsumen
dan Tertib Niaga

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala UPT Industri Pangan,
Olahan dan Kemasan

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

Kepala UPT Logam

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

10

Kepala UPT Penguji dan Sertifikasi
Mutu Barang

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah

Anggota

11

Kepala UPT Pelatihan Koperasi
dan UMKM

Dinas Perindustrian
dan Perdagangan,

Anggota




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
12 | Kepala UPT Pusat Layanan Usaha | Dinas Perindustrian Anggota
Terpadu dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
Sekretariat
1 | Fungsional Ahli Muda Dinas Perindustrian Koordinator
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
2 | Fungsional Ahli Pertama Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
3 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dinas Perindustrian Anggota
dan Umum dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
4 | Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
S5 | Penelaah Teknis Kebijakan Dinas Perindustrian Anggota
dan Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil
dan Menengah
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Sekretaris Daerah Sekretariat Daerah Ketua
2 | Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Wakil Ketua I
3 | Asisten Perekonomian dan Sekretariat Daerah Wakil Ketua II
Pembangunan
4 | Asisten Pemerintah dan Sekretariat Daerah Wakil Ketua
Kesejahteraan Rakyat 111
5 | Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Sekretaris
Pimpinan
6 | Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Anggota
7 | Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Anggota
8 | Kepala Biro Pemerintahan dan Sekretariat Daerah Anggota
Otonomi Daerah
9 | Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat | Sekretariat Daerah Anggota
10 | Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Anggota
11 | Kepala Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Anggota
12 | Kepala Biro Pengadaan Barang Sekretariat Daerah Anggota
dan Jasa
13 | Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah Anggota
Pembangunan
Sekretariat
1 | Kepala Bagian Perencanaan dan Sekretariat Daerah Koordinator

Kepegawaian Sekretariat Daerah
Biro Administrasi Pimpinan




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
2 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan (Ketua
Tim Perencanaan dan Pelaporan)
3 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
4 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
5 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pimpinan
6 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Umum
7 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Organisasi
8 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
9 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Kesejahteraan Rakyat
10 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Hukum
11 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Perekonomian
12 | Kepala Sub Bagian Pembinaan Sekretariat Daerah Anggota
Kelembagaan Pengadaan Barang
dan Jasa Biro Pengadaan Barang
dan Jasa
13 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sekretariat Daerah Anggota
Biro Administrasi Pembangunan
14 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota
Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan
15 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota
Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan
16 | Penelaah Teknis Kebijakan Sekretariat Daerah Anggota

Sekretariat Daerah Biro
Administrasi Pimpinan

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

1 | Sekretaris Dewan Sekretariat Dewan Ketua
Perwakilan Rakyat
Daerah
2 | Kepala Bagian Keuangan dan Sekretariat Dewan Sekretaris
Perencanaan Perwakilan Rakyat
Daerah
3 | Kepala Bagian Persidangan dan Sekretariat Dewan Anggota
Produk Hukum Perwakilan Rakyat
Daerah
4 | Kepala Bagian Umum Sekretariat Dewan Anggota

Perwakilan Rakyat
Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Sub Bagian Umum dan Sekretariat Dewan Anggota
Protokol Perwakilan Rakyat
Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Sekretariat Dewan Koordinator
Perwakilan Rakyat
Daerah
2 | Ketua Tim Kerja Keuangan dan Sekretariat Dewan Anggota
Perjalanan Dinas Perwakilan Rakyat
Daerah
3 | Ketua Tim Kerja Verifikasi dan Sekretariat Dewan Anggota
Pelaporan Perwakilan Rakyat
Daerah
4 | Ketua Tim Kerja Komisi, Fraksi Sekretariat Dewan Anggota
dan Hubungan Antar Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
5 | Ketua Tim Kerja Produk Hukum Sekretariat Dewan Anggota
Perwakilan Rakyat
Daerah
6 | Ketua Tim Kerja Rapat dan Sekretariat Dewan Anggota
Risalah Perwakilan Rakyat
Daerah
7 | Ketua Tim Kerja Rumah Tangga, Sekretariat Dewan Anggota
Perlengkapan dan PBMD Perwakilan Rakyat
Daerah
8 | Ketua Tim Kerja Humas dan Sekretariat Dewan Anggota

Perpustakaan

Perwakilan Rakyat
Daerah

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI RIAU

1 | Kepala Badan Badan Perencanaan Ketua
Pembangunan Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Perencanaan Sekretaris
Pembangunan Daerah
3 | Kepala Bidang Perencanaan, Badan Perencanaan Anggota
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
Pembangunan Daerah
4 | Kepala Bidang Pemerintahan dan | Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Manusia Pembangunan Daerah
5 | Kepala Bidang Perekonomian dan | Badan Perencanaan Anggota
Sumber Daya Alam Pembangunan Daerah
6 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Badan Perencanaan Anggota
Kewilayahan Pembangunan Daerah
7 | Perencana Ahli Utama Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
8 | Perencana Ahli Madya Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
9 | Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
10 | Perencana Ahli Pertama Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
11 | Ketua Tim Perencanaan dan Badan Perencanaan Anggota

Pendanaan Bidang Perencanaan,

Pembangunan Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan
12 | Ketua Tim Data dan Informasi Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
13 | Ketua Tim Pengendalian, Evaluasi | Badan Perencanaan Anggota
dan Pelaporan Bidang Pembangunan Daerah
Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan
14 | Ketua Tim Pemerintahan dan Badan Perencanaan Anggota
Pemberdayaan Masyarakat, Pembangunan Daerah
Ketenagakerjaan, dan
Transmigrasi Bidang
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
15 | Ketua Tim Pendidikan, Budaya Badan Perencanaan Anggota
dan Pemuda Bidang Pemerintahan | Pembangunan Daerah
dan Pembangunan Manusia
16 | Ketua Tim Kesehatan dan Badan Perencanaan Anggota
Keluarga Berencana Bidang Pembangunan Daerah
Pemerintahan dan Pembangunan
Manusia
17 | Ketua Tim Perdagangan, Industri, | Badan Perencanaan Anggota
Koperasi, Penanaman Modal dan | Pembangunan Daerah
Keuangan Bidang Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
18 | Ketua Tim Lingkungan Hidup, Badan Perencanaan Anggota
Kehutanan, Pertanian, Kelautan Pembangunan Daerah
dan Perikanan Bidang
Perekonomian dan Sumber Daya
Alam
19 | Ketua Tim Pariwisata Bidang Badan Perencanaan Anggota
Perekonomian dan Sumber Daya Pembangunan Daerah
Alam
20 | Ketua Tim Tata Ruang dan Badan Perencanaan Anggota
Pertanahan Bidang Infrastruktur | Pembangunan Daerah
dan Kewilayahan
21 | Ketua Tim Pekerjaan Umum dan Badan Perencanaan Anggota
Perumahan Kawasan Pembangunan Daerah
Permukiman Bidang Infrastruktur
dan Kewilayahan
22 | Ketua Tim Perhubungan, Energi, Badan Perencanaan Anggota
Sumber Daya Mineral, Pembangunan Daerah
Komunikasi. Informatika, Statistik
dan Persandian Bidang
Infrastruktur dan Kewilayahan
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Perencanaan Koordinator
Pembangunan Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Perencanaan Anggota
dan Umum Pembangunan Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
3 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Perencanaan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Pembangunan Daerah
BMD
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Perencanaan Anggota
Pembangunan Daerah
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pendapatan Ketua
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Pendapatan Sekretaris
Daerah
3 | Kepala Bidang Pajak Daerah Badan Pendapatan Anggota
Daerah
4 | Kepala Bidang Retribusi, PADL Badan Pendapatan Anggota
dan dana Bagi Hasil Daerah
5 | Kepala Bidang Pengolahan Data Badan Pendapatan Anggota
dan Pengembangan Pendapatan Daerah
6 | Kepada Bidang Pembukuan, Badan Pendapatan Anggota
Pengawasan dan Pembinaan Daerah
7 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Anggota
Pengolahan Data dan Pendapatan | Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Koordinator
Perencanaan Program Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pendapatan Anggota
dan Umum Daerah
3 | Ketua Tim Kerja Substansi Badan Pendapatan Anggota
Keuangan, Perlengkapan, dan Daerah
Pengelolaan Barang Milik Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Badan Pendapatan Anggota
Daerah
5 | Perencana Ahli Pertama Badan Pendapatan Anggota
Daerah
6 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Pendapatan Anggota
Daerah
7 | Pengolah data dan Informasi Badan Pendapatan Anggota
Daerah
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pengelola Ketua
Keuangan dan Aset
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Pengelola Sekretaris
Keuangan dan Aset
Daerah
3 | Kepala Bidang Anggaran Daerah Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
4 | Kepala Bidang Akuntansi dan Badan Pengelola Anggota
Pelaporan Keuangan dan Aset
Daerah
5 | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Anggota

dan Kas Daerah

Keuangan dan Aset
Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
6 | Kepala Bidang Pengelolaan Barang | Badan Pengelola Anggota
Milik Daerah Keuangan dan Aset
Daerah
7 | Analis Keuangan Pusat Dan Badan Pengelola Anggota
Daerah Pertama Keuangan dan Aset
Daerah
8 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
9 | Pengolah Data Dan Informasi Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Substansi Perencanaan | Badan Pengelola Koordinator
Program Keuangan dan Aset
Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengelola Anggota
dan Umum Keuangan dan Aset
Daerah
3 | Kepala Tim Substansi Badan Pengelola Anggota
Keuangan, Perlengkapan dan Keuangan dan Aset
Pengelolaan BMD Daerah
4 | Perencana Ahli Muda Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
S | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengelola Anggota
Keuangan dan Aset
Daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Kepegawaian Ketua
Daerah
2 | Sekretaris Badan Badan Kepegawaian Sekretaris
Daerah
3 | Kepala Bidang Pengadaan, Badan Kepegawaian Anggota
Pemberhentian dan Informasi Daerah
Kepegawaian
4 | Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
5 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Aparatur Daerah
6 | Kepala Bidang Pendayagunaan Badan Kepegawaian Anggota
dan Pembinaan Daerah
7 | Ketua Tim Perencanaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Pengadaan Daerah
8 | Ketua Tim Sistem Informasi Badan Kepegawaian Anggota
Manajemen Kepegawaian Daerah
9 | Ketua Tim Pemberhentian dan Badan Kepegawaian Anggota
Pensiun Daerah
10 | Ketua Tim Penataan Jabatan Badan Kepegawaian Anggota
Pimpinan Tinggi dan Administrasi | Daerah
11 | Ketua Tim Penataan Jabatan Badan Kepegawaian Anggota

Fungsional

Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
12 | Ketua Tim Kepangkatan Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
13 | Ketua Tim Perencanaan Badan Kepegawaian Anggota
Pengembangan Sumber Daya Daerah
Manusia Aparatur
14 | Ketua Tim Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Pendidikan Formal Daerah
15 | Ketua Tim Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Kompetensi Manajerial, Teknis Daerah
dan Fungsional
16 | Ketua Tim Penghargaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kinerja Daerah
17 | Ketua Tim Disiplin dan Badan Kepegawaian Anggota
Pengawasan Daerah
18 | Ketua Tim Pendayagunaan dan Badan Kepegawaian Anggota
Evaluasi Organisasi Profesi ASN Daerah
19 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
20 | Kepala Seksi Pengembangan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kompetensi Daerah
21 | Kepala Seksi Penyelenggaraan Badan Kepegawaian Anggota
Penilaian Kompetensi Daerah
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Kepegawaian Koordinator
Daerah
2 | Perencana Ahli Muda Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
3 | Perencana Ahli Pertama Badan Kepegawaian Anggota
Daerah
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Kepegawaian Anggota
Sekretariat Daerah
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Pengembangan Ketua
Sumber Daya Manusia
2 | Sekretaris Badan Badan Pengembangan Sekretaris
Sumber Daya Manusia
3 | Kepala Bidang Sertifikasi Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Dan Penjamin Mutu Sumber Daya Manusia
4 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Manajerial Sumber Daya Manusia
S5 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Umum Dan Sumber Daya Manusia
Fungsional
6 | Kepala Bidang Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Inti Dan Sumber Daya Manusia
Sosiokultural
7 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
8 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Pengembangan Anggota
dan Umum Sumber Daya Manusia




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) 3) (4)
9 | Kepala Sub Bagian Keuangan, Badan Pengembangan Anggota
Perlengkapan dan Pengolaan Sumber Daya Manusia
Barang Milik Daerah
10 | Ketua Tim Kerja Pengelolaan Badan Pengembangan Anggota
Kelembagaan dan Tenaga Sumber Daya Manusia
Pengembangan Kompetensi
11 | Ketua Tim Kerja Kerja Sistem Badan Pengembangan Anggota
Informasi Pelatihan dan Sertifikasi | Sumber Daya Manusia
Kompetensi
12 | Ketua Tim Kerja Kerja Pengelolaan | Badan Pengembangan Anggota
Sumber Belajar, Kerjasama dan Sumber Daya Manusia
Penjamin Mutu
13 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Pimpinan Daerah dan | Sumber Daya Manusia
Jabatan Tinggi
14 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator dan Pengawas
15 | Ketua Tim Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Dasar dan Kader Sumber Daya Manusia
16 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Inti Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator Urusan Konkuren
Wajib Pelayanan Dasar dan
Pilihan
17 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Inti Jabatan Sumber Daya Manusia
Administrator Urusan Konkuren
Wajib Non Pelayanan Dasar
18 | Ketua Tim Kerja Pengembangan | Badan Pengembangan Anggota
Integritas dan Sosiokultural Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrator Perangkat
Daerah Penunjang
19 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Umum Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrasi
20 | Ketua Tim Kerja Pengembangan Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Teknis Pilihan dan Sumber Daya Manusia
Jabatan Administrasi
21 | Ketua Tim Kerja Pengembangan | Badan Pengembangan Anggota
Kompetensi Jabatan Fungsional Sumber Daya Manusia
Sekretariat
1 | Ketua Tim Perencanaan Program Badan Pengembangan Koordinator
Sumber Daya Manusia
2 | Widyaiswara Ahli Utama Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
3 | Widyaiswara Ahli Madya Badan Pengembangan Anggota
Sumber Daya Manusia
4 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Pengembangan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Manusia
S5 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Pengembangan Anggota
Sekretariat Sumber Daya Manusia




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Penghubung Ketua
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Penghubung Sekretaris
3 Kﬁ?giﬁ;%fg:ang Hubungan Badan Penghubung Anggota
4 Efiifo?ub Bidang Humas dan Badan Penghubung Anggota
5 Kﬁ?&;agasr?%gfang Pengelola Badan Penghubung Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penghubung Anggota
Sekretariat
1 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Badan Penghubung Koordinator
5 lf;‘;lgiic;nal Perencana Ahli Badan Penghubung Anggota
3 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Penghubung Anggota
4 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Penghubung Anggota
INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Inspektur Daerah Inspektorat Daerah Ketua
2 | Sekretaris Inspektorat Daerah Sekretaris
3 | Inspektur Pembantu I, II, III, IV Inspektorat Daerah Anggota
dan V
4 | Fungsional Auditor Ahli Madya, Inspektorat Daerah Anggota
Muda Pertama, dan Penyelia,
Fungsional Pengawas
Penyelenggara Urusan
5 | Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Anggota
Ahli Utama, Madya, Muda dan
Pertama
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Inspektorat Daerah Koordinator
2 | Kepala Subbagian Umum dan Inspektorat Daerah Anggota
Keuangan
3 | Ketua Tim Kerja Analisa dan Inspektorat Daerah Anggota
Evaluasi
4 | Fungsional Arsiparis Madya Inspektorat Daerah Anggota
5 | Fungsional Perencana Ahli Muda | Inspektorat Daerah Anggota
6 | Penelaah Teknis Kebijakan Inspektorat Daerah Anggota
7 | Pengelola Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Anggota
8 | Pengolah Data dan Informasi Inspektorat Daerah Anggota
9 | Pengadministrasi Perkantoran Inspektorat Daerah Anggota
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Kesatuan Ketua
Bangsa dan Politik
2 | Sekretaris Badan Badan Kesatuan Sekretaris
Bangsa dan Politik
3 | Kepala Bidang Ideologi, Wawasan | Badan Kesatuan Anggota
Kebangsaan dan Karakter Bangsa | Bangsa dan Politik
4 | Kepala Bidang Politik Dalam Badan Kesatuan Anggota

Negeri

Bangsa dan Politik




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
5 | Kepala Bidang Ketahanan Badan Kesatuan Anggota
Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama | Bangsa dan Politik
dan Organisasi Kemasyarakatan
6 | Kepala Bidang Kewaspadaan Badan Kesatuan Anggota
Nasional dan Penanganan Konflik | Bangsa dan Politik
7 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
8 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
9 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
10 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli | Badan Kesatuan Anggota
Muda Bangsa dan Politik
Sekretariat
1 | Ketua Tim Kerja Perencanaan Badan Kesatuan Koordinator
Program Bangsa dan Politik
2 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian Badan Kesatuan Anggota
dan Umum Bangsa dan Politik
3 | Ketua Tim Kerja Keuangan, Badan Kesatuan Anggota
Perlengkapan dan Pengelolaan Bangsa dan Politik
Barang Milik Daerah
4 | Fungsional Perencana Ahli Badan Kesatuan Anggota
Pertama Bangsa dan Politik
S5 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
6 | Penelaah Kebijakan Teknis Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
7 | Pengadministrasi Perkantoran Badan Kesatuan Anggota
Bangsa dan Politik
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI RIAU
1 | Kepala Badan Badan Riset dan Ketua
Inovasi Daerah
2 | Sekretaris Badan Riset dan Sekretaris
Inovasi Daerah
Sekretariat
1 | Kepala Sub Bagian Umum dan Badan Riset dan Koordinator
Kepegawaian Inovasi Daerah
2 | Fungsional Peneliti Ahli Madya Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
3 | Fungsional Peneliti Ahli Pertama Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
4 | Fungsional Perekayasa Ahli Madya | Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
5 | Fungsional Perekayasa Ahli Muda [ Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
6 | Fungsional Analis Kebijakan Ahli [ Badan Riset dan Anggota
Muda Inovasi Daerah




JABATAN STRUKTURAL/ KEDUDUKAN
NO FUNGSIONAL/ PELAKSANA INSTANSI DALAM TIM
(1) (2) (3) (4)
7 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
UPT Riau Science Techno Park
1 | Kepala UPT Riau Science Techno Badan Riset dan Anggota
Park Inovasi Daerah
2 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Badan Riset dan Anggota
UPT Riau Science Techno Park Inovasi Daerah
3 | Kepala Seksi Riset dan Inovasi Badan Riset dan Anggota
Teknologi UPT Riau Science Inovasi Daerah
Techno Park
4 | Kepala Seksi Inkubasi Teknologi Badan Riset dan Anggota
dan Bisnis UPT Riau Science Inovasi Daerah
Techno Park
5 | Penelaah Teknis Kebijakan Badan Riset dan Anggota
Inovasi Daerah
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LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR RIAU
NOMOR : 276/111/2025
TANGGAL : 19 Maret 2025

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025-2029

NO

KEDUDUKAN DALAM TIM

JABATAN

TUGAS

2

3

4

Ketua

Sekretaris Daerah, Inspektur Daerah,
Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala

Satuan, Sekretaris Dewan

. Memimpin Tim  penyusun Renstra dalam

pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah

. Mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan

dalam proses penyusunan Renstra

Wakil Ketua

Asisten Sekretariat Daerah, Direktur

Rumah Sakit

Membantu Ketua Tim penyusun Renstra dalam
pelaksanaan penyusunan Renstra Perangkat
Daerah

Sekretaris

Sekretaris Dinas, Sekretaris Badan, Kepala

Bagian, Kepala Biro

. Memfasilitasi Penyusunan Renstra Perangkat

Daerah dari rancangan awal sampai dengan
penetapan Renstra

. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Renstra

Perangkat Daerah

. Mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat

Daerah/lintas Perangkat Daerah dan berkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Riau

. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya

kepada Ketua Tim Penyusun Rencana Strategis

Koordinator

Kepala Bagian, Kepala
Perencana Ahli Muda/Madya

Sub Bagian,

Menyiapkan materi pendukung/orientasi yang
diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penyusun
Renstra Perangkat Daerah




S | Anggota Kepala Bidang, Kepala UPT, Fungsional, |1. Menyusun tujuan, sasaran, program, outcome,

Pelaksana kegiatan, output dan sub kegiatan beserta indikator
dan target perangkat daerah dalam rangka
pelaksanaan bidang Pemerintahan sesuai dengan
tugas dan fungsi yang disusun dan berpedoman
pada RPJMD dan bersifat indikatif

2. Menghimpun data yang diperlukan dalam
penyusunan Renstra sesuai dengan sistematika;

3. Melaksanakan perbaikan atas verifikasi rancangan
dan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah dan
melakukan